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KATA PENGANTAR 

Alhanidulillah, bersyukur kehadirat Allah Sang Maha Kussa yang lnelnberikan 

kenikmatan hidup yang tiada tara. Dia-lah Sang penentu atas hidup dan duni3 seutubnya. 

Alam selnesta sebagai ciptaan Tuhan dipersembahkan untuk kelnanfaatan manusia, oleh 

karenanya Tulian lnelalui kitab suci-Nya rnengecaln perbuatan-perbuatan lnanusia yang 

merusak keuti~han alaln semesta. 

Praktik-praktik Iierusakan alaln merupakan fenomena yang bersifat massif. Tindakan 

illegal Logging, pengeboran tambang tanpa batas, eksploitasi minyak yang tidak rnelihat dan 

mempertimbangan keseimbangan alam adalah tindakan-tindakan biadab yang sebenarnya 

berakibat kepada terciptanya kerusakan burni. Bisa kita lihat. perubahan ik l i ln  yang 

mengakibatkan para petani tidak lnenentu dalaln bercocok tanam, bali j ir akibat hutan gundul. 

bencana longsor, bzn-jir lumpur dan akibat-akibat lainnya. 

H ~ i k u m  sebagai salah satu instramen dalaln mcnyeimbdngkan slam. seharusnya 

:nalnpil mengatasi problem-problem kerusakan a!am yang maj.oritas disebabkan oleh 

perbuztan manusia.Tetapi ter-nyata hukum tidak seperti yang diharapkan. Korporasi sebagai 

salah satu subyek yang me~~geksploitasi a la~n terkadang mengakibatkan kerusakan dan 

beniana. namun korporasi pit la sulit disentilh oleh Iiukum. Kasus luapan lumpus di Sidoarjo 

adalah bukti nyata bahwa bencana akibat nianusia lnenyebabkzn kerugian yang luas biasa 

bagi manusia itu sendiri. 
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HUKUM DAN LUMPUR LAPINDO: 
TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAN PT. LAPINDO BRANTAS INC. 

DALAM SENGKETA LINGKUNGAN DI SIDOARJO 
PERSPEKTIF BUDAYA HUKUM 

Oleh: s u h a r t o l  

ABSTRAK 

Paradigma pcnegakan hukum lingkungan selalna ini berjalan timpang, satu sisi 
pemerintah sebagai penanggungjawab pengelolaan lingkungan menghendaki pengelolaan 
lingkungan mengacu lurus dengan asas-asas UUPPLH, sedang sisi yang lain, pemerintah tidak 
malnpu membendung tindakan-tindakan pengrusakan lingkungan oleh Korporasi. Topik 
Penelitian ini merupakan studi yang penting dan diperlukan untuk mengungkapkan tanggung 
jawab Pemerintah dan PT. Lapondo Brantas Inc dalam sengketa luapan lulnpur sekaligus juga 
mengkajinya dengan perspektif budaya hukgm. Penelitian ini bermaksud untuk 1 )  Memahami 
paradigma pengelolaan lingkungan hidup yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan. 2) 
Memahami dan menganalisis pertanggungjawaban pemerintah dan PT.Lapindo Brantas Inc. 
terhadap kasus se~nburan lumpur serta lnengkaji proses nglur-ug masyarakat korban. 3)  
Memahami pandangan budaya hukum terhadap tanggung jawab pe~nerintah dan PT.LBI serta 
prakti k nglztrug masyarakat korban. 

Penelitian ini merupakan penelitian normatif-empiris dengan mendayagunakan data dan 
bahan lapangall yang secara sosiologis dapat membantu me11-jelaskan persoalan luapan lumpur di 
Sidoa~jo. Diantar-s hukum positif yang diteliti adalah ketentuan tentang peraturan pengelolaen 
lingkungan hidup yaitu L!U No.23 Tahiln 1937 dipei-bah~rui Jengan 1 IU No. 32 Tahun 2009 
tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidgp. dan i l U  No. 24 Tahun 2007 tentang 
Penanggulangan BencanxSelain itu juga telah dikaj; UU No.3C Tahiln 1999 tentang AAPS dan 
U'J No..! Tahur? 2009 ter?teng Pertambangan. Sedacgkan pendekatan penelitian ini  men2gunakan 
pendekatan Filosotis (philosoplijt upj~r,~ach), peratgran perundang-undangan \.r:talll!i' cr,upr.oach 
atGI! lcgislafion-r-egglrlarior7 approach), pendekatan sejarah (histor.ica1 approach). 

Adapcn hasil petielitian ini zdalat~ bahwa pa!-adigm penegakan hukurn lipgkungan 
yang tercerniin dalaln U U  No. 32 Tah~in 2009 tentang Periinduligan dan Pengelolsan Lingkungal~ 
Hidup. dan LIU No. 24 Tallun 20@7 tentang Penanggulangan Be~cali2. UII No.30 Tahun !999 
tentang AAPS dan UU No.4 Tahun 2009 tentang Pertambangan masih berpal-adigma normatif 
beiaka !.ang berakibat kepada leniahnya penegakan hukum lingkungan. Hal ini pula yang terjadi 
dalaln kasus sembur-an lumpur Lapindo. Pe~nerintah dan PT. Lapindo lnemikul tanggung jawab 
dalam menanggulangi semburan L,~llnpur di Sidoarjo tersebut. Meskipun saat ini tanggung jawab 
yang dibebankan kepada pihak Pemerintah dan PT. Lapindo beium dilaksanakan seluruhnya. 
lmplikasinya masyarakat korban lurnpur melakukarl nglzrr-lig sebagai bentuk protes baik terhadap 
pemerintal~ maupun Lapindo. Pada akhirnya Pe~nerintah ~nengeluarkan beberapa kebi.jakan yang 
menyangkut penanggi~langan lulnpur Lapindo. Tesis ini  ~nelnbuktikan bahwa tindakan 
masyarakat bagian dari budaya hukurn yang rnelekat dalam diri masyarakat.sekaligus me~nperkuat 
bahwa budaya huku~n berfi~ngsi sebagai kontrol terhadap penegakan hukum. 

Kata Kunci: Tanggung jawab Hukum, Budaya Hukum, PT.Lapindo Biantas Inc. Penyelesaian 
Sengketa Lingkungan 

' Mahasiswa Progrram Dokt~'~. (S-3) llmu klukum Uni\-ersitas Islam Indonesia .logjakarta 



LEGALITY AND LAPINDO'S HOT MUD: 
LIABILITY OF GOVERNMENT AND CORPORATE OF LAPINDO BRANTAS INC. 

IN ENVIRONMENT DISPUTE IN SIDOARJO 
UNDER LEGAL CULTURE PERSPECTIVE 

BY: SUHARTO* 

ABSTRACT 

The paradigm of the enforcement of the environment law has not been well 
implemented. It can be observed through the incapability of the govmment to stop some 
actions damaging the environment done by some corporations. On the other hand, based on 
the principles of the environment law it is stated that the government is the one who is 
liability for the management of the environment. The topic of the study is essential to disclose 
the background whether or not there are some violations towards the resulations done by 
Corp. Lapindo Brantas related with the mud overflow. The purposes of the study are: 1). To 
understand the paradigm of the environment management stated in the emironment statutes. 
2). To understand and analyze the liabilities of the government and corporate of Lapindo 
Brantas Inc. in h~ndling the case of the mud overflow and to learn more on the process of 
nglzin~g b? the victims. 3). To understand the legal culture towards the liabilities of the 
government and corporate of Lapindo Brantas 1nc.and nglurug by the victims 

This is a normative-empirical study making use of the sociolo~ic field data and 
materials to describe the case of the disaster of the mud overflow in Sidoarjo. The positive 
laws c~vered in tl-le sti~dy are the regulations of the envil-onment management U U  No. 23 the 
j.ear 1997 renewed with U U  No. 32 the year 2309 on ihe protection and tile ~nanagelnent of 
en\ ironment. and U U  No. 24 the year 2007 @ti Tne Protection on Dissster. The other 
regulaii~ns such as U l l  No. 30 thc year 1999 on AAPS (Arbitration and Alternative for 
Dispute Se'itlemeiit) 2nd U U  No. 4 the >-ear 2009 cn mining are also studied. The approaches 
of philosoph?. statute or leglsiation-regulation and history are applied in the study. 

The result of the study indicated that the paradigm of the enforcement of the 
en\.ironment 1 2 ~ .  stated in l1U No. 32 the year 2009 on the protection and the management of 
environment, 'JLI No. 24 tlie year 2007 on the Protection on Disaster. CZ h!o. 30 the year 
1999 on AAPS (Arbitration and Alternative for Dispute Settlemerit) and C'U No. 4 the year 
2009 on mining were still in the form of normative paradigm leading to thc weakness of thc 
enforcement of evisonlnet law. It occurred in the case of Lapindo mud overflow. The 
goverri~nent and corporate of Lapindo Brantas Inc. have the liabilit!. to handle the 
co~npensation for all victims. Unfortunately, it had not been fully paid to them and the 
implication was that they strived for their justice by nglur-z~k to express the dissatisfactory 
and to protest the government and corporate of Lapindo .Brantas Ins..  eventual!^ the 
government issued some policies aiming to overcome the case. The settlement of the case 
above indicated that the court is not the only, institution to find the justice. The study proved 
that action of people \\>as part of legal culture tightly attached to them and strengthen its 
function to contsol the law enforcement. 

Key words: Liability, Legal Culture, Corporate of Lapindo Brantas Inc., Settlement of the 
Environment Dispute. . . 

-- 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

Bagian in i  pin11l is ber~naksi~d me~i.ielaskan tentang ga~nbaran LIInilni 

secal-a menyeluri~li dari disertasi ini. Oleli karena itu, rnenjadi sangal penting 

un t i~k  me~ijelaskan kaitan antara latar belakang masalali. rulnusan masalali. 

~naksud dan tujuan dari penelitian ini. Selain it11 pula dibalias metode penelitian. 

sebagai metode ilmiali un t i~k  ~nendapatkan jawaban-.jawaban atas permasalaliar: 

yang ada. 

1Jnruk mencapai maksud dan tuj uan tersebut. perlu dihemukakan b a h t  a 

penelitian irii dilaliukr~n dcngan rnel;!ku!ca~? k:!jia~? terliadap Ikarya-karya atau 

penelitia~: sebelu~?in! a dengan harapan dapat mcnibedakan Jan mengliasil kan 

orisinalitas dari disertasi ini. Bahasan konsep dun tewi  ji12a nic;ija:ii i~ la ian  dalam 

bab ini. teosi-ieori te~.sebilt berf111;gsi sebagai pisail analisi:; terliadk~p fakta-hkta 

yang ditemukan. Penggi~naan konsep dan teori serta metodc penelitian jang 

digunaka~i dipal:dang penti~ig un t i~k  memperliliatkan nilai-nilai akademili dari 

disertasi ini. Untirk sels~~.iutn\.-a d i  ba\vali ini dikemukalta~i alasan-alasan iiiengapa 

topik penelitian ini  urgen ~111tt1li dilalisanakan. 



A. Latar Belakang  Masalali  

Ksisis ekologis sudali menjadi kenlataan yang melampaui batas 

I toleransi dan k e ~ n a ~ n p u a n  adaptasi lingkungan. Proliferasi malapetaka 

lingkungan sc~dali mencapai dimensi regional-mondial-global dan terus 

berdampak secara drarnatis. Kontekst~~al i tas  dsgradasi lingkungan seyogianya 

menyadarkan kita pada adanya bahaya fenomenal-monumental yang 

mengancam lingkungan.' 

Topik Penelitian yang betjudul HUKLkI DAN LUMPUR LAPINDO: 

T A N G G U N G  J A W A B  PEMRINTAH DAN PT. LAPINDO BR.-INTAS INC. 

DALAM SENGKETA LIXGKUNGAN Dl SIDOARJO PERSPEKTIF 

BUDAYA H U K U M  mel-upakan s t ~ ~ d i  >ang penting dan diperlukan untuk 

m e n ~ u n g k a p k a n  l a ~ a r  belakang ada tidakn!a pelanggasan ~esl;adap peraturan 

per-undang-unda!igan !an? btrlaku di I n d u n r ~ i a .  Oleh karena ilu. ptnclitian ini 

meri.jsdi .angat rc. lei ill1 didasarhnn paJa crgumil; scbagai beril;i~r: 

kepedulian \.an? c u k ~ l p  dengnn n len~ed iakan  herbagai ins t ru~nen hukum ~ l n t ~ ~ k  

~nencegal i  dan mengenda! i k:~n ~i~nbuln!.a dampah- negati I' linghungail akibar 

pembanganan. Namun dalam realitas di lapangal: hasil yang dicapai belum 

optimal.  Misalnya. ada tujuh kasus Iingkungan (pencemaran-pcrusnkan) yang 

utama di Indonesia dan sektos-sektor indust!.i ;.an? mencer i~arka~i -~ i~s rusakkan  



lingkungan dapat dilihat antara lain: pencemaran sungai 4 1.0%. pencemaran 

udara 23.5%. pencemaran air tanah 18.0%, perusakan bentang a la~n  8.5%. 

pencemaran air laut 6,5%, pencelnaran tanah 2,5% dan Kebisingan 1.7?/0.' 

Dari jumlah data d i  atas, pencelnaran air (sungai), udara dan perusakan 

liittan merupakan kasus lingkungan yang sangat dominan dan menon.jol. 

Jumlah kasus perusakan lingkungan yang berupa perusakan liutan. 

Pencemaran dan perusakan lingkungan tersebut beluln tennasuk kasus 

pembakaran hutan d i  Propinsi Su~natera Utara, Su~natera Selatan. Jambi. Riau. 

Kalimantan Basat. Kalimantan Timur. Kali~nantan Tengah. dan Kali~nantan 

Selatan. yang diduga dilakukan oleh 176 perusahaan sebagailiiana diu~numkan 

Menteri Keliittanan taiiggal 15 September 1997.4 Begitit pula tidak menutup 

kernungki~;nn petnbuI<aa~i lalian perkebunan atau trans~iiigrasi dengan 

msmbakar lilttan tetap dilakukan. karena cara ini dialiggap palins efekrif dan 

st i~i t fn. '  

I3rnktik re~~sebut telali menimbulkan keritsalcan hatan da11 padn sas! i~ i i  

telali mencapsi koridisi memprihatinkatl. Kementrian Keliittanan I l l  

~ i i en~~a takan  lqiir ksrusakan l i i t ta~i aniara Tahun 1998-2000 telali mrncal>iri 

angka 3.8 J ura I-laltali 1111. Laporan Fo;.c.vt Wtrtc.17 / i / o i c .  ( F  W I ) 

mrmperkirakan la.iu kesitsakan Iiutan antara Taliun 2001-2003 telali mrncapai 

,' /hid.. l i l~ii. 4. 
' //>id.. !I 1111. 5.  
5 .  fM. I. i~ll i l i  )';Isid. I ' e~ i j : e l e . s~ l i ~ i~ i  .S~ I I~X ' I ( I  . \ / e l a l r~ i  .-I/)/<. .lurnal Iluhum I.irlghiln~~n. 

I ' a l i ~ ~ n  I l l .  No. I luliun 1996. l i l~ i> .  96. 



angka 4.1 juta ~altaliun." Jika diliitung dalani angka 2 juta Ha/taliun saja, 

berarti tiap 1nenitn1.a kerusakan hutan telah ~nencapai 3 liektar atau salna 

dengan 6 kali Illas Iapangan bola.' Kerusakan-kerusakan hiltan tersebut, 

berakibat timbuln>.a bencana, termasuk bencana asap akibat kebakaran liutan. 

Pad2 Tahun 2000, dunia pertarnbangan kita dikejutkan dengan 

longsornya over-bur-tfe~i penambangan PT. Freeport Indonesia di Danau 

Wanagon, Irian J a ~ a  (Papua) yang lnenyebabkan melirapnya material (.rlutfge, 

over-bzlrden, dan air) ke Sungai Wanagon dan Desa Banti yang letaknya 

berada di bawali danau. Tahun 2001 terjadi ledakan tangki PT. Petrokolnia 

Gresik yang rnengakibatkan terganggi~n!.a kesehatan w a r p  sekitar. Berlan-jilt 

ke Taliun 2002. Jakarta dikejutkan dengan banjir yang hampi1 melumpi~likan 

seluruli aktivitas masyarakatnya serta terLr Ian; lagi de~?gan wilayali terdampak 

Jang iebili besar dl Taliun 2007." 

Pad: Taliiln 2003 yiiblik 3i kej iltkan dengan kejadian longsor d i 

Ma~idala\va:igi-Ja\\a Barat. Pada 7rdllil~i 2004-2005 m:~ncr!l pennasalahan 

kebi-jakan pertambangal: di !liltan lindung dari kzsus pencemar~ln T:luk Uu!.at. 
a 

Pada Taht~n 2006 ssderatan hencan:? lingkungan seperti ba~i.jir dan longsor 

teriadi di sqjumlah daerali seperti Jember dan 13ari.jarnegara. Masili di Taliun 

~ a n g  sama. sektor indi~stl-i jilga menan;bal~.pa~i,jang.permasaInlian Iingliungan 

kita. seperti kasus se~iiburan Lumpur Lapindo maupun illc.gol clzir~lj)ing li~nbali 

'' l. le~iri S~lLx~gi!.o. I ' ~ I I I / ~ ( I I ? ~ I I I ? ( I I T  ~ ~ I . ~ L J ~ ~ I I ~ ; I I I ( I I ~  1'3' / ' ~ I ~ ~ v / o / ( I ( I I I  / . I . /  liet.ke1(117jitt(117, . l i~r~ ia l  
Manilbst. I.'akul~us ! l u k i~n i  l i i i \c rs i Iss I3ra\\'i,ia!a. blalailg. .luni 7007. I.c!jll Kr~.c~.sttkc~~l H I I ~ ~ I I ~  di 
l ~ l c l o ~ l ~ ~ s i c ~ .  7i.tpol.crh cli l'l(tt~ei dlltrii, dikulip d x i  \\\\.\v.galra.colii. diakses lanepal 12 Me i  2009. 

.\'(t.sih Hlltotl Ki ic~~.c~trg  .5e1t~rki17 Sltt.c~ni. dikutip dari \ \  \v\\i.pelangi.ol-.id. 
S /hid 



B3 di  Cikarang-Bekasi. Scmua tragedi bencana tersebut, menelarl tidak hanya 

kerugian materi tapi juga korban m a n u ~ i a . ~  

Ekplorasi di atas rnenu.jukkan bah\\a kerusakan lingkungan hidup telah 

sampai pada tingkat !ang mcmbaha~akan kehidupan rnanusia. Sebab 

lingkungan hidup menernpati posisi yang sangat penting dalarn kehidupan 

manusia. Manusia dan lingkungan seperti dua keping lnata uang. Keduanya 

berkelindan dan tidak dapat dipisahkan. Sebagai salah satu insani dalam 

lingkungan hidup. perlu sekali dipahalni lnakna hidup dalarn kehidupan. 

lnengapa dan apa arti hidup, dilnana manusia hidup dan apa kewajiban. 

tanggu~igja\vab dan hak manusia dala~n hidup sebagaimana dialnanahkan oleh 

Tuhan !an? menciptakann>,a. Sehing~a manusia mengemban ariianah Tuhan 

10 agar manipu rnelaksanaknn kehidupan denzan sebaik 111ilngki11. 

Lingkungan IhiJup mempengarulii ksliidupan secara keseIuru1~an 

m~ne~. l tukan mak~ia  i~l.lkurn don tatanan dinaniika atau pes::~mbuhan. hirkunl 

ellt.ryi atau tcrmodina~;iika da11 li~1k111:i adapasi atau sur\ ival yang pada 

llakikati~!a berlak~r baik bagi penzada i!lsani ( h i o ~ n )  m a ~ ~ p u n  penyada ragani 

((I h i o ! ~ ~ ) . ~ '  Oleh knrennn!a pengclolaan lingkungan hidup ndalali taiiggung 

" lh ic l  
" l'cn,iclasan LllnLlrn [ ' I  Lo. 33 I.II~LI~ 1097 tcnl;tng 1,ingkunsan I l i d u p  discbutkan 

hal i \ \a l i l i g k ~ ~ n g a n  hidup InJoncsi:i .ld;tlali i l ~ ? ~ ~ g c r ; ~ I i  'I't111;111 )';~l iy M;11i;1 I:s~I kc11;1d;1 k ~ ~ i ~ d a  1>1k!i1[ 
Jan bangs;) Indonesia. I n i  mc~.uli.:.i\;~n karuiiia Jan r;iliniat-\!a !.an9 \ \q i i l i  dilestarikan d a ~ i  
d ikemba~igkan kemanlpuann! a ag;ll. d u p u  [eup  rncri.jalli s ~ ~ ~ i i b c ' ~ .  dan p c n ~ ~ ~ ! i a ~ i g  hidup bi lg i  rak!ar 
dnn bangsa I~idonesia. i.iliat: I'sn,isl;~san I .muln \J[! So. 33 'I'ahun 1997 tentang I . , ingku~~yan 
Hidup. I la lan i  perscpkti l ' l i lsal~at I s l ~ n i .  alam merupakun hugian dari ma~ius ia  ssndiri. I i a l  i n i  nyata 
dit~111,iukkan dalani al-Qur'an s u r u  al-Baqanl i  aya! 2'2. I.ihat: Musa As\'a;.iz. F i l .~a j i7 i  I s l o ~ i ~ :  
S ~ o i ~ i r r l i  .\'(/hi clrr1o111 R r i p i k i ~ :  Yog! akarta: L.ES 1-1. 7-00 1 . I ~ l m .  1 36 

' I  HuCum ter l i iodinanl ik i~ i ~ r g a  disebut l iukum konse\asi  encrgi. lilicl.qi yang nlemasuki 
orgnnismc hidup. populasi. atas c.kasis[em dapnt dianggap sebapai cnergi !;lng tersimpan arau 
terlepaska~i. Sis1c.m k c l i i d ~ ~ p a n  dap i i ~  d i a ~ i p p i ~ p  scbagai penpubah cnergi. L,iliar : 7.oer'aini Dismal. 



jawab rnanusia yang tidak dapat diabaikan. Pengelolaan lingkungan 

lnerupakan kewajiban yang bersifat individualistik (fardz~ u'ir~) sehingga 

berakibat bagi setiap individu memikul beban moral untuk ~nenjaga dan 

I2  rnengelola lingkungan. Dengan dem ikian dalarn pesspektif a.jaran Islam, 

pertanggungjawaban terhadap lingkungan hidup merupakan lial \an2 penting 

dan perlu menjadi perhatian ulnat ~nanusia. 

Kasus-kasus lingkungan seperti kasus lu~npi l r  Sidoarjo adalah contoli 

betapa sulitnya penerapan hukum terhadap kasus-kasus yang terjadi. Kasus- 

kasus d i  bidang lingkungan yang terjadi d i  Indonesia dan juga di negara- 

negal-a lain d i  dunia ini  tidak bisa dianggap sepele karena dampaknya yang 

sangat luas dan membutulikan \\aktir yang sangat lama. ratusan bahkan ribuan 

tidak bisa dipulihkan seperti keadaan se~nula.~? Kerusakari j.ari9 tidak dapat 

-- -- 
PI.I)I.SI/) /'r.iri.si/) I.,.k13/0g; doti Or.g(r~:i.\;t.si Liko.si.~/err~ A'o/~/t!/ii/(/.v [1(11t /.i~/,yk~//r,y(~t~ . .l.!k;irt;i: l3i11iii 
:Ikasrr?. 200 I. 

12 Seserasian dan kcselara~i  1iubu::gan anrara nlanusin Jan l i ngk i~ngan  i i iJ~rl7 ~i;c.~.~~l>akan 
ru1::uran 'I'uliali. Manusiu mtiiciapatkun arn'lnah LII~LLIC ~ i i c n j a ~ a  l i n g k ~ ~ n g a n  hiJ~:p.  I):~lan; 
:c.rn?inologi a:aIiia Islam. diseburkin b a n ~ a k  a>at-a!a[ a l -Qur ' i~n  !ang m c l i i a h ~ ~ ~ b k ; i ~ i  hall\\-ii 
wgenap kcrusakan di  muka bumi  adnlali akibar dari kescraka l i ;~~~ 1iii11iiisi;l. I . i l i ;~~: QS. :\l-l3aclarali : 
I I. 0 s .  Al -Kah t i  9-1. US. ./\I-Maidali: 32. 6-1. Jsl. I l cpag  111. .~l/-Qrrr.'trr~ tk~r, r r ~ ~ j ~ r r r ( r I i c r ~ i ~ ~ ! ~ ~ .  
.-\l.hola. SUI-abaya. 2000 .  Ke\\a,iiban indi \ id i ln l isr ik in i  dapar Jihaca b i ~ l i \ \ a  rnilnusia adalah 
m t ~ i i i k u l  tanggun! .ia\\-ab !ang hcsar lel.Iiadap lingkulignnli!a. ' langgi lng +\.ah in i  13liir 0i1ki11i 
Jisehahkan ke\vqi ibnl~ nianusin ak'111 tctapi Inliir dori Cehu i~~ l i :~n  rnan~isia tcriiadiip 1i : igkun~an. 
Olcl i  knrcnanya 1iic11,iaga kclcslarian d a ~ i  kcse i r i iba~ iga~ i  l i ~ i g k u ~ i p i ~ ~ i  I i i d ~ ~ p  II;II.LIS ~iic~i,i;idi 
p ; ~ ~ i J i ~ ~ i g a ~ i  l i idup dalan? dir i  mnnusia. ILiIiar: i\ l i  Yalie. !I le~i~q~y(/gc~.s 17i//i So.vic11. I3anclirn~: blizan. 
2( lOl .  ~11111. I.?? 

Tidak adn~i!a kepasl ia~i  i l ~ i i i a l i  seperli kasus I .umpi~s I.apil ido in i  b i~kan la l i  i~al.anp baru 
d;;i:11ii y e r s o a l a ~ ~  l i~ igkungan.  Seiak lahull 1970-an d i  .lerriian dikembangkali pririsip l iukuni  
I i n g k i l ~ i g a ~ i  !al ig dikclial de1igi111 ..I h~..so~.ge/~~.iri:i/~'. atau .:/i)~.r.sigli/." I ' da  a\val perkc.l~ibaligannya 
k~81iscp dari pr insip ilii ada!ali hali\\a nianusi;~ liarus ber~lsalia mclicegali l i~ i ihu l~ i ! -a  damp:~k negnli l '  
J. ‘11 .' I pcrbualann>.a tcrliadap l i l igkungan. 20 ta l i u~ i  kcmildian. Lcpatn!a lal iun 1993. [)c'kl;ll.ilsi l l i o  

Lznt;llig l ingkungan clan pcmbungl~nan. dalam pr insip 15. dc1ig;ln L c g ~ s  mcn!at:tha~i bali\\,a 
..(/pc/biIc/ (1c/c1 c/~ic(/,~~c~/i l~c~/icrj~(~ Iirigk~r~igc~~i j.c111g ,sc117g(11 .sr/.i//.s cl(/ri ti(1c1k c l ( / / ~ / /  p111ili 1c1gi 
fir.r.~'~.rr.si/~le ~1(11iioge). / / r c rk [ /  /idok ~ ~ C I I ? I J ~ I  ~L ' I ) ( I .Y I~ (~ I?  il/iria/i /ic/trk tir/prr/ c/(jri[liLc//i crllac~ri I I I ~ I I I ~  

~r i r~ i r~~ic /cr - r i~~~ic /o  di/c~/i~/kor?~ij:o /i17(/ok01? I I I I I I I ~  /iierlceg(~li ~ ~ I . I I . Y ( I ~ N I I  l i ~ i g k ~ ~ r i g ~ ~ i . "  Pl.ilisip ilii 
kemudian dikenal dengnn isl i lal i  populer. " j / ' j :or /  are 1101 s111.e. do17'1 c/o i ~ "  .I.iliat: Ceccp 



dipulilikan tersebut. bukan sa-ja menilnbulkan sitilasi alam yang disharlnoni, 

tetapi menuntut pihak Pelnerintah dan korporasi untuk mengalnbil tanggung 

jawab akibat-akibat >,an2 ditimbulkan ole11 kerusakan alaln. 

Alasan kedua. penelitian ini ~nen.jadi rnenarik secara teoritik oleh 

karena terkait dengan is11 penyelesaian sengketa, baik yang ditilnbulkan oleh 

bencana alaln (17cr1lrrcrl cjiscrr~er) maupun tangan manusia berbentuk bencana 

kelnanusiaan ( ~ ~ L I I ~ I C ~ I I  ~ ; . Y O ~ I ~ I ' ) .  Pen!.elesaian sengketa tersebut terdapat dua 

cara 1.aiti1 mclalui pengadilan atau di luar pengadilan berdasarkan pilihan 

sukarela para pihak yang bersengketa secara khusus. penyelesaian sengketa 

lingkungan hidup tidak berlaku terhadap tindak pidana lingkungan h i d i ~ ~ . ' ~  

Al-tin!.a penyelesaian sengketa lingkungan liidup di lual- peligadilan lianya 

dapat dilc?kuka!i secara perdata untirk mencapai kesepakatan mengenai bentirk 

dan hesarnya ganti rugi danlatau 1iie:igenai t ind~kan tertentu girna n?el?jamin 

lidak a!<an tel:jaclili!3 atau terulengn!.a da1;ipck neyatiE terhadal:, lingicungarl 

Iiitlup. ApaSiia telali dipilil! upaya pt"iyel=saia~i sengkcta l i ~ l gkung~n  I:idup d i  

lual- perigadilali. ~i i i ika gugcta~! ~iittlriltri pengadilal! Ii21i!.a dn~:,:.t diteriipl.~li 

apabila irpaya tersebut dinyataksn tidak berhasil oieli salali sat11 ntau para 

piiiak !;alig 'oerse~igke~a. I' 

i \ m i i l ~ ~ d d i ~ i .  t ' r i ~  t.sip- /'~III.$.~[) ~'C/I~/J-/I<I/~(III (/(//I /.II/~I/)~II~ /-<//li/l~/O, 
littp:!:\\ \ \  \ \  .ceucparnini~din.inl\> se~~rc l i l l abe l l e~ i \  i1~oniiicntal~K~20la\\-. :"4scs 17 Marct  2009. 

" H u k u ~ i i  pidana tidah dapat dilerapkan seketika dalam kasi~s l ingkungan. Scbab dalam 
k.ll,il'ldl-l mc11el:lpk:m asas subsidaritas ! nng bcrarti bali\va I h ~ t h ~ ~ r n  pidana licndakn! a 
dida!agi~nakan npabila sanksi h idang Iiukum laii:. sepcrti sa~ iks i  adrninist~wi i  dan sanksi pcrdata 
dan altcrnaril' pcn!.clesaian sc.!ipkera l ingkungan tidak cl'cktil' dan alau/tingkat kcsalalian pelaku 
relatil' bcrat dan atau akibar perhuatann~a ~.clatil' b c s a ~  dan atail pcsbuatann!a menimbulkan 



Kerarigka yuridis tersebut, dimaksudkan agar dapat berfungsi 

rnencegah t i~nbulnya pencernaran atau pengrusakan lingkungan, termasuk 

mem ba\va kasus tersebut dalarn proses peradi Ian. Misalnya, pencemaran 

Teluk Buyat, Lumpur di Sidoarjo dan kasi~s illegal logging yang lnelibatkan 

Adelin Lis sebagai Direktur Keuangan PT. KNDl lnerupakan kasus-kasus 

besar- yang sangat ~neriarik. Akan tetapi, dalarn praktiknya penegakan hukurn 

atas kasus-kasus tersebut belnm membuahkan hasil optimal. Bukan sa-ja 

karena tidak rnernberikan pernbela-jaran dan rnenghasilkan efek jera yang bisa 

diharapkan ilntuk dilakukannya pemulilian dan rnenghentikan pengrusakan 

16 atau pencembran agar tidak terulang. Nariiuri praktik penyelesaian sengketa 

lingkungan sebagaimana diperankan oleh pengadilan ulnurnnya tidak 

me~nberikan putusan !-an2 adil bagi pihak korban. justrir dari data di  laparlgan 

meri i~~i~juhkan bah\\a pirrusan-putusan pengadila~~ terkait dengan sengketa 

I : lingk~~rigan urii~rriir~!a berpiliak kepada perirsahaan (L.:)I./)oI+LIIP). 

Fakta baliiva pihak-pihak yang dirugikan dan diperlakukar? tidak adil 

tersebut rt lah terbukti dnlam proses pe::egskan hukum pidana ataq kasirs 

pencemaran 1i:lgkungan di  Teluk Buyat oleh PT. Ne\rmorit Minaliasa Kajra. 

Kasus tersebut d i  proses d i  pengadilan tetapi putusan hakim b e i ~ i l ~ r i g  pads 

perilbebasan perirsahaan dnn pirnpinan pesirsahaari tersebut. kendati niasili ada 

irpaya kasasi. De~ii ikian pula gclgatan pesdata d e l i  Pernesintah Repnblik 

I(. htq': ~.iana.tblop.cotii p o s ~  : 97002869 I. Akscs I; blare[ 2009. 
17 Con1011 rialing n!am :iJalali pada t a l i ~ ~ n  2007 dirncnangkannJn .Adelin I.is oleli 

I'ung;~dilati Ntgtri Mcdan dalarn ~?urkat.a pernbalakan l i i t~an dan ditolakn!u gugatali WAI..I-II 
tcl-hadap Isl'.Nc.\\ mont Minah;~~;~ Ra!a oleh Pengadilan \tgel.i .laharta Selalan. Sudliarto 1'. liadi. 
Rc?/lfle!i.vi ! . ~ I I ~ ~ I I I ~ ~ N I I  .-Ikliil. ~;I/IIIII. littp://\~~\\~\v.~ui1lni1iierdeka.~01~i/Iii11_i1iO7 12/28/opi04.Iittn. 
Akses I4 Marel 20!)9. 



Belajar dari pengalaman ini, masyarakat korban pencemaran lain tidak 

akan lnempergilnakan lembaga peradilan untuk memperoleh ganti rugi akibat 

pencemaran. Mereka ingin uang ganti rugi dibayarkan cepat agar bisa 

melanjutkan usaha dan hidup mereka. Dengan delnikian, penegakan hukurn 

lingkungan melalui cilizenf.r . w i i  seperti yang diinginkan oleh U U  2311 997 

tidak bisa men-jadi kenyataan. Ketidakperca!:aan masyarakat akan peran 

penegak hukum, atau pengadilan tidak j i ~ g a  salna sekali menghilangkan 

selnangat masyarakat untuk terus mencari keadilan d i  Iuar jalur pengadilan. 

Alasan ketiga, penelitian in i  inenjadi sangat penting untuk dilakukan 

mengingat adanya kecenderungan faktual dimana pendekatan d i  luar 

pengadilan talnpaknya dipandang sebagai nlternatif. mengingat putusan 

pengadilan kurang ~iiencorminkan pel-asaan keadilan ~nasyarskat. Pendekc?tan 

3i  luar pengadilan ini nantin!.a akan melihat bzgzimana i1pa1.a-upaya 

~nas>:ai.akzt baik langsung atau tidak langsung. sclhingga niempengarulii 

kebi-jakan. 

Kcnsep Mac Galanther. tentang .Jo.viice ill . \ J c r t y  Root~l.\ ~~ler i !pakan 

kesangka teori~is fi~ndalnentrll >.ang dapa~ dipergunakan i ln t i~k  melihat 

seberapa jauli foru~n-foruln pen!.elesaian sengketa di luar pengadiian re leva^: 

111iti1k dika-ii secara komprehensif. Misalnya. nilai-nilai kebersamaan atau 

zotong royong. nilai-nilai kepedui~a!~ dan solidaritas, dan empati da la~n - 
3 -  

pranata masprakat lokal melijadi sangat penting i~ l l t i rk  diperIiatik~711.-.' 

2 .: Marc Cialunter. 198 1. Kenrl i lc~~i t l i  /Iel.hrrgrri R~lrr~igrr~i:  /.el~ihogc/ /- 'e~.f i r / i?~~/~ . /-'~I~CI/NNII 
.\/~I.S~~~II.N~~I/ se/.ln /~II~IIIII Nf/kj.trt. [)tila111 'I'.O. Illromi. .411/1.o/?ologi /-/II~III~~: .5db11f//i BIIII~~I 
Nn~iipni. .lakar~a: Yahasan Obor Indonesia. 2001. hlm. 96. 



Istilah ' n g l z n , ~ ~ ' , ~ ~  merupakan konsep lokal yang dipergunakan 

sekelompok masyarakat yang sscara mendadak datang ke kantor 

Pemerintahan daerah (legislatif dan eksekutif) sebagai instrumen ~111tuk 

mengemukal<an pelidapat, kritik, protes atau bahkan permohonan dengall 

desakan. Terminologi nglurtrg dalam istilah Jawa, sebagaimana pula istilah 

lain menjemur diri di depan pendopo keraton atau 'pepe' saat ini terakoniodir 

dalan~ hak-hak konstitusional negara. Khususnya, terkait dengan kebebasan 

lnengenlukakan pendapat dan keksbasasan untuk berserikat sebagaimana 

diatur dalanl Pasal 27 dan PasaI 28 VUD 1945. 

Gerakan-gerakan nlasyarakat lokal yang menyuarakan kepentingan 

mereka akibat adanya ketimpangan bckerjanya pei.eturan hukum, dalam ha1 ini 

UCT 23/1?97, tidaklah berlebihall jika pilihan uniuk 111enj.elenggarakal.l al.:si 

p:-otes atau den~onstrasi sebagai salah satu instrunien ysng dapet menjadi 

kataliszto!. pe~yelesaikzr, szngketa di luar pengadilan. Di satu pihak. gerakan 

demo Izbili dimakstldlta~i sebaz:.i alat koinuniliasi i~ntuk dnpat t.-~~bangi~n 

iY~syacvarah denzan harapan agar pihak yang beru.enang dapat mernbesili~i~ 

perhatian, sehinega nhntinya dapat ~nemfasilitasi permintaan ganti rugi. Di 

pihak lain, aksi demo yang didukung ole11 nilai-nilai budaya dan kearifan loli~?I 

sebagai sikap resistensi (bertalian) dapat mer?jadi tekanan politis ( y o l i ~ i c ~ ~ l  

y~.ecrsz.,re) bagi Pemerintah yang dalanl banyak hal, kebijakan tersebut 

'' Da!am tradisi Jawa, khususnya di Sidoarjo dan di Jawa Tilnur istiiah rg/ln.lrg ini biasa 
dipergunakan ketika masyarakat tidak puas atas kebijakan pemerintah, baik badan eksekutif 
ataupun legislatif. Sikap 17gllrrzrg ini juga merupakan wujud penolakan atau bel-tahan (resislet7ce) 
atas pandangan masyarakat yang bertolak belakang dengan kebijakan pemerintah. 



biasanya lebih rnetiiihak korporasi, namun dalaln ha1 ini dapat mengabulkan 

piliak korban. 

Mengapa penulisan disertasi ini memfokuskan kepada kasus lulnpur di 

Sidoat-jo? Hal  i l i i  t i~ i ibu l  bukan sekedar adanya hitbungan sebab akibat antara 

praktik pengeboran dengan timbulnya bencana. tetapi lebih dari itit adalah 

adanya keterkaitan antara einpat peraturan per-undang-undangan yaitu U U  

2311997 yang diperbaharui dengan Undang-Undang Kornor 32 Tahun 2009 

tentang Perlindungan dan Pengelolaaii Lingkungan Hidup (selanjutnya disebut 

U U  32/2009), Undang-Undang Notnor 24 Tahun 2007 tentang 

Penanggulangan Beticana (selan-jutnya disebut U U  2412007). Undang-Undang 

No~iiol- 30 Ta l i i ~n  I999 tentang Arbitrase dan Alternatit'Pznyelesaian Sengketa 

(selanjutnya disebut L U  30/1999) dan Undang-Uridang \omor 4 Taliun 3009 

tentang Pertamhal-~gan Mineral dan Bat11 Bara (selan.jutn!;a disebut UL 

412009). 0paq.a untuk me~iialiarni benca~~a lumpur di Sidoar-jo. dikaitkan 

densan enlpat perdturati peri~ndang-undangan tersebut belutn diIaksar?akaii 

secara kon;preliensi t.. 

Bagainiana Lcls~rs L.ump~rr Lapilido terjadi dan apa akibat-akiba~ 

Iiit!;i~tii. sosial dan ekonomi yang timbul I\aretian!a'.' Tragedi ' L u m p ~ ~ r  

Lapindo' dimulai pada tanggal 29 Mei  2006. Peristi\\a ini  rne~i-jadi suatu 

tragedi ketika baii.jii l u ~ i i p i ~ r  panas intila; iiienggenatigi areal persawahan. 

pemitkiman penduduk dan ka\vasan industri. Hal ini  \\ajar ~ i i e ~ i g i ~ l g a t  volu~i ie 

lumpitr diperkirakan sekitar 5.000 hingga 50.000 meter Lubik perliari (setara 

den~an   nua at an penuli 690 truk peti kenias berukut-an besar). 



Akibatnya, se~nburan lulnpur ini membawa da~npak Jang luar biasa 

bagi ~nasyarakat sekitar lnaupun bagi aktivitas perekonomian di Jawa Timur. 

Genangan hi ngga setinggi 6 meter pada pem ukiman; total \\.arga yang 

dievakuasi lebih dari 8.200 jiwa; rumahltempat tinggal yang rusati sebanyak 

1.683 unit: areal pertanian dan perkebunan rusak hingga lebih dari 200 ha; 

lebih dari 15 pabrik yang tergenang lnenghentikan aktivitas produksi dan 

merumalikan lebih dari 1.873 orang; tidak berfi~ngsinya sarana pendidikan: 

kerusakan lingkungan \\ ilayah yang tergenangi; rusakn!-a sarana dan 

prasarana infrastruktur Cjaringan listrik dan telepon); terhambatnya ruas jalan 

to1 Malang-Surabaya yang berakibat pula terhadap aktivitas produksi di 

ka\\/asan Ngoro (Mo.iokerto) dan Pasuruan jang sela~na ini merupakan salali 

? <  

sat11 ka\\isisan ind:tst:-i utama di Jawa Timur.-- 

Kerusakan lingku~;gan dan gangguan keselintan, dampak sosial ban.jir 

lumpur tidak bisa dipbridang remeh. Setelah lilbili dari 100 Iiari tidal.: 

menu~i.iiikka~~ perbaikan E:ondisi. baik me~i~.a!igkut kepedulian Pe!nei-in:zli. 

terganggunya pendidikan dan sumber peiiglic?silan, ketidakpastian 

pen!.elesaian. dan tekanan psikis yang bestubi-tubi, krisis sosial mulai 

mengemuka. Perpecalian nasga mulai muncul ~;ienyangkut bia1.a  anti rugi, 

teori konspirasi penyuapan oleli PT. LBI. I-ebutan tsi~k pembana tanah rir-trgan 

I~iligga penolakan mer~yanghut lokasi pembuaiigali lu~npur setelah skenario 

peliallganan teknis kebocoran I (rne~~ggi~nakan .vr~~rl~hing trni~) dan pembuatan 

(relief  el ell) mengala~ni kegagalan. Tidak dapat dihindarkan adanya adalah 



konflilt horizontal'" selain konflik vertikal antara niasyarakat dengan piliak 

Pe~nerintah terus berlangsung dan tidak lnudah diselesaikan melalui jalur 

hukum. lnilah problem dari penegakan huku~n  ini. 

Potret sengketa Lu~npur  Lapindo in i  adalah gambaran bura~n dari 

penegzka~; I i l~ku ln  khususnya lingkungan. Piliak PT. Lapindo Brantas Inc. 

(selan-jutnya disingkat PT. LB I )  selaku perusahaan yang bertanggilng jaivab 

atas peristiwa selnburan Lu lnp i~r  Lapindo, justru secara hukum tidak terbukti 

~iielakukan kesalahan hukum. Ini merupakan paradiglna dari 

pertanggurigjaw~aban hukuln atas perusahaan-perusahaan yang lnelakukan 

pencemaran lingkungan. Apalagi kasus semburan Lu lnp i~r  Lapindo telah 

dinyatakan sebagai bencana alaln sehingga perta~iggi~ligia\\.aba~i~i!,a hsrus 

dil i l iat dari bebesapa peratul.an perundai;g-pcrunda1ig:1.1i. 

Sebagai peristiwc ;,ang dinyatakan bencnna. milkti P,-merintali 

diliaruska~i pula ikut mcnanggung skibst da:-i se~nbirran 1~11iipu1. tersebur. 

Padahal PT. LBI memikul p i ~ l n  ranggung jawab sosia! atas pe:-isti\t.a tersehiit. 

Sebagai perusalinan. P?'. L B I  ~nerupakan periisaliaan yang ~nencrima konsep 

C ' O I ~ ) O I - L I I C J  .S'o(.it/l li'.\l)oii.~il~ili!\~ (st la~i. jut~i j~d d i s i~~gka t  CSR). Dalam astikel 

- 'Ho~l. S/lol//t/ C ' i~ i l  SOci~;.i' (c/ i l t /  7'/1e ~ovc?l-n/iienl) R c . s ) ) ~ ~ I ~ /  1 0  ' ~ ' 0 1 7 ) 0 / ~ / 1 ~ ~  

Socic~I R ~ . ~ ~ ) o i i . ~ i b i l i ~ : " ? " .  Hamann dan Acutt menelaali moii\asi yang 

nie~idasari kalangan bisnis ~iienerinia konsep CSR. Ada dua motivasi utama. 

Pertama. akomodasi. >.aitu kebi.iakan bisnis yang l ia~iya bel-sifat kosmetik. 

supertisial. dan parsial. CSR dilakukan i~n t i l k  ~ n e ~ n b e r i  citra sebagai korporasi 

2 0  I<ocli Oasu k i  Mangoenpoerqio. h'r/.r/gicrti Wotig.vrr .-I kibol /.rttl~pr//. r/i .S'ic/olrr;jo. Bandung: 
\ ' i s i b u k u  Inli) Indonesia. 7008. lilm. 1- 12 



yang tanggap terhadap ltepentingan sosial. Singkatnya. rsalisasi CSR yang 

bersifat akomodatif tidak melibatkan perubahan mend2s.sr dalam kebijakan 

bisnis korporasi s e ~ u n ~ ~ u h n ~ a . ~ ~  Kedua, legitirnasi, . a i t u  motivasi yang 

bertujuan untuk menlpengaruhi wacana. Pertanyaan-pert~nyaan absah apakah 

yanz dapat diajukan terhadap perilaku korporasi, serta js\\.aban-jawaban apa 

yang mungkin diberikan dan terbuka untuk diskusi? Dengan den~ikian, dapat 

dikatakan bahwa motivasi ini berargume~ltasi wacaila CSR nlanlpu nlemenuhi 

fungsi utama yang memberikan keabsahan pada sistem kapitalis dan lebih 

khusus. kipral~ para korporasi raksasa. Hal inilah >.ans- .kemudian harus 

dipri-jelas secara ilmiah tentang pertanggungjawaban 11ukunl baik Pemerintah 

atailpun ?'I'. LBI. 

PT. LBJ meskipun nlenerapkan konsep CSR tersebut, tetapi tidak serta 

117erta sengkcta semburan lump:~r dapat terselesaikan, justru semakin blz!ncle~-. 

kebijakan-kebijakan 11uk~in1 yang tclah dike1~;arkan oleh Pen~esil~tal? tidak 

dapat menyelesaikai1. Sehingga penyelesaia~; problem yaug menyangkut 

sel~gketa ~ e ~ i ~ b u r a n  lunlpi~r melibatkan cala-cara di luar hukun~. Iconteks 

inilall. kearifan lokal masyarakat Sidoarjo sangat memberikan kontribi~si 

konkret terhadap penyelesaian sengketa. Sebagai contoll adalah 

diprakteltltannya sunlpah sebagai bentuk pengakuan hsk atas t a i ~ s ! ~  yang 

dimiliki korban akibat tanah n~eseka tidak bersertitikat. Selain itu. tradisi- 

tradisi masyaraltat yang r7glzn-11g Tenlerintah dan DPRD turut men~berikan 

'' Ha~nann dan Acutt, Hou. Shoztld Civil Society (mid Tl7e Go1.er,i/lie171j Respond lo 
'Corpol.ole Socinl Re.spo/7sibili/y '?", dala~n Pamadi Wibowo, Re17/o/lg Progro/li CSR di it,lc/r(/ PCII-CI 
Aldi Pe~llnsorcrn. Dalani Jurna I Filantropi dan Masyarakat Madani GALANG.  Vol. I .  Yo. 2. tahun 
2006. 



andil di  dala~n pengeluaran pi~tusan-putusan yarig berhubungan dengan 

penyelesaian sengketa sernburan l i ~ r n ~ u r . ~ ~ r a d i s i - t r a d i s i  tersebut, dala~n 

perspektif keilmuan disebut sebagai budaya hukurii. Budaya hukum 

digambarkan sebagai sikap yang meri.jadi proaclk buda;,a dari sebuali 

ko~nunitas masyarakat. 

Dari argu~nentasi tersebut d i  atas. penulis ~ne~nandang penelitian 

terkait dengan instrumen l i uku~n  dan penegakannya dengan kasus lu~npur d i  

Sidoarjo secara obyektif men-jadi relevan dan penting untuk dilakukan. 

Apalagi dikaitkan dengan kee~npat pel-undang-~~ndangan yang disebutkan d i  

atas. Keterkaitan aritara e~npat peraturan perundang-undangan tersebut 

semakin jelas. 

UL  3212009 mengatur dengan jelas tenta1:g tanggung jawab negara 

dan korporasi terliadap lingkungan. Pada Pasal 2 l i u r ~ ~ f  a UU 3213009 

dinyatskan baliwa negara adalah penanggung ja\\/ab irtarna dala~n ~>eiigelolaan 

dan perlindungan l ingku~i~an. '"  Tanggung Jz:veb karporasi diaiur pada Pasal 

13 ayat 3 UU 3212009 !.ang ~neyjelaslran bahwa 1;orpol.asi yong diduga 

melakukan pengerusakan lingkunga~i 1ia1.u~ 1x1-tanggu~ig ja\\ab:"! Korporasi . -. 

jugs d in  aj i ' uk~n  ~nela!;ukan audit lingkungan dalam kerangka men ingkatkan 

2s ( 'c~k .\'rr/l S I I I I ~ ~ ( I / ~  Rihr/( /; i  A'OI.~CIII  L I I I I I ~ ) I I I . .  I i t~p:i"\ \ \ \ \ \ . .~i i~.b~.. id pagc..plip. A k ~ s  12 
Mei 2009. 



kinerja lingkungan. Hal ini sesuai dengan Pasal 48-52 UU 3212009. N a ~ n u n  

demikian, dalani kasus sem buran lumpur d i  Sidoarjo, Pemerintah tidak bisa 

mendayagunakan pasal-pasal dalam ilndang-undang lingkungan. Hal ini 

dibuktikan bah\\.a se-iak ter-jadi semburan lumpur d i  Desa Renokenongo pada 

tanggal 29 Me i  2006 liingga berlangsung sela~na 3 bulan dan menimbulkan 

berbagai da~npak ekonomi. sosial dan budaya belurn terlihat adanya upaya dari 

Pemerintah i~nt i rk  lnelakukan langkali-langkah baik penanganan se~nburan 

maupun penanganan masalah sosial. Delnikian juga dengan PT. L B I  yang 

seharusnya bertanggung ja\\;ab secara rnutlak terliadap akibat yang 

ditimbulkan oleh peristi\va ssmburan tersebut. Karena menurut beberapa ahli 

awal sembu~ an lu~npul- diakibatkan oleh pengsb~ran yang dilakukan PT. L B I  

Tetapi ke11::ataennya. PT. LBI  tidak sepenuIin!-a bet-tanggung jawab. Hz1 ini 

dipel-buruk dengan putusan pcngadilan !.allg membebaskan I)?'. 1_BI dari 

t~111i~1taii !~ukum. Dari ha1 ir;ilah per.lu dil;aji bagaimana dengan paredig~lia 

men! angkut kerusakan liiigkungnn yang dialii!~atl.:ar! ale!] kcrp;>rasi. 

Begit11 j ~ i g a  dengan L L  7413007, apabila liita eel-mati dalam Bab I 

ketentua~i u ~ n u ~ i i  Pasal I ( i )  L U  2412007 >an? dinyatakan bencana adalah: 

Bencana adalah peristina atau l-angkaian peristi\\/a !.ang mengancaln 
dan mcngganggu keliidupan dan pengliidupan mas!r~rakat yang 
disebabkan faktor alam dalilatau faktor non-alam niaupun faktor 
manirsia. ~nengakibatkan timbulnya kol.ba11 j iwa niariusia. kerusakan 
lingkungan. kerugian liiirta benda. daii danipak psikologis. 

Dari ketenti~an tersebut. dilihat dari akibat sernbu~.a~i lumpur yang 

begiti! dahsyat. ~naka peristi\\a selnburari Lunipur Lapilido dapat disebut 



sebagai bencana. Hal ini tentu berakibat kepada biaya yang digunakan i ~ n t i ~ k  

menanggulangi akibat-akibat dari se~nburan lu~npur tersebut dibebankan 

seluruhnya pada Pemerintah. 

Pada kenyataannya. penanggnlangan akibat semburan I i1111pur 

dilakukan baik oleh Pemerintah ataupun PT. LBI sesuai dengan Perpres 

1412007. Kebi-jakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh Pelnerintah lnenyangkut 

tanggung jawab Pe~nerintah dala~n kasus se~nburan lumpur ternyata tidak 

didasarkan kepada UU 2412007 ini. Misalnya Perpres No. 1412007 tersebut 

salna sekali terkesan mengabaikan peraturan seperti Peraturan Pernerintah 110. 

36 Tahun 2006 tentang Pencarian dan ~ertolongan." Dari sinilah n~uncul 

berbagai persoalan bagaimana kerusakan alam yang nyata diakibatkan oleh 

nerbuatgn nianusia di~iyatcika~! sehagai bencana. Ole11 karena itu. sangat 

penting i~ritirk niengka.ji keterkairan antara UU -3212009 dengan UU 341'2007 

seliingga dapat diketal7ni batas-batas tentang kerusakan ala~n yang diakib2tkan 

oleh perbualan ~?!anucia densan keruqakan yang benar-benar diakibatkan ole11 

alam sekaligi~s actult n!ernpe~:ielas tanggun? ja\iab dari keciunnyz. 

kasus sen!buran Lumpur Lapindo Iiari~s dika-ji pula dari peraturan 

tentang pertambangan. Apakali aktitjtas yang dilakukan PT. L131 telall sesuai 

dengan prosedur Fang ditetapkan dalanl UU 412009. .Ketentuan pada bab II 

Pasal 2 UU 412009 di.jelaskan tentang asas dan tiijuan dari ~~ndang-undang 

tevsebut antara lain perlambangan mineral dan atau bat11 bara dikelola 

berdasaikan asas berkela11.jutan dan berwawasan lingkungan. Asas ini 

3 1 Rocli Busoeki \langoelipocsqjo. Ol>.(- ' i~. h l ~ i i .  88 



~ n e ~ n i l i k i  pengertian bahwa penyelenggaraan pertambangan ~n inyak dan gas 

bumi. di~nana d i  dalam penyelenggaraan kesiatan usaha ~n inyak dan bumi 

harus memperliatikan lingkungan hidup agar tidak terjadi pencemaran 

lingkungan hidup." 

Selain it11 penyelenggal-aan dari suatu usalia pertambangan, maka 

~nekanislne dan prosedur perizinan liarus lnendapatkan perhatian penting. 

Sebab unsur pertanggilngjawaban huku~n akan sangat erat kaitannya dengan 

seberapa jauh korporasi ~ i i e ~ i i a t i ~ l i i  prosedur perizinan tersebut. Misalnqa. 

dala~i i  Pasal 36 U U  412009 disebutkan : 

( I )  lzin Usalia Pertambangan (IUP) terdiri atas dua tahap: 

(a) IUP Eksplorasi meliputi kegiatan penyelidikan urnurn. eksplorasi dan 

stud i kclayakan. 

(b) IUP Operasi Prcduksi ~ n e l i p i ~ t i  kegiatan konstruksi. pe~ianibangari. 

pengolailan dan peniuniian. serta pengangkiltan dal: pen=ji;alan. 

(2)  Pt:iiegang li; P Eksplorasi dan pelnegang I U P Ope!.as~ I'roduksi dapat 

nielakukan sehagian atau seluruh kegidan sebagailnana dimaksua pa3a 

a! at ( I ). 

. l i \dapi~~i [LIP tersebut dapat diberikan oieh Walikota atau Bupati 

sebagaimana diatur dala~n Pasal 37 U U  412009 dan diber-ikan kepada Bada!~ 

Usaha. Koperasi dan perseorangan sebagamana diatur dala~n Pasal 38 U U  

41'2009. 

. . 
'- Salim I-IS.. l - l ~~kr~ r i i  Pr1.1r117ihat7go1i tli /17r/ot7e.s1n. Jakarta: Raia\\ali Gralindo Persada. 

2007. hlm. I5 



Namun yang lebili penting lagi adalah bahwa setiap pemegang IUP 

wa-jib memuat ketentuan sebagailnana diat i~r  dalaln Pasal 39 ayat ( 1 )  UU 

412009 : 

(a) nalna perusaliaan; 

(b) lokasi dan luas wilayah: 

(c) rencana umum tata ruang: 

(d) jaminan kesungguhan; 

(e) modal investasi; 

(t) perpali.iangan waktil tahap kegiatan: 

(g) hak dan kewajiban pemegang IUP: 

(h) jangka waktu tahap kegiatan: 

( i )  jenis itsaha yang diberikan: 

(i) rencana p~nge~nbangan dan p e m b ~ r d a ~ a a l ~  masyarakat d i  seki ta~ w~layal i  

pestam ba~igan: 

(11) perpa.jaka11: 

(I) penyelesaizn pqrse1isil;an: 

(m j  iusan tetap dan iuran ehsplorasi: dan 

( n j  amdal. 

Adapun prosedur lainnla dapat dilihar dalam ayat (2) dan slat (3) U U  

412009. Konsep tanggung janab dalaln perspektif U U  0412009 tampaknya 

lebih menekan kan pada pembatasan )ang s~harusnya dipat1111 i oleh setiap 

perusaliaan atau investor pertambangan. 



Apabila dilihat dari ketentuan di atas, pihak PT. LBI setidaknya 

melakukan dua penyimpangan antara lain: sub kontraktor tidak merniliki 

sertifikasi pe~igeboran dan PT. LBI  tidak ~nernperhatikan lingkungan dan 

masyarakat. Hal inilah yang ~nenarik untuk ditelaah lebih lanjut tentang 

pertanggungjawaban PT. LBI  dalam kasus sernburan Lumpur Lapindo. 

Peristiwa se~nburan Lu~npur Lapindo juga telali menyebabkan 

sengketa antara PT. LBI dan masyarakat korban. Selama ini proses 

penyelesaian sengketa melalui pengadilan terbukti tidak berhasil 

~nenyelesaikan sengketa, bahkan ~nenyisakan kontlik-konflik horizontal. Oleh 

karena itu, bersama dengan Pernerintah, PT. LBI  dsn ~nasyarakat korban 

~nelakukan upaya-upaya di luar Pengadilan dalam penyelesaian sengketa. UU 

2311937 ~ner:ga:ur penyelesaian sengkets di luar pengadilan. Berdasai-kan 

Pasal 3 l UU 2311997 di-jelaskan penyelesaian sengketa lingkungan di !uar 

pengadilan diselenggarakan unti~k rnencapai kesepakatan mengenai bentilk 

dan besarriya yanti rugi danlatau tindakan tertellti~ gun;t ~i ie~i. ja~ii i~: :idak aka11 

teriadin?.a atail terulangnya dampak negatit' terliadap lingkungan. Selain itu, 

dalarii Pasal 7 CIU 3011999 diati~r tentang arbitrase dan negosiasi. Apabila 

dili~lburigkan dengan penyelesaian sengketa pada pesistiwa Sidoar:in. rnaka 

sangat relevan UU tersebut digunakan i~ntirk meliliat keberhasilan dari proses 

penye!esaian sengketa. Balikan ada beberapa proses !.ang dilakukan dala~n 

rangka penyelesaian sengl;eta yang sukses dilakukan di luar pengadilan ya i t i~  

negosiasi yang dilakukan oleh E~nha Ainun Na.jib dalam ~nernediasi korban 

semburan. PT. LBI dan Pemerintah. 



Penyelesaian sengekata di luar pengadi Ian tersebut dilaku kan, karena 

proses pencarian keadilan melalui jalur for~nallpengadilan bunt11 dan 

putusannya tidak mernihak kepada mas~.arakat korban. Akhirnya ~nasyarakat 

kosban ~nelaku kati t7plut-lig sebagai upa!.a mencari keadi Ian. Nglurtig tersebut 

mer~lpal;ar. budaya I iuku~i i  penyelesaian lnasalah versi korban. Pada akhirnya 

t~glzir~rg it11 pula yang dapat me~nba\r a hasil. Sebagai i~nplikasinya Pemerintali 

kelnudian membuat kebijakan-kebi-iakan sebagai jawaban atas tindakan 

~nasyarakat korban. Dari ekplorasi tersebut, ~nenarik untuk dika-ji bagailnana 

praktik-praktik nglzri-zig lnasyarakat korban dapat membentuk liukum. Karena 

pada dasarnya r?glrit-zig adalah bagian dari budaya kritis ~nasyarakat korban 

dalaln rneliliat ketidakadilan. Dengan demikian ada keterkaitan yang sangat 

erat antara prakti k i~p l~ l~ . z /g  dzngal; b~rJa!.a l iuk~rm. Prakti k nglnrri,q d iatur 

dalam Undang-Undang Nornor 9 Ta1ii11i ! 998 tentany Kebebasan 

Menyarnpaikzn Pendapnt cli Muka Lmuln  (selari-jiitn!.a disebut L!LI No. 

9119983. Beberapa aturan ),an$ Jiatur dalal?i U ~ i d ~ ~ i g - U ~ ? d a r i g  ter-sebut a:itara 

lain adalali liak daii kcnajiban pcnden;o dalam Paszl i Jan !'asal 6 Cil' Yo. 

911998. Pendemo bsrhak ilnti!k msngrl.luarkaii pikiran secal-a bebas dan 

nieriipe~.oleli perlindui~gan I i i rku~i i .  Semsntara ke\v+jibali dan tariggurig .lair-ab 

peserta demo adalali mengliormati hak-liak dan kebebasan orang lain: 

menglior~iiati aturan-aruran nioral !.an3 diakui ulnurn: nienaati Iiukum dan 

ketentuan peraturan psrundang-undnngan yang berlaku: meli.jaga dan 

riiengliorrnati keanianan dan ketertiban u~num:  dan meri.jaga keutulian 

pers?,tuan dan kesatuan bangsz. 



Dari ha1 d i  atas penclitian ini  diharapkan dapat ~nelnberi  manfaat bagi 

tersedianya infor~nasi dan data yang komprehensif, juga dapat memberi 

kontribusi yang signifikari bagi perkembangan i l ~ i i i ~  hukuin serta fenolnena 

sosial terkait, termasuk mendokumentasikan model-model penyelesaian 

sengketa d i  luar pengadilan yang lebih berkeadilan. 

B. Perurnusan Masalah 

Berdasarkan usaian pada latar belakang masalah tersebut, selanjutnya 

d i  ke~nukakan beberapa perulnilsan lnasalali s-.bagai besikut: 

ertanggungja\\aban hu k u ~ n  da lam pengelolaan 

lingkungan hidup \.an2 tertuang dalam perati~ran perundarlg-undangan 

(Lib 33/2009. l?L 04 :c109. [ lU 2412007. dan UU 3911 999) yang terkait 

tanggung j w a b  Peinesintali dali korposasi terliadap korhan bencana'? 

2. Bagaimaliil pcrtangguncja\vaban Pemerintali dan PT. LB I  terliadap kasus 

se~nbura~i Lum;>ur Lapindi, dan melak~:kan 

tig/1/!.qi'sebagai rindakari untuk mencari kendilan? 

3 .  Bagairnana pandangan budaya Iiukum resliadap pestanggungjawaban 

Pemerintali daii PT. LB I serta bagaiinana pula perspektif budaya hukum 

terliadap praktik 11g1u1.ilp maslasakat kosban dalam penyelesaian sengketa 



C. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini secara kolnprehensif rnelniliki dua tujuan dasar yang 

berupa tujuan umuln dan tujuan khusus. 

1. Tujuan Umum 

Tu.juan illnuln yaitu lnelnperoleh pemahainali ynng luas. obyektif 

dan sistelnatis karena per~nasalahan penyelesaian sengketa Lurnpi~r  

Lapindo teramat kompleks, sehingga di  harapkan dapat menem ukan dan 

tnelnberikan jawaban atas berbagai problelnatika mengenai tanggilng 

jawab PT. L B I  dan Penierintali dalaln kasus sengketa lingkungan lumpur 

d i  Sidoar-jo. Seliingga penelitian ini diliarapkan i l ~ i t i ~ k  memaliami interaksi 

fungsi kee~npat peratilran perundang-undangan yaitu U U  3212009. U U  

412009. U U 2412007 dan E U  3011 999. 

2. Tujuan Khusus 

Tuiuan !;IILISLIS \an2 liendak dicapai dalam penelitia~i i r ? i  adalali 

dapat memba~igun pemslia~nan kritis mzlalui analisis teriracfap mzisilali 

penelitian yang terdiri atas aktivitas keilmuan: 

a. IM/lrngk:.ii dan memaliami paradigma pertanggungja\\aban liukum 

dalam pengelolaan lingkungan liidup yang tertuang dalam peraturan 

perundang-undangan (UU 3212009, UU 0412009, U U  3412007, dan 

U U 301 1999) yang terkait tanggung jawab Pelnerintah dan korporasi 

te~.liadap korban bencana. 



b. Menganalisis pertangguncjawaban Pe~nerintah dan PT. LB I  terhadap 

kasus sernburan lurnpi~r d i  Sidoarjo dan lne~nahalni rnengapa 

11iasya1.akat korban melakukan nglltrwg sebagai tindakan i~n tuk  

mencari keadilan. 

c. Menlahami pandangan budaya hukum terhadap pertangguncjawaban 

Pemerintali dan PT. LBI  serta ~nengkaj i  perspektif budaya hukuln 

terliadap prakti k nglur-up lnasyarakat korban dala~n pen! elesaian 

sengketa semburan lumpirr di Sidoario. 

D. Manfaat Penelitian 

i'enelitian ini  disusun dengan menekankan dua manfaat besar berupa 

11ianfa:t teoritis dan ~iianfaat praktis: 

I. Manfaat Teoritis 

klanfaat t e ~ r i t i s  penc!itian ini berkaitan del~ga!i da~npak 

pengemban~an l i !~ k!llii lingkungan U U 2313009. !J L' 2412007. U L' 04/2009 

(Jan L'b 3011 999 kl i  usi:sn> 2 ! ar,g berIiubt~~:ga!i dcngan tanggun? jawab 

dalam penyelesaian sengketa lingkungnn hidap serta proses psncarian 

keadilan bagi korban sengketa lingkungan Lumpur Lapindo. 

[Hal ini perlu dilakuknn mengingat beberapa klausul dari U U  

tessebut perlu dikrit isi niisalnya dalam U U  3212069 yang masih 

mempe~~tahankan asas subsidaritas. seliingga penegakan I l i~kurn pidana 

lingkungan sulit untuk diterapkan. Selain itu, dalaln U U  2412007 be lu~n  

ter~naktirb secara eksplisit tentang tariggung jawab perusahaan dala~n 



bencana. Ditambah dengan UU 3011999 yang kurang lnengakolnodir 

kearifan-kearifan dan budaya lokal sebagai bentuk penyelesaian sengketa. 

Man faat Praktis 

Manfaat praktis penelitian in i  berkaitan dengan kegunaan hasil 

penelitian yang dapat dimanfaatkan sebagai bahan pengka-jian liukum 

praktis yang rilenurut D.H.M. Meuwissen lneliputi kegiatan: pembentukan 

hukum, penernuan hukurn dan bantuan h u k u ~ n . ~ ~  Pelnbentukan hukum, 

penemuan hukum dan bantuan hukum dalaln lnanfaat penelitian ini 

utalnanya ditujukan sebagai upaya lne~nberikan masukan-masukan \.cng 

positif konstruktif baik dala~n kaitannya dengan U U  3212009. U U  

2412007, U U  ulc'2C09 ser-!a IJU 3011999 d m  jalcn keluar bagi 

implementasi !ang lebih efektif. 

E. Kajian PustakaIKeaslian Penelitian 

Untuk memberikan prri.jelasan yang detail tentc;ig penelitian ini. 

per i~~ l is  akan men~uraikan beberapa kajian yang berhubungan dengan 

srmburan I,~lmpus Lapindo. Tulisan ini bert~!juan mcnghinddri tGmpang 

tindihnya penelitian Jan menul l j~~kkan orisinilitas dari.penelitian ini. 

Secara ilmiah telal: banyak penelitian dengan tema lingkungan hidup 

baik dari perspekrit regulasi. implementasi dan aspek lainnya. Diantara 

penclitian tersebut oleh V l ~ ~ l i a ~ n m a d  Erwin, ia ~ i ~ e n u l i s  buku tentang Iiukum 

" D.1-I.M. Meu\\il;s:n. I '~j/'S/elitlgeri 01.et .  Hech/.~/ilo.~c?/ie. sehagaimana dikutip Bsr~lard 
Arief Sidharta. Nq/lek.r.i I'~ti~rrtlg Fl/tiri(rsi dull Sj/ir/ Keil1~111rrti 1111111 H I I ~ I I I I ~  .rebugui I.n~~rlo..rcrn 
Pe11gertib~r11gar7 lI11lr1 Hllkl~nl \osiorinl I~idotiesio. Disertasi. UNPAD. Bandung, 1996. hlm. -16. 



lingkungan dalam siste~n kebijaksanaan pembangunan lingkungan hidup. la 

lnernaparkan bagairnana perkernbangan huku~n lingkungan. prinsip-prinsip 

ekologi 1-ang menjadi dasar hukum lingkungan: sistein hukum lingkungan 

nasiorlal. Selain itu ia jug3 ~nembahas ULi No. 2311997, kedudukan tindak 

pidana lingkungan hidup, 9encer;laran dan pengrusakan lingkungan h i d i ~ ~ . ~ ' '  

Lebih bessifat ilmilni. Siti Sundari Ranzkuti dalain bentuk buku dengan 

judu l Hzrklrn7 Lingkzrngc~n c/crn Kel1ijok.r.onolri7 Liiigkzmgan .\~rsionciI. Secara 

lengkap buku ii i i rnernbahas bagairnana perkembangan masalah lingkungan, 

kesadaran lingkungan dan kebi-jaksanaan lingkungan sedunia (global). 

perkenibangan lingkungan dan kebijaksanaan lingkungan Indonesia 

(Nasional). asti penting hukum bagi masalah lingkungan dan kebi-jaksanaan 

di Indonesia sebel~rm undang-1111dar;g lingkilrigan hidup. perkernb~ngarl 

Iiukuni iingLuri~an di Indonesia, PI-insip pencetila:. me~nbayas dal? 

. - 
penerapant:; a:'' 

Sennda dz~ iga~ i  iiu. >.H.I'. Siaha~r. nieneg~tskan bnh\~a hi~kuni  

Iingkungan memiliki posisi ~ a n g  stsategis di dalam mt.n\.elamatka~? 

lingkungan. Hukurii lingkungan tidak lianya besfirngsi sebagai pengatus tata 

lingkungan tetapi juga menpatur bagaimana lingkirngan tetap tzriaga dengan 

bail< secasa berkelai~jutan (,.vlr.r.toincrblc). Ball han hukum linghi~iigan modern 

mesupakan ketentiian yang mengatnr tindak psrbuatan manusia dengall ti~ji ian 

i -I Muhammad I-r\\.in. Hlrklirii Litigk~irlg~rl (/(11(11ii .YI.VIL~II I  A ' ~ ~ ~ ~ ( I ~ . Y o I I ( I ( I I I  I ' ~ I ~ ~ / I ( I I ~ ~ I ~ I ~ c I I I  
Li1lgklrrlgc117 . - Ilicllrp. Reli  ka Adilama. Bandung. 2007. 

.'' Sili Sundari I<angki~~i. N~rk~rrii l,ir~gk~rrlg~rr~ d(111 A'ehjj~k.rcr~~oor~ l,ir~gkrrriga~~ .\'arior~crl. 
Sul.ata!a: A irlangga L'ni\:essi~! I'ress. 2 0 0 5 .  hlln. 23 



terpenting melindungi dan mencegali kerusakan dan kemerosotan kualitasnya 

supaya bersifat serasi dan dapat secara terus rnenerus digunakan oleh baik 

generasi sekarang lnaupun generasi mendatang. Sehingga sifat hukum 

Iingkuligan ~i iodern bertu-juan atau berorientasi kepada perlindungan 

lingkungannya (environlenfal oreinled law).36 

Oleh karenanya. peliegakan hukum lingkungan harus diintensifkan. 

Sukanda Husin rnenulis bah\\a ketiga unsur penegakan hukum yaitu 

penegakan Iiukum pidana, hukurii perdata dan hukuln adlninistrasi merupakan 

instrumen hukum yang telah tersedia sebagai jitnctioneel r e c h t ~ ~ e b e i d . ~ '  

Secara khusus. penelitiali tentang penegakan hukum pidaria dilakukan 

oleh Syalirul k13ch1iii1d. la riieneliti bagaimalia asas .vuh.sidu~*itci.s dan asas 

p/*ecc/u/io17crr? dalarn peliegaka;~ hu kum pidana lingkungan. Anal isis S!,ahrul 

telltans dua aias tersebut lebili kanipl-ehelisif karena tidak sekedar niembahas 

asas . s~ rhv i~ I~ r~ - i~ov  dan asss l11~vc~trlr/ial?crr:1t~ secara konsepti~a! tetapi j i lgs 

pengkqjidti lapaligan d i  Peiigadila~i Idegeri Sale ~ a n d i i r i ~ . ~ ~  Pcncslitisn ini 

nieng!iasi I kan kai ial? b a l x a  asns .sttb.virk:l-il(1.v Iiali! a dapat d i ketia k a ~ i  terliadap 

dcl i k forniil. tidali kepada delili niateriil dan pelierapali asas .sttD.sir/cr~-ilos 

dalaln PI-aktik penegakan Iiukum terhadap delik formil  bersifat intpcro/[f'atau 

Penelitari dengall topik la t ig  berbeda oleh Saifilllah, ia rnelieliti tentang 

paradignia kebi-jakan kriniinal di bidang koriser\lasi keanekaraganian hayati. 



Penelitian ini merupakan penelitian disertasi di Universitas Diponegoro 

Semarang. Hasil dari penelitian ini lnenggambarkan bahwa kebijakan kriminal 

di bidang konservasi keanekaragaman hayati harus ~nenjadi instrumen dalam 

penegakan hukum lingkungan. 39 

Selain penelitian Saifullah, penelitian dengan pembahasan berbede 

oleh P. Joko Subagyo, ia menyoroti bagaimana hukuln lingkungan dapat 

mengatasi persoalan-persoalan pencemaran lingkungan. Dalaln hasil 

penelitiannya ia mengungkapkan bahwa dalaln hukum lingkungan telah 

terdapat instrumen dan mekanisme dala~n penegakan hukum lingkungan. 40 

Sedangkan tentang penyelesaian sengketa lingkungan ditulis oleh 

Supasto Wi-ioyo. Menurutnqa. ~nengutip Nancy K. Kubasek. sengketa 

linykul?gan mesupal;an mel.upakan .~pecie.\. da~? ge17l1.~ sengketa !.ang 

besmuatan kontlik maitpun kontroversi di bidang lingkungan l i i d i ~ ~ ~ . ~ '  Bsrtitik 

tolak dari ketcntuan Pasal I angka 19 UU 23i1997. maka yang dinlaksud 

dengan pelaku sengketa lingkangan adz1311 dua piliak ?tail lebih \.ang 

b~rsc'lisih. Derigan kata laiii para pihak \.alig berselisih ilulali sub!-ek sengketa 

lingkunga~l. teliti11i\.a juga ter~iiasuk para piliak yang diduga aan berpotensi 

nislakukan peliceniasan da11 peslisaka:~ lingku~igan. Dengall demikian \-ang 

diniaksud dengall subyek sengketa lingkunga~i adalali pasa piliak >.ang 

mslakukan pencemarall dan pesusakan linglc~~ngan (disebut pencemas dan 

:,I 
Sailullah. H11iir1i71 Liiigkrii~goii; l'cri.crtiigiirrr liel~jjokoii h'i.iiiriircrl di BidoiigKoii.sei.l.si 

KeoiiPk~7i.ngiir~ Hnynli. Malang: U I N  Malang Press. 7006. hlm. 5. 
I 0 P. .lokc) Subagyo. H I I ~ I I I I I  /-i17gkiiiig(111; .\/~i.sci/~r/i dcrti / ~ ~ ~ r ~ ~ i i g g r i / ~ ~ i ~ g ~ ~ i ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ .  Jakarta: 

liinekci Ciptn. 7005. hlm. 7 
I I N a n c ~  K. Kubnsek LC Gar) S. Sil\ ermen. E~~~~i i .o i~ i i re i i l c r /  /.nil.. Ne\\ .lersc! : I'rentice 

Iiall. I 'pper Saddle River. 1997. h l n~ .  36-37. 



perusak liligkungali) dan para piliak yang lingkungan~iya dice~nari dan dirusak 

(disebut korban pencemaran dan perusakan ~ i n g k u n g a n ) . ~ ~  

Adapun tulisan yang secara khusus dan lnasih parsial membalias 

selnburan Lulnpur Lapindo dilakukan oleh Muhammad Mirdasy. la ~nenulis 

bahwa kasus lulnpur tersebut sangat beri~nplikasi baik secara sosial ataupun 

ekono~ni  bagi lnasyarakat korban lu~npur pada kliususnya dan lnasyarakat 

Sidoat-io pada umumnya. Tulisan ini dilatarbelakangi oleh rasa gel isah sebagai 

korban Lu~npur  Lapindo dan sebagai ariggota DPRD Jawa Tilnur. Se~nburan 

lumpur d i  Sidoar-io adalah fenoliiena yang ~nerusak seluruh pranata-pranata 

sosial dan infrastruktur ekono~i i i  di Sidoarjo. Lumpur tidak lianya 

memindahkan manusia yang ada di lokasi itu. iapi juga telah rnenghasilkan 

berbagai perubahan sosial di  ~ s n a . ~ '  

Roch. Bascki Mangoenpoerqjo menulis tcntrln? berbagai ker~lgian 

bangca !-ang diakibatkan oleh Lulnpur Lai~indo.  Dalnm penjeiasann!:n 

dikemukaka~l bslic\/s peiisti\va L~!mpu: I,c?pindo merl~pakan buah dari 

perbuata? ~iianusia. Pada!ial al-:ibat dari sembul.an !LIIIII;LII- !ersebu: tidak 

44 ter l~itung kerugian yang di~er ima o l ~ . l i  ~i ias~.arakat korban. 

Selain dua buku di atas. ada satu buku yang merupakan kumpulan 

tulisan-tulisan tentang Lu~ i ipur  Lapindo. Diantara pen~~. l is  buku tersebut adalah 

Eep Saefullah Fatali. Dengan ~nengutip Suparto Wi-joyo peneliti dasi 

A 2 S i ~ p ~ ~ r t o  Wi.ioyo. P e ~ y ~ e / ~ . s u i ~ ~ t l  .Se~lgkeiu 1.it~gk111~ge1t~ ( I ~ I ~ I . ~ I . ~ I I ~ I ~ I I / ~ I /  1Ii.sj~11ies 
Ne.sol~//ie)!!l. Si~snba!.a: Airlangga Llni\ ersit! I'ress. 200.:. I i!m. 1 3 

" hi i~ l iammad Misdas!. Hel.llc!jil.c. clc11t1111 I . ~ I I ~ I ~ J I I I .  L e ~ l ~ i ~ l e l o .  Susaba!a: ivlll'l'. 7,007. hlm. 
3 7 

44 Roch Basoki Mangoenpoescjo. K e ~ . r ~ g i r ~ ~ i  Hr~~lgscl ..lkiBcl/ / . I I I I I ~ I I I .  Le~pi t i~ lo .  .lakal~u: 
Visibuku InfoIndonesia. 2008. hln?. 21 
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Universitas Airlangga, Eep Saefullali Fatali menyatakan bahwa PT. L B I  telah 

~nelakukan pelanggaran atas selusin undang-undang perindustrian, konservasi, 

lingkungan hidup. jalan, lalu lintas, rnin1,ak dan gas, penataan ruang, 

pertambangan. agraria. kesehatan. sulnber da!,a air. bahkan terorisrne. Secara 

lebih khusus, Fredrik J. Pinakunary menyatakan bahwa penggunaan U U  

2311997 tidaklah tepat. Sebab sisteln tanggung jawab pidana mutlak hanya 

me~nbutulikan pengetahuan dan perbuatan dari terdakwa. Artinya dalarn 

melakukan perbuatan tersebut si terdakwa mengetahui atau lnenyadari tentang 

potensi kerugian bagi pihak lain. rna!<a keadaan in i  cukup untuk menuntut 

pel-tangunijawaban pidana darinya : 

'-Kongkritnya tidak perlu dibuktikan apakah Lapindo merniliki unsur 
sengaja atau alpa. tetapi kegiatan pengeboran yang akhirnya 
111en!ebabka11 semburan lumpur yang 111eri1sak lingkungan sudah 
cuki!p u n ~ u k  rnc.~i i idsn~.ka~~ perseroan tzrsebut". 

. . 
hlenur-utnya dalam k2sus 111:. hakim 5erlirngsi sebagai l iv ing 

I I / ~ J I I - ~ J I ~  !.ang dapat me11ai;kap semangat keadilan masyarakat. 

I'inakunar! nlel~girtip -PhoIia!.i dalsni : i~ l i sann~ n d i  Ko113pas beberapa ~\,a;it~l 

sebzli~n~n! 3. men!~ataknn bali\\a Sukan sekedar I t r l ~ .  c~r ! / i )~.c.c~~l~~r.~~ !ang penting. 

~ i a r ? i i ~ ~ i , j ~ ~ . ~ I i c e  ~I?/~I -c~JI I I~ I~/ .~~ 

Seiring dengan itu. M'ali! udin Muna\\ i r  dalam tulisannya Ltrpi;rcbg~r~e 

.Cktr~~tltrl III~~II.FII.~ ,\ligtls men! oroti tentans pol i t i  k migas di Indonesia. 



Menurutnya kasus Lunipur Lapindo merupakan salah sat11 bentuk eskalasi 

polit ik permigasan di tanali air."" 

Penelitiali dengan topik budaya hukuln lokal dala~n konteks 

penyelesaian sengketa di luar d m  di dalaln pengadilai oleh Jawahir Thontowi. 

Da la~n tulisannya dii~raikan tentang perilaku sosial j/an; tcrkait dengan siri' d i  

Makasar. Penelitian ini  ~nenu~i.jukkan bahwa hubungan sisteln hukum ikut 

lnelnbantu lnelnecahkan perselisilian di Suku Makasar. Terbentuknya kondisi 

hukuln plural baik hukum substantif lnaupun hukuln prosedural lnenyediakan 

beberapa pilihan liukum bagi masgarakat Makasar bahkan ikut ~nenciptakan 

kerukunan sosial dan ketestiban mas~arakat desa. Hal ini terkait dengan kasus 

kawin lari yalig nierupakan pela~iggarali adat. 

Seiring dengin itu. T. Gayus Lumbun ~iiengka~ii rentang budaya Ihukuln 

lnasyarakat Pasiran !,ang mayoritas niengan:lt pahaln Konfi~sius ~nelestarikan 

l ingkunga~i l i~c i i~p .  Hasil liajian tel-sebur nienuri.jukka~l b u d a ~ ~ a  I:ukum 

niempengarulii tzrhadsp kesada!.ai; hukilrn masyaraliar Pasiran di dalalii 

nie!akukan pelestasian alam. C'or?fi1cia17i.wlic mengastilian lii~i\i::ii (Fa) sebagai 

suatu Iiukuman (HSING). oleli sebab i r i ~  pen~.elesaian pesselisilian deligan 

me11ggi111aka;i Fo tidak diminati oleli nias!,asakat Cilia tsadisionai. Selain 

adanya Li sebagai kekuatan moral. ~iiasyasakat lebili. cenderung 11ieli.jaga 

Iiubungan d i  a~itasa mereka daripada nie~iiperla.jani kontlik. Perselisiha~i yang 



diselesaikan rnelalui pengadilan dianggap terlaku kaku dan metna~ukan.'~ Dari 

ka-iian pustaka tersebut, baik yang lnencoba membahas persoalan hukuln 

lingkungan, penegakan dan sebab akibat tilnbulnya bericana Lumpur Lapindo, 

sel-ta pertanggungja\\abannya lnelalui penyelesaian di luar pengadilan tampak 

jelas beluln ada yang rnenulis secara lebih ko~nprehensif. 

Sedangkan untuk model pen!,elesaian sengketa lingkungan, penulis 

berusaha akan rnemperbandingkan dengan tumpahan minyak di ~ e s i c o . ' ~  

Turnpallan lninyak !ang terjadi di Teluk Mexico tersebut. rnerupakan tragedi 

lingkungan terbesar dala~n rentan waktu tahun 2010. bahkan Presiden 

Amerika Serikat langsung mengambil kebijakan ~nenghentikan pengeboran 

ysng dilakukan korporasi tersebirr. Bahkan pihak korporasi dibebankan 

:qjul?llaIi ganti rugi trntilk ~nemulih kan dampak-da~npak \-ang diakibarkan nleh 

tunipahan m inyak irrssbtrt. 

P. Konsep dan Teori 

Clntirk mencapai keber!lasilan pe!xlitian in:. maka terdnpat beberapa 

knnsep dan teori dx iga i  pisau analisis dalam menielaskan Iii~bungan atau 

2 < 
T. <;:I! US I .IIII~~LII~. O / ~ / ~ / . V ~ O I / ~ . V / ~ / C J  ( I ( / / /  / , i / ~ g k / i / / , ~ ~ / / ~  / / ~ L / I I ; I :  / l / i ( / ( / j ' ( /  / { I I ~ I I / / /  

.\ / O : ~ / I . ~ I ~ L / I L /  / 'LI.Y;/.(II I ,  Jakart.:: L ' ~ i i \  t r s i ~ i ~ b  I ~ i J o ~ i t ~ i i ~ .  2002, liI11i.4 
:I. 

I'~lrnp:~lian I 1 I 'l'eluk blc\ ico 30 10 (,iuga 1 i 1  I k sc.bag:~i tumpahan 
niinhah Occ.p\\atrr I-lorizon r!Ju tumlx~lian min!;~k HI') bcrlaku pada 2 0  :\priI 3OIOjam I 0  nialaln 
sclclx~\ I letupan I pclunrar carigali liiin!ak I)ccp\\atcr Iklorizon di luar 
pantlri I.auisiana d i  Tcluk hlcl ico. I'~111ipahan min!ak ini  Jianggap tumpahan luar pantai ttrbtsar 
dnlaln st.iariih A.S. Jan a n t m  tumpahan minhal, terbesar di Junia. I I Jaripada 126 ptlielja 
pelantar mati manakala 17 lagi cedera. Pada i j  .lulai 2010.131' nien!atakan !an? kebocoran itu 
telah dilientikan dengall nienutup kepala telaga !ang terbabir. \\.alalup~rli terJapat risiko perubahan 
tekanan besar boleh l i ienyrhbkan kebocoran bar11 di dasnr laut. f'enppalian telaga pelega untuk 
menulup lelaga ini  secara kekal sedang dilalankan. I l ikut ip  dari 
http://rns.\\ ikipedia.org/\\;iki I~umpalian-min!ak-.l'cl~~k-Mexico-10 10 



fakta-fakta lapangan yang relevan dengan ketentuan peraturan perundangan 

yang relevan. 

1. Hukum Substantif dan Hukum Prosedural 

Konteks kontemporer, hukum substantif sering diungkapkan dala~n 

beragani cara." Pertama. sebagai alat pengatur tata tertib hubungan 

~nasyarakat. Disini hukum lnernpi~nyai sifat dan watak ~nengatur tingkah 

laku sesuai tertib yang sudah ada. Kedua. sebagai sarana irntuk 

~newu~iudkan keadilan sosial. Dala~n ha1 ini, huku~n diharapkan dapat 

melnberi keadilan kepada masyarakat. hukum dapat menghuku~n 

seseorang. Ketiga, fungsi hukum sebagai penggerak pembangunan. Hal 

ini. I i u k ~ n i  sebagai alat u n t u k  membawa nias>.arakat ke arah yang lebili 

~na.iit.'' Keempat, fiiligsi Iiukum klitis. Hal ini. daya kel-ja liukum tidak 

semata-mata melakukan pengawasan kepada aparatilr pengawasan atau 

aparatur peliierintal! sa-ja melainkan tcr~iiasuk aparatur penegak Iitik~~ii. 

Kcnsep h i ~ l i i ~ ~ i i  prosedural, yairu suati! ~?iekanisnie dimsna 

masysrakat dapat ~nemilili Iii:ku~n atau institusi huku~r~ yang dipergunalian 

u n t u k  nien>.elesaikan senglieta yang dihadapi. baik berdasarkan pada 

aturan \egara mailpun berdasarkan paraturan masyarakat >prig berlaku di 

silatil tenipat. 

50 I<. Sotroso. 7004. l'rt7grr17trrt. lltrt!~ I-lrtkr1111. .lakarta: Sinar Ciralika. l i lm. 54-55, 
51 t3erkait~n dengan lial tersebut. Moclitnr Kusumautmadja berpendapat bahwa I'ungsi 

hukum it11 adal;lli mc.rubali sikap tladisional rnas>arakat kc iirali sikap yang modern. I lukum liarus 
dapat meliibanu~ proses perubnlian mas!arakat. Moclitnr Kusu~naa[maclia. 1977. F1117gsi ti017 
Pe1.ke11iha1igot7 / / l r k l l t ~ i  dc1lr1111 Petiihoi~g~~tta~i ;\'ario~wl. /.riilhog(r l'er7eii1io11 Hllktltil ~ / [ 1 i 7  

K~.i~liinologi. Ljni\ srsitas Pad.iad.jaran. f3andung: Binacipta. li11ii. 1 1 



Senientara itu, Lawrence M.  Freid~nan menyebut l i ~ n a  filngsi dari 

sisteln hukum. Pertama, sebagai sisteln kontrol. Dengan kata lain, sisteln 

h u k u ~ n  berkaitan dengan perilaku yang mengontrol. Kedua, fungsi hukum 

sebagai pe~i\.elesa~an sengketa (di,rpw/e .se//Ienien/). Dengan kata lain 

siste~n Iiukurn adalah bgen pernecah kontl ik dan juga agen penyelesaian 

sengketa. Ketiga, fungsi redistribusi (w~/I.rfribz/fi~~e f21ric/ion) atau f i~ngsi  

sekayasa sosial (.~ociul engineering). Fungsi ini mengaralikan penggilnaan 

hukum untuk ~nengadakan perubahari sosial yang berencana Jang 

ditentukan oleh pemerintah. Keempat, huku~n  berfilngsi sebagai 

pe~nel  ihara sosial (.yocia/ nicrinfenunce). Kelima, hukuni berfungsi 

~nengawasi pengilasa itu sendiri." 

Berbicara Iiiikuni secara substantif dan pr~sedur;l! j uga tidak aka11 

lepas dari konsep hu h u ~ n  dan keadilan sebagai ti!i i ~ a n  iltalna hukum 

111 isaln: a . lol i~i  Rawls me:nang dikenal dengan teori keadi liln prosedura!. 

karc:?a kesdilan dipalianii sebagai liasi l persetl!juai~ mela!ui projedtir 

tertent!!. Psda tingkat ini Rav .1~  inenc~iipii l i  prosedu~ memili l i  prinsip- 

i; 
pi-insip keadilan berdasalfan asas kesa~iiaan dan liebebasan- 

Keadilan secara substantif ham5 mengacu pada takaran kesamaan 

dan kebebasan. Pertama. adalah prinsip kebebasan ).ang sams sebcser 

besarnya Q)ririci/?le of'gr.eale.c.i eqr/crl lihr~.(v). Melalui prinsip ini tiap-tiap 

orang mernpu~i:,ai hak yang sama atas selusuli sistem yang tersusun dari 

j? La\\ rence bl. F~.iedman. 200 1. .41ire1.i~wti 1-tr11 oti In/~.od~rc/io~i. Second Edition. 
diteriemahkan oleh Uiisnv Basuki. l j ~ ~ l i ~ i ~ i i  .41ilel.iko .5ehr1ol1 Pe17gt117101.. Cetakan Pestama. .lakal-la: 
Tata Nusa. hlni. 1 1 - 18. 
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kebebasan-kebebasan dan yang cocok dengan kebebasan-kebebasan 

tersebut.'" 

Kedua. persalnaan yalig adil atas keseriipatan ([he principle o j  fair* 

equuliry of opporlunily). Inti [he pririciple o f  fair eqzialily of opportunity 

nienunjuk pada mereka yang paling kurang ~iiempunyai peluang u n t u k  

melicapai prospek kese-jahteraan, pendapatan dan otoritas. U n t u k  

terciptanya kesamaan, ~naka dibutuhkan [he d@ererice principle. yakni 

bahwa perbedaan sosial dan ekonolni harus diatur agar lne~nberikan 

lnanfaat yang paling besar bagi ~nereka yang paling kurang beruntung. 

Keadilan prosedural Ra\vls terdiri dari tiga niacam. Di samping 

~ ) L ' I , - ~ ~ c . I  l ) r ~ ) ~ ~ ~ t I ~ ~ ~ t ~ I  , ~ ~ I . Y / ~ c ' c ,  juga d i kenal dua jell is yang lain !-akni: 

. . 

irrrpe~:fict p ~ ~ c u / z i r ( ~ I  ,jzi.~/ice dan l)zir.c I)~.OC.C~/LII-LI/  ,j~i.~tice:" Pc,rfC;(.i 

y r ~ c c ~ t / ~ i r ~ ~ l , j ~ ~ . ~ ~ i c e  ment!njuk pdda ketersediaan prosedur pang sebelumnya 

tclah ciiraricang de~iga~i baik. ha1ni111 Iiasil nkhir bisa sa-ja berbeda dari 

rancnilgan sernula. Se3al:gkali t,ur.e ~ ~ r ~ c . ~ ' t / i i r . t r l , j ~ i ~ ~ i C . P  berh~!gLat dari tidak 

adan!a kr-iteria ir:depe~ideii Jang niendaliillui s u a t ~ ~  prosedur. dan y a y  

dibiiiul~ka~i adalali psoses peruniilsan kolisep keadilan >~?l ig  beliar dan adil 

i ~ n t u k  ~iie~i.ia~iiiii Iiasil akliir 4d1ig benar dan adil pula. 

'4 f<a\\ls ~iie~igci:iakaii ~ c o r i  niciisenai prinsip-pri~isip kc;lJilaii tc r l i l~ l i in  ~sbagai  
al tcrna~if  bagi [ tor i  ul i l i la~. is~i ie sebngai~iiana Jike~iiukakan I - lu~ i i r .  Benllialii daii M i l l  Ra\\.ls 
berpendapa~ bali\\a dnia~i i  ~ii i lsyalnkal !-ang Jiatur meni~r i i l  pri~isip-prinsip utilitarisnie. orang- 
orang akan keliilangan liargii di1.i. lagi pula b;~h\\.a pela!.a~ian demi perkembangan bersamu nkan 
len!up. Ra\\ls jugn berpcndupat bali\\a selwnal.n!a ~ e o r i  ini  Ichih keras dari apu Fang 
dianggap not.~iiul olch masharaka~. bleniang bolcli jaJi  diminla pcngo1.bana11 delni 
kcpenlingan u ~ i i ~ ~ ~ u .  lelapi lidak dapat dibrnarkan hali\\a pcngorbanan ini  pertarnu-tanla 
diniinta duri orang-orang !ang sudali kurang heriintu~ig dalalii ~n:ls!al.akal. Menurut Ra\vls. 
situasi ketidaksnmaan l ian~s diberikan a~ui.an !ang scclemikian rupa seliingga paling 
n i rng i~nt i~ l lgkan goio~igan mas!.al.aknt !an2 paling lemnli. .lolin Ra\\ls. .-I Tlreo/:\. c!l'.Jlis/ice. 
I..ondon: O s l i ~ r d  . . l.ini\.ersit! Press. 1073. Ill m. 3- 12 

" /bid lilrn. 4. 



Dalaln perspektif huku~n nasional, huku~n dan keadilan tidak akan 

lepas dari akar buds\-a Indonesia. S ~ ~ a t u  bangsa yang secara ideologis 

berdasarkan pada filsafat Pancasila. Sudjito ~iienegaskan bahwa suatu 

Iiuku~n nasional akan memiliak keadilan bilalnana did~kung oleh hukilm 

holi.~ric yang lnengacu pada ~ancasila.'" 

Peln i l i han teori huku~n .~uD.~an~ive.  juga keadi Ian .rl/h.r~an~ive dan 

procedziral menjadi relevan dipergunakan ~lntuk menganalisis seberapa 

jauh instrumen hukurn lingkungan dan undang-undang penanggulangan 

bencana dapat berfungsi efektif dalaln ~nengakornodir kepentingan dan 
.;. 

tuj ilan masyarakat. 

2. Pertanggungjawaban Hukum 

Penanggungja\\aban :ncrupskan konsep yang dipergunakan i ln tuk  

menjelaskan peran negara atau korporasi dala~n ~iie!iiatulii peraturan 

perundang-undangan atau peduli pada aspek-aspel: rosial di litat. 

keu a-j iban hilku~n. 

a. Adanya Tanggung Jawab Hukun~  

Psinsip yallg niencakirp : prinsip tanggi~ng ,\anal> berdasarkan 

atas adanya unsur kesalahan (fbull licrhili~~:, l iabi l i~~.  hcr.red on jirzrli 

pri17ciple), prinsip tanggilng ja\vab berdasarkari atas praduga 

56 Sud,jito Bin Atniorsd,io. /\;egora H I ~ I  D N ~ N I ~ I  I'r~.speklf Poncusi l~. 
~~w\v.psp.u_e~n.ac.id. A kses 12 .luli 2009 



(reputcrble pree.r.un~plion o f  linbilily principle), prinsip tanggung jawab 

<7 
In ut la k fnolfin~lt liabilit~.. c~b.r.olule or .strict liahili~y principle/. 

Pertama, prinsip tanggung jawab yang didasarkan atas adanya 

ilnsilr kesalahan yaitu ~nerilpakan reaksi terhadap prinsip atail teori 

tanggilng jawab mutlak (rio-fi7~11~ /jal)ilily, ab.r.olz~te nlntl .r.tr.icl linbilify 

pr+~ciple) yang berlaku pada ~nasyarakat pr im it if pada lnasa it11 

berlaku rumus ( for~nula)  : '(1 rllnn acl nt j1i.r. peril'. yang berarti bahwa 

perbuatan apapiln yang dilakukan seseorang. bila merugikan orang 

lain, akan menyebabkan dia dipersalahkan telali ~nelangsar hukum. 

Dengan perkataan lain. seseorang bel-tanggung jawab ur i t i~k setiap 

kemungkinan kerugian bagi orang lain sebagai akibat perbuatann!.a. 

?!atnun C:en~udi,!n secarc; bera1icsi1r-a1igsi1r. I l i ~ k i ~ ~ i i  millai 

nienari~h pe:-hatian !ang lehili besar pada I-lal-lial \,zing bersifat 

pe~nbericlll waaf ( L J S ( . I I / ~ L I ~ O ~ : I I  L O I I . \ . I ( / C J / ~ ( ~ ~ I O I I . Y ) .  Sel2in i r ~ ~ .  sebag i  

akibat pengaruli ~ ~ i o r ~ ; l  pl~i/o.coph~. dari 2.jaran agama ja i ig  cenderurig 

1ne11gal.ah kepada pe~igekua~i 'kesalaliari ~ i io ra l '  l,tr:ot-c;l ~ . ~ ~ / ! ) a t o r j ~ )  

sebagai dasar yang tepat i~r i tuk perbua~an mela\\-an I iuku~n.  

Vaka prinsip tanggung jawab ~ i i i ~ t l a k  sebagai suaru I iukuma~i  

yang diperl i~kan itnt!~k menghindarkan perbua~an balas dendalii 

kemudian berubah rnetijadi tanggung ja\vab yang d ida j~~ rkan  pada 

adan~.a ilnsilr 'kesalahan'. De1:gan demikian. >.an? semi~la merupakan 



tanggung jawab secara moral ( t ~ ~ o m l  re.~pon.sihilit,v) berubali menjadi 

tanggung jawa b secara I1 11 kum (legui r ~ e . ~ p o n s i b i l i l ~ ) . ~ ~  

Kedua. prinsip tanggilng jawab berdasarkan praduga 

(P~*o.szlnlplio~? of' liuhilil~,) adalah prinsip yang rnembebankan 

pernbuktian beralih dari penggugat (korban) kepada tergugat. kecuali 

dia dapat lnelnbuktikan bahwa pihaknya telah mengambil semua 

tindakan !ang perlu i~n t i l k  lnenghindarkan kerugian tersebut. Jadi 

dala~n prinsip ini, tanggnng ja\\:ab tergugat dapat dihindarkan bila 

tergugat dapat melnbuktikcn bahwa pihaknya tidak bcrsalah (~ibse17ce 

c?f:filz~lr). 

Ketiga. prinsip tanggilng ja\vab tnutlak. d i  dalam kepustakaan 

biasanya iiikenal dengan 'cih.vo1111~' lic~hili~i.'. alall ' . v~ l+ lc . l  licrhili~l~'. 

sitatti prinsip tanggung ja\\ab !ang ~ n e ~ i i a ~ i d a n g  'kesalahan' szbagai 

sesuat~l yang tidsk relevan untuk dipes:nasalahkan. 

Pri!isip tar,ggiI~ig ja\\i lb ~ i i ~ ~ t l a k  nieriipakan warisall dari sisten! 

Iiukum kuno. I'rinsip i~:i konsel;uensi dari q ja~.a~i  ' ( 1  I I I L I I ~  LICI.Y C ~ I  i7i.~ 

I J P I ' ~ ~ '  alau ./I(. 11.i1o hi.eL1k.v rr11l.vl /)(!I.' yang ~iiaksudn>a barang siapa 

berbuat. bila ~ i i e l -~~g ikan  orang lain. dia Iiasus bertanggungja\\.ab. 

Pada \vaklu it11 tugas illama dari hukum adalah niemelillara keruku~ian 

alitar it idi\ idu-individu densan menyediakan sua~u casa pen~ttltsaian 

yang dihasapkan dapat ditesima i~nt i l k  mencegah pembalasan der~da~i i .  



b. Tanggung  Jawab  H u k u m  ter l ladap Hak -hak  Dasar  Manus ia  

Peristi\\-a korban luapan l u~npu r  ~i iengingatkan penulis kepada 

persoalan-persoalan mendasar dari hak-hak manusia. Hak tersebut 

d a l a ~ n  beberapa dekade sekarang l az i~n  disebut sebagai hak asasi 

~iianusia, sela~i.iutnya disingkat HAIM. 

H A M  sederliananya adalah liak-Iiak yang pal ing ~nendasar 

d i ~ n i l i k i  manusia. H A M  rnerupakan hak ln i l i k  ' p i - i v~ ie '  yang ~ne leka t  

pada d i r i  manusia hanya ia sebagsi lnanusia, tanpa harus lnelnbeclakan 

segenap perbedaan bai k ras. sirku. agama. etnis dan sebagaiy.a. 

Seliingga manusia karena keriianusiaari~iya 1ne11ipun.ai liak yang sama. 

kedudukan yang sama ataupun ke\va.jiban yang sarna dengan l a i n ~ i ~ . a .  

H A M  tidak ~ i ie l i l ia t  apakali man~isia t i~kang becal;. pengemis. t~~k ; lng  

pz.kir. pedagang. pemabuk. pel3cirr. birorkat. politisi. anal; kecil. orang 

dewasa ataupun orasrg gi la sekal ipi~n tetap salna-sama r i i ~ i i i i l i k i  Hsk 

Asasi ~a i i i !s ia . ' "  

Walaupun l iak asasi ~iiani!sia meii.jadi keniscayaan da!am 

kehidupan berbangsa dan ber~iegara akan tetapi dalam falsafali l i u k v ~ i i  

dan pol i t ik banJ.ak keragaman. ketidaksesuaian tentarig i;i'rsoalan liak- 

liak asilsi ~ i i a n i ~ s i a  seliingga lial in i  beriniplikasi Lepada tidak semua 

orang sepakat akan pentingn!,a dan nilai moral strati1 teori tentang liak 

asasi manusia."" 



Ole11 karenanya perlu penulis bahas ~nengenai teori-teori 

tentang H A M  sehingga kita mendapatkan kejelasan yang holistic 

mengenai hal< asasi rnanusia. Dalam banl.ak buku ada beberapa teori 

),ang berkenaan dengan persolan ini. Pertama, Teori hukum kodrati 

atau hak kodrati. Kedua. Teori positi i isme. Ketiga, Realisme hukum. 

Keempat. Marxis~ne. 

Hukum kodrati atau hak kodrati. Pada awalnya hak asasi 

rnanusia adalah hasil dari ~nadzab hukurn kodrati. Hukurn kodrati 

dapat dilacak pada abad pertengahan !.ang kemunculann~~a bersa~naan 

dengan hadirnya seorang ti lusuf Kristen pertarna, -rhomas Aquinas. 

Dalam pandangan Thonias hukum kodrati rnerupakan bagian dari 

I i i ~ k ~ l m  Tulian yang sempusna serta manusia dapat mengetahuinq.a 

aengan ~nen;pe:.gu~?akan iika1nj.a. Sela~i.jut!i; a Aqi;inas beranggapan 

bahua ~nanusia tiindak kepada stnlua atul.tin ~u l i an . " '  Landasan 

huC:i1111 kodrati ini pada a\\.al m i ~ r l c u l n ~ a  adalah bersifat ~ e i s ~ i k . " ~  

le tap i  dalam p e s k e r n b a n g a ~ ~ ~ i ~ ~  la~ldasa~? ini besubah meniadi suat~r 

produk pemikiran seC;~!les !.a~ig rasional d a ~ i  bi-jak.".' 

(11  Schusai ak iba~ Jari pa11Jangan ini Japat dipali.~mi hah\\a s'ctiap inJi\  idu rne~i ip~~n!ai 
identitas inasins-masing 1 ang tclah Jiherikan I ~ t ~ l i a n  scbag.~i ani~gc~.ah. Schagian isi l i lsal i t  liukum 
kodrati !ang tcrJalii~lu adalali ide bali\\o posisi masing-ma>inp orang dalam kcliidi~pan ditentukan 
o l r l i  Tulian. I n ruk  itu ryia schagui indi\ idu ,j i~ga tidak bisa memhalasi setiap indi\.idu dalam 
kekuasaannJa. karcna idcntilus masing-masing individu herpisah Jengan nega1.a. i.ihat teori po l i~ ik  
Aquinas dalaiii: . - \ h a d  l';r!iir. l.il.cc!/i~/ ( 'I~IIII~I. .-lkul 11~111 Noli S~jcrk 7%n/~..c .Sc1111pc1i ('~I/)I.~I. 
Bandung: liosda K a r ~ a .  300 1 .  hlm. 107 

"' Teistik bcrriiak~ia bah\\.a h i ~ k i ~ r n  mens!.aralkan adan!a keimana~i pada 'l'uhan. 
0.; Ya~ ig  andil dalani pcri~balian ini adalali seorang ahli 13clanda. I-lugo De Ciroot. la 

berpendapat bali\\a eksistensi liukum kodlxli !.an9 merupak~n landasan semua Iiukum positil' aiail 
hukuni ta lu l is  Japat dilasionalkan di alas landasan Jang non-empiris dcngan mencslaah aksio~iia 
i lmu uku~.. I'cndcka~a~i ~i latc~i iat is scmacani i lu  tcsliadap pc~.m;~~alalian hukuni nienu~i.jukkan bah\\-a 



Pada abad 17 pandangan huku~n kodrati terils berkembang dan 

disenipurnakan dan pada akhirnya berubah jadi teori hak kodrati. Teori 

ini  didukurig oleli Jolili ~ o c k e . ~ ~  Pemikiran John Locke yalig pada 

dasarn~.a ~nerupakan suatu bangunan ide buatan yang dirancang i~nt i rk  

~nen.jelasltan hakikat ~nanusia dalaln mas>.arakat politik. Pemikira~i in i  

berpengaruli pada abad 17-18 terhadap pemikiran politik. Bentilk nyata 

dari pengaruli ini  adalah tulisan-tulisan f i lsuf Perancis Jean-Jacques 

Roesseau dan fi lsuf moral Jerlnan l~n~nanue l   ant.^' 

Berbeda dengan aliran huku~n kodrati. aliran Positi\,isme yang 

dicetuskan oleli David Hume berpendapat bahiva eksistensi 3an isi hak 

Iianya dapat d i tu r i~~.~kan dari hukuln negara."" Tesis Hunie ini diperki~at 

dengar? pciidapat .lolin .Austin yang n:enggu~;aka~i pendekatan yang 

sisteniatis dan empiris. la ~iienyatakan tentang sa:a-sat::n~-a hukun? 

yang sal:ili adalal~ perintail dari yang berdaulat atsu kekuajaan polit ik 

yang berkuasa. yang dijertzi dengan sank i  am1 :anti 1.i12i. Uari posisi 

ini. dapat diba~igun suat~r sisteln yalig rasinnal. yang terdiri ntns aturan- 

aturan !ang saling berkaitan dan dapat diperiksa secara ilmiali. 

04 Ada dua ha1 hilng dita\\:arkan ole11 1-ockc. Pertama. indi\ id11 adalah riiiihliluh otonom 
!:ins mampu melakuhan pilihan. Ketlira. Keabsahan peinerinr:lh ridak hnn\.a bers.lnl~ing pada 
kt l i tndak rakyal lerapi ,iug;~ l~ada kemampuan d;il kemauan pemtsinrah unluk rnelind~ingi hak-hak 
hodrari rak!.al. l l ~ i c l ,  

'' Scoo~ I)a\idsoil. /-Ink .-l.r;wi .\l(i~lrr.sici. .l'eri: A. tlad!ana. .lakarl:~: )'.)!asan Obor 
I!?di)iiesia 1098. l i lm. -3s 

0 1 %  I l ~ i i i i c  mt.npc~iiiukaka~i bah\\;l pciiclilian tci~Ii;~dap l'cnoriiena sosial dapiil 
Jihc.lompokhaii da la~i i  d~ra  katcgori !an: bcrhcda salu sania I;~in: pcrtaiiiu. kalcgori l ik ra \,ang 
d3p;11 dihuhlikan '-ada" wcara ciiipii.is dan !an: "bcnar" arac "salal1"-ii!ir dapa~ dipel-liliatkan. 
Ktdira. kategosi n io~r l i rus !.ang seca1.a obiehril'tidak dapat dib~ikrikan ndan!.a. dari nicnpenai ha! 
ini orang dapat mempun!ai perbcdaaii pcndapat !.ang sah. lbir l .  lilni. 40 



Teori ketiga adalah Rsalitas l i i ~ k u ~ i i .  Teori irii merupakan 

krit ikan terhadap teori kedua. Ylenilrut teori ini  bali\va i~tilitarianislne 

memprioritaskan kesejahteraan mayoritas."' Minor itas atail individu 

yang prefercnsinya tidak di\vakili oleli mayoritas d i  da la~n silatir negara 

akan kura~ lg  dihiraukan dan sebagai akibatnya ~nereka dapat sangat 

dirugikan atau kehilangan hak-haknya.6s Qua kritikus paling 

terkemuka aliran ini adalah DLrorkin dan Nozick. 

Sedangkan aliran realislne hukum tidak lnelnpi~nyai teori 

illnirln tentang hak dalam arti sebenarnya. Mereka beranggapan teori 

it11 sebagai bagian dan paket dari stildi mereka mengenai proses dan 

interaksi d i  antara kebjiakan. hukum dan lerii baga-lembaga Iiukunl. D i  

dalam k r ~ m g k a  ini liak ~ni~ng! : in aka11 IIILI~CLI! sebagai prodilk laliir 

dari proses interaksi selnacam i t i ~ .  d211 deligall dc~nik ian ~l lencer~ninkan 

12ilai moral masyi-lrakat !;ang beriaku pzda segala ivaktu tertentu. 

Di-llam pengertian ini, para reaiis nielnberikali senxicam putrct ir:r'ormal 

te~liadap liak-llak sebagai s~lati l maniltstasi se11ie1;tara dari suait~ 

h Y proses berkesi~~a~~:burigan. 

,> - I'eori ini adalali tesis duri tcori !;mg k ~ i i ~ a  di atah. !~t i l i tari i inis~~ic mcllganggall hali\\a 
eksiste~isi 1ii:111~1sii1 d i k ~ ~ ~ l s i l i  o l~* l i  kcsc~ i i~~ ig ;~~ i  pc~idcrit i~;~~i: J J I ~  clc~ig;~~i ~ i i c~ i i ~ igk ;~ t k . ;~~~  !;111g 
1pcl.tania d;111 ~i icngi~langi !ang Ccdi~a. nasih umil1 :i~.\li manusiii ~licmbaik. 

,,s 
Schagai contoll. isu lionioscksualitas. lla!orili~s rak~ut  dalam silatil ncgara mungki11 

menganggap p~xkl ik  liomoseksualitas adalali bu~.uL sekali atau mcli,ii,iikkan schirlgga ~iicrcka ingin 
riielarangn!a delignn undang-undang. Keinginan ini ,jeias nie~iieni~l i i  aksioma sentral dari 
utilital.ianisme. karena me~iiaksimalka~i kebnhagia.ln mayoritas. Seliingpa kai~rn homoseks !ang 
minoritas prel2rensili)a liarus ~iiengalali terliadnp kcinginan mayoritus. I)i sinilali akan tcrjadi 
diskriminasi. 

(I" 

Asumsi ini laliir karena para alili rc;llis mcninggalkan pemhicaraa~i l iuku~ii  !-ang 
abscl.uk dan tidak men!ibukkan diri dcngan perr;ln>aan l i~ lsahl i  liukum. tetapi menggunakan 
pcndckatan sosiologis dengan scmboyan: .' Iiukum iidalali apa >ang dibual olcli pa!.a hukirn". 
Mcnilr i~t para rea!is. lir!:i~ii lebili la!ak disebut -ptn~buat h ~ k u n i  daripada pencniu lhi~kum". \.illat: 



Al i ran teori terakhil- tentang hak asasi manusia adalah 

Marxisme. Ma rs  berasu~nsi bah\\a apa yang disebut sebagai hukum 

kodrati i tu  adalah idenli.~tic darl ohi.rtulei.~. Dengan demikian klai ln 

kauln revolosioner borjuis abad ke- 17 dan abad ke-18 bahwa hak 

kodrati i tu  t idak dapat dicabut dan dihilangkan, t idak dapat diterima 

dan dipertahankan. Ma rx  beragurnentasi hak jelas lnerupakan konsep 

borjuis dan produk dari ~nasyarakat kapitalis borjuis, yang dirancang 

irntirk mempertahankan dan rnelnperkuat posisi kelas berkuasa yang 

lebih unggul.'" 

Selain it11 pula. disebabkan disertasi i n i  lne~nbahas tanggung 

ia\\;ab korporasi riiaka penulis sedikit akan mengupas tentang tanggung 

,ia\\/ab korporasi \-an% terdapat d a l ~ ! n  konsep C'o/il/ilitnii!* Soc.i~;l 

R~.s~~o~i .~ iAi l i~ l :  ($ t I~n j i~ i~ i ! ;a  disingkat CSK). CSII ~iiesupakan bagian 

dari raliggLlng ,ja\\ab I? i~kum. Ddlani nerkemba!igan 17isnis baru. diakui 

bali\va tanggung j;l\\ab sosial pe:ilsaliaan yang dikeli.al sebagai C5R 

adslah i'ilngsi perusalic?an. Adapirr; "desakan" i ~ n t i ~ k  it11 bersumber dari 

ban!& Iial baik karena tekanan global maupu!i regional. Bilamana 

dikai tkal i  f i ~ ~ i g s i  maka in i  di laki~han secara sukarela (~~olzlnitrly) bukan 

karena adanya paksaan dari luar. uramanya dari pemesintah. Lebi l i  dari 

k4licl. SIiidJiq I.&. A~.tiii:~. l ' e i~kei~rho~~g(i t~  l ' e i r i ; k ~ i ~ i ~ ~  c l ~ i l ( i ~ i ~  I - l ~ t k ~ i i ~ r .  SLI~LI~LI: Kelika. 200 I. hlni. 
! 0 

I ( #  

I>;llani tcori Marsis. Iiakekat seor~mg in;ii\ iclu adalah suatir malikluk sosial !.an% 
nicnggunakan kt.mampi~ann!aa untuk nicnicnulii kchuiuhann!.a. I't.mcnuhan kcbutuhan ini  dalam 
nias!arakat kapitaslis. cli maria ;~lut procluksi ciikuasai ole11 kclas Jang bcrki~asa. aclalali nii~stahil 
karena Iial it11 mrngakihatkan ter;llit.nasin!.a kelas buruh. Meni~ l . i~ t  doktrin marsis. potensi sqjati 
manusia liim!a drpat di\vujudkan ,jika mereka diniunykinkan ilntuk kenihali ke kodrat sqiatin!a 
sebagai makliluk sosial. Scoot [ l a \  idson. op.c.i/. . hlm. 53,-. 



itu, pembeda ter~ninologi CSR dengan penerapan sebelumnya terletak 

kepada fungsi "tanggung jawab" yalig bermaklia bahwa CSR sifatnya 

datang dari perusahaan.7' 

Banyak konsep CSR yalig dipublikasikan. Wibisono 

lnelaporkan bahwa CSR didefinisikan sebagai k o m i t ~ i i e ~ i  dunia ilsrha 

untuk terus-menerus bertindak secara etis, beroperasi secara legal dan 

berkontribusi ~ ln tuk  peningkatan ekono~ni. bersalnaan dengan 

peningkatan kualitas hidup k o ~ n ~ ~ n i t a s  lokal dan maqarakat secara 

lebih luas. Menurut versi World Bank CSR didefinisikan sebagai: 

The con1iln1ei71 of' b~r.vine.r.r l o  coi7rr-ih~rre 10 .rri.r/~incrl~le 
econon~ic de\~elopiiier7/ \c)oi-kiiig \t<i/li ~ / r i / ) / o , v ~ ~ . c  ( / I ? ( /  //ieii* 
r*epresenlalive.r /tie locul coirrrii~rni/v ~rnc/ socie~!. trl lcri-ge 1 0  

iiiipr-ove q ~ / ( r l i ~ .  of' I j j i ,  ii7 I I . L ~ , . Y  / / ~ L I /  ~11.e ho//i L I I I ~  goat/ ,/by - 7 

Dir.~ine.r.r ~lel~elo/,iiiei71. - 

Isu terkait d z ~ i g a ~ i  CSR se!iantiasa ~ i ienga la~ i i i  perubalia~i sesuai 

dengal: dinamika dan kegadaran tentang kebutulian bersania. Is11 yal:g 

terkait Lltalnanya adalali GOO(/ C'or/~oi.trrc. Go!,rr.i;trncc~. .C!1.r/air7ah/e 

D e ~ ~ r l o / ~ r i i e n / .  sa!npai ke daya saing Bilanla!~a isu ilii dizimak lebil; 

7 I Desakan ini  muncul akibat dari sebuali kcngatauli bali\va kehcrudaa~i psl.ilsaliaa~i Jalam 
rnas~al-akat dapat memberikaii aspek !an@ positil' dun licgatil'. Ili satu sisi. per~~saliaali 
~iicn\.cdiakan barang da:i jasa g,ang diperiukan olch !iias!ar:ll;ut. I ~ : I I ~ ~ L I I ~  di sisi I;iili tidak jar;llig 
mas!al.akat nielidapatkali dampak buruk dari akti\itas bisnis pcr~~saliaan. R;in\ak kasus 
ketidakpuasan puhlik !-ang bzrmunculan. bnik > a l l  bcrk:~iian d c ~ i ~ ~ i i  pcnccmar.ln lingkungan. 
perlakuan tidal; adil krpada pekeria. kaum minoritas dan pel.snip~la11. pen~alaliguli.!.~~i \\e\vcliang. 
kcaliianan dan kualitas prclduk. serta eksploitasi bcsar-bcb;~~.;ui tcrliadap cncl.gi dan sumber d a y  
alam ! ang me~:jebabkali kerusakali alam. Sebagui b~rk i i  n! ;II:I Spillanc (2007) mensemi~kakan ada 
bebcrap,~ kasus \:111g tcrkait de1ig~11 kctidakpuasali publik aias ukti\ itas pcl.usaIiaan J i  Indonesia. 
scper:i gang dilukuk:ln oleli 1'1'. LBI di SiJoa1:jo. Ju l ia  ' l ' in i~~r. \;c\\mo!it hlinnhasu Ii:~!a di Uuyat. 
Sulu\\.esi. I T .  I-rcep~rt d i  Iriali .li~!.;~. I.iliiit : Dulam Isliia liclsgda. ..l17eili.vi.v ('o~;l)o~.cire Social 
I<e.q)oi7.~ihil i1~~(CSR) pcrdn Pei~~isnhciriir rri~kcrir clttigcin P L ' I ~ ~ ~ ~ I I ~ ~ I ~ I I ~  S ~ I I ~ I ~ ~ I Y / L ! I . ~ I  .-IINIII dat7 
I.it1gk111ig~17 dcilnill h'egicrrun Pei~11.rrikr11-11i. I i l tp:~iorangrl icio~~sgir l . \~~~sdprcss.co~i. .-\kses 12 I u l i  
2000. 

72  N'i hisono. Y..  :\,fe117hrdu/7 h'(~ii.wp der11 .~I/~lik(i.si ( '.S/< ( ( 'oipor(r/e .Soci(iI R ~ s / I o I ~ . ~ ~ / I ~ / ~ I ~ ) .  
Circsi k: I-asclio Puhllisiiing. 2007. 



dalam, nlaka d i ten~ i~kan bah\\~a penerapan CSR saling lnenopang 

dengari dimensi-dime~isi tersebut. Bi la dikaitkari dengan corpomle 

governrrr?ce rnaka penekanan CSR adalali pelibatan stakeholder dalam 

tata kelola perusallaan. Sementasa itu bila dikaitkan dengan isu 

keberlan-jutan, penekanannya adalali bahwa bisnis yarig dapat 

berkelari-illtan apabila didukung oleli pemangk~~ kepentingan. 

Selan.jutn!a bila dikaitkan dengar1 korisep daya saing, maka sisi 

pelaksanaan CSR adalah dala~n rangka nie~nbangnn daya saing bisnis 

baik di tingkat regio~ial rnailpirn global." 

Pertaliggungja\vaban sosial tinibul j ika organisasi ~nerni l ik i  

kesadararl baliwa ~nereka 1ne111i l ik i  kewaj i bar1 i~n tuk  ~lielakukan 

per-tanggungjawaban terliadap li~igkungannya. 

Dalam konteks tersebirt. spa!;ah Pi'. L B I  telali benar-beliar 

srlaiii ri ie~ii i l tuli i ke\vajibnn I;LI~LII~I seb~tgzii \ \ t ~ , i ~ ~ d  tallggi!lig ja\vab 

J ang abwlut. .j uga rne~i~:~!j!~kka~i acianj;a keped 11 l ian terhadap korban- 

k o r b a ~ ~  liix!,arekat di Sidoario akibat letupan ILIIII~LI~ pa!ias di sekitar 

\\ i la!-all ;?engebor;ln. 

3. Teor i  Penyelesaian Sengketa 

Menurut Adi  S~rlisti!o~io, dalam mas!arakat terdapat 2 ( d ~ ~ a )  

paradignia !ang diyakini, dipercaj.a, dan digunakan n~asyarakat untuk 

meriyelesaikaii sengketa, yaitu: Pertama, Pasadignia Litigasi (PLg). yaitu 

7; - 
/.adel;. S .  2!hl!h. ( 'o~y~cl/ . tr /e l<e.y~ot~.\ihi/i!i .  ct~itl ( 'o~li/,e/irir.et~es.v 'trr '/%e . \ / O C ' I . ~  Level 

/<e.~poti .~ib/t  ('0111~1e/~/i1~c~11e.Y.s: /-k'.~/lit/Iitig (;/o/Jo/ ; \ / o ~ , k e / . ~  '//il.oltg/l /<e3/101?.si/1/c~ /jll.~it7e.~.s 

/'~.crc~/ice.s. Co~yx)r.tr/e ( ' ~ ~ . c ~ I . I ~ ( I I ~ c . L ' .  VOI. 6. 110 4. pp 3.34-348. I-IIICIYI~~ Ciroup I '~iblishir i~ I.imiled. 



suatil pendekatan untuk mendapatkan keadilan melalui sistem perlawanan 

(the adver.raiy .~;v.rteni) dan menggunakan paksaan (coercion) dalam 

~nengelola sengketa serta mengliasilkan suatu keputusan ~ilin-lo.re .roltrtio~i 

bagi pilnak-pilnak yang bersengketa. Kedua, Paradigma non-litigasi 

(PnLg). Pal-adigma ini dalam mencapai keadilan lebih ~nengutalnakan 

pendekatan 'konsensus' dan berusaha lnelnpertemu kan kepentingan pi hak- 

pihak yang bersengketa serta bertujuan untuk mendapatkan hasil 

penyelesaian sengketa ke arah win-117in .rolzrtion. Masing-masing 

pasadigma ini melnpunyai kelebihan dan kekurangan. Disini yang menjadi 

parameter untuk membedakan PLg dan PnLg bukan berdasar pada 

penggunaan institi~si untuk 1nen1,elesaikan sengketa. yaitit : pengadilan 

atau ticiak menggunakan pengadilan. tapi ditekankan pada proses 

pendekatan penyelesaian serigketanya dan hasil penyelesaian sengketanya. 

!aitu menygunakan proses pen;,elesaian perteniangan (trtl!~er.reritrl) 

dengan lizsil !11iii-lo.\.(> .soIzrtio17, atau menggunaka~! proses konserlsus 

-4 dengan hssi l 111iri-11.irl .rol~r!iori. 

Bel-ikui ini penulis papaslian Lenlang dua model penyelesaian 

sengketa di pengad ilan dan ai luar pengadilan. 

a. Penyelesaian Sengkata di Pengadilan 

Telanik penyelesaian seng!<eta melalui dua jalur ya i t i~  melalui 

pengadilan dan non pen~adilan. Melai i~ i  peiigadilan upaya 

penyelesaian sengketa lingkungan lewat pengadilan dalam UU 

74 Adi  Sulisti!.ono. ~li t igsi  I l l ~ k l l ~ i i  .seb(~goi ~ ' ( I I . N I ~ ( J  /'el~)~e/e.sfli(lli Setigkeln di : \ I N . ~ ) N I . ( I ~ ~ I  
du17 Rn~n.r K ~ I T ~ U ~ I ~ ~ I C I I ~ I ~ ~ C I  dalam .4di Sulis~i!.ono. .\/e17ge1lil)ci17gkrr,l I'c~~.ot/ig~iitr ;\'OII Lirigari rli 
I17doue.rio. Susakarla. ClNS PIII:SS. '008. hlm. 128 



3212009 berdasarkan kesalalian (Pasal 34 UU 2311997). Pihak yang 

dirugikan dalam pencemaran lingkungan adalal~ orang lain dan juga 

l ingku~~gan Ihidup (environrl~enl). Poluter. waj ib untu k ~nengganti 

kerugian. Tanggdng jawab ysng dibebankan kepada poluter 

berdasarkan pada kesalalian. Daiarr, perati~ran tersebut dianut 

pembuktian terbalik di~nana poluter harus membuktikan dirinya tidak 

rnelakukan pencelnaran atau peri~sakan lingkungan. 

Berikut ini ada beberapa bentuk gugatan terkait dengan 

penyelesaian sengketa di Pengadilan. 

Pertarna. girgatan c1a.r.~ trc.liori korban dala~n pencelnaran 

lingkungan pada L11iiunhnya ban!.ak. Ilereka dapat nielakukan gilgatan 

kepada pengadilan unti~k ganli rugi. N a m ~ ~ n  j ika dilakuka~? sccara 

individual akan ada gugatali secal-a L)crulang-ulang dan men-jadi tidak 

efektif. Maka gugatan dilakukiln secara k a m ~ ~ i a t i f  sAiingga gugatan 

diiakt~kan oleli 53il!-ak orang. Dalam c . l t r . ~ \ -  t rctI '~~i, ~1t1.s.s r-elw~'.serit:rt~f 

~:~e\\.aki l i c!ns.r r!~cn:hi.r.. 

Kedua, Gugatan legtrl .sltrr7t l i rrg ~ l e h  LSM, pencen~al-a11 dapat 

merugikan bagi li~igkungan liidup. Vaka Ihar~~s ada upaya ~111tuk 

111em bela kepentingan l i~ igk~~ngan.  Li  ngkungan sebagai c*on1111or7 

I>I.o~~I-I?: liar~ls di\\-akili oleli piliak !ang tidak berkepentingan 

langsung. Hal ini di\vakili ole11 organisasi lingkungan hidup. Gugatan 

dala~n lingkungan hidup tidak menuntut ganti rugi tctapi menuntut 



untuk ~nelakukan tindakan tertentu yaitu rnengembalikan lingkungan 

pada kond isi sebel umn!.a. 

Ketiga. gugatan oleh pemerintah.'u.~io popt~lul-is j ika diketahui 

bahwa masyarakat ~iienderita karena akibat pencernaran danlatau 

pengrusakan linglcungan hidup sedemikian supa sehingga 

riie~npengarulii perikehidupan pokok masyarakat. Inaka instansi 

pemerintali yang bestan~gung jawab di bidang lingkungan hidup dapat 

bertindak untuk kepentingan masyarakat. lnstansi pe~nerintah yang 

di~naksud adalah kementerian sektoral. Sedangkan tindakan yang 

d ia~nb i l  adalah tindakan perdata. 

b. Penyelesaian di Luar Pengadilan 

Upa!/a per~yelesaian sengketa di ;uar pengadi Ian secara garis 

bejar ada 2 (dub) ;.airit rlielalui parz piliak scndirilnegosias~ atau lewat 

piliak ketigal~nediaior.. Sec~ra  i r n ~ u ~ i i  neggsiasi dapat diarrikan sebagci 

siraru upaya per!!,clesniari sengketic para piliak tanpa rnclalui proses 

peradilan dengan ruiaan mencapai kcbepakatan bessa~na atas dasar 

ke~jasama yang lebili l iar~nonis dan kreatif. Masa-i i Cl i i  ba ~nel ihat  

bali\\a penerapan liukurn d i  liegala-r~egal-a . yang pernal~ di.ja.jali 

diberlakukan dua model Ii~rkum, hukum resn~ i  (c?ffic.itr i  ltnl:) dan 

I i i rku~i i  tidak resmi I I .  Konsekuensin!a ternpat 

mas!;arakat menye!esaikan sengketa itup1111 tidak lian!-a di pengadilan 

75 I . i l ia~: blasi~.ii C'liilbu. 777e / I I I ~ I . I I I L Y / ~ ( I I ~  I ' ( i~ . ic i />/c ( ? / ' / . e g ~ i /  ( ' O ~ ~ C ~ / I I . S .  .lo~!:n:il 01' Legal 
Pluralism 1998 - nr .  -I 1 



tapi juga d i  luar pengadilan. Sa~na halnya dengan Herman Slaat yang 

~nelakukan penelitian d i  Tanah Karo, bahwa konsep 'irungi~n" 

merupakan forum yang juga dipergunakan ~nasyarakat Bantul, 

konsekuensinya besar terhadap ~nasyarakat d i  luar pengadi  an.^" Sifat 

Negosiasi : 

I ) .  Pelaksanaan negosiasi bersantung kepada kebebasari atau 

kehendak para pihak; 

2). Para piliak bebas pula untuk lnenentukan pada tahap-tahap apa 

suatu negosiasi d ianggap telah ~nenyelesai kan sengketa; 

3). Mengenai daya ~nengikat suatu penyelesaian juga pada akhirnya 

tergantung kepada keinginan bebas atau maksud baik para pihak 

yzng telah sepakat untuk bernegosiasi. 

Pihali ketiga berfirngsi ~ ~ r i t ~ ~ k  ~ne lnber i ka~ i '~  clch~icelsara~i da~: 

nie!akukan f i~ngsi prosedural. ha!iian kepi~tilsan dike~nbal i kan kepada 

para pihak. Reko~nendasi dnri mcdia:or tidak iiieilgikat para ?ll?sk 

l r~c / l~ iq .  d i la l i~~kan upaqa psn>-elidikc?n mengenai pencelllaran dari 

dampak Jang ditimbullian. C p a ~ a  penyelidikali dapat dilakulian oleh 

~iiasyarakat atail le~ i~baga ang ditu11.juk olch para piliak. Kemudian 

terhadap hasi l penyelidikan cii lakulian evaluasi dari analisis sehingga 

dapat diambil kesi~npulan !,an: dijadikan rekomendasi. 

7 0 I ierman Slaals rri Kiiren I'ol'lies. I~'~//;.?/IJ! \lir/r/cilr/o/y) 01.c.1. 1)c h'f1i.o Rrrlok 1914 191 9. 
;Vjj~lwgt,i. Kalholieke I!ni\ersiteit Faculteil der RcchtsleerdIieid..I994. 

7 7 .la\\:ahir TIionto\vi. (-'r~~~l/iloi.r!/' Loit .\'cif/e~.. ~jn\r~alii~~tlionto\\i.\vordprcss.co~ii. akses 
tanggal 20 Aguslus 7009 



4. Teori Budaya hu kum 

Sebagai suatu konsep, budaya huku~ii dipergunakan sebagai pisail 

analisis dalan~ memaliarni fenolnena di luar hukurn dan institusi 

penegakannya, tetapi dapat ~nenjadi faktor pengliubung atail faktor 

penglia~nba: d2ri suatil proses bekerjanya hukum. 

Menurut Friedman. dala~n siste~n hukuni terdapa i~daya hukum'. a 
Budaya hukuni mengacu pada sikap. nilai. dan opini dalam rnasyarakat ,.----- - 4 

dengan penekanan pada liukum. sistern hukum serta beberapa bagian 
. - - -? 

6 

f -3 
hukuni. Budaya hukurn rnerupakan bagian dari 

\ 

opirii. cara bekerja dan bel-pikir Jang ~nengikat mas~arakat unti~k 

niendekat atau ~nenjauh dari Iiukum dengan cara ~ I I L I S L I S .  Dari ketiga 

koniponen di atas. budaya I I L I ~ L I I I I  11iei.upaka11 kowponen yang paling 

7 '.I Lebili Ian-jut. Lawrence M. Friedn~aii . riiengeriiirkakari Liga 

ko1iip011e11 >.an? tertanam dala~n sistcm Iiukutn tersebu:. Ketiga komponen 

sebagai beriku!: 

%ir.r.t rrrnnj: ,fi.c~//~ri-':i qf' cr 1110r*ki/7g leg11 .y~.r.te//~ eel17 he cclllerl 
. ~ t ~ - / ~ c t / ~ r - ( r l - t / ~ ~ ~  ~rro\~itl,y / ) l r r a / . ~ ,  .so ;o .S/)CJ[I!( of'tlw rrr~,cI~i~i~~ C ' O / I I - ~ . Y  (11.0 
. Y ~ I I / / ) / c J  ( 1 1 7 ~ 1  oln.io/~.~ c.Y~II///)/c>: /Iroir .Y/I . / ICI/I~.~.S C Y I I ~  110 (/e.r(:r.i/~~~/: 11 

/ ) L I I ~ C > /  oj '  . Y I / C / I  ( / I / ( /  . Y / I C . / I  11 .Y~:c), .xi//~rrg 111 . S / I C / I  ( I I / ~ /  . S / IC / /  C I  ti111e. 
\vl7ich ti1i.r 01. tl7n1 lirliit~tion or1 ,j/~ri.s~/iction. The .vlier/?e size, anti 
p011~r.r. of 1epirlatrrr.e i.r onother. rle~llrnt o f '  .rtr.uct/n-c. .l ic~ritteri 
cor1.~titz11io17 I.T still ~r17other I ' I I I ~ O I * I C I M I  ~ L ; ( I I / I I - O  i17 .s tr i~c~z~r~I  
lc117d..rcc1pe c?f' ltr\v. It is, or otterirpt to he, tile (ti-/:re.r.rion or- 

7s I.u\\l.encc M Friedman . '/'lie I.egril .S\..s:c~ii: .-I .\'o.viril Scietic.e Pe~:y~ekri i~e .  Ne\\. Yolk: 
Russel Suge I'ou~idation. 1975. lilni. I I 
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bluepr.iri/ yf basic jicr/ur.e.s of' [lie couri/ry :r legul prPoce.r.r, the 
80 or.gcrniza/ion and ji-on7eiilor.k y/'gover.nnien/. 

Sederliananya dari tulisan tersebut dapat dilnaknai bahwa 

kompone~i struktur mencakup berbagai institusi yang diciptakan oleh 
4 

sistem I iuku~ i i  tersebut dengan berbagai Inacalii filngsinya dalaln rangka 

mendukung bekerjanya s!stem hukum. Terlnasuk d i  dalaninya adalah 

le~nbaga-lembaga penegak huku~n se~nisal Kejaksaan. Kepolisian, 
r. 

-- 

Pengadilan dan sebagainya. 

K o ~ i i p o ~ i e n  Kedua dari siste~n hukum adalali substansi. Da la~n  

t i~l isa~i~i! 'a Freidman lnelnaknai substansi sebagai berikut: 

Ko~i ipanel i  substantif adillah melip!!ti semua Jang menjadi 

kelaassn dasi s:~atu siste~ii liukum. termasuk didala!iinya adalah ncrma- 

Iiosma hirku~i i  bail; >.ang bcsupa pe~.arusa~l. kepurusan-hepurusi~i. doktrin- 
. \  f l  

doktrili !ang digu~iakan dala~n sebuali sisteni I i i ~ k u ~ i i .  Tesmasuk d i  
A-.-# 

- -7 

dalamn!a pula peraturan pcrundang-undariga~i. baik terti~lis niaupiln tidak 
I -- - 

tertulis. dan pittusan pengadi Ian. 
-- . -- 

K o ~ i i p o ~ i e ~ i  Ketiga adalali komponcn budaya Iiukurn. Friedman 

~i ie~iyebutny a sebagai legcrl cz11f~1r.e: 



L e g a l  c u l l u r e  can b e  defined c1.r. [h  
r e l a l e d  lo lu1,v and t h e  l e g a l  .r;vslerli, l(. 

 value.^ affecling b e h a ~ . i o r  ~ - e l u [ e d  lo 
po. r . i leve ly  01- n e g a l i v e l ~ . .  L o v e  qf lilig, 
of l e g u l  c u l l u r e ,  0.r. 11:0111d b e  u ~ l i l w c / e  

far as (he.r.e u[[i[uu'e.c. qflkcl Aehc11,ior 

g o v e r n e d  b j?  l a w  The l c p n l  c t l l / u r . e ,  /he1 

(he lrlcg? / h e  l e g u l  . ~ ~ . . v r r l l i  f i l s  in/o 1 

sociel,v."' 

Budaya hukurn rnerupakan gabungan ( ..- yaltil budaya dan 

hukum. Kata 'budaya' berasal dari bahasa Sansekel-ta yaitir hz~ddhc~,vah.  

yang merupakan bentuk jamak dari Azi'dhi (budi atau akal) diartikan 

sebagai hal-ha1 yang berkaitan dengan budi dan aka1 manusia." Dalarn 

bahasa Inggris, kebudayaan disebut c l l l / w r e ,  yang berasal dari kata latin 

co1e1.e. yaitu mengolali atau mengerjakan." Bisa dial-tikan juga sebagai 

~nengolali tanah ztau bertani. Kata c ' l l l / l ! r e  juga diterielnah!;an sebagai 

.. 
ku  ltur" dalarn bahasa I ~:doneiia.~.;' 

Berangkat dari pengerrian budaya di alas beberapa pakar seperti 

Soecjono Soekanto. b u d a ~ a  huh~~rn d ideli~?isilia:i sebagai tanggapan urn un --- 
>ang sama d ~ r i  rnasyarakar certenti~ terhedap gejala-gqjala huiii:m. - - .  ..~----'--- 

' -  

Tanggapan it11 meruapakan kejatuan pandangan ~erliadap nisi-rii!ni da;i 

perilaku --.- Iiirkum. Sellingga buda~a  Iiukum rne~iu~i.ji~kI<an pola perilaku 
T 

individu sebagei anggota nias!al-akat yang menggambarkan tanggapan 

" I I ~ i c l  
y i  . 

I ' i l ! i  I 'en!.t~si~n Kamus Pusat I'enibinaa~i dan I 'e~igcmbangan I3aliasa. K ~ ~ I I I I . ~  We.roi. 
Bnliosn I~~ ( Io~~L- ' s~ ( I .  .Jaka~.ta: Ualai Pustaka . 19SLi. l i lm. I;O 

s4 Koent.jal-a~ii~igrat. l'etlgo171or .- l~i/~.c,!~ologi. .lakarta: Llni\ersitas Indonesia. 1965. h l ~ i i .  
77-78 

S S  I)alalii kamus Inggris-Indonesia. L . r i l ,~~~.e  j ~ ~ g a  d iar t ika~ i  denfan kesopana~i. .lohn M .  
l.:chols dill1 I-lasa~i Sl iadi l ! .  K(I I~~II .S 117gg1.i.~ / ~ i ~ / o i ~ ~ ~ , v i ( ~ :  .-Ill ~ ~ ~ i ~ ~ l i . v / ~ - l ~ i ~ l o ~ i e . s i ~ i ~ ~  I ) i c / i o i ~ ( ~ ~ : i ~ ,  Jakarta: 
Cit.amcdia. 1996.. l i lm. I59  



(oreintasi) yang salna terliadap kehidupan I ~ L I ~ L I I I I  yang dihayati 

masyarakat b e r ~ a n ~ k u t a n . ~ '  

Selain itu budaya hukurn rnerupakan ikli~n pikiran masyarakat dan 

kekuatan masyarakat yang menent~rkan bagaimana suatLl hukum itu 

d iynakan .  dillindarkan atau disalahg~rnakan." Budaya hukuln juga 

~nerupakan budaya nor1 material ataupun spiritual. 
.i # 

Adapun inti budaya hukum sebagai budaya non material atau 
- --. 

spiritual adalah nilai-nilai yang merupakan konsepsi-konsepsi abstrak 
+-A 

mengenai apa yang baik (sehingga harus dianuti) dan apa yang buruk . - 
(sehingga harus dihindari). Nilai-nilai tersebut merupakan dasar dari etika 

, .-/ 

(mengenai apa yang benar dan >.ang salah), norma atau kaidah (yang 

berisikai~ sur:rhal?. larangan atau kebolel~an) dan pola perildku manusia. 

Artin!.a ada Ilnsur spiritual >.211g dekal dengan keyakinan atau 
i 

P 

keperca!-aan. seperri Iialnya misrik >.ang muncu~ Kilrclla keyakindn 

memegallg peranan pen:ing dalam upa!.a pencgakan hukirm irir scndiri. --- -..- _. 

!;arena perspektif ii;ilah yang perlu ditnta agar supremasi hukum di negeri 
t - 

ini dapat berialan. Relevaiisi penegakan hukum dalam perspektif 
___c_. 

' '  lhit l  
s - 

Cira Ci~~.: i \ \ . i~~da l'siiipa~ir~i:~. /III~/O~YI 1111kr11r1 111~1011e.~i0 .\ILJ~I~II~I~I(I/)~ ~ ~ l o l ~ ~ ~ l i . s ~ ~ . s i  : 
I'~I/~I/III~III Io11.si1 l o o  I I I  I I I I I .  I I :  C I I ~  I r ~ ~ i i : .  I . 111111. 195. 
~nenpurip dari Sa!iip!o ::aliasdjo. "Aeke~jo17~~1 I-1rik1111r" dalam I l r~kr t~ i i  (lo), . \ lo.sjr~~.oko~. l3o1id~1ng: 
.4ngkasa. 1980. hlm. 85 

ss 
Soel:iono Soekanro c l  al. .-l~i/~.o/.~o/ogi 1I11krr11r : 1'1.o.se.s l ' e ~ ~ p ~ ~ i h o ~ r g c l ~ i  111rir1 1Ir1k111rr 

.-Idol. .lakal.ra: Rqja\\.ali. 1994.. hlm. 202 - 703. dikurip dari I)ian Isrial!. 7'i1!jcruclli I.~il.sq/~r/ I11iirr 
7i.1.lindc1p .\lis/ik Dalnni NII~I~III~~II~I~?;~, I)erigclll Hiltk!\.cl NI~~IIIII l~ idor i~~.~ i ( r .  Simbus Calia!.a No. 
27 tahun S Srunuasi 7005 ISSN No. 14 1 10-06 14 



pe~iegakan keadilan sebagai bagian dari kesadaran hukum masyarakat. - --- 

~nerupakan upaya alternatif atas ketidakpercayaan kita terhadap hukum 
J 

positif dan aparat pe~iegak huku~nnya a n g  ~nerupakan mairi.~tream dari - 
pandangan legalistik. Sehingga ketika kita berbicara huku~n  dala~n 

perspsktif keadilan, kita berada dalam wilayah etika atau moralitas dan 

tidak ~nembahas masalah-masalah hulium dala~n arti sempit. Bagailnana 
-. - --.- ----* 

t ' 

huku~n posit i f  dibuat. dan apakah huku~i i  positif yang dibuat telah 

lnerepresentasikan dari unsur rasa kead i Ian masyarakat, serta mentalitas 

aparatur hukum yang rnenegakkan huku~nnya. 

Upaya penegakan Iiukum yang dilakukan dengan mendasarkan 

kepada pe~nbe~itukari budaya l i ~ ~ k u n ~  atas dasas keadilan liarus 

I~LI~UIII sebagai upaya menegakkan keadilan dapat p ~ ~ l a  men-jadi sarana 

lisitik atsu koreksi atas 1i~1ku:ii positif. Jika aspek keadilan merapaka11 

la~!dajan i:tal.na a!iIra;i hukum positif d m  ukuran kelak!!an manusia. ~vaka  

ups;. a penegakan I~LIC.LIIII dapat d i l a k ~ l i a ~ i  dalam kel-a~igka ~111t:lk ~nencapai 

keseimbangan liidup antara manuiirt. seliingga tercipta keadilan. 

kedamaian. ketestiban. Jan kebaikan Llmllln dalam masyarakat. 

M e n ~ ~ r ~ l t  Sarjipto Raliardjo. b u d s ~ a  I i uku~n  suatu bangsa ditentukan 

ole11 nilai-nilai tertentu yang merijadi acuan dalam melnpraktikkan 

l i u l i ~ ~ m n - a .  Problema . a n g  dihadapi ole11 bangsa-bangsa diluar Eropa 

adalah tahwa ~i i lai-ni lai  yang ada dalam hukum yang mereka pakai, yaitir 

Iiukum model-11. tidak persis saliia densan yang ada dala~n masyarakat. 



Perilaku substantif ~nereka diresapi dan dituntun oleh siste~n nilai yang 

berbeda." 

Sebab pada dasarn~a budaya Iiukum merupakan sikap ~nasyarakat 

d i sebuah idegara terhadap huki!m dan siste~n hukuni seperti kepercayaan, 

nilai. ide dan liarapan-harapail. ia j:~ga sering diartikan sebagai situasi 

pe~nikiran sosial dan kekuatan sosial yang n~enentukan bagai~nana huku~n  

itu dituruti, dilanggar, dan disampingi. Sehingga lnenurut Mahfud MD, 

tanpa budaya hukuln suatu siste~n hukum, tidak akan berdaya."' 

G .  Metode Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Penelitian dalam disel-tasi mengenai H ~ ~ k i ~ l i l  (/OII L i /u l l ) i r r  L~/,v jn( /o:  

T~111gg111ig . / ( I I I ~ ~ )  ~ ' c I I : c I . ~ I ~ I ( I ~ ~  ( / t in  PT. L u / ) i l i ~ / o  B~(IIII(I.Y 111~. (/(I/(IIII 

Pc~~i j :c /e . ro ia~ i  .?e:igkc)~cr L ~ I I ~ ~ ~ I I I : ; ' ( I I I  (/ i .Ci ; /o(~~; jo  I ?e~ - . c ; l ) ek /~ f 'B i~~ / r~~ r r  f i u k i ~ n ~  

adalali penelitian I i ~ ~ k u m  tcrhadap peratiiran liukum decgan 

mendayagunakan data dan bailan lapang:.~ jang secara scsiologis dapat 

membantu menjelaskan persoalan penegakan Iiulium l ingkunga~~ dan 

penanggulangan hencana Lurnpi~r  Lapindo. Dia11iill.a Iiukum positif yang 

diteliti adalali ketentuan tentang pesaturan pengelolaan lingkungan liidup 

ya i t i ~  U U  2311997 diperbaharui dengan U U  3212009 dan U U  2412007. 

8') Sal.jipto finliard.io. Hitr~.kn/i HI I~ I I I I I  1iier7gnlii.: ( '( I /oIcI/~ Kl.i/i.r 1rt7lrr1ig P ~ I . ~ I I / N / C I I ~  
. \ /n~i l~sia dot7 HI I~ I I I I I .  K01iipas.Gra1iiedi8. 200'9. lilm. 14 

90 Moh. Malil'ud MD.. Pe~.t/eh(~/c~ri h'e/n/onegu1~acr/7 Pnsccr .-ln1uncle/iie/7. .lakarta.l:P3ES. 
2007. hlm. 2064 



Selain itu juga telah dikaji UC 3011999 dan U U  412009, sejauh terkait 

dengan persoalan iltalna dan sangat relevan dengan topik di atas. 

Pendekatan Penelitian 

Mengingat penelitian ini mencoba ~nelakukan pengujian terhadap 

f i~ngsi  efekt i f  dari suatu instru~nen huku~n  formal, secara konseptual t i~ juan 

hukum untuk keadilan harus senantiasa dikaitkan dala~n bahasan ini. Itillah 

sebabnya, dala~n pelnaparan menggunakan suatu pendekatan filosofis 

@I.rilosoph~ ci~~procich\, peraturan peru ndang-undangan (.~totu/e .approtich 

atau kegi~krtior7-regtrlation upprocicl~), dan pendekatan historis ( I~i .~tori .~ 

cipprocich) . 

Melalui pendekatan filosotis y:!nz s ~ l i n g  terkait t1:;sebut berarti 

akan dilakul.;an penelaahar~ mendalani terhadap berbagai perangkat huku~n  

d i  bida-ing lingkunga~? hidi!p da11 pengaturan tentang benca!~a alarn. ? A h a  

lilos3f:s sunlu perangkat IILI~LII~ lingkirngan da:i Lxncaiia a la~n  dikaii dari 

tataran aspek ;.a;ig ierluas da11 ~z rda la~n  pada keras~gka dasar iilsalht 

111engenai tanggung jawab PT. L S I  dalam ~nenanggulangi sembi;ran 

lumpur. Selain it11 pula, pendekaran filosotis sangat bermanfaat di da la~n 

me~nahami ranggung jawab Ptmerintah dan PT.- L B I  dari perspektif 

budaya hul;um. Karena pada dasarnya, ka-jian-ka.jian yang berhubungan 

dengan buda),a ~ne~ner lukan ka.iian !ang ~nendala~n. radikal dan mendasar 

sebagai karakteristik st i~di  tilsafat. 



Sedangkan pendekatan perundangan-undangan mutlak 

dipergunakan untuk menganalisis paradigma elnpat per~~ndang-udangan 

yang ~nenjadi objek dari kajian disertasi ini. Sehingga analisis in i  dapat 

menilai, lnengkritisi sekaligus lnemunculkan hipotesis imple~nentasi dari 

udang-undang tersebut. 

Pendekatan historis dipergunakan i~n t i~k  menelusuri kesejarahan 

dari peraturan perundang-undangan sekaligus berbicara persoalan 

paradigmanya. Pendekatan ini penting. untuk ~nelihat berbagai corak dari 

peraturan perundang-undangan khususnya yang membahas lingkungan 

hidup. penanggulangan bencana, pertarnbangan dan alternatif penyelesaian 

sengketa. 

3, Sunlber Ballan Hukum dan Prosedur Pengu!npulscn Ballan H u k u m  

Sumber liuklrm dalaln penelitiar, i n i  adaiah ~iienggunakan suniber 

bahan hukum primer. Baha~i huki~lii pi.imer penelitian in i  melip~~ti  atwan- 

aturan huku~n yanf dikategcrisasikan dalarn : ( i )  peraturan perundang- 

~~ndangan ~ a i t u  U U  32.'2009. juga U U  2412007 tentang Penanggi~langan 

Bencalia. U U  0412003 serta U U  NOI:IOI. 30 Taliun 1999 tentang Alternatif 

Pen!.elesaian Senglieta. (ii) Instsumen kebijakan pe~iierintah terdiri dari 

Peratasan Preside~ilPerpres Nomor 13 Tahun 2006 tentang Tim Nasional 

Penanggulangan Semburan Lumpur di Sidoarjo. Perpres Nomor 14 Tahun 

2007 tentang Badan Penanggu!angan Lumpur Lapindo. Perpres Nornor 48 

Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden No~nor 14.,Taliun 



2007 tentang Badan Penanggulangan Lumpur Lapilido dan Perpres 

N o ~ n o r  40 Ta l i i ~n  2009 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden 

N o ~ n o r  14 Taliun 2007 tentang Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo. 

Selain si~mber bahan hukuln primzr, penelitian ini juga 

tne:igganakan sumber Ihi~kum sekunder. Balian hukum sekunder yang 

dipergunakan dala~n penelitian ini  ialali berbagai karya ilmiali para 

ilmu\van. laporan penelitian terkait dengan semburan lurnpiir d i  Sidoarjo, 

arsip-arsip dan dokumen tentang semburan lumpur. Semila bahan h u k u ~ n  

tersebut digi~nakan sebagai bahan pendukung untuk memperkuat ka-jian 

dalam ternuan penel itian ini. 

.Adapun pengolalian bahan-tiahan. ketzrangaii dan data lapangan 

scrta analisis dilakukan ds~lgai l  me~nisahkan pad3 tiga tahap a i i u :  

Taliap pertama melakukan melahukan pengujian terhadap 

perati~ran-pesaturan periindang-irndangaii ~ ~ I L I S L I S I ~ ~ ~  U U 3212009. U U 

412009. UU 3412007. dan UU 3(jllO99 sebagai instrumen I iukun~ positil' 

J2aiig di kaitl;?n dengan eksekusi I iuku~ i i  1iegai.a (.c. l~rl :~ l t r ~ ~ . ) .  mem i l ik i  

kesesuaian dengan dasnr-dasar tilosoti;-teorilis sebagaimana di-jelaskan 

sebelirm~iya. Hal i~;i rsrutama diI~emul,aka~i ~ i n t ~ ~ k  well- iamb terkait 

paradigma pertanggungia\\aban terliadap persoala.11 lingku~lgan liidup. 

Beberapa kasus seperti di  Buyat, Freeport dari kasus-kasus yang telali 

diselesai kari d i  pengadi Ian teiapi putusanty a sslalu ~ n e m  iliak perusahaan 

dan mengorbanka~i rakyat. 



Tahap kedua, setelah kelemahan-kelemahan pengujian filosofis- 

teoritis terhadap instrumen hukum dan i~nplementasi penegakan hukumnya 

dijulnpai inkonsistensi, lnaka pcngolahan bahan hirku~n dan analisis 

diti~~iukan kepada institirsi penegak huki~m, institilsi yang kolnpeten dalaln 

persoalan lingkungan, Badan Nasional Pengangulanan Bencana (BNPB), 

Badan Penanggulangan Li~lnpur Sidoar-jo. juga PT. LBI serta institusi lain 

yang terkait. Tahap kedua ini dimaksudkan, i~ntuk lne~nberikan jawaban 

apakah pertanggungjawaban hukum yang selalna ini dijadikan acuan 

teoritik telah diterapkan secara bcnar dan adil dalaln proses hukum forinal 

sepel-ri pengadilan tingkat pel-tama (PN). banding (PT) dan kasasi (MA). 

Dalam tahap ketiga analisis data dilakukan terhadap mekanisme 

penyelesaian sengketa lingkiln~an PT. LBI la l ig  dilakukan oich 

~iiasyarakst. piliak korban. Pel-rsma. dengan meliliat sebelumqa apakah 

Arbi::-ase. b L  _ir3/1999 ielah pcrr~ali diupayakan. meligapa maj,al-aket, 

LSM d a ~ i  kc lo tnp~k sosial di Labupaten Sidoa~jo melakukan demo dan 

apakah delno. pr9tes atau ~lgllr~.l~:: tersebui telah be!-penga;-ah tei.l?adap 

laliirriya kebi.jakan pemerintali piisat sebagai model penyelesaian smgketa 

yang memilaskall masyarakat. 

H. Sistematika Tenulisan 

Penillisan karya ini disusun dcngan sistematika sebagai berikut: 

Bab pertama merupakan p,-ndahi~luan yang di dalaliinya dipaparkan 

pentingnya penelitian, kemudian dijelaskan secara holistik tentang rumusan 



masalah, tujuan penelitian dan manfaat penelitian yang akan di lakuliz. 

Untuk memberikan dasar pemikiran terhadap penelitian digambarkan pu:: 

kerangka teoritik. Juga dipaparkan ~netode penelitian dan sistemarii~ 

pembahasan. 

Sedangkan bab dua mengemukakan tentang kondisi masj .~rakx 

Sidoarjo, struktur sosial, ekonomi dan budaya. Setelah itu 'dikemukali.r 

akibat-akibat bagi ~nasyarakat Sidoarjo. Bab ini berisikan pembaliaz~r 

tentang sekitar Kabupateri Sidoarjo dan sekilas tentang bencana Lumpi:: 

Lapindo. 

Bab ketiga akan memberikan gambaran tentang paradigma peraturs!.. 

hukum tentang tanggung janab Pemerintah dan korporasi dalam penyelesais:: 

sengketa lingkungan hidup di Indonesia. Di dalsmnya aka~: dibah2; 

. . -  
bagailnana pengelolzali lingI;:rngan liidup olsh Pe~iierintali dan korporas~ L - :  

Indonesia dan peratirran tcntang pe1:egakan dar: pengawasan lingku11g.tr 

liidup serta peratirrali iit~kun? terkai~ dengan ~:i;dcl pz~:yelesaian sengks:: 

lingkungan hidup di !ndonesia. 

Bab keelnpat akan dika-j i sebab ~nusabab timbuln!.a bencana Js:: 

tanggung -ia\vab Pcmerint~li sesta PT. LB I  terhadap penyelesaian lumpur 2 :  

Sidoarjo. Bab ini berisikan scbab-sebab semburan lumpur, sikap dan tindaliit:~ 

PT. L B I  serta peran Pemerintah dalam kasus semburan lu~npur. Selaili iri: 

dibalias pula tentang praktili 17glz1~~1g ~nasyarakat korban dalani penyelesaisn 

lulnpur di Sidoar-jo. 



Adapun bab lilna analisis tentang tinjauan budaya hukum terhadap 

tanggung jawab Iiukum Pelnerintah dan PT. LBI  dala~n penyelesaian sengketa 

luapan lumpur. Selain it11 pula liieninjau praktik ng1zirz1g mas}-arakat korban. 

dari perspektif budaya hukum. 

Bab terakhir adalah Bab VI yaitu Penutup bab ini ~iiengulas 

Kesimpi~lan dan Rekolnendasi 



BAB I1 

SIDOARJO LOKASI SEMBURAN LUMPUR PANAS 

Dalaln bab ini, penulis bermaksud ~i ie~igga~nbarkan secara umum tentang 

Kabupaten Sidoarjo, suatu tempat se~nburan lulnpur panas sebagai bencana alam 

yang menimbulkan akibat-akibat terhadap mas\-arakat d i  Sidoarjo. khususnya di 

dua kecalnatan y a i t i ~  Keca~natan Porong dan Tanggillangin. Oleh karena itu. yang 

penting dikernukakan dalam bab ini yaitu tentang kondisi penduduk. struktur 

sosial, ekonorni dan budaya masyarakat. serta sebagai kota industri 1.ang banyak 

lnenalnpilng bu r i~h  kerja yang datang dasi berbagai tempat. Selain i t i ~ .  dibalias 

piila tentang tl-adisi penyelesainn se~igkela pada masyai-aka: Sidvqio seli i~igga 

~nenjadi jelas bagailnana model-~iiodel penyelesaian sengketa tersebut. 

Scbagai bahasari berikutnya. akiili di!izlnilkakan asal LISLII ~~~~~~~~~~a11 

l i ~ ~ n p i ~ r  pal;as disertai dcngan kesugian yang ditin:bulkannya baik sezasa fisik 

lnaupiln non tisik. Sebeluln leliih jauli pe1.1~1 dikeli i i~kakali sekitar lokasi penelitian 

dasi disertasi ini. 

A. Sekitar Kabupaten Sidoarjo 

!. Sejarah Singkat 

Semula. tepatli!il pada t a l i i ~ ~ i  IS5 I daerali Sidoaljo besnama 

Sidokare. bagian dari Kabupaten Sil~-aba!,a. Daerah Sidokare dipimpin oleh 

seorang Patih besliama R. Ng. Djo.joliardjo. bertelnpat tinggal di kalnpilng 



Pucang Anom yang dibantil oleh seorang Wedaria yaitir Bagus Ranu\\ir!o 

yang berdialn d i  k a ~ n p i ~ n g  ~ a n ~ a b a h a n . ~ '  

Pada taliun 1859, berdasarkan Keputusan Pe~iierinrah Hindiu 

Belanda No. 911 859 tanggal 3 l Januari 1859 Staatsblnd No. 6. dnerah 

Kabupaten Surabaya dibagi ~nen,jadi dua bagian !.aitu Labupaten Surnbn!a 

dan Kabupaten Sidokare. 

Dengan demikian Kabupaten Sidokare tidak lngi menjadi dnerclh 

bagian dari Kabupaten Surabaya dan sejak it11 ~nu la i  diangkat seorang 

Bupati utuk ~ n e ~ n i l n p i n  Kabupaten Sidokare ~ a i t u  R. Notopi~ro (R.T.P 

Tjokronegoro) berasal dari Kasepuhan, piitera R.A.P Tjokronegoro B i~pat i  

Suraba!,a. dan be[-tempat tinggal di I;a~iipung Pandean (scbelnh selatan 

Pasiir L?lna sek2sang). beliau rnendirikan mns-iid di !'ekail~iian (\lus.licl 

Abror sekarang).s~dany alun-al~liinya pada \\;aktir it11 adalah I'nsar Lnnln. 

Pasa rahuii I859 it11 jugs. d e n g ~ n  brrdasc,;kn!i Su~.ar Lcp~~ruS~ l i l  

i)enie:-intali t i indis Bela!-~dn ho. 10/1859 ta~iggul 28 hlci IS50 S~~lclrsblnd. 

1859 nania Kabuprten Sidokarc digan:i densan Knbi:l)nrc~i Siz1oal:io. 

Dengan delnikian daparlali dikatakan bnli\\a sccara rcsmi rcrl)cnr~rk11!:1 

Daerali Kabupaten Sidoarjo adalali tanggal 28 Mei IS50 dill1 sc'h;l~li 

B ~ ~ p a t i  I adalali R. Notopuro (R.T.P Tjokronegorc>). Semulu nlmall 

Kabupaten d i  daerah ka~i ipung Pandean. keriiildian kare~la sua r~~  liul maka 

Bupati T jokro~egoro  I dipindahkan ke Kampung Pucang (Wares). Di sini 

beliau ~ n e ~ n b a n g i ~ n  ~nas-jid Jaliiik yang sekarang ini (Masjid Agi~ng). tclal)i 



~nasih dala~n bentuk yang sangat sederhana, sedang di sebelah baratnya 

dijadikan Pesarean Pendein ( ~ s r i ) . ~ '  

Pada tahun 1862, beliau mafat setelah lnenderita sakit, dan 

dilnakain kan di Pesarean Pende~n (Asri). Sebagai gantinya pada tahun 

1863 diangkat kakak al~iiarhum sebagai Bupati Sidoarjo, yaitir Bupati R.T. 

A. A Tjokronegoro I 1  (Kanjeng Dji~nat Djokomono), pindahan dari 

Lamongan. Pada masa pe~nerintahan Bupati Tjokronegoro I I ini 

peinbangunali-pe~iibangunan ~nendapat perhatian sangat besar antara lain. 

meneruskan pembangunan Masjid Jalnik yang tnasih sangat sederhana. 

perbaikan terliadap Pesarean Pendem, disa~nping i tu  di bangun pi1 la 

Ka~npung Magersari sebelali barat kabupaten, yang kemudian ditelnpatkan 

disiti~ orang-orang ?~ladc~ra. Pzida tahun 1883 Bi!pati 'Tjokronegoro 

mendapat pensiun. Jang tak lama kemudian pada rahiin salna beliau \\,afar. 

di:nakamkan di Pesareziii Botopi~tili Surabaya. Szbagai gantinya diangkat 

R. 2 Suni3dit-~?io pindahan dari Tulungagung tetapi lianya bzrjalaii 3 

birlan karcna \\afar pada taliiln i t u  jugs dan dimaka~nk,?n di Pesarean 

I'ende~ii. Selali.ju~n!a dalam tahlrn 1883 it11 diangkat R. A. A.T. 

T.jo~idro~iegoro I ini  dapatlali dicatat sebagai berikut: 

I ) Bidang Pem bangunaii 

Penyenipurnaar; Mas-jid .la~iiik yalig telali dibangun oleh para 

Bupati terdalii!lu > aitu diperluas dali diperindali de~igan pelnasangan 

marmer. Pembangunan ini dimulai hari Jum'at Kliwon tanggal 26 



Muharro~n 13 13 H. bertepatan dengan tahun Wawu 1825 dan tanggal 

19 J u l i  1895. Bagi pesarean para bupati serta keluarganya, para 

penghulu dan segenap ahlul lnasj id ditetapkan di pekarangan Masjid 

Jalnik (seperti yang kita saksikan sekarang). 

2) Bidang pemerinta!ian 

Susunan pelnerintalian (hierurchie) pada ~vaktu itu di 

Kabupaten Sidoaijo dibagi ~nenjadi 6 kawedanan (distrik) yaitu : 

a) Kawedanan Gedangan 

b) Kawedanan Sidoarjo 

C )  Kawedanan Krian 

d) Kawedanan Taman Jenggolo 

e)  Kawedanan Porong Jenggolo 

f) Kawdanzn Bu  lang 

Nama-nama kawedanan tersebut ternyala masih lnelnakdi 

na!!ia-nalna pada \\aktu Kera-jaan .lenggal claliu;~~.~)' 

Masz pediidukan Jepang ( 8 P.laret 1942 - 15 . ~ ~ L I S ~ L I S  I945 ). 

Sebagaimana juga daerah-darrah di Indonesia, mulai tanggal 8 Marrt 

1942 dael-ah Delia Brantas ada di Sawah kekuasaan Fe~iierintalian 

Militer Jepang. Pada waktil pendudukan Jepa~ig itu. J ang  ~ne~i-jadi 

Bupati Sidoal:jo adalali tetap Bupati R. A. A. Si!jadi. Pelnerintahan 

Jepang sangat militeristik sehingga tidak seaikit para peminlpi~i dan 

Pamong Praja Jang dianggap ~nerintangi Pelnerintahan Jepang 



~neli jadi korban Kenipe~ui. Di  mana-mana dibentuk Seiriendan dan 

Keiboriclnri dan (sebagai pelnbantu Polisi), hingga ke desa-desa 

terpencil Pemerintalian Republik Indonesia. Sebagairnana tercatat 

pada tanggal 15 Agusti~s 1945, Jepang lnenyerah pada Sekutu. pada 

w a k t i ~  it11 adalah waktu yang sebaik-baiknya bagi Bangsa lndnnesia 

i l n t i~k  ~nelepaskan dir i  dari belenggu penjajahan. d i  mana-mana d i  

daerah Republik Indonesia dibentuk bermacam-macam badan atau 

perkumpulan yang bersifat nasional. Pada waktu itu yang berkuasa di 

daerah Delta Brantas ialali Kaigzrn (tentara Laut Jepang) yang dengan 

rela men!,eralikan sen-jatanya kepada pemuda-petnuda kita. Badan- 

badan bersen.jata lnillai dibentuk dengan nalna B.K.R dan P.T.K.R. 

Diantasa badan-badan bessen.iata tersetxlt y 3 n ~  p ~ l i t i g  bel.kuasa di 

daerali kita pada \\lakt11 i i i l  ialali P.T.K.R. di bawali pimpinan Mayor 

Sabar.~:di!?. Pen?bu~~u!inr:-pemhunuli~n di-jala~kan terliadap inereka 

yang dic i~r igai  sebagai nisia-~iiata : i i i~s i~ I i .  Karena !indakar?n!,a yang 

~nela~i:pui batas ~naha ~ \ leh  piliak pilnpinan yang tertingggi diancl-uap ZB 

peslu 1111ti1k ~ i i e i i ~ c i ~ t i  scli-iata P.T.K.R. yang ada di bawali pimpinan 

Sabarudin tersebut. Akl i is~iya Itekuasaan Sabasudin dan ka\\,an ka\van 

dapat d i l u~ i i p i~ l i ka~ i .  9-1 

Permulaan bulan Maret, Belanda ~nu la i  akt i f  dengan usaha- 

usalian!a i~n tuk  menduduki kelnbali daerah kita. Waktil Belanda 

menduduki Gedangan. Pelnerintah memandang perlu ~iienii l idahkan 



pusat Pemerintahan Kabupaten Sidoarjo ke Porong. Tetapi ~nasih ada 

pegawai-pegawai yang ditugaskan i~ntuk tetap tinggal di kota Sidoarjo 

sebagai wakil dari ~emerintaha?."' 

Ke~nudian di Candi di bentilk Markas Gabungan sebagai 

pertahanan. Pada waktu it11 derali Dungus (Kecamatan Sukodono) 

~nenjadi daerah rebutan denpan Belanda. Tanggal 24 Desember 1946, 

Belanda ~nulai  Inenyerang kota Sidoarjo dengan serangan di-jalankan 

dari jurusan Tulangan. Maka pada hari itu juga Daerah Sidoarjo jatuh 

ke tangan Belanda. Pemerintahan Kabupaten Sidoar-jo dipindahkan 

lagi ke daerah Jo~nbang dan mulai saat itl i Daerah Sidoarjo di bawah 

pe~nerintahan Reco~nba yang berialan hingga Tahun 1949. Sesudah 

negara Jawa T i ~ i i i ~ r  dibentuh. daerah Brantas masuk daeral-I bonekl 

tersebut. Pada waktu itu Bupati R.1 adalali : K. Ng. Sosbekti 

Poespanoto. R. Soeharto. Ta~:ggal 37 Desember 1943. Selanda 

me~i~,eral i ! ie~l kanbali kepad:: Pemcl-intahan Rep~iblik Indonesia. 

maka \vaktu it.1 iuga Caerali Delta Braiitas dengan se~:dirinya ~iie~!iadi 

daerah Repi~blik Indonesia. 

Tidak lama sesudah pcn~.eraIian kelnbali Kedau!atan kepada 

Pemerintali Republik Itidoncsia. berdasarkan Undang-Undang No. 

2211948, R. Soeriadi Kertosocprojo diangkat menjadi BupatiIKepala 

Daerah di Kabupaten Sidoarjo. Banyak kesulitan-kesulitan !.ang 

dihadapi oleli pemerintahan Kabupaten Sidoarjo yang baru. Lebih- 



lebih kasena Daerah Delta Brantas merupakan daerah penghubung 

antara kota Surabaya dengan daerah pedalarnanan. Seperti kita ketahui 

kota Surabaya adalah ter~nasuk kota yang terbesar di Asia Tenggara. 

sehingga tidak luput dari intaian negara-negara asing yang ingin 

menyebarkan ideologinya di daerah Indonesia. 

Karena it11 daerah Sidoar-jo juga ~nenghadapi segala lnacaln 

infiltrasi, terutarna dari pihak yang tidak rnenyukai adanya Republik 

Indonesia. Kekacauan-kekacauan lnulai t imbul lagi di daerah-daerali. 

Kekacuauan-kekacuauan it11 terutalna disebabkan dari usaha-irsalia 

pengikut Belanda yang tidak mail tirnduk d i  bawah Pernerintahan 

Repirblik Indonesia. Diantara pengacau-pengacau it11 ialah pcngacau 

! ang dipiriipin oleh bekas Lurali Desa Tromposari (Kecamatan Jabon) 

!air11 Imam Sid.iono alias Malik. Dalarn men-jalar,kan kekiicauan itu. 

hlal ik berusaha jilpaya lurah-lcrali Iainnya mem banti1 dia. T idak 

sedikit Pamong Gesa dan Lusa!i iaiiinya yallg ~nc-ciadl alat Malik. 

Se;ijsta yal:g meseka gunclkan ternyata bekas !iepunya3n KNiL.. 

Daerah kekuasaann>.c? ialali claerali segitiga : Gempol - Bangil - 

Pandaan. dai; daesah kabupaten selusi~linya ~nasuk daerah opesasinya. 

Berkat adanya kerja sama Pamong Pra.ia. Polisi dan Tentara. maka 

kira-kira dalam pertengallan bulan Me i  195 1 .  kekacauan rnulai dapat 

diredakan. Mal ik  tertangkap di daersli Bangil pada tanggal 12 Mei  

195 1 .  Opesasi-operasi di~nana-mana di-jalankan terus. dan baru pada 

permulaan Agiist i~s 1951 keadaaan di daerah Delta Brantas dapat 



dikatakan alnan dan terkendali. Pelnerintahan lalnbat laun berjalan 

lancar kembali sampai ke pelosok-pelosok desa. 

2. Kondisi Geografis dan Kependudukan 

Wilayah kabupaten Sidoarjo berada di dataran rendah dan dikenal 

dengan sebutan KOIN DL'IIN. Sidoal-jo berada diantara dua sungai besar 

pecalian Kali Brantas. yakni Kali Mas dan Kali Porong. Kota Sidoarjo 

berada di selatan Surabaya sekitar 10 km. dan secara geografis Sidoarjo 

seolah-olah Inenyatu dengan kota Surabaya sebagai ibu Kota Jawa Timur. 

Gambar 1 
Letck Kabupaten Sidoarjo dalarn Peta Propinsi Jawa Tirnur 

Kabupaten Sidoa~:jo laliis pada tanggal 7 1 Januasi 1.859 tesletak antara 

1 12.5" BT- 1 12.9" B T  dan 7.3 LSO- 7.5 LS". den_gzn diapit kota Sur-abaya, 

Kabupaten \/lo-jokerto. Kabupaten Pasuruan dan Selat ~adu ra . ' "  Kota 

Sidoarjo ini ~ i i e~ i i i l i k i  luas ;\ilayah 626.82 K I1  sehingga tingkat keralnaian 



dan perkembangan kota i n i  sangat pesat. Hal ini disebabkan teruta~na letak 

wilayah yang strategis mengingat pangkalan ildara angkatan laut dan 

bandara lnternasional Juanda berada di kota Sidoarjo. 

Tabel 1 
Keadaan Umum Kab. Sidoarjo 

626,82 KM2 A. 

-- 
5 .  Dusun 

LUAS DARATAN 

. / 906 
I 

6. Kukun Warga : i 1.639 

7. Rukun Tetangga I 6.233 

- 
Terdiri atas 

1 .  Pernirkirnan 1 ka~npirng 

2 . Persawahan 

3. Pertanian tanah kering 

4. Tambak I Kolam 
---- 

: 5.28 k1n2 

5. Lain - lain I : , 3 1.94 km2 I 
I 



Jumlali penduduk Kabupaten Sidoar-jo pada taliun 2000 (bulan 

Desember) berdasar registrasi ~nencapai 1.266.776 jiwa atau mengalami 

kenaikan sebesar 34.224 jiwa dibandingkan tahun 1999 yang mencapai 

1.233.552 ji\va. La.ji~ pertumbuhan penduduk tahun 1999 mengalami 

kenaikan sebanyak 3.38 % dibanding tahun 1999 yang rnencapai 2.36 %. 

Kenaikan jumlali penduduk ini lebih disebabkan oleh irrbanisasi sebagai 

darnpak pertumbuhan sektor indirstri yang rnasih cukup tinggi. Bahkan 

dari data terakliir yang didapat pada tahtrn 2005 ~nenirigkat rnenjadi 

1.448.393 jiwa. pada tahun 2006 sebanyak 1.480.578 jiwa, tahun 2007 

berjurnlah 1.586.296 jiwa, sedangkan pada tahun 2008 sebanyak 

1.80 1.157 ji\\a dan terakliir pada tahi~n 2009 meningkat signitikan 

riie~;jadi 1 .?64.759 ii\va." Adap~~ri perbandinyn jn~nlph peridtiduk 

bcrdasarkan gender !-aiiu Iaki-lah~ sebesar 988.164 a dan perelliptian 

scbesar 976.595 J i \ \ ~ a . " ~  

Se-jak tahu!i 1994. kota ;~ii ~iierijadi sarqdr terkenal. bukan ss;a 

kareria baii~ak pabrik-pabrik p i g  drip:.t menampang pekeria laki-laki dan 

perempiIan nielainkan karena ada trayedi kenlan~~jiaan. seorang bi~ririi 

\\.a~iita bersa~na Ma~.sina yang di bunuli oleli oknirm apavat karena si kap 

kritis dan r!ienpelopori pe~:iuanga~i hnk-liak buri~li. 

Di Kabupaten SidoarjoJuga terdapat banqal, tinggal Wal-ga hegara 

Asirig, sclari.jutn!.a disebut WN.4. Umirmnya sebagai para peya\\ai 

perusahaan sulasta industri. Adan1.a tenaga asing atau WNA tersebut. lebili 



disebabkan oleh tuntutan kebutuhan tenaga ahli yang rnasih belu~n dapat 

dipenuhi tenaga kerja lokal. Separuh lebih atau 56,37 persen dari 664 

tenaga asing yang ada di Sidoarjo lnerupakan tenaga profesional teknis 

dan yang berhubungan dengan jabatan tersebut. Dengan delnikian, 

banyaknya tenaga kerja asing rnenandakan Kabupaten Sidoarjo potensial 

sebagai kota industri. 

Tabel 2 
Perkembangan Pembangunan Daerah 

I 

Pendapatar; Perkapita 
I ADHK Tli. 1993. 

Rupiah ; 
I I 

1 0 N 1 S A T U A N  

I I Juta Rp 

Kemudian ole11 pejabat pelaksana dan tata usaha sebesas 2 1.43 persen, 

I 
1993 1994 ' 1995 1 

---- 

4.047.304.42 1 4.892. L76.52 

tenaga tinggi negasa dan pemerintalian sebesar I l,49 persen, tcnaga 

produksi operator sehesas 6.67 persen Jan tenaga ~rsalia peri.jualan dan 

pembelian sebesar 3.04 persen. Sebagian besar tenaga asing tersebut adalali 

berasal dari negara R R ~ . " h e t e r l i b a t a n  orang-orang asing dalaln 



perusahaan besar, ini mengindikasikan baliwa Sidoarjo sebagai kota industri 

yang tingkat mobilitasnya, baik secara vertikal antara pejabat pernerintah 

niaupun horizontal sesalna warga masyarakat cukup dinamis. 

Tabel 3 
Pengemhangan Tenaga Kerja 

I I 

NO. / URAIAN SATUAN 1 1993 1 1994 1 1995 1 
I I 

Angkatan Ker-ja 
Tertampung Orang 

1 
3 Pencari Keria 1 Orang 1 8.055 1 27.284 1 37.428 1 

I I 1 Penduduk Usia Kerja I Orang 1 241.581 1 843.339 1 1.088.71 5 ) 
i Penduduk Bukan 

Usia Kei-ia 
Ora~lg 1 344.265 479.874 i 

3. Kcndisi Elionomi Masvarakat 

Sebagai kota industri kabupaten Sidoarjo terdiri atas 18 ktcamataii. 

!.atig dibagi iagi a!as se.jum!ah desa dali kel:~raliati. Kota kccaniatan lain 

>.ang cl~kup besar di Kabupaten Sidoario di antaranJta Taman. Krian. 

Candi, Porong dan Waru serta beberapa desa dan keluralian. Adapun 

kecamatan-keca~iiatali di Sidoario ~ a i t u :  Balongbendo. l'arik. P~.ambon. 

Krian, Wonoayu. Tulangan. Krembung, Ta~nari, Sukodono. Candi, 

T a n g g ~ ~ l a n ~ i n .  Porong. Sidoario. Buduran. Gedan~an.  Waru. Sedati dan 

Jabon. (Lihat gambar 2). 



Gambar 2 
Peta Wilayah Administratif Kabupaten Sidoarjo 
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Cari laporan yang di  rPlecr.r.e oleh BPS Propinsi Jawa Ti~nur.  rata- 

rata perigliasilan rnasyarakat S idcs~ jo  sehesar Rp.  290.367.- perbulann>.a. 

.CJeda~-~gl<a~i junilah ken~ isk i~ ian ~iiencapai 223.3 Jiwa.""' 13endapata:i 

ierszbut rlihssi lkan Jasi bebesana sektol- ! ang men.iadi sirnibel- pendapatan 

11iasyai.akat Sidoaijo seperti pertanian. perikanan. inrli~stri dan lainriya. 

Perikhnan. peltanian. iridi~stri dan jctsa n-~eri~pakan sektor 

pereko~ioiiiian i~ta;i ia Sidoarjo. Selat Madura d i  sebt la11 -1-inii11. mesi~pakari 

daerali pengliasil perikariali. d i  antaranya ikan, i~darig. dan kepiting. Itulah 

sebabn),a niengapn logo Kabupatzri Sidoar:jo adalali Uda~ ig  dan Bandeng 

sebab ikan tersehut rnerupakan konioditi perikanan 1-ang i~tarna kota ini. 

Sidoarjo dikenal pula dengan sebutan "Kota Petis". karena oleli-oleh 

makanan klias Sidoasjo adalah Bandeng Asap dari Kerupuk Udang. 

I(l0 Sumbet. : Llala Jsn Inli>l-lnasi Kcmiskinan 'T'ahun 2007. l3uhu 2 : KabupalenlKola 



Sektor industri di Sidoarjo berkenibang CLI~LIP pesat karena lokasi 

yang berdekatan dengan pusat bisnis kawasan Indonesia T i~nur  

(Surabaya), dekat dengan Pelabuhan Laut Tanjung Perak mauplln Bandar 

Udara Juanda. Sektor industri kecil juga berkembang cukup baik. di 

antaranya sentra industri kerajinan tas dan koper di Tanggulangin, szntla 

industri sandal dan sepatu di Wedoro - War11 dan Tebel - Gedangan, sentra 

industri kerupuk di Telasih - Tulangan. 

Ta be1 4 
Industr i  Besar, Kecil dan Kerajinan Rakyat Menurut Jenisnya 

lndustri Besar lndustri Keci l 
I 

(Lor-ge-Scale Indzr.rrr?y (.TI~IcII/-SC(I/L~ Iridz~.rtt:v() 

Tenaga Tenaga Tenaga 
I ndustri Ind~~st r i  11:dustri 

Kerja Ker-ja Kerja I I (Irahrsrrj~) ~ Ilniirrsrg, I (I17~il/.~!t-y) 
(E17iploj.c~c.c r I (E117/?loy;?ec~.u) 1 1 (EI~~;I/oJY?L'.Y) ! 



Selain itu, kondisi ekonomi dan Iiioneter secara umum tidak dapat 

dilepaskan dari kondisi ekono~ni dan keuangan nasional bangsa Indonesia. 

Penurunan pertumbuhan ekonomi nasional akibat krisis moneter di 

' Indonesia berdampak pula pada penurunali pertuni bl11ian ekonorn i di kota- 

kota lain di Indonesia, ter~nasuk di Kabupaten Sidoarjo. terlebih lagi 

Kabupaten Sidoarjo terdapat banyak sektor industri dan perdagangan di 

lnana sektor i ni ~ne~niliki da~npak langsu~ig pada perti~~nbuhan ekonolni 

suatu kawasan. Walar~pi~n demikian, sektor investasi di sektor industri dan 

perdagangan di Kabupaten Sidoarjo tetap ~nenjadi daya tarik tel-sendiri 

terbukti dengan peningkatan-pe~iingkatan (meskipun tidak sebesar 

sebelum terjadinya krisis ekonomi dan Inoneter di taliun 1397) di sektor 

i n i  seperti terliliat pada tabe! di bawa!i ini : 

T a h e l 5  
Perkembanzan Penerhitan S ~ r i ~ t  Ijin Uszha Perdagangan ( S i U P )  

Seianla 5 (l ima) tellun terakhir dalanl satuan br::lll 

1 Jenis Usaha 

1 I I 

/ Sumber : Dinas Perindr~srrian dan pet-da;ang,an Kabupaten Sidoaljo ! 

44 1 Perusallaan Besar ; 

' 515 

604 1 

Perusahaan Kecil 
t- 

3 1 44 
-I-- 

-- 1 514 

29 1 
I 

2 0 i 5 I i 2 5 
I 

432 I 565 Ju~nlali I 516 502 



Tabel 6 
Perkembangan Penyerapan Nilai Investasi dan Tenaga Kerja di Sektor 

Perdagangan Selama 5 (lima) tahun terakhir 

Nilai Investasi 
Tahun Tenaga Kerja 

( b . 1  

1 %umber : Dinas Periirdustriaii dan Perdagangan Kabupaten Sidoat-jo 

Ta be1 7 
Perkcm bangan Pentlaftar-an Pcrusahaai~ 

Selama 5 (lima) taliun terakliir Dalam satuan B u a l ~  

rp--- 

i 
I 

Tahun 
Berituk Usaha 

9 7  1.98 1 1 3 9 ~ 7  , 
w- I 1 Pcrscroan Terbatas (PT) 1 127 1 123 ! 10 1 106 1 143 1 

Sumber : Dinas Pesindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sidoarjo 1 

Pessesoan Komanditer (CV) 

Finma (FA) 

Psrusahaan Perorangan 

Badan Usala Lain (BUL) 

.I umlah 

105 

639 

I 

908 

232 

406 

789 

I 

112 , 86 1 2 8  
! 
I 

- 1 
I 

293 251 
I 

' 222 

I 
5 

I 
1 I 

544 1 459 475 



Tabel 8 
Perkembangan Jumlah Unit Industri, Tenaga Kerja, hilai Investasi dan Nilai 

Produksi P M A I  PMDN Sampai dengan Bulan April 2001 

lndustri Ki~nia Agro Hasil 
Hutan (IKAHH) 

17.675 2.635.72 1 24.284 

Kelompok Industri 

lndustri Logam, Mesin 
Elektronik dan Aneka 3.208.63 
(ILMEA) 

Industri Logaln. Mesin ! 

Elektronik dan Aneka 132 1 7.354 3.208.63 23.642 
i (I!,MEA) I I 

Jomlah Jrrmlah 
Tenaga 

Usaha Kerja 
(unit) 

(orang) 

Industri Kilnia Agro kiasil 
Hutan (iKAHH) 

17.675 
i 

1 PMA 
i -- - -  -- -- ---J 

Nilai 
Investasi 

I 1 lndustii Ki~iiia Agr3 Hdsil 1 
/ Hutan (IKAHH) 

1 1 2  
1 

Nilai 
Produksi 

I Industri Logam. Mesill / Elektronik dan Anekn 
i ( ILMEA) 

I 

(Milyar (Rlilyar 
Rupiah) I Rupiah) 

- - - - 

Sumber : Dinas Perindustrian dan Perdagnngan Kabupaten Sidoarjo 



Tabel 9 
Perkembangan Jumlah Unit lndustri, Tenaga Kerja, Nilai Investasi 

dan Nilai Produksi Non - PMAI PMDN Sampai dengan Bulan April 2001 

Kelompok Industri Tenaga Kerja 
(unit) (orang) (Juta Rupiah) 

Rupiah) , 
Hasil Hutan (IKAHH) 

1.020 

lndustri Logaln. Mesin 
Elektronik dan Aneka 
(ILMEA) 

1 Sumber : Dinas Perindnstrian dan Perdagangan habupaten Sidoarjo 

Sedangkan. sektor pertanian L i :  Sidoarjo menu~~jukkan bahwa 

I 

1.347 

t - .  . 
I 

pertaninn meri.jadi sektor andalan sebaksi lumb11r:g pad; bagi ~nasyarakat 

46.S75 
1 Industr~ Kec~ l  no11 
/ Formal 

Sidoario Iial ini dapat dililiat d x i  liasil-hasil produksi pel-lanian tel-i~tarna 

56.4 19 

! 6.033 209.468 1 1.060 

bidang padi sa\:all da~: ladang tabel be:.il.ut ini: 

Tabel 10 
Luas Panen, Rata-rata Produksi clan Produksi Padi Sawall clan Ladang 

183.243,54 574.8 12 1 

1 I - 

I 01. Sidoarjo 1 69 1 52.40 ) 36.208.40 

I j iuas  Panen Bersitl Rat;,-rats Procluksi 
; Keca ma ta n 1 Di.s!ricf i :\"el Harvesfed 
i 

Y i ~ j l ~ l  Rrrle 

I 1 02. Buduran I 1.467 59,55 1 87.359.85 1 

Procl u ksi 
Proclrrc!ion 

1 03. Candi I 1.557 59,96 



1 10. Balongbendo 
1 

1.905 I 56.35 1 107.345.75 1 
1 09. Krian 

12. Tarik 2.668 

1 13. Pranibon 1.845 63.83 1 1 17.766.35 

1.825 

1. Kondisi Sosial dan Buda\,a 

Letak berbatasan langsung deligar1 Susabaya, kota Sidoasjo 

sekarang ini mesupaka11 ka\\asan j.ang pen~l l i  di t ia~i i ika secara sosial. 

politik. ekonomi maitpun buda!.a. Fenomena urbanisasi. tidak sa-ia timbul 

dan datang dasi dasi kota atau desa d i  luar kabupaten Sidoat-jo tnelainkan 

juga bariyak penduduk rnigsan yang datang dasi Madura, Jawa Tengah dan 

Jawa Basat. 

1 7. Sdat i  
-- 
! b. Suliodono 

63.32 

99s I 60.0i 1 59.889.9s 1 

-1 63.18 

--- 

2.147 ) 154.255.56 1 

+ 
1 15.559.00 / 



Seakan tiada henti, lnanusia Sidoarjo~nenciptakan diri dan 

masyarakatnya, lnelawan berhadap-hadapan secara dia~netral dengan 

peradaban global yang se~nakin mengalineasi eksistensi individu. Patut 

digs:-isbawalii. dinalni ka kehidupan masyarakat yang begitu akseleratif 

rnenuntut ~nanusia Sidaarjo untuk selalu sadar siapa dirinya, di lnana dia 

hidup dan akan ke Inana dia setelah ini. Sedahsyat apapiln sebuah 

perubahan, maka manusia Sidoaqjo siap dan tidak Harapan ini 

tentu sebagai tantangan berat, sebab jika SDM tidak dapat lnenyiapkan 

diri dan mampu berkornpetisi dengan pihak luar, ~naka SDM Sidoarjo 

lebih banyak akan ~nenjadi penonton. 

Masyarakat Sidoaljo yang sadar mengandaikan mereka harus lerus 

se.jara!~ Sidoa1:jo yang ko~nprehensit: agar ~nanusia Sidoario tidak salal~ 

arali clan salaii langkal-I. h/lengu lang kzsslahan yang spnia. berarti dia iidak 

~n~~:ze tah~i i  dan melupaka~~ se.jarah hidirp diri dan masyarakal.'"' 

Dai-i aspek budaya. Sidoarjc memiliki beberapa kebudayaan. 

Kebudayaan tersebut erat kaitannya dengan realitas kehidupan masyarakat 

yang terils dilestarikan hingga saat ini. kebudayaan tersebu~ antara iain; 

a) Petik Laut 

Merupakan irpacara tradisional bagi nelayan di desa Balljar 

Kernuning Keca~natan Sedati. Upacara Petik laut diadakan inerupakan 

- - - -  - 

!Ill . I'im Penclusur Sciwah Sidoa~jo. ./<jrlX .Siik~c~~;jo:I)(~,.i ./e~ig,yu/r/ I-lI'17g~o .\'I//.~II(I/~Ic. 
Sidaorio. Ikatan Alumni  I'raja Sicloario. 2006. 

In2  1 i t r p : / / \ ~ ~ \ \ ~ \ \ ~ . b i l h r u l ~ 1 1 i i i g . ~ ~ ~ 1 i i / \ : i p h p s u b a t i 1 = s h & i d =  1232890084&ar~hi\.c= 
2s[a1.1-f.o1n=&ucat=9&. ak5.s tanggal 20 Agustus 2009 



ungkapan raja syukur dan berterimakasih atas hasil tangkapan nelayan 

selama ini. Petik Laut diselengarakan setiap tahun. Masyarakat desa 

Banjar Kemuning dengan ~nembawa bekal dari rumah kemudian 

berperahu bersama-sama 1nenu.j~ ke laut. 

b) Pesta Nyadran 

Acara ini diadakan di Sidoarjo setiap bulan Maulud. Nyadran 

Ini merupakan ritual khas nelayan tradisional. Nyadran pada tahun 

2009 diikuti 104 perahu masing-masing berisi 20 hingga 30 orang. 

Semua perahu dihias bagus. Banyak yang bawa .rotmd .~y.rtent. putar 

musik. Sangat meriah. Pada ilmumnya para perahu meluncur ke pantai 

Ketingan (nama lainnya Kepetingan), sekitar 40 menit perjalanan. 

Dala~n ace:-a ini xmua  nelayan dan lieluarga~ya (anak-anak, ibu-ibu, 

lansia. re1na.i~) b~rgenibira. Tiba di Ketingan. proses ke ~nakam Dewi 

Sekardac!~~. \\aoi~a ini dipercaya sebagai ibunda Sunan Giri (Raden 

Paku). Menurut legenda, jasad De;vi Sekardadu tempo doeloe digatong 

oleh ribuan ikan keting l ie pcsisii-. Lalu. jasac! it11 di~nakamka~; secara 

Is!am. Warga kemudian menyebut kampung nelayan ini sebagai Dusun 

Ketingan. la masuk Keca~natan Buduran, Kabupaten Sidoarjo. Grup 

rnusik tradisional mengiringi prosesi sejauh sekitar 200 meter menuju 

kompleks niskam yang diresrnikan Bupati Sidoat-jo Win Hendrarso 

pada 20 Okt~ber  2002. Satu per sat11 peziarah masuk ke ruang makam. 

Lalu, penga-iian Alquran, disusul khotbah singkat. Warga nelayan 

berdoa bersariia untuk korban Lu~npur Lapindo yang sudah menderita 



sejak 29 Mei 2006. Totok Widiarto. warga Siring, korban selnburan 

lumpur, ta~npak terharu mendengar warga korban Lumpur Lapindo 

didoakan secara khusccs di lnakaln Ibu Dewi. Selepas pengajian, warga 

berebut tumpeng dan rnakanan lain yang dibawa dari Sidoarjo. Makan 

berbarna di ko~npleks makam, lauknya daying kambing. "Selilua pir.rti 

kebagian. Teniing sqja," hal ini dii~ngkapkan Haji Waras lnenenangkan 

anak-anak yang khawatir tidak kebagian jatah.Io3 

C )  Tari Ujung 

Kesenian ini ~nerupakan perpaduan antara kesenian, olahraga 
?. ;. 

dan bela diri. biasanya dilakukan oleh ~nasyarakat Tengger untuk 

memeriahkan acara-acara lia-iatan tnasyarakat desa dan pada Iiari-liari 

besar agama Hindu Tengger. A:raksi ini ~nenitli.j~~kan kekebalan 

seseorang ter-liadap p i ~ k u l a ~  rotan ta!ipa menimbulkan cederalbekas. 

biasanya dilokukan oleh dua ora:ig pendekar yang saling berhadzpan 

dengan diiringi tabuhan. 

d )  Festival Ba~ldcng 

Sclain kesenian tradisimal. SidL>at:jo kerap kali mengad:~kan 

festival-festival yang menu~i-jukkan eksistensi Sidoarjo. Di antara 

festival yang terkenal adalali Festival Bandeng. Festival Bandcng pada 

umumnya diadakan berbarengan dengan peringatan hari besar Maulid 

Nabi SAW 1431 Hijiriah. harga Sidoarjo pun\a cara kreatif 

~nemeriahkan Maulid Nabi SAW 143 1 Hijriah. Kegiatan menyambut 

I i'; .\l:ad1.(117 cli Sic/ocrc.jo. ht~p:i~hurek.blogsp~~t.~:0nil20071~~4/1iy;~d1~a1i-di-sidoil1~~i,~.lit1iil. 

akses rdnggsl 20  Agustus 2009 



Maulid Nabi tidak harus berhubungan dengan acara keaganiaan. 

Pelnerintah Kabupaten Sidoarjo, selanjutnya disebut Pemkab Sidoarjo. 

Jawa Timur, nienggelar Festival Bandeng Kawak 2010 di pendopo 

Delta Wibawa, Sidoarjo,. Festival Bandeng selalu digelar setiap tahun. 

Pe~nkab Sidoarjo sangat ~ne~nperhatikan pelestarian bandeng karena 

ikan it11 adalah ikon utama Kabupaten Sidoarjo. Festival Jang juga 

bertujuan lnelestarikan budaya tradisional tahunan masyarakat 

Sidoarjo itu diikuti elnpat peserta petarnbak di Kabupaten Sidoarjo. 

Peserta berlolnba menunjukkan hasil tainbak berupa bandeng yang 

paling sehat dan terbaik. Selain ~nera~naikan festival, kegiatan tersebut 

juga u n t i ~ k  menu~iibuhkan dan ~nelestarikan budidaya ikan bandeng 

sebagai tradisi leluliur pctan?l?ah Sidoarjo. Mulyadi pun btrharap. 

festival Serikutnya hadiah bisa lebih be~ar . " '~  

Selcin niemiliki seni tradisional. Sidoar-jo juga me~npiin!ai cbjek 

\visala sekaligi~j me~!jadi ob~el ;  wiszta budaya.obyek tersebut entara lain: 

a) Panlai Kctingall 

Satn-satunya objek wisata ala~n di Kabupaten Sidoar-io . Pantai 

Ketingan berada di Desa Sawoan Kecamatan Budurati. \\'isatawan 

berperahu sela~~ia kurang dari sat11 ( 1 )  jam sa~nbil lnenik~nati 

pemandangari alam, men\usuri sungai Karang Gayam ~neni!ju laut. 

kemudian makan siang dengan menu .~eu,fuotl.'"' 

b) Pendopo Delta Krida Budaya 

104 Fes/i\~al RntitCt7g. \v\v\\..anlara.go.id. akses tanggal 20 Agustus 2009 
'O' /hid 



Te~npat para seniman berkreasi, beraktivitas untuk 

memamerkan hasilnya. Lokasi yang mudah terjangkau, dekat dengan 

alun-alun Sidoarjo. Pendopo Delta Krida Budaya akan dijadikan pusat 

seni di Kabupaten Sidoarjo yang layak dikun-jungi. 

c j  Kawasan INTAKO 

Merupakan sentra industri kerajinan kulit yang ~nernproduksi 

tas, koper, sepatu. dolnpet dan lain lain. Berlokasi d i  Keca~natan 

Tanggulangin 6 km ke arah selatan kota Sidoarjo. Ternpat wisata 

belanja dan pusat kerajinan yang sudah dikenal dan bertaraf 

internasional. lntako sudah merupakan paket kunjungan wisata manca 

negara dengan tujuan Tanggulangin - Bromo - Bali atau Tanggulangin 

- Malang - Bro!no. 

d j  Wisata Belanja Mak-anan Khas Sidoarjo 

Berada di perrokokan jalan Mojopailit Sidoarjo iid?k ?ernah 

sepi pengur,jung baik dari wisatawan ~nar,r,z negara lrlallpun nisatawan 

nusdctara. Makanzn khas Sidoarjo seperti: Aneka !<erupvk. Bcndeng 

asap, Kepiting. Petis udang. Berbelanja makanan khas Sidoarjo 

tersebut di aids sanagt tepat dan sangat mudah dibawa karena prakris 

dala~n pengepakan dan mudah didapat. 

Selain itu, Sidoarjo juga ~nemperhatikan kesehatan masyarakatnya, 

ha1 ini ditunjukkan pada banyaknya fasilitas kesehatan yang memadai. 

Tahun 2006 jumlah Rurnah Sakit, selanjutnya disebut RS sebanyak 17 

unit, jurnlah puskesmas 25 unit, puskes~nas pelnbantu 57 unit, puskes~nas 



keliling 40 unit, balai pengobatan 92 unit, rumah bersalin 38 unit. apotek 

207 unit, laboratorium 38 unit. Lihat Tabel 1 I 

Tabel 1 1  
Fasilitas Kesehatan Menurut Kecamatan 

01. Sidoarjo 1 i 3 3 

02. Buduran - I 

2 

4 

a r i  - - 1 :  : 1 :i -- -- 

13. Prambon 
- .  

14. Taman I ! 2 1  2 4 

4 

3 -- 1 
! 

3 I 

4 

03. Candi - 
04. Porong 1 

07. Tanggulangin 

08. Jabm 

09. Krian 

10. Balongbendo -- 
1 I .  M/ onoavu 

05. Krembung 
-- 

06. Tulangan 

I 
-. 

I I 2 
I 

-- 

Islam sebanyak 1.405.352 ji\\.a, kemudian Kristen 44.839 jiiva. Katholik 

20.381 jiwa, Hindu 4.380 jiwa. Budha 3.864 ji\\~a dan Aliran Kep?rcayaan 

1 362  jiwa. Lihat Tabel 12. 

16. Gedangan 

17. Sedati 

18. Suhodono 

Ju~nlah Tofu1 2008 

- 
I 

2 

Di bidang keagamaan. tnasyarakat Sidoarjo mayoritas bsragalna 

- 

1 
--- 

- 

- 7 

I I 
- I 

i -~+. 
I 1 I 

I i 
- I I I 3 

14 r 



Tabel 12 
Tempat Peribadatan Menurut Jenis Rumah lbadah dan Kecamatan 

Worshipper by Worshiping Place and Districy 2008 

I Kecamatan 

District Churcli Slirine I Nunnery 

Gereja Masjid Jumlah 

Total 

Langgar l 

(1) (2) (3) 

01. Sidoarjo 55 145 

02. Buduran 2 8 101 

03. Candi 58 223 

Mostlue 

Pura 

Musolla 

16. Gedangan 

Vihara 

12. Tari k 

13. Prambon 

14. Talnan 

17. Sedati 

; 8. Sukodono 62 1 1 259 

34 1 1 79 

40 195 I 

I 

81 1 187 
I 
I 

Jurnlah / Toral2008 1 843 2 767 1 66 5 1 2 3 683 I 

15. Waru 1 79 I 135 

4 

1 

12 

i 0 224 

- 

2 

2 17 

236 

282 



Tabel 13 
Pemeluk Agama Menurut Agama per Kecamatan 

Religious Believers by Religion per District 
2008 

r) I .  Sidoarjo 1 151.786 1 5.931 1 4.389 1 1.179 752 1 59 1 164.096 1 
- 

02. Buduran 1 59.524 1 751 1 753 1 172 1 104 1 38 61.345 1 

Kecamatan 

- 

113. Candi 1 115.524 1 39 1 103 ( - 1 - 1 27 1 115.693 / 

Budha 
Bu(lis11nz 

Islam 
District 1 Islam 

Keper- 
cayaan 

34. Porong 

I 15 1 1.2 1 3i 1 61.430 1 i 60.772 1 y: 1 :i ! 0. Balongbendo 

! 1. U'onoayu 79.139 5 17- 29.238 1 

Katholik Jumlah 
Total , 

I 

12. Tarik 1 52.249 70 471 I , _ 1 - 1 1 1  52.801 1 

C(1t11olics 

60.090 

05. Krembung 1 51.837 

Kristen 

71 

I35 

475 

J- 
'1 

16. Tulangan 

17. Tanggulangin 

18. Jabon 

19. Krian 

Hindu 
Crl1i.sthic111 

22 

68.259 

89.095 

44.504 

76.793 

I 

13. Prambon 1 63.831 

Hirzcluisnz 

432 

313 

782 

20 

'4. Taman 

5 .  \!'aru 

6. Gedangan 

' 7. Sedat i 

353 

I SO 

' 8 .  Sukodono 

586 

29 

94 

I 

132.603 

147.839 

82.7 10 

62.966 

88 

792 , 3 3 

I 

9 ! 

62.399 

218 

6.714 

3.289 

561 

5 8 

52.439 1 
I 

I 
68.744 1 

I 

I 90.603 
I - 

I 44.574 

4 63 

27 

143 

I 
25 1 60.636 1 

I I 

78.325 , 

6 

10 1 

4 8 

3 1 

56 

17 

72 

25 

I 
2.637 1 467 

2.400 

1 

32 64.186 

777 

1.433 

320 

6 0 

13.101 

796 

899 

74 1 

164 

9 1 

4 5 

4 0 
I 

136.742 
I 

I 

17 1 28 

I 

53 

6 1 

4 1 

65.032 1 

169.88 1 

87.340 

64.62 1 



Apabila dilihat dari tabel di atas, masyarakat Sidoarjo tergolong 

dalam masyarakat pluralis. Hal ini ditunjukkan dengan kehadiran agama 

lain. Kehidupan lnasyarakat Sidoarjo tidak saja plural tetapi juga toleran. 

ini  merupakan ekpresi kebebasan beragama yang dijunjung tinggi oleh 

masyarakat. 

5. Kondisi Pendidikan dan Sumber Daya Manusia 

Berdasarkan data Kabupaten Sidoarjo dalam Angka tahun 2006, 

atas dasar harga berlaku Total PDRB Kabupaten Sidoarjo adalah Rp. 

34.625.498.46. Sai.ana fisik pendidikan yang ada berdasarkan data tahun 

2006, jumlah sekolch dasar sebanyak 6!4 unit. SMP sebanyak 141 uni t ,  

SMU seban?,ak 59 un i t  dan Perpi!ruan Tinggi sebanyak 10 unit. Tidak 

hanya pendidikan f~r:nal. di Sidoarjo juga Sanyak pesantren sebagai sentre 

pendidikan Is!aln. Bilalnana memperhatikan alltar3 jumlah penduduk dan 

kepadatann>.a, maka saralla prasaralia pendidikan tergo!ong telah 

memadai. 

Tabel 14 
Jumlah Sekolah Menurut Jenis Sekolah dan Kecamatan 

Nunlber of Sclrool by Type of School crnd Dislri~t 
2008 

TK Kecamatan i 
(District) , j (Kittclergctrterr) 

(1) ! (2) 
01. Sidoarjo I 65 

I 
SD SLTP 

I (Getter(r1 Yunior ! 
(Prinlcrry Sclrool) i I Higlt Sclt ool) 

Swasta 
(Private) 

(6) 
13 

Negeri 
(Stcite) 

(3 
36 

~ w a z  
(Private) 

(4) 
15 

Negeri 
(Stale) 

(5) 
6 



- 
02. Buduran 

- 
07. Tanggulangin I 

03. Candi 

04. Porong 

05. Krembung 

06. Tulangan 

\ 

15 1 19 

33 

2 1 

2 2 

I I I I I 

- 3 

I I I I 

3 

2 6 

3 0 

2 7 

08. Jabon 

09. Krian 

10. Balongbendo 
--- 

I I .  Wonoayu 

12. Tarik 

'Tabe: 15 
Jumlah Sekolah Menurut Jenis Sekolah dan Kecamatan 

32 3 1 

2 23 24 

1 3. Pram bon 

14. Taman 

15. Wara 

16. Gedangan 
k-- 

1 I .  Eedati 

18. Sukodono 

JurnlahlTotcI 2008 

(Gerzercrl Senior High Kecamatan 
('District) 

Scl10 01) 
~ e ~ e k v  C 

3 

3 

2 
-- 

2 : 

29 

24 

12 

01. Sicioarjo 5 7 

02. Budursn 2 

2 1 1  

10 20 

13 

60 

8 8 

14 

2 3 

34 

552 - 

03. Candi I - 
04. Porong 1 4 

6 

3 

3 
7 - 

2 7 

30 

3 1 

SMK 
(Specicrlisl Serzior Higlt 

3 

7 

2 

30 

28 

43 

3 3 

2 9 

18 

2 6 

513 

Sclt 001) 
Negeri ,  I Swasta 

1 

1 

(Stale) (Privc~le) 

5 

14 

4 

3 

- 1 

- 7 
2 

3 - 
3 

3 

1 

3 

4 

- 7 

5 

14 

14 

2 

1 3 

2 - 
6 5 

- 7 

44 

2 
-- 
100 



) I 3. Prambon 

- 1 4 

2 

06. Tulangan 2 

09. Krian I 
- 

0s. Jabon i i l l  

07. Tanggulangin 

16. Gedangan 2 

17. Sedati 3 2 

2 -- 

6 

14. Taman 1 9 

10. Balongbendo 

I I. Wonoayu 1 
- 

12. Tarik I 

4 

15. Waru 1 

I I I I 

Szbrgai sumber moralitas. SDM Sidoarjo juga didukung oleh 

pendidikan no11 forlnsl. Sebab begi~u banyak ju!r,lah pesantren j8at;g 

tersedia di setiap kecalnatan dan desa (Lihat 'Taliel 16). Dari sejumlah 

pesantrcn tersebut tercatat puluhan ;ibi! s a~ t r i  yang lne~~dalalni illnil agama 

dan umum. Hal ini ~nerupakan dinainika pendidikan kota Sidoat-io !.ang 

lnelnang sebagian besar masyarakatnya beragalna Islam. Pendidikan 

pesantren ini dihar-apkan lnalnpil mengimbangi terjadinya lnodernisasi 

yang dapat inenggerus tradisi dan nilai-nilai moralitas keislarnan 

masyarakat. 

I 

18. Sukodono 

Julnlah ! Total 2008 13 

2 

1 

I 

3 

2 

1 

2 

- 1 5 

3 

5 9 

I 

1 - 

45 i 4 



Tabel 16 
Pondok Pesantren dan Santri Menurut Kecamatan 

2008 

Banyaknya / Number 1 
Kecarnatan Pondok Pesantren 

District Pesuntren Bonrrfing Sclzool Isluntic Sclzolar 

0 1 .  Sidoarjo 

02. Buduran 

03. Candi 

04. Porong 

1 09. Krian 1 I I I 905 I 

07. Tanggulangin 

08. Jabon 

8 

15 

17 

13 

688 

2.330 

946 

A 
05. Krembting 

06. Tulangan 

16 1.997 1 

1 18. Sukodono 
- I 

I 5 

i 15 I 
I 

618 ! 

; .069 I I 
I 

999 I 

10. Ralonzbendo I 5 

- ---- - - 1 15. Waru 

16. Gedangan 

13 

12 

1.821 

1 1. Wonoayu 

12. Tarik 

I 3. Pram bon 

667 

999 

I0 

I I 
-- 

12 

- - - - 

26 

7 

- 

1.710 

1.306 



6. Tradisi Penyelesaian Sengketa Masyarakat Sidoarjo 

Sebagai masyarakat yang plural dan dinamis masyarakat Sidoarjo 

tentu di hadapkan kepeda berbagai konflik. baik kon flik sesama warga, 

warga dengan pemerintah aiaupun konflik antara warga dengan 

perusahaan. Konflik antara warga dan perusahaan inilah yang banyak 

~nendo~ninasi konflik di Sidoarjo, mengingat banyaknya perusahaan- 

perusahaan yang ada di Sidoarjo (sebagaimana tabel-tabel di atas). 

Memang belu~n ada pengamatan yang spesifik dan ko~nprehensif 

berkenaan dengan pola penye lesaian kon f l i  k masyarakat Sidoarjo, akan 

tetapi berdasarkan analisis terhadap beberapa fakta dan kasus-kzzsus 

konflik Jang terjadi di Sidoarjo, penulis rnencoba ~nengidentifikasi pola- 

pola pen~elesaian konflik ~ a 1 - i ~  te~iadi di mas) arakat Sidoarjo. 

Pola Fertama, penyelesaian dengan kekeluargaa~~. Pada umumnys 

sengketa-sengketa yang terjadi antar warga setempat diselesaihan dengan 

kekelua'.gaan. Hal seper-ri konflik antar ne!a>an yang tcrjadi di perairall 

~ idoar jo ."~  

In(, Secara umum kontlik untar nelayan dapat dikelompukkan mrnjadi 4 (enipat) macam. 
\ .ai t~! : ( I)  kontlik kelas, (2) konllik orientasi. (3)  kontlik agraria. dan (4) kon l l ~k  priniordial. 
Konfl ik kelas atau disebut juga kontlik \-ertikal. yakni kontlik antara nelayan perikanan industri 
dengan nelayan perikanan rak~a l .  Hal ini  biasan~a dipicu oleh perbedaan upaya 
tangkap (efort), j.ang dicerminknn oleh ukuran kapal dan penerapan teknologi. Pada perikanan 
industri, kapal yang digunakan berukuran relatif besar dan rnrnrrapkan teknologi ma,iu. Sedangkan 
pada perikanan rakyat. kapa lny  lebih kecil dan reknologi Jang diterapkan sederhana. Perbedaan 
ini mengakibatkan timbulnya kccernburuan sosial. karena hasil tangkapan nela~-an perikanan 
industri lebih ban~ak  dibanding perikanan rakyat. Di samping itu. nelayan perikanan rakyat 
rnerasa khawalir hasil tangkapannya akan semakin menurun karena surnber daya ikan yang 
tersedia ditangkap oleh kapal-kapal brrukuran besar. Ferry Agl~sta. Konflflik Pe~wa~lfua/an S'lr~iiber 
Daya Pei.ikcnaii La~r l  : fio.r~n lVe/ayun di Prrcjiran I l /n~.n Jawa Timzi~.. 
http:/ltkrragusta.wordpress.com. Akses 12 .luli 2009. 



Pola kedua adalah mediasi. Penyelesaian konflik antara warga dan 

perusahaan pada umumnya diselesaikan dengan cara mediasi. D i  sinilah 

tradisi nglurug masyarakat Sidoarjo terjadi. Setiap ada kebijakan 

perusahaan yang dianggap tidak sesuai dengan kesepakatan dan kehendak 

karyawan yang notabenenya adalah warga Sidoarjo, maka dengan 

sendirinya warga akan melakukan nglurzrg sebagai salah satu media dalam 

menyelesaikan sengketa. Misalnya saja ketika buruh PT. U B M  Waru 

nglurug DPRD Sidoarjo untuk menuntut hak mereka.lo7 

Pola Ketiga, pen yelesaian melalui pengadilan. Pola ini pada 

biasanya menjadi alternatif terakhir ketika dua pola penyelesaian di atas 

tidak lnalnpu menyelesaikan konflik yang terjadi. Penyelesaian dengan 

pola ini tnelnang lazim digunakan cialam sistem hultum kita sebagai 

bentuk penyelesaian sengketa. 

B. Se~nburan Lump3r di Sidoarjo clan Akibat~rya 

1. Awal Terjadinya Sembi~rari Lumpur di Sidoarjo 

Sernburan lum pur panas d i  Sidoarjo, adalah peristin a 

menye~nburnya l111npur panas di lokasi pengeboran PT. LBI di Desa 

Renokenongo, Kecalnatan Porong. Kabupaten Sidoarjo, Jaws Timur. 

Sejak tanggal 29 Mei 2006 semburan lulnpur panas ini menyebabkan 

tergenangnya kawasan per~nukiman, pertanian, dan perindustrian di tiga 

kecamatan di sekitarnya yaitu kecamatan Porong, Gempol dan 

'"' Blrruh PT UBM I&'al.u Datangi h'antol. DPKD Sidoajo. 7 Februari 7010. 
http://kabarsidoar~io.com. Akses 12 .luli 2009. 



Tanggulangin. Lokasi semburan lumpur berada di Porong, yakni 

kecamatan di bagian selatan Kabupaten Sidoarjo, sekitar 12 km sebelah 

selatan kota Sidoarjo. Kecamatan ini berbatasan dengan Kecamatan 

Gempol (Kabupaten Pasuruan) di sebelah selatan.'" 

Gambar 3 
Peta Lurnpur Lapindo 

'" Berikut ini kronologi dari semburan lurnpur di Sidoa~:jo.Pada tanggal 29 Mei 2006 
sumur pengeboran di desa Renokenongo, Kec.Porong Kabupaten Sidoar,jo nienyeniburkan 
lumpur. ha1 ini menyebabkan pada tanggal 13 luni 2006jalan Tol Surabaya-Gempol di tiltup total 
karena genangan lumpur semakin tinggi. Pada tanggal 10 Agustus 2006 ranggul darurat penahan 
lumpur ,jebol dan menyebabkan jalur re1 keteta api jurusan Surabaya-Malang dan Suraba~a- 
BanyuLvangi tergenang dan 750 runiah tergenang serta 5680 ji\va mengungsi. Melihat hat tersebut 
pada tanggal pada tanggal 8 September 2006 pemerintah niembentuk tim nasional panggulangan 
semburan lumpur. 



Dilihat dari asal usulnya, bah\va PT. LBI memulai kegiatan 

ekplorasi di sumur Banjar Panji 1 di Desa Reno Kenongo, Kec. Porong 

Kab. Sidoarjo pada tanggal 8 maret 2006. PT. LBI melakukan pemboran 

dengsn di sub kontrakan kepada PT. Medici Citra Nusa atau kontraktor 

lna~rdiri dan selanjutnya PT. Medici Citra Nusa mengsubkontrakkan lagi 

pekerjaan tersebut ke beberapa sub kontraktor lain di antaranya PT. Tiga 

Musim Mas Jaya, PT. Haliburton, PT. Baker Atlas. PT. MI Swaco. 

PT. LBI adalah salah satu perusahaan Kontraktor Kontrak Kerja 

Sama (KKKS) ditunjuk BPMIGAS untuk melakukan proses pengeboran 

~ninyak dan gas bumi. Adapun struktur permodalan PT. LBI adalah 

sebagai berikut: Sahaln PT. LBI dirniliki 100% oleh PT. Energi Mega 

Persada melalui anak perusahaannya ya i t~~  PT Kalila Energy Ltd (84,24 

persen) dan Pan Asia Enterprise (l5,76 perren). Saat ini PT. iB1  rnelniliki 

50% ,r,c~l.licipuling i17le.r.e.rr di wilayah Blok Brantas. Jawa Tii i~~r .  

Indonesia. Selain PT. LE 1, pnrficipu1ir:g in~erci.rt B!oh Brantas juga 

di:niliki oleh PT ktedco E&P Brar~tas (anak perusahaan dari 

~edco~nei-gi)"'L) sebesar 32 persen dan Santos sebesar I8 persen.''" Oleh 

- - 

'" PT bledco Energi Internasional Tbk. kadang dikenal sebagai tvlcdcol~ncrgi (IDX: 
MEDC). adalah salah satu perusahaan publik di lrido~lesia !ang bergerak di dalarii bidong energi 
terintegrasi. Perusallaan ini bermula dari sebuah perusahnnn kontr-aktor pertikelir di bidang jasa 
pengeboran rnin!ak dan gas bumi di daratan (on.rho1.e d~il l i t ig). Meta Epsi Pribumi Ilrilling Co. 
yang didirikan .-\ritin Panigoro pada tanggal 9 .luni 1980. Lisaha McdcoEnergi tamasuk dalam 
bidang eksplorasi dan produksi min!.ak dan gas bumi. pen!.ediam jasa pengcboran ~ninyak dan 
gas. produksi metanol. produksi LPG dan pe~nbangkit tenaga listrik. S a a ~  ini r4edcoEnergi 
beroperasi di 21 \vilayah kelja niin!,ak dan gas yang tersebar dari Sumatra. .la\va, Kalimantan. 
Sulawesi. Papua hingga Oman. Libya dan Amerika Serikat. Sumbcr 
http:llid.\\~ikipedia.or~\~ikilLapindo-Brantas-lnc.. akses tanggal 12 .luli 2009. 

1 l o  Santos. Ltd merupakan perusahaan Australia bergerak pada bidang eksplorasi minyak 
bumi dan gas !ang didirikan pada tahun 1954. nania Santcls merupakan singkatan dari South 
Ausiralia Northern Territory Oil Search. 



karena PT. LBI  sebagai pemilik saham terbesar maka PT. LBI  bertindak 

sebagai operator."' Operator di sini diartikan sebagai perusahaan yang 

melnegang kendali atas setiap kebijakan dari proyek-proyek yang 

ditangani. 

PT. Energi Mega Persada sebagai pemilik saham mayoritas PT. 

LB! merupakan anak perusahaan Grup Bakrie. Grup Bakrie me~ni l ik i  

63,53% saham. Sisanya dimiliki komisaris EMP, Rennier A.R. Latief, 

dengan 3,l 1 %. Julianto Benhayudi 2,18%, dan publik 3 1,18%. Chief 

Executive OfJficer (CEO) LBI adalah Nirwan ~ a k r i e l l *  dan rnerupakan 

adikkandung dari pengusaha dan ketua Umum Partai Golkar, Aburizal 

~akr ie." '  Singkatnya, PT. LBI dipandang sebagai korporasi yang secara 

Pad, 20 September. PT Energi Mega Persada. T'bk. (PT. EMP) 

bzrerlcstia menjllal PT. L b l  ke Lyte Limited. perusahaan yang berafiliasi 

- -- 
' ' I  http:liiJ.\vikipedia.orr/\\.iki/Lay.indo-Branlas-lnc.. akscs tanggal I 2  .1uli 2009. 
'I '  Nir\van I)crma\van I3akrie (lahir d i  Jakarta pada I No\cmbcr I95 I )  adalah set:-ang 

pcngusaha asal Indonesia. la adalah anak krtliga dari keluarpa Aclimad l3akric. pendiri Kclolnpok 
I.saha Bakrie. Nirlvan mempunyai dua kakak. yaitu Aburizal lc.al Bakrie dan I:oosmania Odi 
Bakrie. la  punya satu adik. Indra Usmans!ah Bakrie. Istri Sinvan berna~iia Indira. biasa disapa 
sebagai Ike. Nirlvan bersekolali dari SD hingga SMA di .lakarta. Setelah i tu lnelanjutkan 
pendidikan ke Anierika. hingga mesaih gclar M B A  dari I.ini\crsil) of  Soulhcrn California. Nirtvan 
Bakrie kini  nlenjadi pemimpin seluruh Lelompok Usaha Bakric setelah kakaknya. Aburizal 
Bakrie. men.iadi ~ncnteri d i  Kabinet Indonesia Bersatu. Nir\van Dcrti iawa~i Rakric juga dikenal 
sebagai penggila senak bola. la adalah pengurus PSSI. sebagai Ketua Badan Liga Indonesia, 
lerilbaga otononi bertugas memutar konipetisi. la ,jugs mendirikan K lub  Pelita .la!.~i. yang 
pada 2006 ini berubah 1iier1,iadi Pelita Pur\\.akarta. http:Nid.\\-ikipedia.org. akses tanggal 12 .luli 
2009. 

I "  Ir. H. Aburizal Bakrie (lahir di Jakarta. 15 No\eniber i946; umur 62 tahun) adalah 
seorang pengusaha Indonesia yang nierupakan Mefiteri Koordinator Keseiahteraan Rakjat dalani 
Kabinet lndonesia Bersatu. Sebelurnnya ia pernah rnen,jabat sebagai Menteri Koordinator 
Perekonornian dalani kabinet ):ang sama. namun posisin!.a berubah dalam perornbakan yang 
dilakukan presiden Susilo Rainbang Yudho!.ono pada 5 Deseniber 2005. Dia adalah anak sulung 
dari keluarga Achn~ad Bakrie. pendiri Kelompok Usaha Bakrie. dan akrab dipanggil lcal. 
http:/lid.wi kipedia.org. akses tanggal 12 .luli 2009. 



ke Kelompok Usaha ~ a k r i e . " ~  Akan tetapi penjualan in i  tidak disetujui 

oleh Bapepam-LK dengan alasan manajemen Energ-i belum bisa memberi 

penjelasan pen!ebab insiden lutnpur panas clan pihak mana yang harus 

bertanggung jawab. 

Oleh karena itu, PT EMP mengalihkan rencana penjualan PT. LBI 

ke pihak ketiga yang tidak berafiliasi dengan grup Bakrie. Sehingga tidak 

perlu meminta persetujuan rapat umum pemegang saham karena bukan 

benturan kepentingan, sebagaimana yang terjadi dengan'penjualan kepada 

Lyte. Pada 14 November 2006. kepemilikan saham EMP di PT. LBI 

akhirnya dijual kepada Freehold Group Limited, sebuah perusahaan 

investasi yang berkedudukan di Kepulauan Virgin Britania Raya, nalnun 

penjualan ini lalu dibatalkan Freehcld pada 28 Nov~mbcr 2006 tanpa ada 

keterangan yang jclas dsri pihak manajernen. 

Ada beberspa pandangan kronologi semburan lumpur terjadi dan 

mengakihatkan benczna. Pa~dangzn pertama, besdasarkan foto kopi 

dokumen PT. LBI,  kejadian se~uburan Lulnpur Lapindo yang dibuat PT. 

LBI dan Badan Pengawas Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas B ~ l ~ n i  

(BP Migas) ter-~anggal 12 Juni 2006. Semburan lumpur terjadi di lokasi 

sekitar Suinur B.IP 1 Sidoarjo. 

Tanggal 8 Maret 2006, pemboran sulnur dilnulai untuk melakukan 

pelnboran dipandang alnan sampai dengan kedalaman 3.580 feel, casing 

I I 4  PT. Bakrie & Brothers Tbk. (IDX: BN BR ) adalah perusahaan perdagangan Indonesia 
yang didirikan pada 1942 dan rnenjadi sebuah grup perusahaan yang bcrgel.ak di banyak bidang. 
Sekarang ini. perusahaan ini bergerak di bidang telekornunikasi. produksi pipa. bahan bangunan. 
komponen otomotif. dan in\rstasi dalam pertambangan batu bara. Perusahaan ini mempeke~jakan 
sekitar 1 1.000 orang. http://id.\\ ikipedia.org. akses tanggal 2009. 



13 318" diset dan disernen. Pemboran dilanjutkan sampai dengan 

kedalaman 9.297 jeet. Pada Sabtu pagi tanggal 27 Me i  2006 kehilangan 

lumpur. Kejadian in i  ditanggulangi dengan LCM (singkatan dari lost 

circzrlation malerial, pen). Untuk mencegah ha1 tersebut, selanjutnya 

direncanakan penyemenan d i  daerah 1o.y.r (yang kehilangan lurnpur itu dan 

pemasangan casing. Kemudian, rangkaian pelnboran dicabut (diangkat ke 

atas, pen) sampai kedalaman 4.42 1 feet dimana terjadi well kick pada hari 

Minggu tanggal 28 Mei  2006. Kejadian well kick tersebut ditangani 

dengan Kill Mzrd salnpai sumur tersebut mati dan hisa terkendali lagi.'I5 

Selanjutnya dilakukan sirkulasi lumpur untuk membersihkan 

sumur dari sepih bor. Rangkaian rnata bor direncanakan untuk dicabut 

salnpai ke per~:iukaan ietapi tidak berhasil (txjepit). Pada Senin pagi 

tanggal 29 Me i  2006 timbul semburan !illnpur alarni 150 rneter dari I9kasi 

pervborsl~. Sc~ninggu ke~nudian sembrlrdr? l u ~ n p ~ r r  alami i idck liie:iga!ami 

penurunan iritensiias. Kondisi pernbol.an dinilai tidak aman. Dip i~turksn 

!nenyelalnatkan sillntir dan peralatan pe~nboran. Rarlgkaian pemboran 

dilepaskan dan dipasang ce/lit.nl plug di  bawah lnata bor dan di  atas pipa. 

Drilling rig dan alat pemboran lainnya dikeluarkan dari lokasi dan 

dikembalikan kepada pemilik. 

Sedangkan pandangan kedua Badan Perneriksa Keuangan (BPK) 

menggambarkan sebagai berikut. Dalam laporan auditnya tertanggal 29 

Me i  2007, BPK telah melakukan investigasi lapangan menggunakan para 

l l S  Neal Adams. Ca71sa/io11 Facto~.s b-01. The Brltljal. o I Blo~~~o~rt.  
\~ww.nealadamservices.com.. akses tanggal 12 Suli 2009. 



ahli dari PT Exploration Think Tank Indonesia (ETTI) menjelaskan 

kronologi sebagai berikut: 

Pemboran Sulnur BJP 1 dimulai pada tanggal 8 Maret 2006 dan 

pada tanggal 27 Mei 2006 atau hari ke-80 telah mencapai kedalaman 9.297 

kaki. Pada kedalalnan tersebut terjadi toral loss circulation (hilangnya 

lumpur pemboran) dan kemudian LBI/PT. MCN (PT. MCN = PT. Medici 

Citra Nusa, pen) mencabut pipa bor. Pada saat mencabut pipa bor, terjadi 

kick dan pipa terjepit (srzrckpipe) pada kedalaman 4.241 kaki. Pipa tidak 

dapat digerakkan ke atas dan ke bawah maupun berputadberotasi. 

Pada tanggal 29 Mei 2006 sejak jam 4.30 rnuncul semburan H2S, 

air dan lulnpur ke permukaan. Lokasi semburan + 150 meter dari lokasi 

S!rm:rr BJP 1. Karena se~nburan selnburan lurnpur rnulai rnenggenangi 

ares Sumur BJP 1 ,  ada rekahan dan pipa tet-jepit. maka pada tanggal 4 Juni 

2006 Sumur BJP I ditinggal untuk sementara (!enipora)y well 

abmciorii)iei;:). Facla saat ciitlngg~!kan, tinggi semburan berkisar 1-2 mcter 

dan berasal dari tiga titik semburan. Akhirnya PT. LBI lnenutup sumcr 

seeara permanen (yet.l)icrnt.nt ivell ubu17~/o1mre)71) pada tanggal 18 Agustus 

2006 setelah upaya rnenghentikan sernburan lumpur melaliii S U I ~ U ~  BJP-I 

cagal. u 

Adapun pandangan ketiga, rnenurut Mekanik Kontraktor 

Pemboran Syahdun, sorang lnekanik PT. Tiga Musirn .lala Mas selaku 

konrrak~or pemboran yang ditunjuk PT. LBI menjelaskan kepada media."' 

1 I6 Kompas. 8 .luli 2006 



Syahdun juga diperiksa penyidik Polda Jawa Timur dalam kasus semburan 

lumpur PT. LBI. Syahdun menjelaskan. pada mulanya fortnasi sumur 

petnboran pecah. Ketika bor akan diangkat untuk mengganti rangkaian, 

tiba-tiba bor macet, gas tidak bisa keluar melalui saluran fire pit dalatn 

rangkaian pipa bor dan menel;an ke samping. Gas tnencari celah dan 

keluar ke permukaan melalui rawa. Setelah iru lumpur panas keluar dari 

kedalarnan 9.000feef atau 2.743 meter dari perut bumi, juga keluar dari 

enain titik lainnya. 

Dari tiga pandangan tersebut sebenarnya ada persarnaan persepsi 

yaitu bahwa pada kedalaman 9.297 kaki terjadi total loss circtrlation 

(hilangnya lu~npur pemboran). Hanya saia. yang inetnbedakan adalah 

penyebab hilangnya lu !~pur  pemboran tersebur. 

2. Akibat-akibat Semburan 1,uml~ur Lapindo 

Xkibat-akibat se~nburan Lumpu: Lapindo penulis kelcmpokkan 

cienjadi akibat lingkungan fisik dan akibat (ingkungan non fisili. Adapun 

akibat fisik adalah kerusakan lingkungan alam sepzrti rusahn>.a sarana 

prasarana j ika bangunan dan berbagai in fra struktur lainnya. Sedangkan 

akibat non fisik adalah dainpak negatif secara sosial..ekonomi, budaya dan 

teknologi yang secara langirng tnenirnbulkan keriigian bagi masyarakat. 

a. Akibat Lingkungan Fisik 

Se~nburan lurnpur telah berakibat kepada penuti~pan ruas jalan 

tol, ini juga menyebabkan terganggunya jalur transportasi Surabaya- 



Malang dan Surabaya-Banyuwangi serta kota-kota lain di bagian timur 

Pulau Jawa. Ini berakibat pula terhadap aktivitas produksi di kawasan 

Ngoro (Mojokerto) dan Pasuruan yang selama ini merupakan salah 

satu kawasan industri utalna di Jawa Timur. 

Setnula sumber PT. LBI hanya ~nenggenangi empat desa yaitu 

Desa Mindi, Rengokenongo, Jabon dan Jatirejo dengan ketinggian 

sekitar 6 meter. yang membuat dievakuasinya warga setempat untuk 

diungsikan serta. Semburan lumpur ini juga menggenangi sarana 

pendidikan dan Varkas Kora~nil Porong. Hingga bulan Agustus 2006, 

semburan lu~npur ini telah menggenangi sejumlah desatkelurahan di 

Kecarnatan Porong. Jabon, dan Tanggulangin, dengan total warga yang 

dievakuasi sebanyak lebih dari 8.2CO j i w ~  darl tsk 25.000 ji\va 

mengdngsi. Karma tak kurafig 10.426 unit rulnah terendarn lutnpur 

dan 77   nit ruliia'l ibzdali terendaln lumpi!r. 117 

beg it^ lugs dengan lahar~ ?ersawahan, tegalan dan jug:: ta~iibak 

sel-ta terl:al, yalig tzrcatat tetker~a da!npak lumpur hingga A~LIS~LIS 2006 

antara lain: lahsn tebu seluas 25.61 ha di Renokenongo, Jatirejo dan 

Kedungcangkring: lahan padi seluas 172.39 ha di Siring. 

Renokenongo. Jatirejo, Kedungbendo. Sentul. Besuki Jabon dan 

Pejarakan Jabon: serta 1.605 ekor unggas, 30 ekor kambing, 2 sapi dan 

7 ekor ki.jang.'" 

117 \if\\-\\-.d-infokom_ia~in~.go.id. akses tanggal 12 Suli 2009 
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Akibat fisik yang lain sekitar 30 pabrik yang tergenang 

terpaksa menghentikan aktivitas produksi dan merumahkan ribuan 

tenaga kerja. Tercatat 1.873 orang tenaga kerja yang terkena dalnpak 

lu~npur ini. Sedangkan empat kantor pemerintah juga tsk berfungsi dan 

para pegawai juga terancam tak bekerja. 

Selain itu, tidak berfungsinya sarana pendidikan (SD, SMP), 

Markas Koramil Porong, serta rusaknya sarana dan prasarana 

infrastruktur (jaringan listrik dan telepon). Demikian pula dengan 

rumah atau tempat tinggal yang rusak akibat diterjang lulnpur dan 

rusak sebanyak 1.683 unit. Rinc-iannya: Tempat tinggal 1.8 10 (Siring 

142, Jatirejo 480, Renokenongo 428, Kedungbendo 590, Besuki 170). 

sekolah 18 (7 sekolah negeri), kantor 2 (Kantor Koramil dan 

Kelurahan jztirejo). pabrik 15, masjid dan lnusholla I5 unit.""kibat 

lingkungan fisik masyarakat dari seinburan Lumpur di Sidoarjo 

menggenangi dua belas (12) desa di tiga kecamatan. 

Tabel 17 
I~rdikasi Biaya Pemindahan Infrastrukur 

-- - 

Relokasi jalan to1 
p- P 

Relokasi jala~; arteri 

Relokasi PDAM cabang porong 

Relokasi jaringan pipa PDAM 

Relokasi PLN 

Relokasi jaringan telekomunikasi 

Rp. 770.0 

Rp. 300.00 
- 

Rp. 16,72 
---- 

Rp. 45,40 

Rp. 106,69 
-- 

Rp. 15,96 



Relokasi jalan kereta api 

Relokasi pipa gas pertnmina 

Pernbebasan lahan koridor 

Total 
-- 
,umbet.:w\\~\\..bpls.go.id 

Rp. 450,OO 

Rp. 170,OO 
- 

Rp. 750,OO 

Rp. 2.724,76 

Tabel 18 
Nama Perusahaan yang Terendarn Lumpur 

Alarnat 

JI. Rn. Kenongo, Siring 

No. 

1. 

2. 

i4 
Ir 

Nama Perusahaan 

Catur Putra Surya 

9. 

10. 

I 
I I. 

I 

Supra Surya Indonesia 

Sari Inti Permata 

Primafindo Pangan Makmur 

1 12. 

13. 

( 14. 

15. 

16. 

idem 

idem 

idem 

Emanilondo 

Karya Kasih Karunia 

Debrima 

Idern -1 

Idem 

Kedungbendo 

Niagara Prima 

Semangat Jaya 

Yalnaindo 

Harflek 

Rizkl Mulya 

Renokenongo 

JI.  Siring Tirnur 

Idem 

Idem 

Idem 

I 



b. Akibat Lingkungan Non Fisik 

Akibat-akibat non fisik langsung yang merugikan masyarakat 

antara lain sebagai berikut: 

1) Di Bidang Ekonomi 

Di bidang ekonomi, produksi Indonesia mengalami 

penurunan karena sekitar 34 persen total produks; indi~stri 

~nakanan dan n i i n ~ ~ n a n  di Indonesia terkonsentrasi di Jawa Timur. 

Pabrik-pabrik ber~cbaran di daereh pantai. seperti di Pandaan dan 

Pasl~rusn. yang merupakan lokasi pabrik susu Indornilk, industri 

pengblengan ikan tuna. kopi dan air ininera:. Di Kejayan. Pasuruan 

terdapat pabrik pengolahan susu Nestle. Sebanyak 33 persen nilai 

ekspor nasional berasal dari Jawa Timur yang separuh dari angka 

tersebut berasal dari 30 pusat pengolahan udang yang berlokasi di 

Pandaan. Bangil. Situbondo, dan Banyuwangi. Hasilnya 

berda~npak juga pada penurunan nilai ekspor ko~noditi tersebut ke 

/ 17. 
I 

I 1 18. 
I 

' 19. 

20. 

Rizki Setiawan 

Mito Jaya 

Nasional Tobacco 

Graha Niaga 

Idem 

Idem 

idem 

idern 



beberapa negara, antara lain Jepang, negara-negara Uni Eropa dan 

Amerika Serikat.'" 

Berbagai macaln produk. baik untuk ekspor maupun pasar 

lokal dan domestik, bicsanya diangkut rneialui Pelabuhan Tanjung 

Perak, rnenggunakan jalan to1 Gempol-S~~rabays. Industri yang 

menghasilkan ikan tuna dan udang di Jawa Timur dihantui oleh 

rasa takut akan ter-jadinya pencemaran terhadap hasil produk 

mereka, di samping adanya hambatan dalam transportasi. Para 

pengusaha di Jawa Timur khawatir produk mereka akan ditolak 

negara pengi rnpor. 

D i  samping itu, berdasarkan hasil survei yang dilakukan 

Danareksa Research Institute (DRI) pada bulan Maret 2007. 

bencana Lulnpllr Lapindo di Porong. Sidoarjo menjatuhkan Indeks 

Kepercayaan Kons:~men (!Ki() pada bulan Maret di Jawa 'rirnur 

sebesar ! ! .4 persen men.]adi 75,3. Genangan lumpur panas 

mel~gganggu distribusi barang dan transportasi di provinsi itu. 

Jalan to1 yang sebelulnnya sibuk kini tak dapat dizunakan. Di lain 

pihak Menteri Negara Perencanaan Pembangunan NasionalIKepala 

Bappenas, Paskah Suzetta memperkirakan kerugian ekono~ni 

akibat lumpur panas di Sidoarjo lebih dari Rp 7,6 triliun.I2' 

Lebih lanjut, sejuln lah pengusaha besar di Surabaya juga 

~nengeluhkan da~npak lulnpur yang berbuntut penutupan jalan Tol 
- - - - 

I ?O 
\ \  \v\v.hot~iiudlot~.\\~ord.pres.com. akses tanggal 20 Agustus 1009 

111 Tirrre Bo11rb 117 .S'idoa~jo. Tempo Interaktif 7 Marct 2007. 
http:lt\~\~w.tempointe~~aktiF.coni. akses !anggal 20 Agus~us 2009 



Gempol-Surabaya. Direktur Jembatan Merah Plaza (JMP), pusat 

grosir terbesar di Surabaya, Agung, mengaku omzetnya turun 20 

persen. 

Se-jak dijadikan jalan alternatif utama menuju Malang dan 

Jatim bagian timur, jalur Japanan-Mojosari-Mojokerto yang 

berjarak sekitar 30 km itu hampir setiap hari macet. Sehingga bus 

yang hendak ke Surabaya atau sebaliknya harus tnenalnbah jarak 

tempuhnya tiga jam lebih. Akibat kernacetan tersebut, awak bus 

menjadi rugi karena harus menambah biaya operasional untuk beli 

baha'n bakar. Sedangkan Japanan-Mojosari-Mojokerto merupakan 

jalur yang sepi penumpang. Lantaran tak padat penumpang. seiama 

ini jalilr tersebut hanya dilayani bus kecil. 

Angkutan bus banyak berhenti berdperasi. Sejumlah 

angkutan penuinpang lairnya dan truk angkutan barzng juga 

ballyak Izang enggan masuk Kota Surabays dan sebalilcnya, 

khususnya ya l~g harus me!alui jaiur alternatif Japznan-Mojosari- 

Mojokerto. Kondisi ini membuat sarana transportasi d i  Jatiln 

bagian timur kini ~nenjadi 'lumpuh'. 

Kalai~pun ada angkutan jang masih .beroperasi, mereka 

akan menaikkan ongkosnya agar tidak merugi. Selain takut 

kemacetan, kenaikan tarif ini pula yang lnenyebabkan warga luar 

kota enggan bepergian ke Surabaya. Halnpir semua unit usaha lesu 

dan harga barang melonjak tinggi. 



Harga sembako di Kota Surabaya, kini naik harganya rata- 

rata 20 persen dari harga sebelumnya. Untuk beras, misalnya, kin i 

rata-rata naik mencapai Rp 100 rupiahlkg. Bahkan sepekan terakhir 

harga beras di sejumlah pasar tradisional di Surabaya naik 

mencapai Rp 300lkg. 

Dari semula beras kualitas menengah hanya seharga Rp 

4.900 menjad i Rp 5.300kg. "Karena ongkos angkufan naik, bera.s 

yang kanii jual pun ofotnari.~ juga naik. Kalau rak dinaikkan, kifa 

bisa rug;," Hal ini diungkapkan pedagang beras di Bendulmerisi, 

Surabaya. Kenai kan juga terjadi pada komoditas gula, dari semula 

Rp 5.700lkg men-jadi Rp 6.300lkg. Demikian telor dari Rp 

7.800lkg meiijacii Rp 8.3001kg. Kenaikan juga terjadi pada harga 

sayur-mayur dan lauk-pauk. Sayur kangkirng, misaln>.a seikat 

biasanya hanyzi Rp 500 kini menjadi Rp 750 hingga Rp 1.000. 

Nilai ekspor Jstiln juga :nerosot. Dais >ang dilansir PT 

Terminal Peti kelnas Surabaya hingga September 2006 

mer.unjukkan kegiatan bongkar lnuat petikemas ekspor ti~ritn 3.64 

persen yakni menjadi 401.987 boks kontainer dari 4 17.159 boks. 

Menurut Ket~la Umuln Gabungan Pengusaha. Ekspor Indonesia 

(GPEI). lsdarmawan Asrikan, kemacetan di Sidoarjo tnelnbuat 

angkutan truk atau kontainer turun 50 persen. Sebelum lnacet 



angkutan truk kontainer setiap hari mencapai 1.500 unit, tetapi 

setelah terjad i ke~nacetan lnenjadi 750 unit per hari 

Lulnpur Lapindo juga berpengaruh terhadap perbankan. Hal 

ini te~jadi karena total potensi losses akibat kredit lnacet yang tidak 

terbayar dan berb~gai kegiatan lain yang harus ditanggung 

perbankan. Pimpinan Kantor Bank Indonesia (BI) Surabaya, Lucky 

Fatkul Aziz, belu~n lama ini mengungkapkan total potential 1o.s.~ 

akibat kredit yang tak terbayar dan ber5agai kegiatan lain yang 

harus ditanggung perbankan mencapai Rp 7,8 miliar. Selain 
- - 
potensi lo.~.~es, juinlah kredit kepeinilikan rulnah (KPR) di wilayah 

itu yang tidak terbayar sejak 24 Mei 2006 n~encapai Rp 67.5 

miiisr. Brrkaitsn dengan ~ t u .  kata dia. BI Surabaya akan 

inengurnpulkan se-ju~nlah perbankan yang ikut ~nenjadi korban 

Lumpul- Lapindo. 

2) I?i Bidang Kesehatan 

Sebenarnya ada bermacain-macam jenis penderitaan korban 

Lulnp~~r Lapindo.Berdasarkan penuturan para kcrban Luinpur 

Lapindo. ada beberapa korban Luinpi~r Lapindo yang gila dan ~nati 

'ngenes '. Fakta-fakta seperti itu ada yang mendata secara ~ ~ L I S L I S .  

Pada Maret 2008 ini ada dua orang korban Lu~npur Lapindo yang 

meninggal dunia akibat gas beracun, yaitu: Bu Luluk dan Pak 



Sutrisno warga Jatirejo. Lalu bulan Mei 2008 ada dua lagi korban 

lumpur yang meninggal dunia karena sesak nafas, yaitu: Pak 

Yakup dan Bu Qoriatul dari Siring. Hasil pemeriksaan RSUD 

Sidoarjo sewaktu mereka masih menderita sesak nafas 

menunjukkan adanya bayangan gas di usus serta indikator lainnya 

yang menunjukkan adanya gas beracun dalaln tubuh mereka.I2) 

Berdasarkan data Tim Ahli Pemprov Jawa Timur yang 

meneliti kondisi lingkungan dan keadaan sosial d i  wilayah sekitar 

semburan lumpur, disebutkan bahwa konsentrasi gas hidrokarbon 

(H2S) telah mencapai 55.000 ppm. padahal alnbang batas yang 

diperbolehkan maksi~nutn 0.24 ppm.'2' 

. . 
Belum lagi ; ~ k a  harus diteliti senyawa-senyawa polisik!ik 

arvlnatik hidrokarbon (PAH) . ang  mencapai lebih dari 100 

;er!yawa kilnia. yang apabila konsentrasi~ya lnelebihi anbang 

batas i uga menjad i bahaya bagi kesehztan masyaraknt. terlxasu k 

>.ang sering melalai atau berdekatan dengan lokasi sernburan 

!umpur. 

Bisa jadi akan terjacii keadaan yang jauh lebih mengel-ikan 

dalam waktu lima hingga I 0  tahun ke depan, seperti penyakit .~lolr1 

learr7er (lambat berpikir), tumor. kanker. 

PB B me la I11 i United hkl[ior~~ Di.~~~sfer+ A.~.~essn~enf and 

Coordinafion se-jak Juli 2006 telah merckomendasikan untuk 

"' Sukantoro. I,l~'mvat7cn1.a. tanggal Agustus 2009. 
I24 I Putu Artama Wiguna (Ed). PenangglrIn17gnt7 Se1nbllt.at7 Lumyrlr Lnpit7do. Surabaya: 

Pusat Studi Kebumian dan Bencana ITS. 2009.hlm. 72 



adanya penelitian dan monitoring secara reguler terhadap soal 

lingkungan dalam kasus lumpur. Tetapi tampaknya pemerintah 

Indonesia tidak terlalu memperhatikan ha1 yang berkaitan 

kesehatan masyarakat dalam jangka pendek dan panjang akiba; 

semburan lumpur tersebut. Contohnya, gas semburan lumpur itu 

sudah menewaskan dua warga Siring Barat serta puluhan orang 

serta anak-anak dirawat di rumah sakit. 

Guna mendeteksi bahaya akibat pencemaran dan perusakan 

ekologi karena semburan lurnpur itu, September 2007 sampai 

dengan Januari 2008, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia 

(Walhi) Jawa Ti~nur bekerja salna dengan beberapa ahli dan 

laboratoriu~n me!akukar, penelitian lumpur di Sidoarjo di berbcgai 

titik hingga ke wilayah tel.lua;. akibst semburar! lumpur. Penelitian 

yang dilakukan M1alhi tersebut juga dalam rangka untuk 

'me~eguhksn keyakinan'. apa benar h a i l  peneliiian beberapa 

!aboratoriuln kampus di dalarn negeri yang menyatakan tak ada 

masalah dengan kandungan lumpur. dibandingkan dengan hasil 

penelitian sementara (awdl) pe~nerintah RI dar. Perserikatan 

Bangsa-Bangsa (PBB) yang menyebutkan adanya kemungkinan 

fatal akibat gas sem buran lumpur."' 

Penelitian Walhi tentang logam berat akibat lumpiir 

menunjukkan hasil sebagai beri kut: 

125 A~le17gz/ak .\/is/e/.i LIIIIIPIII. L~ipi17do. Laporan Wal hi .latim. 



Selain logarn berat, Wal hi juga rneneliti kandungan 

polycyclic aromatic hydrocarbons (PAH). Karena mahalnya biaya, 

Walhi hanya ~nenguji kandungan benz(a)unthracene dan chysene 

yang hasilnya ~nencapai ribuan kali lipat dari alnbang batas. 

Beberapa senyawa lain yang tergolong dalam PAH adalah 

acenaphthene, acenaphtylene, anthtrucene, benz(a)animcene, 

benz(a)pyrene, benz(b)Jz/oranthene. chysene, 

dibenda, h)anthracene, fluoranthene, ,fluorerte, 

indeno/l,2,3cd)pyrene, naphthalene, yhenanihrene d m  pyrene 

(Liguori et al, 2006), dan lnasih terdapat ribuan senyawa lainnya. 

Sebagai perbandingan, Keputusan Mente1.i Lingkungan 

Hidup Nomor 5 1 Tahm 2004 inenetapkan baku mut~!  PAH dalaln 

air lau: untuk wisata bahsri sebesar 0.003 mglliter. Sedangkan 

bakil : i~ulu hidrokarbon dalaln ~ldara yang diizinkan 5ei-dasarkan 

PP No. 41 tahun 1999 sda!ah 166 ug,/~m3. Namun dalarn ternuan 

Wal hi. kadar benz(a)ar~t/rr-acene di  titik tertentu ada yang ~nencapai 

0.5 174 mglkg (sampel terendah 0.42 14 mglkg). Sedangkan kadar 

chr-yser~e ada yang lnencapai 806,3 1 @kg l~l lnpur kering..'(sampel 

terendah 203.4 1 C~glkg).'26 

Pada jangka pendek. akibatnya hanya talnpak adanya 

penduduk yang keracunan gas dan bahkan sarnpai ada yang 

lneninggal dunia. Namun dalam jangka panjang, lumpur tak hanya 



menjadi nasib buruk masa depan para korban langsung, tapi juga 

masyarakat yang setiap hari melintasi sekitar semburan lumpur 

yang terancam oleh penyakit kanker akibat senyawa PAH yang 

bersi fat karsiogeni k. Pasal nya, zat beracun yang termasu k PAH 

bersifat bebas tempat, bisa bercampur udara, air, tanah dan seluruh 

media yang ada.'" 

Dahulu. Chief Operating Officer PT. Energi Mega Persada 

Tbk., Faiz Shahab menyatakan pihaknya serius Inembangun pabrik 

batu bata skala besar di lokasi bencana. Namun, Kepala Unit Pusat 

Studi Bencana lnstitut Teknologi Sepuluh Nopember Surabaya 

(ITS) Ir. Alnien Widodo mengatakan bahwa lumpur itu bisa 

lnelnicu kankfr. Sifet-sifat karsinogenik in! ter~ltama dipicu oleh 

kandungan logam berat yang terdapat dalaln I~lmpur. Itulali 

mengapa pabrik hatu bata 1.ang direncanakan itu tidak ada 

kabernya lagi. jebah biscl jaci i  rnereka takut dengan sifat bahaya 

~um~ur . " '  

Logam berat juga bisa ~neni~nbulkan penyakit degeneratif 

jkelainan fisik) dan lnenilnbulkan keturi~nan penderita slow learner 

(lambat berpikir). sedangkan zat-zat beracun PAH ~nengakibatkan 

kanker, pennasalahan reproduksi. melnbahayakali organ tubuh 

"' /Did 
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seperti liver, paru-paru, dan kulit. Setidaknya lilna hingga sepuluh 

tahun ke depan baru akan tampak a k i b a t r ~ ~ a . ' ~ ~  

3) Di Bidang Keanekaragaman Hayati 

Selain itu Semburan Lumpur di Sidodrjo yang terjadi sejak 

tanggal 29 Maret 2006 selain menilnbulkan korban j iwa dan harta 

benda ternyata juga menimbulkan ancaman serius bagi berbagai 

jenis keanekaragaman hayati d i  kawasan tersebut, yakni 

kepunahan. Pemantauan yang dilakukan oleh L S M  Ecoton pada 5 
. . 

November 2006 menyebutkan, sudah tidak ditemukan tanda-tanda 

kehidupan serangga d i  Kal i  Poro~g.  Coenag~ion. libellulidae, 

~?licroriecrn, dan ~~~ra/hep;irrl.m !. ang iltnuln di-i urn pai k i  n i  

Punahnya berbagai jenis serangga i tu dipicu oleh adanya 

perubahan ssiinitas h i 1  DO yang mempengaruhi kehidupan biota 

perairan. Kondisi air Kz l i  Porong \-ang keruh dan menimbuikan 

bau sulfat ~nembuat tanalnan air yang ada d i  permukaan seperti 

snceng gondok (eichornia cm.rsipe.s), ganggnrlg hydrilln 

verticillata, dan selada air @istin .s/r.n/io/e.s) mengalami kematian. 

Cir i  f isik yang ditunjukkan oleh tanaman ini adalah daun yang 

kekuningan, seperti kering terbakar serta akar mengering dan 

jarang (mudah rontok). Padahal, pada tanaman air inilah beragam 

I29  Kompas. 14 Suli 2000 



jenis serangga dan dekapoda hidup, termasuk komunitas 

nlakroinvertebrata benth0.r (biota perairan yang tidak bertulang 

belakang yang hidup di dasar sungai, berukuran > I mm). 

Hasil pemantauan Ecoton pada tahun 2006 menunjukkan 

adanya perbedaan komposisi jenis hewan yang lnenyusun 

komunitas makroinvertebrata Kali Porong. Telah terjadi kehilangan 

kom posisi jenis makroinvertebrata yang mend ialn i perai ran 

dipengaruhi oleh kualitas air yang ditempatinya. Hasil pemantauan 

itu juga menyebutkan. beberapa jenis n~akroinvertebrata yang 

tidak dijulnpai antara lain niicronecta (serangga air), cirolanoides 

(arthropoda), lihelltrtlitirc. (anak capung biasa). zrnionidae (rem is). 

Seme::tara, jenis biota j.ang jarang diiunlpai adalah yrrrcrtep!7zrl.rrr 

(kepiting air tawar;. coenagrion (anak capung jarum), dan 

cironon~ou.~. 

lronisnya, ker~~gian ehologi selnacaln i t ~ l  sepertinya tidak 

mendapatkan perhatian \ar;g ser i~~s  dari pemerintah dan pihak PT. 

LBI. Penanganan kasus lu~npur lebih nlenitikberatkan pada 

pembayaran ganti rugi yang dialami oleh ~nasyal-akat secara 

langsung. Sementsra. kerugian ekologi berupa punahnya 

keanekaragaman hayati jarang, bahkan tidak pernah, disentuh salna 

sekzli. Dikesampingkann~a kerugian ekologi dalaln penanganan 

kasus lumpur ini sekaligas menunjukan bahwa permasalahan 



lingkungan masih ditempatkan hanya sekadar tempelan saja dalam 

setiap pengambilan kebijakan pembangunan. 

Meskipun lumpur dinyatakan tidak berbahaya. Hasil 

pengu,iian laboratorium biolingkungan F-MIPA Universitas 

Airlangga terhadap lumpur panas di Porong Sidoarjo menun-jukkan 

seinua parameter bahan kiinia d i  bawah baku mutu. Walaupun 

tidak berbahaya bagi manusia, bau gas belerang yang berasal dari 

asap maupun bau lumpur terasa menyengat hingga 5 km dari lokasi 

semburan. Bahkan bila arah angin sedang berhembus kencang bisa 

lebih jauh lagi. Bau tersebut menyebabkan sejumlah warga 

terganggu kesehatannya infeksi saluran pernapasan atas. Juinlah 

warga yans berohat me~capai 6.326 orang. 

Berda5a:kan pengu,jian toksikologis di 3 iaboratorium 

rerakreditzsi (Sucofindo, Corelab dan Bogorlab) diperoleh 

kesimpula~l teriiyata Luinpu: Lapindo tidak ter1i;asuh li lnblli B3 

baik untuk bahan anorganik seperti arserr, buriz~m, boron, :i/irhni. 

rak.~ci, .~innitIc/ bebas dan sebagainya, lnaupun untuk bahan organik 

seperti tt-ichlorophenol, chlortlci~?e, chlorol~et~~ene, chlor~fbrtll dar, 

sebagainya. Hasil pengu-jian lnenunjukkan seintla parameter bahan 

kirnia itu berada di bawah baku Inutu. 

Hasil pengu-iian LC50 terhadap larva udang windu 

fgenneus nlonodon) maupun organisrne akuatik lainnya (dapllr?in 

carinara) nienunjukkan bahwa lurnpur tersebut tidak berbahaya 



dan tidak beracun bagi biota akuatik. LC50 adalah pengujian 

konsentrasi bahan pencemar yang dapat menyebabkan 50 persen 

hewan uji mati. Hasil pengujian membuktikan lumpur tersebut 

memiliki ni!ai LC50 antara 56.623,93 sampai 70.63 1.75 pprn 

Szrspended r3urrici,late Phase (SPP) terhadap larva udang windu 

dan di atas 1.000.000 ppm SPP terhadap daphnia carinata. 

Sementara berdasarkan standar EDP-BPPKA Pertamina. lumpur 

dikatakan beracun bila nilai LC5O-nya sarna atau kurang dari 

30.000 mg/L SPP. 

D i  beberapa negara, pengujian semacam ini memang 

diperlukan untuk membuang lumpur bekas pengeboran (zr.rcd 

cfr.illirig nllccl) l.: dalam laut. Jika iiilai LC50 lebih besar dai i 30.000 

MgIL SPP. lurnpur dapat dibuang ke perairan. 

C. Rangltuman 

Kabupaterl i : meri~pakan kota padat brhkan mobilitas 

pendudukn1.a terbilang dir.2-li. Hal ini bukan saja karena letak Sidoarjo yang 

berdekatan dengan  kc^ 5 -:abaya sebagai i bukota Propinsi Jaws Timur. 

melainkan juga karena it-r.:t-tempat strategis berada di .wilayah Sidoarjo 

seperti Bandara Internziic:: luanda, Terminal Bungurasih dan sebagainya. 

Komposisi pentiiz ,.. > ang datang dari berbagai kota baik sebagai 

pekerja atau buruh-buruh ;:zrili. juga tenaga-tenaga kerja asing cukup banyak 

jumlahnya. Keduduir~r Kabupaten Sidoarjo sebagai kota industri 



mengindikasikan mobil itas penduduk senantiasa fluktuatif. Konsekuensinya 

kedudukan sosial dan ekonomi penduduk termasuk pendapatan perkapita lebih 

baik. Komposisi aktifitas ekonomi masyarakat seperti pertanian, peri kanan 

dan juga kerajinan tangan menjadi daya dukung ekonomi masyarakat. 

Bandeng, petis dan hasil lainnya dapat menjadi nilai tambah ekonomi 

masyarakat. 

Secara sosial budaya, penduduk Sidoarjo mayoritas beragama Islam. 

Namun, karena banyak pendatang, keanekaragaman budaya dan ,nilai-nilai 

keagamaan juga leboh pluralistis. Sehingga nilai-nilai toleransi dan sosial 

cukup kuat. sehingga gereja, vihara dan tempat ibadah lainnya tersedia. 

Harmoni sosial penduduk Sidoarjo 1nG1ai terganggu ketika lumpur 

panas mulai menyembur pada Tahun 2006 Kontrcvesi tidak dapat dihindari 

PT. LBI, mas!.arakat yang ;nen.;adi korban dan pemerir?tali daerah dan pusat 

sanla-sama tnenjadi brgian dari persoalsn tersebut. Kerugian secara sosial dan 

fisik telali menjadi bagian pendcritaan masyarakat Sidoarjo. Icei~ilangan tanah 

dan pemukimsn, tempa: tinggal suatn ha1 !tang tidak dapat dicegah. 

Masyarakat korban tidak tneli~iliki pihan lain kecuali menerima apa yang 

ditawarkan oleh PT. LBI, meskipun ada sebagai kecil dari mereka yang 

menolak. 

Meskipun ada jalan keluar atau solusi dari pelnerintah dan PT. LB1, 

tetapi persoalan semburan lumpur belurn selesai. Dari beluln meneri~nanya 

ganti rugi sebagai dari korban hingga tidak dibayar~~ya ganti rugi secara penuh 



oleh PT. LBI. Persoalan tersebut terus muncul menjadi problem yang belum 

terpecahkan hingga 4 tahun semburan tersebut berjalan. 



BAB I11 

PARADIGMA PERATURAN HUKUM TENTANG 

TANGGUNG J AWAB PEMERINTAH DAN KORPORASI 

TERHADAP KORBAN BENCANA 

Dala~n bab tiga ini, dike~nukakan tentang peraturan perundang-undangan, 

khususnya yang berkaitan dengan hak dan kewajiban serta tangung jawab 

pemerintah dan korporasi terhadap persoalan korban bencana dan akibat- 

akibatnya terhadap manusia dan lingkungan alam sekitarnya. Akibat-akibat 

tersebut dapat b&bentuk kerusakarl alam secara tisik alam, sarana dan prasarana 

yang dipergunakan dan diambil manfaatnya c l e i ~  ~nasyarakat. clan juga kerusakan 

yang berstiat n m  t;s~k, seperti kerugiarl sosial. ekono~ni. buda~a, dan tali 

hubungan kekerabatan ).an2 nlelekai dcngan nilai-nilai kearifar~ lokal. 

'Jntuk meinpzroleh pansertian yang komprehe~sii: inaiia perlu terlebih 

dahulu dikem~lkstkan tentang prinsip-pri~sip dasar atau asas !ang menjadi 

kewajiban serta tangling ja\vab pemerintah dan korporasi sebagai wbyek hukun~ 

terhadap persoalan bencana dan akibat-akibatnya terhadap maslarakat. Karena 

itu, dikelnukakan tentang konsep tanggilng jawab dalam UL; 3212009. UU 

0412009, U U  2412007, dan UU Alternatif Penyelesaian Sengksta. Di dala~n 

dibahas persoalan ke\r:ajiban negara dan korporasi. proses pendirian dan perijinan 

pertambangan dan berbagai dampak yang ~neniinbulkan bencana aiam. Terakhir. 

dikemukakan pula tentang keuienangan dari lembaga-lembaga y a y  terlibat dala~n 

penegakan nukum lingkungan dan penanganan penanggulangan bencana alam. 



Hal i n i  menjadi sangat penting mengingat bahwa keberadaan PT. L B I  dan 

Pemerintah d i  satu pihak dan masyarakat yang menjadi korban Lumpur Lapindo 

secara langsung terpaut dengan penerapan keempat peraturan perundang- 

undangan tersebut. 

Sebelum lebi h lanjut membahas tentang paradigma pertanggungjawaban 

hukum, penulis terlebih dahulu akan memaparkan tentang pengertian paradigma 

yang penulis sebut dalam penelitian ini. Hal in i  penting diungkapkan untuk 

meminimalisir timbulnya penafsiran yang ganda dari kata paradigma itu sendiri. 

Paradigma merupakan istilah yang dipopulerkan Thomas Khun da la~n  

karyanya The Sfrucfure of ScienfiJic Revolufion. Paradigma adalah kumpulan tata 

nilai yang membentuk pola pikir  seseorang sebagai t i t ik tolak pandangannya 

sehingga akan me!nbentul< citra subyekti f seseorang - ~nengenai realita - dan 

akhirnya akan menentukan bagaimana seseorang menacggapi real ita itu."' 

Paradigma d i  s i i ~ i  diartikan Khun sebagai kerangka referensi atau pandangan 

dunia ydng menjadi dasar keyakinan atau pijakari scratu teori. Te~nikiran lain oleh 

Pattcn sebagaimana d ~ k u t i p  oleh Fakih. inendefinisikan pengertian paradigma 

ha~nplr  sama dengan Khun, yaitu sebagai "a world vie\s, a gener-a1 per-cpecrive, LI 

way of breaking down of fhe coniple.~iy of fhe real \vor*IJ' sederhananya bahwa 

paradigma adalah suatu pandangan dunia. suatu cara pandang ulnuln. atau suatu 

cara untuk menguraikan kompleksitas dunia nyata.I3' 

130 Thonias Khun. The S/rrtc/ro~e qj' Scien/@c Rei~olr~/ioti. Chicago: The Lini\.esity o f  
Chicago Prers. 1970. 

131 Fakih. Mansour. Se.sa/ Pikir Teo1.i Peinbangiinan dun Globalisasi. Yug!,akarta : 
Pustaka Pela,jar. 200 1 



A. Konsep dan Teori tentang Tanggung Jawab 

Tanggung jawab dalam aspek bahasa memiliki arti keadaan wajib 

lnenanggung segala sesuatunya (kalau terjadi apa-apa boleh dituntut. 

dipersalahkan, diperkarakan, d ~ b ) . ' ~ ~  Pengertian tanggung jawab memang 

seringkali terasa si;lit untuk menerangkannya dengan tepat. Adakalanya 

tanggung jawab dikaitkan dengan keharusan ilntuk berbuat sesuatu, atau 

kadang-kadang dihubungkan dengan kesediaan untuk menerima konsekuensi 

dari suatu perbuatan. Banyaknya bentuh tanggung jawab ini ~nenyebabkan 

terasa sulit merurnuskannya dalaln bentilk kata-kata yang sederhana dan 

lnudah dirnengerti. Tetapi kalau kita amati lebih jauh. pengertian tanggung 

jawab selalu berkisar pada kesadaran untuk melakukan. kesediaan untuk 

meldkukan. dan kelnalnpuan untuk melakukar;. 

Pada kebudayaan masyarakst Indonesia. ulnu~nnya "tanggung ja\vab" 

ciiartikan sebagai !;eharusan unti!li "menanggung" dan "menjawab dalam 

penyertian !ain yai t i~ suatil keharusan untilk InPndngg!lng aliibat ysng 

ditinibulkar! oleh perilak~! seseorsng daialn rangks ~nenjawab sua~u pzrsoillan. 

Bertanggung jawab di~naksud kan sebagai kata searti untuk penyebab. 

'Bertanggung jawab atas' menuii.jukkan suatu hubilngan kausalitas. Subyek 

yang bertanggung ja\rab dianggap sebagai penyebab salah satit akibat yang 

telah berlangsung atau sebagai pen>.ebab kemungkinan terjadinya suatu 

akibat.'j3 

I:? Anton M. I\,loeliono (Peny): Kallirls Brrol. Bnilasa 1nclotie.rio. Jakarta: Balai Pustaka. 
Departemen Pendidikan dan Kebudayan. 1989. hal. 899 

!"' A.G.W. Van tvlelsen, Il,ilrl Penge/cll~rran dun Tanggrog Ja~t~ab h'ita. Jakarta: 
Gramedia Pustaka 1Jtama. 1992. hal. 68 



Lebih lanjut istilah "tanggung jawab" adalah "siap rnenerima 

kewajiban atau tugas". Arti tanggung jawab di atas semestinya sangat mudah 

untuk dirnengerti oleh setiap orang. Tetapi jika kita diminta untuk 

melakukannya sesuai dengan definisi tanggung jawab tadi, rnaka seringkali 

masih merasa sulit, lnerasa keberatan, bahkan ada orang yang merasa tidak 

sanggup jika diberikan kepadanya suatu tanggung jawab. Kebanyakan orang 

mengelak bertanggung jawab, karena jauh lebih rnudah untuk --menghindari" 

tanggung jawab, daripada "menerirna" tanggung jawab. 

B. Tanggung Jawab dalam UU 3212009 

Berbicara tentang instrumen hukurn pertanggungiawaban, terkait 

dengan lingkungan hidup. urvumnya unsur kesalahan dan kelalaian terrnasirk 

cara menyelesaikannj,a. Na~nun, terlebih dahulu harus dijtlaskan tentang 

prinsIp-prinsip dasar atau asas-asas umumnya. 

Da!am iahhpan awai khususrq a dengan lahirnya U UPLH 1 382, 

UUPLti  1957 daii U U P P L H  2009 belurn dapat dikatakan sebagai suatil 

peraturan hukum yarig merniliki paradigma Iiolistik. lnsrrilrnen huku~n 

tersebut negara dan subyeh hukum lainn~a hanya dibatasi ole11 riga asas yang 

berlaku di tingkat nasional. Pertama. asas tanggung jawab negara, sebagai 

sebuah entitas tertinggi dalaln suatu wilayah lnernilki wewenang liiengatur dan 

rnengelola lingkungan yang berfungsi selain meln berikan lit mak~nuran bagi 

masyarakat. Negara waj ib rne~nberi kan perlindungan kepada warganya. Asas 

ini sesingkali disebut sebagai asas rnemberikan perlindungan terhadap 



kepentingan umum yaitu kepentingan warga negara harus didahulukan dalam 

pengambilan keputusan. Termasuk negara berhak melakukan tindakan yang 

dianggap perlu untuk menjaga dan mengelola lingkungan.13' 

Kedua, asas berkelanjutan berkaitan dengan Pasal 3 UIJPLH yang 

mengatur pengelolaan lingkungan harus berkesinambungan. Dengan arti 

bahwa negara berkewajiban untuk memikirkan suatu pembangunan tanpa 

mengabaikan kehidupan bagi generasi masa yang akan datang. Sehingga 

negara secara tegas wajib melarang praktik eksploitasi dan eksplorasi yang 

berlebihan dan berakibat terganggunya ekosistem. 

Ketiga, Asas manfaat bertujuan mewujudkan pembangunan 

berkclanjutan yang berwawasan lingkungan hidup. S u ~ t u  proses pembangilnai~ 

yang berkesinambungan llarus memperhatikan lingkungan dengan 

mengupayakan adsnya keterpaduan antara pembangunan dengan peilgelolaan 

lingkungan. Sehingga pembangilnan tidak bole!: me1;imbulkan zikibat yang 

merusak bagi lingkungan. 13' 

Berbeda dengan UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan dan 

Perlindungan Li::gkungan Hidup dari sebelumn>.a. Selain dalan~ asas-asas 

hukum dan substansi dan jusz tampak memiliki paradigma keilmuan yang 

lebih Iiolistili. Terdapat 14 (empat belas) asas-asas pengelolaan lingkungan 

134 N.H.T. Siahaan, Hztkzoii Lingkzmngan, Jakarta: Pancuran Alam, 2006.hlm. 72 
135 Ketiga prinsip ini dapat dilihat pada Pasal 3 UUPLH 1997, di mana ketiganya saling 

berkaitan erat sehingga lebih mencerminkan kepentingan-kepentingan yang lebih padu (holislic) 
dalam berbagai diinensi. Keterpaduan holistik dan menyeluruh dilakukan antara negara dengan 
rakyatnya, antara masalgenerasi kini dengan masalgenerasi yang akan datang, individual (manusia 
Indonesia pribadi yang seutuhnya) dengan mssysrakat (seluruh manusia Indonesia), serta 
kehidupan dalam perspektif fisik/jasma~~iah dengan kehidupan dalam perspektif rohaniah yang 
religius. 



hidup yaitu; tanggung jawab negara, kelestarian dan keberlanjutan, keserasian 

dan keseimbangan, keterpaduan, manfaat, kehati-hatian, keadilan, ekoregion, 

keanekaragaman hayati, pencemar membayar, partisipatif, kearifan lokal, tata 

keiola pemerintahan yang baik dan otonomi daerah.'I6 

1. Asas-Asas Utama dalam UU 3212009 

a) Asas Tanggung Jawab Negara 

Kekuasaan dan kompetensi negara menguasai serta 

inempergunakan sumber daya alam demi kemakmuran rakyat. Bahwa 

pemerintah mengatur dan mengembangkan kebijaksanaan pengelolaan 

lingkungan h ~ d u p  (Pasal 2 butir a UU 3212009). Pemerintah nlengatur 

!,enyediaai:. pe!-untukan. penggunaan, pengelolaan ~ing!;ungan hidup. 

n~engendal~kzn keglatan-kegiatan yang n~en~punyai dampak sosi2l. 

disalnping mzngembangkan pendanaan bagi upaya pe~lbinaan fungsi 

lingkuqan l~idup sesuai pzrat~ran perundang-undangan (Pasal 2 butk 

b, d, dan e UU 32J2009). 

Prinsip-prinsip di atas. selain menjadi dasar hak dan ke~vajiban 

masyarakat. setidaknya j aga menyiratkan bahwa negara memil i ki 

tangg~ing jawab pengelolaan lingkungan hidup. Kedudukan negara 

sangat jelas yaitu memiliki kewajiban untuk melakukan pencegallan 

(br.eventrJ3. penegakan (iepresive) d m  juga antisipatif. 



b) Asas Kelestarian dan Keberlanjutan 

Mengingat jumlah dan daya dukung sumber daya alam terbatas 

maka pengelolaan sumber daya alam harus sesuai dengan ambang 

batas dan daya dukung ekosiste~n sehingga mampu menjamin 

keberlanjutan manfaat sumber daya alam dan kelestarian fungsi 

ekosistem. Pengelolaan sumber daya alam juga harus memperhatikan 

pemenuhan kebutuhan generasi mendatang karena sumber daya alam 

bukan ini l ik generasi sekarang tetapi juga untuk generasi yang akan 

datang. Asas ini mewajibkan negara dan masyarakat untuk merawat 

dan memanfaatkan secara profesional agar generasi yang akan datang 

turut menikmati warisan nenek moyang. 

c) Asas Keserasian dan Keseimbangan 

Penjelasan Pen-jel~san Pasal 2 h u ~ u t  c U U  32/2009, yang 

dimakaud dengar, "asas keserasian dan keseimbansan" aclalali bahwa 

pemacfaatan lingkungan hidup harus memperhatikan berbagai aspek 

seperti kepentingan ekono~ni. sosial, budaya, dan perlindungan serta 

pelestarian ekosistein. Sehingga lintilk ~nerencanakar~ dan 

merealisasikan pembangunan. negara berkewajiban untuk inemelihara 

asas-asas keserasian hubungan antara perilaku manusia, ala~n sebagai 

makhluk dengan Tuhan Yang Maha Esa sebagai Khaliknya. 

Sebagai~nana firman Tuhan dalain al-Qur'an, d ifirman kan bahwa "dun 

carilah kehidzrpan dun crrruget-cih Allah yaifu kehidupan akherafniu, 



akan tetapi tidak Ooleh melupakan na~ibn7u daluin kehidrrpan dzrnia 

ini". Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam At-Taubat ayat 38. 

d )  Asas Keterpaduan 

Penjelasan Pasal 2 huruf d U U  3212009 yang dirnaksud dengan 

"asas keterpaduan" adalah bahwa perlindungan dan pengelolaan 

lingkungan hidup dilakukan dengan meinadukan berbagai unsur atau 

menyinergikan berbagai kolnponen terkait. Keterpaduan program 

pembangunan tersebut, misalnya kepentingan pelestarian lingkungan 

hidup jangan sampai mengabaikan kepentingan penggunaan lahan- 

lahan dan tanah yang di-jadikali untirk aktifitas pertanian. perkebunan. 

pertambangan dan jugs aktifitas rnasyarakat adat. Asas keterpaduan ini 

mewajibkan negara tidak sa-ja rnenerapkan icstrunen hukurn yang satu 

sama lain saiing terkait. tetapi jugs kasus cliccgah adanya kebijakan 

dan peraiiiran yang turnpang tindi h. Schingga pendei<at;ln sektoral 

yang biasanya rilnbill di antara departerncn terkait dapat dicegall. 

e )  Asas Manfaat  

Prinsip rnanfaat dengan tir.iiian me~u~judkan pembangirnan 

berkelan-jutan yang berwawasan lingkungan rneni1.j~ pembangunan 

lnanusia Indonesia seutuhnya dan pernbangunan rnasyarakat Indonesia 

seutuhnya (environmenrally strstainuble developntent principle). Asas 

manfaat in i  tidak dapat inengabaikan adanya kek.?~atan modal asing 



yang dengan mudah dapat menggunakan sumber potensial negeri ini, 

karena itu asas kemanfaatan mendorong negara untuk dapat lnembatasi 

kemanfaatan yang lebih ditekankan pada kepentingan bangsa 

Indonesia secara nasional. 

9 Asas Kehati-hatian 

Prinsi p kehati-hatian (!he precautionary principle) lahir sebagai 

solusi atas ketidakpastian ilmu pengetahuan dalam mernprakirakan 

dampak lingkungan. Sementara para pengambil kebijakan harus 

membuat suatu keputusan yang tepat. Steven Yearley, ~nenyi~npulkan 

bahwa ada 4 lnscam ketidakpastian ilrnu yang berkaitan dengan 

~nasalali lingkungan, yaitu : 

( 1 ) kelidakpastian pragmatis, 

(2) ketidakpastisn teoritis. 

(3 j ketidakpastian karens acla~iya kompleksitas dala~n sistem terbuka, 

(4 j  ketidakpastian yang diakibarkan oleh kerugian ysng tidak talnpak 

oleh mata."' 

Ketidakpastian pragmatis, adalah apabila para pakar tidak 

rnernili k i  cukup waktu dan dana untuk melakukan penelitian yang 

wajar. sedangkan pembuat keputusan ~nern butuhkan hasi I-hasi l atau 

inforlnasi yang diperlukan dengan segera. Sehingga akibatnya, hasil- 

137 M.W.A. Scheffer. .-l.sos Krl7c1/i-lia/ioti dati .-Isas Pet7cegohai7 srhogai Do.rar 
Krhijoksanaoti Pengelolooti Lit7gkltngoti. Dalam .lurnal Hukum Lingkungan Tahun I l l  No.1/1996. 
ha1 10 I .  Dikutip dari http://\w\v\\ .~ttcepa1ninudin.inlb/2009/01 timplementasi-p~.insip-kehati- 
hatian.html., akses tanggal 12 Sul i  2009 



basil penelitian seringkali berkualitas rendah atau tidak dapat 

diterapkan pada situasi yang sedang dihadapi. Ketidakpastian teoritis, 

yaitu keadaan dilnana ilmu-ilmu yang termasuk rumpun ilmu 

lingkungan belum beikembang dibandingkan dengan cabang-cabang 

ilmu pengetahuan alam ~ a i n n ~ a . ' ~ '  

g) Asas Keadilan 

Pasal 1 ketentuan umum UU 3212009 pengelolaan sumber 

daya alam harus dilakukan secara adil. Keadi Ian dimaksud mencakup 

keadilan intra generasi dan keadilan antar generasi. Untuk memenuhi 

keadilan intra generasi, maka pengalokasian sumber daya alam yang 

lneng~rnti~ngkan seseorang ata:l suatl; pihak tidak boleh mprugikan 

orang atau pihak lain, serta kelompok ~ninoritas atsu rentan. Sementara 

itu pemenuhan keadilan zntar generasi d iperoleh ~nelalui 

pengalokasian su1nbe.r daya slam yang ada szkarang harus di!ckukan 

dengan cermat. sehingga tidak mengurangi kesempatan generasi yang 

akan datang memperoleh manfaat dari su~nber daya alam. Tugas 

negara dalain konteks ini, tentunya bukail saja berupaya agar institusi 

hukurn lingkungan yang adil tersebut dala~n tingka: normatif belaka, 

melainkan juga pada tingkat ilnplelnentasi harus berda~npak pada 

perolehan manfaat yang merata. ter~nasuk keberanian negara untuk 



melakukan tindakan tegas dalam penegakan hukuln yang tidak tebang 

pilih. 

h) Asas Ekoregion 

Pdsal I ketentuan umum U U  32/2009. Ekoregion diartikan 

sebagai wilayah geografis yang tnelni liki kesamaan ciri iklim, tanah, 

air. flora, dan fauna asli, serta pola interaksi manusia dengan alam 

yang menggambarkan integritas sisteln alam dan lingkungan hidup. 

Sebagaimana halnya beberapa wilayah di Indonesia dan negeri-negeri 
- 

di ASEAN lainnya, sebagai wilayah hutan tropis yang yang selalu 

menjadi-sandaran i~talna air bersih. sebagai kebutuhan dasar manusia. 

Asas ini menga~nanehkan kepada 3egat-a clan masyarakat untuk 

mewujudkar! pentilrgnya sikap ztas hutan tropis yang wajib 

dilestarikan agar air sebagai sulnber kehidupar. dapat dirawat dengan 

taik. 

i) Asas Kcanekaragaman Hayati 

Pengelolaan sulnber daya alam harus lne~nberikan 

perlindungan yang optimal pada kelesiarian aneka ragam sulrlber daya 

hayati mengingat keanekaragaman ha!,ati, yang tneliputi 

keanekaragaman genu.r (plasma nutfah), .~pe.rie.r (jenis tumbuhan dan 

hewan), dan ekosistem (sistem ekologi alam) di suatu wilayah, 

merupakan sumber biota kchidupan yang kaya dan selalna ini lnalnpu - 



menopang kehidupan manusia dan kegiatan pembangunannya. 

Keanekaragaman ha>.ati juga berkait erat dengan keanekaragaman 

budaya masyarakat di suatu wilayah. Hilangnya unsur-unsur 

keanekaragaman ha~at i  merupakan ukuran telah terjadinya 

ketimpangan kebutuhan manusia dengan daya dukung ala~n yang bisa 

berdampak pada keutuhanlintegritas budaya ~nasyarakat setempat. 

Oleh sebab itulah, maka pengelolaan sumber daya alam perlu 

dilakukan berhati-hati agar tidak mengurangi keragaman spesies, 

varitas genetik atau ~nerusak ekosistem yang menun-iang daya dukung 

lingkungan alam dan sosial budaya masyarakat. Selain ha1 tersebut di 

atas terdapat pula asas-asas yang dalam praktik penegakan hukum 

lingkungan wajib dirrrapkan 

j) &as Pencemar Membayar 

Ketika pencemaran tet-jadi, ~nakti pencemar harus bertanggurlg 

jawab untuk mengelutirkan Siaya untuk niengatasi pencemaran dan 

dampaknya terhadap yang lain. Konteks perubahan iklim, negara- 

negara berkembang. a n g  kontribusin!a tidak sebesar negara-negara 

~na ju  dala~n menyebabkan perubahan i k l i ~ n  harus menanggung beban 

biala yang tidak sedikit untuk mengatasi masalah perubahan iklirn. 

Oleh karena itu. berdasarkan prinsip pencelnar membayar, negara- 

negara maju harus berkontribusi terhadap biaya penyesuaian dan 

mitigasi perubahan iklim yang harus ditanggung negara-negara 



berkembang. Asas ini dirnaksudkan agar ancaman bahaya pencemaran 

sebagai salah satu unsur timbulnya bencana dapat segera diminimalisir. 

Negara memiliki kewenangan negara untuk menetapkan memutuskan 

biaya atau denda bagi korporasi yang melanggar. 

Berdasarkan prinsip pencelnar membayar, maka beban 

tanggung jawab setiap negara untuk lnengatasi persoalan perubahan 

iklim berkaitan dengan kontribusi mereka terhadap rnasalah perubahan 

iklim itu sendiri. Namun demikian, patut diperhatikan bahwa Konvensi 

Perubahan lklim tidak menganut prinsip ini. Yang ada adalah bahwa 

negara-negara industri maju memiliki tanggung jawab utama untuk 

mengambil langkah-langkah yang perlu untuk mengatasi persoalan 

perubahan i k l im sesuai prinsip cor!rn7on but t/ifferer71i~1trd 

responsibilirj yazg telsh dijelaskan di atas. 

Dengan demikian, prinsip pencernar membayar sebagai sebilah 

prinsip pe~~bagiali beba~ !bznr/or?-:hcrring) hanya dapat dijadikan 

landasan bagi negara-negara yang berada dalsrn kelolnpck .Annex I 1  

Konvensi Perubahan I klim (OECD kecuali ~ e k s i k o ) . ' ) ~  

k) Asas Partisipatif 

U n t i ~ k  menciptakan kebijakan pengelolaan surnber daya ala~n 

yang berorientasi pada kepentingan publik, maka partisipasi rakyat 

dalaln proses penyusunan kebijakan perlu dijamin. Partisipasi terbuka 

139 Tentang prinsip pencemar menibayar secara lengkap lihat: Siti Sundari Rangkuti. 
Hzrklrrii Lingkungon dull h'ebijuksnt~oati Lir1gkrr17gur7 Nasional. Surabaya: Airlangga Uni\.arsity 
Press. 2005. 



pada seluruh proses pengelolaan sumber daya alam mulai dari 

identifikasi, inventarisasi, perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, 

pemantauan dan evaluasi. Pelaksanaan pengelolaan sumber daya alam 

perlu didasarkan pada persetujuan masyarakat terutalna kelompok 

yang berpotensi menerilna kerugian. Persetujuan dimaksud dilakukan 

secara bebas dan didahului dengan pemberian informasi yang benar 

mengenai rencana dan potensi kerugian dari pelaksanaan pengelolaan 

sum ber daya alam. Dengan selnangat per1 indungan pada kepentingan 

publik, Inaka pelaksanaan pengelolaan sumber da\.a alaln harus pula 

bertanggung jawab (accounlabiliry) kepada publik. 

I) Asns Kearifan Lo!:al 

Pengelolaan su~nbe~.  daya alam berlangsung pada v!ila~.ah- 

wilayah penguasaan ko:nunitas. terlnasuk r~asyaraka: adat. 

Pengelolaan smbe r  clays alarn yang demokralis >.ang disyaratl~an 

dengan pe~nberian keselnpatan lebih besar kep~da ~nasyarakat adat 

ui l t~k mengelola surnber daya alaln besarti pula mernberi pengakuan 

pada hak ~nasyarakat adat untuk lnengelola sumbsr daya alam. Hak 

tersebut hanya mungkin di lakukan apabila ada kejelasan wilayah 

pengelolaan sulnber daya alam. Wilayah lnana merupakan abyek dari 

hak kepemilikan ~nasyarakat adat. Untuk mendukung pengakuan dan 

perlindungan pada hak-hak masyarakat adat atas sumber daya alam, 

maka pelnerintah setelah berkonsultasi dengan lnasyarakat adat 



berkewajiban melakukan inventarisasi untuk memperjelas wilayah- 

wilayah adat.140 Jika asas kearifan lokal ini tidak diakomodir menjadi 

bagian dari peraturan hukuln saat ini, maka kecenderungan konflik 

antara negara dengan rakyat tidak dapat diminimalisir. Sebab, dalam 

praktiknya tumpang tindih pengaturan dan tumpang tindih 

kewenangan antara kehutanan, pertanian dan pertambangan umumnya 

dapat menjadi ancaman timbulnya konflik horizontal dan kon.flik 

vertikal yang juga potensial sebagai timbulnya bencana kemanusiaan. 

m) Asas Tata Kelola Pemerintahan yang Baik 

Penjelasan UU 3212009 yang dilnaksud dengan "asas tata 

kclola pemerintahan yang bailc" adaiah bahwa perlindungan dan 

pengelolaan lingkungan hidup dijiwai oleh prinsip partisipasi. 

transparansi, akuntabilitas, efisiensi, dan keadilan.I4' 

Azas tanggung jawab negara (slate re.~ponsibili~v) sebagaimana 

ditentukan Pasal 3 UU PLH 2311997 rnemiiiki pengertiar! yang cukup 

luas. Oleh karena it11 tanggung jawab Negara dapat dikaitkan dengan 

tugas-tugas dan firngsi selnua aparat dalam penyclenggaraan 

pelnerintahan j.ang baik (good govet-nance). Prinsip Good 

Envirot~tenlal Gol.ernance (G EG) merupakan paradigma baru d i 

berbagai sektor kehidupan, lnulai dari politik, ekonomi, hukuln dan 

bosial. Bilamana sela~na ini dianut (paradigma klasik) bahwa 

I" I\.an Valentina Ageung. Periganlar. Kqjian Per.a/iir.an Perrlndang-i~ndangari 
Lir7gklinguri Hidlip Indonesia. \\.\\-\r .\\-alhi.or.id. Diakses tanggal 2 1 Suni 2009. 

141 Pen.ielasan UU 3212009 



pemerintahlah yang rnengatur (menjalankan, tnenentukan, 

memutuskan) dengan apa yang disebut dengan Governnient is to 

govern, maka sekarang telah bergeser kepada paradigma baru. yakni 

pemerintahlah yang rnelz~ani rakyatnya (Go\-er.nnienr is ro .serve 

people). Paradigma baru ini manberikan konsekuensi lebih jauh di 

mana pemerintah dari peran penguasa men.jadi peran pelayan 

masyarakat di suatu ~iegera.''~ Konsekuensi lainnya dapat dilihat 

kemudian bahwa dalaln rangka penyelenggaraan pemerintahan tidak 

lagi bersifat tunggal, monolitik atau monologis, nalnun lebih 

merupakan penyelenggaraan yang bersifat bersama-sama dengan 

masyarakat. Berkenaar! dengan itu, Safri Nugraha pakar hukuln 

Ad~ninistrasi dari Universi:as Indonesia, da!am Fidato Periy~kuhan 

Guru Besar. mengatakan: 

"Perubahan paradigma ini mengaliibatkan pert~bahan peran 
pen~crintah dari peran penguasa menjadi pelayan masyarakat di 
si~iit~-i negara. Pemerintah tidak menjadi ?elayan masyarakat di 
suatu negara. Pemcrintah tidak lagi sendirian dalaln melakukar? 
tugas-tugas kenegaraannya. ckan tetapi pelnerintah didalnpir?gi 
oleh sektor swasta dan masyarakat sebagai lnitra dalaln 
lnelaksanakan tugas-tugas tersebut".'" 

OECD dalain liaitan pengelolailli sulnber daya yang 

berkeIan.iutan dalaln terminoloyi hukum. politik cia11 budaya 

mendefinisikan good go\.ertiance sebagai penggunaan kaitannya 

dengan pengelolaan sulnber daya peln bangunan sosial dan ekonomi. 

Menurut OECD, untuk mencapai good governance, dibutuhkan 

1 4 *  Dwidjo\~i~oto.  Riant Nugroho. Kebijakatl Plrblik ~ { t l / r r X .  .\'ega;.~-tlegnl.n Be,.X.e,nbnng. 
Jakarta: Elex Media Koniputindo, 2006. hlni.6 
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kestabilan politik, sistem birokrasi yang didasarkan kepada sistem 

merit, pertumbuhan ekonomi dengan sistem fiskal yang sehat dan 

rendahnya korupsi. Pengakuan atas hak asasi rnanusia dan demokrasi 

merupakan prasyarat mencapai keseimbangan serta pembangunan 

berkelanjutan. 

Salah satu prasyarat tercapainya penyelenggaraan pemerintahan 

yang baik (good governance) dicirikan dengan berfungsinya semua 

institusi negara secara efektif, dengan fokus kepada kepentingan- 

kepentingan plrblik secara luas. Sistern penyelenggaraan pemerintahan 

tidak terbatas kepada lembaga eksekutif saja, tetapi juga mencakup 

lembaga-le~nbaga negara lainnya, yakni lelnbaga perwakilan dan 

lernbaga persdilan. Anthony Giddens, mengllraikan berbagai ha1 yang 

berk.aitan dengan kerangka penyelenggaraan pe~nerintahan yang baik. 

Dari rejl~inlzh ha1 dir~~aksud. konteks tulisan ini hanya rnengarnbil 

beberapa hal yang berkaitan rlengan kebi-jsllan yanz rnengabsorsi 

aspiratif kepentingan rakyat. yakni. satu tertopangnya sisteln hukum 

yang efektif. yang lnenjarnirl setiap konflik ditangani secara adil tan pa 

bias ke arah kekuasaan aparatur pengambil keputusan atau kepada 

kcpentingan swasta: k e h ~ ~ r .  menciptakan rLlang publik secara terbuka 

dan bebas lnengenai isu-isu kebijakan yang bisa dilanjutkan: ketiga, 



yang beragam; keempat, menawarkan sebuah forum untu k rekonsiliasi 

kepentingan-kepentingan yang saling b e r ~ a i n g . ' ~ ~  

Prinsip-prinsip penyelenggaraan negara yang baik dalaln 

mengelola lingkungan sesuai prinsip keberlanjutan sumber-suniber 

daya ;lam dan lingkungan atau Good Environlental Governance, 

selanj utnya disingkat G EG merupakan ha1 penting dikaitkan dengan 

aspek pel-tanggungjawaban negara. D i  dalaln Pasal 8 ayat (2) dikaitkan 

hukuln dari prinsip GEG. Adapun unsur-unsur penting di dalaln 

kerangka GEG adalah sebagai berikut: 

1 ) Kedau latan (Severgnity); ! - 
2) Kekuasaan (Power); 

3 )  Kebija kan (Policy); 

1) Pengendalian (C'otrolling); 

5 )  Pengembangan (Developing) dan 

6) Tanggung Jawah (Re.vpon.vibiiir;y and Liabi:ity) 

Prinsip GEG lnenurut Pasal 8 UUPLH 1997. yaiti! kekuasasn 

dan ko~npetensi negara lnenguasai serta melnpergunakan sulnber da~ra 

alaln delni kemakmuran i-akyat. menyebutkan bahwa pemerintah 

mengatur dan mengembangkan kebijaksanaan pengelolaan lingkungan 

hidup (Fasal 8 ayat 2 butir a) Pemerintah mengatur penyediaan, 

peruntukan, penggunaan, pengelolaan ' lingkungan hidup. 

mengendalikan kegiatan-kegiatan yang mempunyai dampak sosial, 

144 Anthony Giddens. The Third Way: The Rene~val of'Socinl Denioc~.ncy (Cambridge: 
Polity Press. 1998: edisi Indonesia beriudul: Jalan h'elign: Pembn~~ian DENIOX.I.CISI' Sosial. .laka~-ta: 
Gramedia Pustaka Utama. 1999. 



disamping ~nengembangkan pendanaan bagi upaya pembinaan fungsi 

lingkungan hidup sesuai peraturan perundang-undangan (Pasal 8 ayat 2 

butir b, d dan e). 

Prinsip-prinsip di atas. selain inen-jadi dasar hak dan kewajiban 

masyarakat, setidaknya juga lnenyiratkan bahwa negara memiliki 

tanggung jawab pengelolaan lingkungan hidup, termasuk segala aspek 

yang berkenaan dengan tindakan preventif dan represif atas 

pencemaran serta kerusakan lingkungan.I4' 

n) Otonomi Daerah 

Kewenangan Pemerintah dan Kenenangan Propinsi sebagai 

Daerah Otonom, dalaln bidang lingkcngan hidup memberikan 

pengakuan pol i~ is  ~nelalui transfer otoritas dari pemel-intah pirsat 

kepada daerah: meietakkar! daerali pada posisi pentin; dalan~ 

pengelolaan l ingku~gan hidup. rnemerlllkan pr3ksrsa lokal dzlam 

lnendesain kebi-jakan, membangun hubungan interdependens; antar 

daerah, menetapkan pendekaian lie\{ ilayahan. Konsekuensi 

pelaksanaan UU No. 32 Tahun 2004 dengan FP No. 25 Tahun 2000, 

Pengelolaan Lingkungan Hidup titik tekann\a ada d i  daerah, maka 

kebijakan nasional dalam bidang lingkungan hidup secara eksplisit 

PROPENAS merumuskan program rang disebut sebagai 

pembangunan sumber daya alam dan lingkungan hidup. 

I45 N.H.T. Siahaan. Hitkrrtli Lingkrttigan dati Ekologi Pet~ibutigirtiati. .lakarta: Erlangga. 
2004. hlm. 35 l 



2. Korporasi Sebagai Badan Hukum 

Sebelum berbicara lebih jauh tentang Co~.porate sebagai badan 

hukum, maka konsep korporasi harus benar-benar dipahami terlebih 

dahulu. Konsep "korporasi" pada ~nulanya di kem bangkan pada hukum 

Romawi, lebih dari seribu tahun yang lalu, tetapi sebegitu jauh hingga 

Abad XVlll tidak mengalami perubahan.'46 

Korporasi yang dalam bahasa lnggris disebut corporation, dalam 

bahasa Belanda disebut corporalie. dan dalam bahasa Jerman disebut 

ko~poration, secara etilnologis berasal dari kata corporntio dari bahasa 

Latin. Beberapa pengertian tentang batasan korporasi yang dapat penulis 

ketnukaksn di sini. antara lain sepsrti pendapat yang disa~npaikan oleh 

Utrech dar, M. Soleh Djindang, yang mengungkapkan bahwa: 

Korpol-asi adalah suatu gahungan orang yang dalam pergaulan 
hukum bertindak bersama-sama sebagai suatu subjek hukum 
lei-sendiri, sebagai 5rlzitu psrsonifikasi. Korporasi adalah badan 
hukuln yang beranggota. tstapi mempunyai hak dan kewajibar! 
tzrsendiri yang terpisah dari hak dan kewajiban anggota lxasing- 

-.I47 masing:. 

Sementara itu Moenaf H. Rcgar rnenyatakan: 

Korporasi adalal~ badan usaha yang keberadaannya dan status 
hukumnya disa~nakan densan lnanusia (orang), tanpa melihat 
bentuk organisasinya. Korporasi dapat melniliki kekayaan dan 
utang, mempunyai kewajiban dan hak dan dapa: bertindak menurut 
hukum, ~nelakukan gugatan. dan dituntut di dcpan pengadila~!. 
Oleh karena suatu korporasi adalah buatan ~nanusia yang tidak 
sama dengan manusia, maka harus dijalankan oleh rnanusia, yang 
disebut pengurus atau pcngelola. Suatu korporasi, biasanya 

I 4 b  Edi Y unara. h'ot.rrpsi Dan Pet.tunggrt~ip Ju~~.rrbun Pidutiu h'ol.o(psi. h lrn.9 
147 Chidir Ali. Budan H I ~ ~ I I I I I .  hlm.64 



rnempunyai tiga organ, yaitu RUPS, Delvan Komisaris dan Dewan 
Direksi (misalnya perseroan terbatas). Batas umilr korporasi it11 
ditentu kan dalam anggaran dasarnya. pada saat korporasi it11 
mengakhiri kegiatannya dan b ~ b a r . " ~  

Menuru! Sutan Remy Syahdeni, dilihat dari bentuk hukurnn~~a 

korporasi dapat d iartikan secs1.a scmpit maupun luas. Menilrut artinyn 

yang sempit, korporasi adalah badan hukum. Menurut artinya Jang luas 

korporasi dapat berbentuk badan hukum maupun bukan badan l i i~ku~~. ' . " '  

Arti yang luas juga diberikan oleh undang-undang peniinbunan barang 

tahun 195 1 yang telah dicabut. Dikatakan bahwa badan hukul i i  adalah 

perusahaan atau perseroan perserikatan atau yayasan dalam arti kata yang 

Menurut arti seinpit. yaitu sebagai badan hukum. korporasi 

!nertrpakan tigi~r h:~kum yang eksisre~~si dan kewenanga11:lya iintuk dal7al 

atau berwenang melakukan perbuatan hliku~n diakui oleh hukum perdata. 

Artinya. huku!n perdatalah j.ang lnengakui -'eksistensi" korporasi dall 

memberikann::a "hidup" untuk dapat atau berwenang melakukan 

perbuatan hukum sebagai suatu figur hukurn. Delnikian j ~ ~ g n  halnya 

dengall "mat in>.a" suatu korporasi hanya "mati" secara hu kum apabila 

"lnatinya" korporasi itu diakui oleh liukum. Akan tetapi eksistsnsi siiatLl 

korporasi sebagai badan hukum bukan lnuncul begitu sala. Artin>.a, buhan 

lnuncul demi hukum. Korporasi sebagai badan hukuin bukan ada dcngan 

sendirinya, tetapi harus ada yang ~nendirikan, yaitu oleh pendiri atau 

148 Moenaf H Regar, Delvan Korr!isar.is. P eranannya sebagai Organ Pet:veroc~rr. hl1n.9 
149 Sutan Remy Syahdeini, Pe~?anggirngicnvaban Pidanu Kotporasi. hlm.4-3 
150 A. Hanuah. Hlrkttnl i'idana Ekot1onti. hlm.28 



pendiri-pendirinya yang menurut hukun perdata diakui memiliki 

kewenangan secara hukum untuk dapat mendirikan korporasi. Menurut 

hukum perdata, . ang  diakui lnelniliki kewenangan hukum untuk dapat 

mendirikan korporasi adalah orang (manusia) atau natural person dan 

badan hukum atau legalper.~on.'5' . 

Demikian juga dalam ha1 "matinya" suatu korporasi. Suatu 

korporasi hanya mati apabila dinyatakan "mati" oleh hukuln perdata, yaitu 

tidak lagi "ada' (eksistensinya berakhir) sehingga karena "tidak ada" lagi, 

maka dengan demikian tidak dapat lagi melakukan perbuatan hukum. 

lstilah hukum dikatakan bahwa korporasi yang mati itu "bubar". Matinya 

atau bubarnya suatu korporasi dapat terjadi demi hukum atau dibubarkan. 

Mafinla atau bubarnp kcrporasi dapat terjad~ kare!?a: 

a) Dibubarkan oleh para pendirinya atau o!eh para pernegang sahaln 

berdasarkan k<p:~iusan RUPS. 

b) Jangka waktll pendiriannya a n g  ditetapkan dalam anggzran dasar 

teiah beiakhir. 

c) Penetapan pengadilan.1i2 

Korporasi dalam buku I Pasal 120 Rancangan KUHP tahun 

198711 988. diberi pengertian sebagai berikut: "korj)orw.~i adalah kunipzrlan 

ter-or-gani.~asi dari orang atau krkcyann baik mer-lrpakan badan hzrkunl 

atnzrpun bukan'"" 

I Z I  S,jahdeni. Per/ngglrtlgjmvaban Pidatm h'ol.pol.asi. hlm.43 
'j' UL' RI No. I Tahun 19'95 lentang Perseroan Tel-batas Pasal I I 4  
153 Sjahdei ni. Pel.1agglngjaljlabat7 Pidntln h'orpol.asi. hl m .45 



Dari sini dapat diketahui bahwa pengertian korporasi menurut 

hukum pidana lebih luas daripada pengertiannya menurut hukum perdata. 

Kalau dalam hukum perdata, korporasi adalah badan hukum (legal 

person), maka korporasi menulut hu~u rn  pidena meliputi baik badan 

hukum maupun bukan badan hukurn. Bukan hanya perseroan terbatas, 

koperasi. yayasan yang rnerupakan badan hukum,15"rma dan 

persekutuan j uga digolongkan sebagai korporasi. 

Dengan demikian. sudah sejak 1987 korporasi di dalam pemikiran 

para ahli hukum pidana. tidak hanya diartikan badan hukum seperti 

pengertian korporssi dalam hukum perdata. tetapi juga yang bukan badan 

hukum. Pasal 166 RUU KUHP 2004 memberikan pengertian korporasi 

sebaiai berikut: "kolpol.a.ri udalal~ ktrn~plrlnn rcr.orguni.m.c.i tluri orang 

dan/afazr kekajlcrrn. Oaik nlerzcpakan bodun hzrkzr~l~ n~utrpun Ozrk~rn badan 

hukuni ". 

DeEnisi ini seht~bungz~ dengan ketentuan pasal sebelumnya. yaitu 

Pasal 165 RUU KUHP 2004, yang inenentukan bahv;a yacg dilnaksud 

dengan -.setiap orang" adalah "termasuk korporasi.".'j5 

istilah "korporasi" selaku subyek atau pelaku tindak ~ i d a n a  di 

Indonesia secara resmi baru lnuncul atau dipakai dalaln .beberapa undang- 

undang tindak pidana khusus yang belakangan dibuat, misalnya dalam 

Undang-Undang l\lomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika yang 

selanjutnya disebut UU 511997, Undang-Undang Notnor 22 tahun 1997 

- - - - 

154 U U  RI No. 16 Tahun 2001 renlang Yayasan 
155 S.jahdeni. Pe~./aggungiau~nhnn Pidana Koryo1.a~; hlm.42 



tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang 

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah menjadi 

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 200 1 dan Undang-Undang Nomor 15 

Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah 

diubah menjadi Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003. Undang-undang 

tentang Psikotropika, ~nisalnya menentukan "korporasi adalah kumpulan 

ferorganisasi dari orang dan/afau kekayaan, baik nierupakan badan 

,. 156 hukun~ maupun bukan . 

3. Tanggung Jalvab Korporasi dan Pemerintah 

UCPPLH sangat jelas diperlihatkan bahwa Negara bertanggung 

jawzb atas scrnua ha1 yang berhubungan dengan pengelolaarl lingkungan 

hidup. Sebab salah satu asas yang ~nendasar dari UUPPLH ini adalah 

aturan berhhbungan deligan tanggllng jawab negara dilnana dihbtakan 

tahwa rlegal-a sebagai sebuah zntitas tertinggi dalaln suatu wilayah 

merniliki \.veweiiang meligatur dan ~nengelola lingkungan. Fungsi negara 

adalah mernberikan ke~nak~iiuran bagi tnasyarakat. Negara harus 

mernberikan perlindungan kepada warganya. Kepentingdn umLlln yaitu 

kepentingan warga negara liarus didahulukan dalam penga~nbilan 

keputusan oleh negara. Negara berhak lnelakukan tinciakan yang dianggap 

perlu u n t u k  menjaga dan lnengelola lingkungan. 



- - - - - - 

Is' Penjelasan Pasal 2 huruf a UUPPLH 3212009 

Asas tanggung jawab negara dinyatakan dalam Pasal 2 huruf a 

UUPPLH 3212009. Dalam penjelasannya dinyatakan bahwa yang 

dimaksud dengan "asas tanggung jawab negara" adalah: 

a) Negara menjamin pemanfaatan sumber daya alam akan 
memberikan rnanfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan 
dan mutu hidup rakyat, baik generasi masa kini maupun 
generasi masa depan. 

b) Negara menjamin hak warga negara atas lingkungan hidup 
yang baik dan sehat. 

c )  Negara mencegah dilakukannya kegiatan pemanfaatan sutnber 
daya alam yang menimbulkan pencemaran danlatau kerusakan 
lingkungan hidup.I5' 

Sedangkan tanggung jawab korporasi dinyatakan dalam Pasal 13 

ayat 3 UUPPLH 3212009 sebagai berikut: 

(3) Pengendalian pencemaran danlatau kerusakan lingkungan 
hidup sebagailnana dimaksud pada ayat (I) dilaksanakan oleh 
Pernzrin!ah, pelnerintah daerah, dan penanggung jawab usaha 
danlatau kegiatan sesuai dengan kewenangan, pzran, dan 
tanggungjawab masing-masing. 

Selain itu. korporasi juga diwajibkan melakitkan auait iingkungan 

dalain Lerengka ~neninekatkan kinerja lir.gkuno,an. Berikut di jelxkan 

dalam Pasal 48-52 UUPPLH 3212009 sebagai teriku!: 

Pelnerintah mendorong penanggung jawab gsalia danlatau kegiatan 
untuk lnelakukan audit lingkungan hidup dalam rangka 
~neningkatkan kinerja lingkungan hidup. 

Pasal 49: 

1)  Menteri ~newajibkan audit lingkungan hidup kepada: 
a. Usaha danlatau kegiatan tertentu yang berisiko tinggi 

terhadap lingkungan hidup; dantatau 



b. Penangsung jawab usaha danlatau kegiatan yang 
menun-iukkan ketidaktaatan terhadap peraturan perundang- 
undangan. 

2) Penanggung jawab usaha danlatau kegiatan wajib 
rrelaksan2kan audit lingkungan hidup. 

3) Pclaksanan audit lirlgkungan hidup terhadap kegiatan tertentu 
!ang be~isiko tinggi dilakukan secara berkala. 

Pasal 50: 

1) Apabila pcnanggung jawab usaha danlatau kegiatan tidak 
melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalaln Pasal 
49 a!at ( 1  1. Menteri dapat melaksanakan atau menugasi pihak 
ketiga !an$ independen untuk melaksanakan audit lingkungan 
hidup atas beban biaya penanggung jawab usaha danlatau 
kegiatan !ang bersangkutan. 

2) Menteri niengumumkan hasil audit lingkungan hidup. 

Pasal 5 l 

1) Audit lingkungan hidup sebagai~nana dimaksud dala~n Pasal 48 
dan Pasal 49 dilaksanakan oleii auditor lingkungan hidup. 

2) A~~d i t o r  iinskungan hidup sebagaimana din~sksud pzda ayat ( I )  
i iaj ib mcmiliki sertifikat koinpetensi auciitor !irigkungan hidup. 

3) Kriteria untl!k memperoleh sertifikat ko~npetensi auditor 
lingkungan hidup sebagaimana dimaks~d pada ayat (2) 
meliputi keniampuan: 
a. h4e:nahami prinsip, metodologi, dan tata laksana audit 

lingkunsarl hidup; 
b. Ileiakukan audit lingkungan hidup yang meliplrti rahspan 

penCanaan, pelaksa~iaan, pengambilan kesimpulan, dan 
pelaporan: dan merumuskan rekornendasi langkah 
perbaikan sebagai tindak lanjut audit lingkungan hidup. 

4) Sertif kar kompetensi auditor l ingkunga~~ hidup sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2j diterbitkan oleh le~iibaga sertifikasi 
kompetensi auditor lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan. 

Pasal 52 : 

Ketentuan Icbih lanjut mengenai audit 1ingki:ngan hidup 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 sa~npai dengan Pasal 5 1 
diatur dengan Peraturan ~en te r i . ' "  
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Pasal tersebut dengan tegas menyatakan bahwa pengendalian dan 

pengelolaan lingkungan hidup rnerupakan tanggung jawab pemerintah dan 

korporasi. Untuk kerusakan lingkungan korporasi j uga di haruskan 

bertanggung jawab secara mutlak dala~n menangani kerusakan dan 

melakukan pemulihan. Hal ini dinyatakan dalaln Pasal 67-68 UUPPLH 

2009. 

Sehubungan dengan pertanggungjawaban badan hukum atau 

korporasi. selalna ini ada bermacam-macarn cara perumusan yang 

ditempuh oleh pembuat undang-undang yaitu: 

>. a) Ada yang lnerurnuskan bahwa yang dapat melakukan tindak pidana 

dan >,ang dapa! dipertanggungjawabkan adalah orang, perulnusan ini 

d i a t ~ r  oleh K U  HP (W.V.S.). 

b) Ada yang merumuskan bahwa yang dapat melakukan tindak pidana 

ialai~ or.ang tian &tau perserikatan. aksn tetapi yang dapat 

dipei-tanggungjawabkan hanyalah orang. d a l a i ~  ha; perserikatail yang 

~nelakukan. yang dapat dipertanggungjawabkan ialah (snggota) 

per,gurus. perulnusan sericpa ini terlihat pada 01,donansi Devisa, 

Undang-Undang Penyelesaian Perburuhan, Undang-Undang 

Pengawasan Perburuhan dan Peraturan Kecelakaan; 

c) Ada yang lnerurnuskan bahwa yang dapat melakukan maupun yang 

dapat dipertanggungjawabkan ialah orang danlatau perserikatan itu 



sendiri, perumusan serupa ini terlihat pada Undang-Undang Tindak 

Pidana Ekonomi, Undang-Undang Subversi, dan ~ a r k o t i k a . " ~  

Dari ketiga perumusan yang pernah ada d i  dalam khasanah 

peraturan perundang-undangan di Indonesia sepel-ti tersebut 3i atas, maka 

ada tiga golongan yang dapat dipertanggungjawabkan apabila suatu badzn 

hukum melakukan tindak pidana, yaitu: 

a) Orang sebagai pribadi yang melakukan; 

b) Orang sebagai pengurus badan hukum; 

c) Badan hukum itu sendiri. 

Pertanggungjawaban pidana seperti ini dapat dilihat contohnya 

dalam Pasal 169 KUH Pidana: 

a) Turut ca~npur dala~n perkampulan yang bermaksud n~eiakukan 

kejahatan atau dala~n perserikatan lain yang dilarang oleh undang- 

undang umum, dihukuln penjara selama-la~nai~ya enaln tahun. 

b) Tul.ut campur dalam perkumpi~lan yang bz~.maksud ~nclakukan 

pelanggaran. dihukum pen-iara selama-lamanya selnbilan bulan atau 

denda sebanyak-banyaknya Rp. 4.500,- 

c) Terhadap orang yang mendirikan atau yang mengurus perkumpulan 

itu, maka hukuman ini dapat ditambah dengan sepertiganya". 

Dala~n ha1 perumusan seperti tersebut di atas. rnaka bzrlakulah 

syarat-syaral umum tentang perbuatan dan pertanggungjawaban dalaln 

hukum pidana terhadap orang atau manusia pribadi. Dalarn pengertian 
- - - - -  - 

' 5 9  Salim. 1986: 117 seperti dikurip dalam Harridan. Tindak Pidam Pencenruran 
Lirigkzrrrgan. Bandung: Mandar Ma-iu. 2000. hlrn. 70 



perbuatan pidana tidak termasuk ha1 pertanggungjawaban. Perbuatan 

pidana hanya menunjuk kepada dilarangnya perbuatan. Apakah orang 

yang telah melakukan perbuatan itu kemudian juga dipidana, tergantung 

pada soal, apakah dia dalam melakukan perbuatan itu mempunyai 

kesalahan atau tidak.Ib0 Jadi dalam ha1 perbuatan pidana, disyaratkan 

adanya peraturan atau undang-undang yang melarang perbuatan tertentu. 

Disini berlaku apa yang dina~nakan asas legalitas: "Ntrlltrm deliclum sine 

praevia lege poenali" yang berarti bahwa tidak ada perbuatan yang dapat 

dipidana kecuali telah ditentukan terlebih dahulu dalam peraturan 

perundang-undangan. Asas ini tercantum dalam Pasal 1 ayat ( I )  K U H  

Pidana yang berbun~ri: 

"tiada suatir per,buatsn bolek dihukum, melainkan atas kekuatan 

keientuan pidana dalam ucdang-undang. yang ada terdahulu 

daripada perbuetan itu" 

Dengan adanya nsas i i i i  nialia untgk menentilkhn apakah suatu 

perbuatan yang dilaliukan oleh seseorang itu mesirpakan perbuztan ?idana 

maka hakiln terikat kepada undang-undang yang telah ada yang mengatur 

mengenai perbuatan tersebut. Dengan adanya asas legalitas ini  

di~iiaksud kan bahwa: 

a) Tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana kalau 

ha1 itu terlebih dahulu belum dinyatakan dala~n sat11 aturan irndang- 

undang. 

'" Saleh. 1983: 75. l t i d  



b) Untuk menentukan adanya perbuatan pidana tidak boleh digunakan 

analogi. 

c) Aturan-aturan hukum pidana tidak berlaku mundur.16' 

Apakah orang yang melakukan perbuatan itu dapat dipidana atau 

tidak, ha1 ini tergantung kepada app-kah ia mempunyai kesalahan. Sebab d i  

dalam Hukum Pidana berlaku asas "geen straf zonder schukd' yang berarti 

tiada pidana tanpa adanya kesalahan. Meski pun asas ini tidak tercantum di 

dalam KUH Pidana Indonesia, tetapi sebenarnya apabila diteliti Undang- 

Undang No. 14/1970, yaitu ilndang-Undang tentang Pokok Kekuasaan 

Kehakiman maka asas ini ada diatur, yaitu dalam Pasal 6 ayat (2).'62 Pasal 

tersebut berbunyi: 

"tiada seorang juapun dapat dijatul-i pidana, kec~~a l i  apabila 
pengadila~~. karena alat petnbtiktlan ysng sah menurut undang- 
undang, ~nendapat keyakinan, bahwa seseorang \-ang dianggap 
bertangg~~ng jawzb, telah bersalah atas perbuaian yang dituduhkan 
atas dirinya" 

Dari bunyi pasal tersebut, jelaslah bahwa pengadilan (hakim) tidak 

akan ~nenjatuhkan pidana terhadap seseorang yang r;ielakukan perbuatan 

pidana. apabila ia tidak !,akin bahwa si pelaku telah bersalah. 

Pandangan yang seperti ini diperkenalkari dan dianut o!eh 

~ o e l j a t n o ' ~ ~  "... oleh karena itu. syarat-syarat ~ ~ n t u k  adanya pidana 

(stra$:orausset zungen) yang ulnumnya tmpa dipikirkm dengan jelas dan 

Di kut i p dari Roeslar; Saleh. I'r/.briu/ut? Pidot70 don Pel~ta17ggtit~~o~1~ubun Pidanu 
Jakarla: Centra. 1983. 

162 U U  1411970 diperbaharui dengan U U  412004 dan diperbaharu kernbali dengan U U  
48/2009 

163 Dalani pidato Dies Natalis VI Universitas Gad,jah Mada pada tanggal 19 Deseniber 
1955. 



sistematis, diikuti naluri yang memandangnya sebagai kualitet-kualitet 

handlung ibarat suatu merkmal.rchaufe (tumpukan syarat-syarat), sekarang 

hendaknya disiste~natisir lnenurilt hakekatnya syarat masing-masing, 

dengan memperhatikan dua segi tadi yang sztu dengan lainnya, merupakan 

bentuk pararel. Pada segi handlung yang Goleh dinamakan pula segi 

obyektif atau "rar", ada "rasbe.r/and.s-niaszigkeir". (ha1 lnencocoki rumusan 

we/) dan tidak adanya alasan pembenar (fehlen von 

rechrfertigungsgrz~nden). Pada segi handelnde yang boleh dinamakan segi 

subyektif, sebaliknya ada ".schlrld' (kesalahan) dan tidak adanya alasan 

pemaaf (grzrr~den). Sebagaimana halnya segi pertama sajalah yang 

mungkin rarbesrandrnia.~zg schulding. Sementara itu segi-segi tersebut 

jika dipandang sebagai satu kesrtuan. tidak hanya berdampingan selnata- 

mata (partl!ch.erhaI~nis) bahkan ysng satu nierupakan syarat Sagi yang 

lain (L.edingzn7g.r1,erhalrnis). Segi yang lnenjadi syarat adalah " i c ~ i " .  yaitu 

"d!e sr:.ufl.arc. ~~ur?c/lllrr~g" dalam rnakna .s!rufge.rer:l,zrch, yang merupakan 

"day Krinrej7~l!e L1n:.echr" sedangkan yang disyai-athan adalal: segi .rchzlid, 

oleh karena .rchzrld adanya baru sesudah ada~ya  "~117rechrl' atau sifat 

meiawan hukumnya perbuatan. dan tidak mungkin ada ".ichztl~f' tanpa 

adanya "unrecllr". 16" 

Kalau dirumuskan secara sederhana maka dapat dibuat bagan 

sebagai berikut:I6' 

PERBUATAN YANG PERTANGGUNGJA WABAN 
MELAWAN HUKUM 
MENURUT HUKUM MENURUT HUKUM .. -.. 

I SYARAT PENJATUHAN 
n l n  A \ I  A 



( I ) Tidak sama dengan (3) 

Sehingga apa yang dikernukakan Moelyanto tersebut dapat 

dipandang sebagai teknik bagi hakim untuk menjatuhkan pidana. Pendapat 

tersebut dapat rnemudahkan hakirn untuk memberikan kualifikasi yang 

tepat bagi pelnbuat yang tidak dapat dijatuhi pidana. Kalau salah satu 

unsur perbuatan melawan I~ukuin picfana tidak terbukti. Inaka bunyl 

putusan ialah pl;tl;san bebas (vr.;j.~prtruk) ses~lai dengan Pasal 19 1 apat ( I  ) 

KUHAP. Sedangkan apabila selnua unsur perbuatan tersebut terbukti, 

n~aks  ditz~apkan bah:va telah te;jadi tinciak pidana clan pe~nbuat tidak 

langsung dapat di-jatuhi pidana: stdangkan pelaku. yaitu pelnbuat yang 

1nelakukal7 (langsung) perbuatan ttrsebut ternyata tidak lnalnpil bertang- 

gungjawsb din>:atakan dilepaskan dari segala tuntutan sesuai dengan Pasal 

191 ayat (2) KLIHAP. 

Menurut pendapat penulis, terlepas dari adanya kedua 

pandangan/aliran tersebut di atas. ~naka yang penting didalarn 

menjatuhkan pidana terhadap seseorang adalah pertalna, apakah perbuatan 

seseorang itu telah terbukti sebagai tindak pidana sebagaimana yang telah 



ditentukan dalam peraturan perundang-undangan tertulis yang berlaku 

pada saat atau sebelum perbuatan itu dilakukan. Kedua apakah orang yang 

lnelakukan tindak pidana tersebut dapat dipertanggungjawabkan atau 

tidak. Orang yang melakukan disini termasuk orang yang menyuruh 

melakukan, orang yang turut serta melakukan, atau orang yang membujuk 

melakukan sesuai dengan Pasal 55 KUH Pidana. 

Apakah orang yang melakukan tindak pidana itu dapat 

dipertanggungjawabkan atau tidak, di dalam K U H  Pidana secara umum 

ditentukan dengan cara negatif, yaitu dalam ketentuan mengenai 

pengecualian hukuman. Dengan kata lain, apabila orang yang melakukan 

tindak pidana itu tidak ter~nasuk dalam golongan orang-orang yang 

dikecualikan dari hukuman, maka ia dapat dipertanggung-iawabkan. 

Pengecllalian hukurnan itu sendiri berarti bahwa orang yang ~nelakukan 

tindali pidana. tidak dijatuhi hukuman atau dikecua!ikx dari hukuman. 

Ha! ini didasarkan !;epada adasan-alasan terteptu, dengan adanya a!zsan- 

alasan tertentu ini huk~~man pidana seseoriing menjadi hapus atau 

ditiadakan walaupi~n sebenarnya ia telah terbukti melakulian suati~ tindak 

pidana. Alasan-alasan ini ada yang sebagai alasan-aiasan pelnbenar dan 

ada yang sebagai alasan pemaaf.16" 

C. Tanggung Jawab dalam UU 412009 



Aspek lain yang penting terkait dengan pertanggungjawaban adalah 

praktik pertambangan, baik pertambangan seperti mineral dan batu baru atau 

juga perta-mbangan minyak dan gas alam. Pentingnya tanggung jawab dalatn 

pertambangan ~ i e h  karena bukan saja disebabkan karena dalam faktanya 

bahwa keigatali pertanbangan menimbulkan dampak negatif atas lingkungan 

hidup, juga timbulnya bencana sebagaimana disaksikan di India dan juga di 

Soviet Rusia, mengenai kasus Chernobyl 1 986.16' 

Setidaknya terdapat dua instrumen hukum yang terkait dengan praktik 

pertambangan yang dipandang sebagai perbuatan kesalahan atau kelalaian dan 

merupakan penyebab dari timbulnya bencana. sehingga tidak mustahil dapat 

meni~nbulkan kerugian baik secara fisik maupun non fisik, termasuk juga 

korban manusia. Dalatn instrumen huku~n ;ni j!~ga dengan jelas betapa 

pentingnya pihak-pihak terkait, pemerintah. korporasi dan juga 

rnen?pertimbangkan li~lgkungan dar: analisis dampaknya. 

lnstrumen pertama. misalnya daiam UU Nomcr LC Taliun 2009 tentang 

Pertambangan Mineral dan Batu Cara,.selanjutnya disebut U il 4!20C9. Ral ini 

menjadi sangat relevan ketika pelnerintah pusat mendelegasikan 

kewenangannya pada pemerintal~ daerah. Dalatn Pasal 15 UU 1!2009 dengan 

jelas dikemukakan bahwa petnerintah pusat dapat melimpahkan sebagian 

kewenangannya dalatn penetapan WIUP (Wilayah l j in Usaha Pertambangan) 

sebagaimana di~naksud dalatn Pasal 14 ayat ( I  ) UU 412009 kepada pemerintah 

167 Tanggal 26 Apr i l  1986. 22 tahun lalu. pukul 01.23 terjadi ledakan pada L'nit 4 PI,TN 
Chernobyl. peristi\\.a Chernobyl yang termasuk kecelakaan terbesar pada P l a n  selarna kurang 
lebih 60 tahun. Berbngai media cetak dan elektronik sqiagat rnernberitakan tragedi i tu  secara 
beragarn baik yang bersifat normatif. emosional. ataupun bombastis. 
http://sangnanang.~agdigdug.com/2008/04/25/t1.agedi-cl1ernob\~l.. akses tanggal 12 Suli 2009 



propinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Kewenangan yang dapat dilimpahkan tersebut tidak dapat diberikan tanpa 

lnem pertim bangkan persyaratan tertentu. Dalam Pasal 1 8 U U 412009 

disebutkan bahwa kriteria untuk menetapkan satu (I) atau beberapa Wl U P 

sebagai berikut : 

(a) letak geografi; 

(b) kaidah konservasi; 

(c) daya dukung lindungan lingkungan; 

(d) optimalisasi sumber daya mineral danlatau batu bara, dan 

(e) tingkat kepadatan penduduk. 

Penyelenggaraan dari suatu usaha pertalnbangan, maka lnekanisme 

dan prosedur pcrizinan harus lnendapatkan perhatian penting. Sebab unsur 

pertanggungjawaban huku~n akan sangat erat kaitannya dengar~ seberapa jauh 

korporasi men~atuhi pr~sedur perizinan tersebut. Misall-iya, dala~n Pasal 36 

U U 412069. disebutksn : 

( I) Izin Usaha Pert~lnbarigan (IUP) terdiri atas dua tahap: 

(a) IUP Eksplorasi rneliputi kegiatan penyelidikan ulnuln, eksplorasi dan 

studi kelayakan. 

(b) l U P Operasi Produksi ~ n e l  ip i~ t i  kegiatan konstru ksi, penambangan, 

pengolahan dan pe~nurnian, serat pengangkutan dan pen-jualan. 

(2) Pemegang IUP Eksplorasi dan pelnegang IUP Operasi Produksi dapat 

lnelakukan sebagian atau seluruh kegiatan sebagaimana dimaksud pada 

ayat ( I ) .  



Adapun IUP tersebut dapat diberikan oleh halikota atau Bupati 

sebagaimana diatur dalam Pasal 37 UE 412009 dan diberikan kepada Badan 

Usaha, Koperasi dan perseorangan sebagarnana diatilr dalan~ Pasal 38 L U  

412009. 

Namun yang lebih penting lagi adalah bahwa setiap pemegang !UP 

wajib memuat ketentuan sebagaimana diatur dalaln Pasal 39 UU 412009, ayat 

( 1 ) :  

(a) nama perusahaan; 

(b) lokasi dan luas wilayah; 

(c) rencana umum tata ruang; 

(d) jaminan kesungguhan: 

(e) modal investasi; 

(f) perpanjangan waktu tahap li2giat:n: 

(g) hak dan kewajiban p2mega::g I UP: 

(h) jangka waktu tahap kegiatan; 

(i) jenis usaha yang diberikan; 

(j) rencana pengembangan dan pelnberdayaan ~nasyaraliat di sekitar wila!ah 

pertam bangan; 

(k) perpajakan; 

(1) penyelesaian perselisihan; 

(tn) iuran tetap dan iuran eksplorasi, dan 

(n) amdal. 



Adapun prosedur lainnya dapat dilihat dalam ayat (2) dan ayat (3). 

Konsep tanggung jawab dalatn perspektif UU 0412009 tampaknya lebih. 

menekankan pada pembatasan yang seharusnya dipatuhi oleh setiap 

perusahaan atau investor pertambangan. 

Undang-undang ini juga memuat sanksi bagi korporasi atau 

perusahaan yang melanggar ketentuan yang telah disepakati. Hal ini diatur 

dalam Pasal 15 1-1  57 U U  412009 berupa sanksi adlninistratif dan Pasal 158- 

165 U U  412009 yang memuat ketentuan pidana. 

D. Tanggung Jawab dalam UU 2412007 

Kehadiran U U  2412007 merupakan tanda perubahar, paradigma Negara 

terhadap pcrsoalan bznca~:a. Sem~lla sikap Negara terhadap benczna 

Inerupakan kewzjiban moral >.ang tidak ~nengikbt. Namu~l, sejak tahun 2007, 

tanggung jawab Negara terhadap suati~ peristima bencsna ~nenjarli sarlga: regas 

dan pzsti. UC: 2412007 tersebrlt, Negara bcrkev~ajiban untilk mclakukan 

tindakan seoptirnal inungliin ilntuk melakulian pertcjlongan, ti1;dal: drrirrat, 

evakuasi dan juga kampensasi dan juga rehabilitasi. 

Daialn Undang-Undang Nornor 24 Tahun 2007 tentang 

Penanggulangan Bencana (selanjutnya disingkat UU 24120073 mendefinisikan 

bencana sebagai berikut: 

Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang lnengancaln 
dan mengganggu keliidupan dan penghidupan tnas!.arakat yang 
disebabkan faktor alam danlatau faktor non-alam Inairpun faktor 
manusia, mengakibatkan ti~nbulnya korban j iwa manusia. kerusakan 
lingkungaii, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. 



Pada titik ini, kata 'bencana' tidak merepresentasikan diri sendiri. 

Bencana juga tidak sekedar merepresentasi kan lingkungan yang rusak. 

Bencana dan lingkungan yang rusak merepresentasikan manusia dan 

kepentingan manusia di baliknya. 

lstilah "bencana alam" bermakna kausalitas. Salinan U U  2412007 

mengatakan: "Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa 

atau rangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam, antara lain berupa gempa 

bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah 

longsor. Bencana non-alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa 

atau rangkaian peristiwa non-alam. antara lain berupa gagal teknologi, gagal 

modernisasi, epidemi. dan wabah penyakit." 

Kele!nahan ?sling mendasar UU 24/'2007 adalah tidak lne~rrberi ruang 

aiau definisi kausalitas bencana unti!k interaksi atau keterkaitan antara yang 

alami dsln buatan rranusia. Secara empiris, ini bertentangaii karena ada yang 

dikenal sebagai "hencmncr un~irrir". Secara teoritis. disebutkan bencana 

liemanusiaan dalalll konteks penyebab dapat pula dikaitkan oleh faktor 

manusia (hunian I ? I N ~ ~  di.rusier.). 

Salah satu ciri paradigmatik dari pengatul-an pertanggungjawaban in i  

adalah tersedian!.a perubahan dari kewajiban moral ~nol-u l  ol~ligafion) menuju 

lie arah kewajiban hukuln (legul obligu!ion). Sehingga baik pemerintah 

nlaupun korporasi lnemiliki tangsung jawab yang sama ketika terdapat 

persoalan yang mengakibatkan timbulnya bencana alam dan lnenimbulkan 



korban. Oleh sebab itu, dalam Pasal 3 disebutkan bahwa "penanggulangan 

becana sebagaimana dimaksud dala~n Pasal 2 berdasarkan kepada : 

(a) asas kemanusiaan; 

(b) kead i Ian; 
i 

(c) kesamaan kedudukan dan hukum dan pemerintahan: 

I 

(d) keseimbangan, keselarasan dan keserasian; 

I 

(e) ketertiban dan kepastian hukum; 

i 
(f) kebersamaan; 

(g) kelestarian lingkungan hidup dan. 

(h) i lmu pengetahuan dan teknologi. 

Asas-asas ini wajib diimplementasikan, baik oleh llegara atail 

korporasi sebagairnatia halnya asas-a;as tersebut diatur dala~n UU 32/'2009. 

Szlclin itu, terdapat prinsip-prinsip penting dalam pe~ianggulangan 

be~icana sebagai \~,i!jud pel-tr?ngguneja\vaban yang \ iaj ib diterapkali oleh 

pihak-pihek yang teriibat. ivlisalnya daiam Pasal 3 ayat (2) prinsip : 

(a) cepat clan tepat; 

(b) prioritas; 

(c) koordinasi dan keterpgduan; 

(d) berdaya guna dan berhasil guna; 

(e) transparansi dan akuntabilitas; 

(f) kemitraan: 

(g) pem berdayaan; 

(h) non-diskriminatif: dan 



(i) non-proletisi. 

Aspek tanggung jawab dan wewenang pemerintah, maka Bab 111 dari 

UU tersebut rnengatur dengan jelas dan pasti antara lain disebutkan dalam 

Pasal 5 dan 9. Tanggung jawab Pe~nerintah dalarn penyelenggaraan 

penanggulangan bencana meliputi : 

(a) pengurangan resiko bencana dan pernaduan pengurangan resiko bencana 

dengan program pem bangunan; 

(b) perlindungan masyarakat dari dampak bencana; 

(c) penjaminan pemenuhan hak masyarakat dan pengungsi yang terkena 

bencana secara adil dan sesuai dengan standar pelayanan minimum; 

(d) pe~nulihan kondisi dari da~npak bencana; 

(e) ppngalo kasian anggaran penanggu Ia~gan  bencana dalarn Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Negara yang merxadci; 

(t) pengalokasial~ hnggaran penanggc!angan bencana dalam beniuk siap 

pakai: daii 

(g) pemelihaiaan arsipidokumen a~!~entik dan kredibel dari ancalnan dan 

darnpak bencana. 

Karena bencana rnemi l i k i  sifat dan cakclpan yang berbeda-beda. 

sebagaimana diat i~r  dalarn Pasal 7 ayat (2). rnaka perlu ditegaskna pirla tentang 

tangung jawab Pe~nerintah Daerah, baik unttik tingkat Pro\tinsi lnaupun untuk 

petnerintah tingkat Kabupaten atau Kota. Ada tangung ja\i.ab dan wewenang 

Peliierintah Daerah dalatn penanggulangan bencana alam sebagai berikut : 



Pasal 8 ditegaskan tanggung jawab Pelnerintah Daerah dalam 

penyelenggaraan penanggulangan bencana meliputi : 

(a) penjaminan pemenuhan hak masyarakat dan pengungsi yang terkena 

bencana sesuai standar pelayanan minimum: 

(b) perlindungan masyarakat dari dampak bencana; 

(c) pengurangan resiko bencana dan pemanduan pengurangan resiko bencana 

dengan program pembangunan; 

(d) pengalokasian dana penanggulangan bencana dalam Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Daerah yang memadai. 

Adapun wewenang Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraaan 

penangguguangan bencana meliputi : 

(a) penetapan kehijakan penanggulangan bencana pada wilayahnya sclaras 

dengan pelnbangunan daerah; 

(b) pembuatan perencanaan pembangunaii yang meinasukkan unsur-unsur 

kcbijakan penanggulangan benczna: 

( c )  pelaksanaan kebijakan kerja sama da!ain pcnanggulangan bericana dengail 

provinsi dantatau kabupaten dan kota lain; 

(d) pengaturan penggunaan teknologi yang berpotensi seba~ai sumbe!- 

ancalnan atau bahaya bencana pada wilayahnya: 

(e) perulnusan kebijakan pencegahan penguasaan dan pengurasan sulnber 

daya alaln yang lnelebihi kelnampuan alaln pada wilayahnya: dan 

(f) pengendalian pengumpulan dan penyaluran uang atau barang yang 

bersekaia provinsi, kabupatentkota. 



Dengan mencoba membandingkan antara ketentuan tanggung jawab 

dalam U U  3212009, juga tampak jelas bahwa tanggung jawab pemerintah 

dala!n !caitannya dengan Penanggulangan Bencana juga selalu terkait unsur 

penting dari persoalan lingkungan hidup. Persoalan tanggilng jawab baik oleh 

pemerintah atau korporasi, utamanya terkait dengan timbulnya korban 

mengisyaratkan bahwa bencana alam terkadang disebabkan oleh adanya faktor 

alam atau lingkungan hidup. 

Dalam U U  dijelaskan tentang tanggung jawab Negara bahkan dalam 

pertim bangan U U  dimaktubkan sebagai berikut: 

Bahwa Negara Kesatuan Republik lndonesia bertanggung jawab 
~nelindungi segenap bangsa lndonesia dan seluruh ti~lnpah darah 
lndonesia dengan tujuan untuk memberikan perlindungan terhadap 
kehidupan dan penghidupan termzsuk perlindungan atas bencana, 
&!am rangka mewujudl~an kesejahierasn umum yang berlandaskan 
Panca5ila. sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 
Negara Republik lndonesia Tahun 1945. 

Lehih rinci tanggung ja-ab dan we\~enang pemerintah dalaln bencana 

alam dijelaskan dalam Pasal 5-9 ULlPB sebagai beriku: : Pe!-neriniah dan 

Pelnerintah Gaerah ~iien-jadi penanggling jswab dalam peqelenggaraan 

penanggulangan bcncana; 

Pasal 6: Tanggung jawab Pelnerintah dalaln penyelenggaraan 

penanggulangan bencana me1 ipu ti: 

a) Pengurangan risiko bencana dan pemaduan pengurangan risiko bencana 

dengan program pembangunan; 

b) Pelindungan masyarakat dari dampak bencana; 



c) Penjaminan pemenuhan hak masyarakat dan pengungsi yang terkena 

bencana secara adil dan sesuai dengan standar pelayanan minimum; 

d) Pemulihan kondisi dari dampak bencana; 
. ~. 

e) Pengalokasian anggaran penanggulangan bencana dalaln anggaran 

pendapatan dan belanja negara yang memadai; 

f) Pengalokasian anggaran penanggulangan bencana dalam bentuk dana siap 

pakai; dan 

g) Pemeliharaan arsip/dokumen otentik dan kredibel dari ancaman dan 

dampak bencana. 

Pasal 7 : Wewenang Pemerintah dalam penyelenggaraan 

penanggulangan bencana meliputi: 

a) Penetapan kebijakan penanggula~gan bencana selaras dengan ket;i.jakan 

pembangunar~ nasional: 

b) PemSuaian perTncaiiaan pembang~~nan yang me~nasukkan unsur-unsur 

kebijakan penanggulangan bencana: 

C) Penetapan stat~ls dan tingkatan bencana nasional dan daerah; 

d) Penentuan kebijakan kerja salna dala~n penanggulangan bencana dengan 

negara lain, badan-badan, atau pihak-pihak internasional lain; 

e) Perumusan kebi-iakan tentang penggirnaan teknologi yang berpotensi 

sebagai sulnber ansaman atau bahaya bencana; 

f) Perulnusan kebijakan mencegah penguasaan dan pengurasan sulnber daya 

alam yang inelebihi kelnalnpuan alain untiik ~nelakukan pemulihan; dan 

g) Pengendalian pengirmpulan uang atau barang yang bersifat nasional. 



Sedangkan tanggung jawab korporasi dalatn penanggulangan bencana 

terdapat dalam Pasal 28-29 UUPB sebagai berikut: 

Pasal28 menegaskan bahwa Lembaga usaha mendzpatkan kesempatan 

dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana, baik seczra tersendiri 

maupun secara bersama dengan pihak lain. 

Pasal 29 : 

a) Lembaga usaha menyesuaikan kegiatannya dengan kebijakan 

penyelenggaraan penanggulangan bencana. 

b) Lembaga usaha berkewajiban menyampaikan laporan kepada pemerintah 

danlatau badan yang diberi tugas melakukan penanggulangan bencana 

serta menginformasikannya kepada publik secara transparan. 

c) Lembaga usaha berkena-jiban mengindahkan prir~sip kemanusiaan dala~n 

melaksanakan fungsi ehono!ninya dala~n penanggulangan bencana.'"' 

Sebelun~ adanya U'J 2412007. ketidakpastian huku~n sunggull nyata 

sehingga setiap kali ada bcncana penanganaii dari tingkat tindakan dasurat 

sampai evakilasi aan juga rehabilitasi dan integsasi tidak n;udah dilakukan. 

Pemberian banti~an pemerintah di tingkat pusat dan daerah lebih menainpakan 

fungsinya sebagai bantuan sukarela (vo lunia~~ n.r.r.'.rrance). 

E. Penyelesaian Sengketa Menurut UU 3011999 

1. Penyelesaian Sengketa AAPS 



Dalam rangka men~,elesaikan sengketa lingkungan hidup di luar 

pengadilan, maka mekanismenya menggunakan alternatif penyelesaian 

sengketa sebagaimana diatur dalam Undang-Undang lVomor 30 Tahun 

1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Alternatif 

penyelesaian sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda 

pendapat melalui prosedur !,ang disepakati para pi hak, yakni penyelesaian 

di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi. konsiliasi, 

atau penilaian ahli. 

Wujud konkrit tanggung jawab adalah terselenggaranya suatu 

model penyelesaian sengketa, baik yang dilahirkan di pengadilan maupun 

d i  iuar pengadilan untuk memperoleh keadilan. Model penyelesaian 

sengketa tersebut metxakup sengketa lingkungan hidup, pertambangan - I--.-.... ^ 

danjuga beticana alam. - 
Menurut kepustakaan I~ukum, ietnb?ga penyedia jasa dslarn 

se~gketa lii~ykctigan di I~iar pengadi Ian bel.dasarkan sisiern ADR dapat 
_,.-_ -.._ *- ~ 

/' 
. . .  .. ... 

menggunayan forum atau proses: 1 

Secara umurn negosiasi dapat diartikan sebagai suatil upaya 

penyelesaian sengketa para pihak tanpa melalui proses peradilan 

dengan tujuan mencapai kesepakatan bersarna atas dasar kerjasalna 

yang lebih harmcnis dan kreatif. Sifat lvegosiasi : 

( I )  Pelaksanaan negosiasi bergantung kepada kebebasan atau 

kehendak para pi hak 



(2) Para pihak bebas pula untuk lnenentukan pada tahap-tahap apa 

suatu negosiasi dianggap telah menyelesaikan sengketa. 

(3) Mengenai daya mengikat suatu penyelesaian juga pada akhirnya 

tergantung kepada keinginan bebas atau maksud baik para pihak 

yang telah sepakat untuk bernegosiasi. 

Adapun Kelemahan Negosiasi : 

(1) Pihak berkedudukan tidak seimbang 

(2) Prosesnya acapkali lambat dan memakan waktu lama 

(3) Manakala suatu pihak terlalu keras dengan pendiriannya. 

b) Mediasi; 

Pencemaran iingi:~~nga~ hidup dilingkungan terteniu, tentu 

akan merubah hidlip dan kehidupan masyarakat setempat. Sebab huian 

;fang selzma ir,i ~nenjadi tumpuan h~dup telah hilang. Sehingga 

kesulitan inencari air bersih. karena airnya sudah tercemar, gzgalnya 

panen, taliah longsor, ban-jir. IJpaya yang bass dilakukan masysrakat 

jika desanya terjadi pencemaran berupa: demo ke perusahaan bat~lbara 

atau ilpaya ~nediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa 

pencemaran lingkungan hidup akibat pertambangan. Hal ini mengacu 

pada Pasal 3 1 -33 U U 231 1 997 tentang Pengelolaan Lingkungan 

Hidup. Mediasi dalam UL; 3011999 tentang Arbitrase dan Aternatif 

Penyelesaian Sengketa, tidak dirumuskan secara jelas pengertian 

mediasi. Na~nun ~nengandung substansi terhadap eksistensi berbagai 



macam alternatif penyelesaian sengketa di luar le~nbaga pengadilan. 

Misalnya konsultasi. negoisasi, mediasi, rekonsiliasi diatur dalam Bab 

I1 Pasal 6 serta penjelasan umum U U  30/1999. 

Pengertian lnediasi ade pada Pasal 1 angka ( 6 )  Perlna 1 Tahun 

2008 tentang Prosedur Medissi di Pnngadilan, dirumuskan bahwa 

"mediator adalah pihak netral yang membantu para pihak 
dalaln proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan 
penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara metnutus atau 
memaksakan sebuah penyelesaian". 

Kelnudian pada Pasal 1 angka (7) dinyatakan "mediasi adalah 

cara penyelesaian sengketa melaui proses perundingan untuk 

lnemperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator. 

Dengan delnikian ~nediasi ~nerupakan proses penyelcsaian ser?gketa 

!-ang dilakukan sxara dalnai oieh para pihak dengan dibantii pihak 

netral. 

Jadi mediator seharusnya tetap bersikap netral, selalu lnelnbina 

hubungan Saik. berbicara dengan Sahasa para pihak, mendengarkan 

secara aktit menekankan pada keiintungan potensial, lne~ninilnalkan 

perbedaan-perbedaan. dan meniti kberatkan persamaan. Tujuannya 

adalah ~iiembantu para pihak bernegoisasi secara lebih baik atas siiatu 

penyelesaian. Mengingat mediator sangat menentukan efektifitas 

proses penyelesaian sengketa, hari~snya rnelnenuhi kualifikasi tertentu 

serta berpengala~nan dalam kornunikasi dan negoisasi agar malnpu 

lnengarahkan para pihak yang bersengketa. Jika seorang mediator 

berpengala~nan dan terbiasa berperkara di pengadilan, ha1 itu sangat 



membantu. Nalnun yang lebih penting adalah kemampuan 

menganalisa dan keahl ian menciptkan pendekatan pribadi. 

c) Konsiliasi. 

Konsiliasi adalah penyelesaian sengketa dengan menyerahkan 

kepada suatu komisi orang-orang yang bertugas untuk mengilraikan 1 

menjelaskan fakta-fakta dan menibuat usulan-usulan untuk suatu 

penyelesaian. Namun keputusan itu tidak mengikat. 

d) Arbitrase. 

Alternatif penyelesaian sengketa atau APS di atas telah dianut 

dalam berbagai perat:iran perundang-urd~ngnn. seperti U l '  30!1999 

tentsng Alt~rnatif Pen!.elesaian Sel~gketa. U U  911999 tentang 

Lei?lbaga Konsumcn Indxcsia, dsn lc~nbaga atal; f ~ r u m  yarig hersifat 

inter~iasionai. Berikut ini adalah tindak Innjut: PP No. 54 Tahun 2003 

tentang Letnbaga Peliyedin Jasa Pelayanan Fenjlelesaian Sengketa 

Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan (LPJPZSLH). Kep.MEN L H  No. 

77 Tahun 2003 tentang Pcmbentukan LPJP2SLH. Kep. NIENLH No. 

78 Tahun 2003 tentans Tata Cara Pengelolaan Per~nohonan 

Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan pada 

Kementerian Lingkungan Hidup. 

2. Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup 



Penyelesaian sengketa lingkungan alternatif ini menurut UUPLH 

dinamakan "penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengcrdilan". 

Berdasarkan Pasal 31 UUPLH, penyelesaian sengketa lingkungan di luar 

pengadilan diselenggarakan untuk mencapai kesepakatan inengeriai bentuk 

dan besarnya ganti rugi danlatau tindakan tertentu guna menjamin tidak 

akan terjadinya atau terulangnya dampak negatif terhadap lingkungan. 

Pola penyelesaian sengketa lingkungan dalaln ketentuan ULl PLH 

tersebut tampak sebagai koreksi atas kekeliruan sistem Tim Tripihak 

menurut UU 411982 yang dirasa tidak sesuai dengan ketentuan hukum 

lingkungan yang dikenal di negara maju seperti : Jepang, Alnerika Serikat 

dan Kanada, yaitu ADR. Namun sayangnya, penyelesaian ~iiodel UULH 

tainpaknya lnasih lnelekat daia~n Penjelasan Pasal 3 1 UUPLH. Para pihak 

yang berkepentingan ~nelipilti : korban. pelak~! dan instansi penierintaii 

terkait yang populer ciisebut "Tim Tripihak. 

Bertumpl; pada Pasal 32 U(JPLH. penyclesaian sengketa 

lingkungan di luar pengadilan sebagaimana dilnaksudkan dalarn Pasal 3 l 

ULIPLH dapat digunakan jasa pihak ketiga, baik yang tidak nieniiiiki 

kewenangan mengambil, keputusan :naupul; yang lnelni liki kenenangall 

lnengalnbil keputusan untuk ~nelnbantu lnenyelesaikan sengketa 

lingkungan. 

Adanya kata ". .. dapat . .. untuk lnembantu . . ." dalaln formulasi 

Pasal 3 1 UUPLH. penyelesaian sengketa lingkungan di luar pengadilan 

berdasarkan UUPLH tidaklah dipersyaratkan mempergunakan "santunan", 



jasa pihak ketiga netral, baik yang "tidak me~ni l ik i  kewenangan 

mengambil keputusan" (konsiliasi atau mediasi) maupun melalui "pihak 

!<etiga netral yang memiliki kewenangan lnengambil keputusan" 

(arbitrasi), tetapi boleh dilakukan sendiri oleh para pihak yang bersengketa 

(negosiasi). 

Penggunaan jasa pihak ketiga netral dalaln penyelesaian sengketa 

lingkungan sebatas yang dikehendaki para pihak dan tergantung pada 

kebutuhan kasus perkasus. D i  negara-negara maju, ternyata 

mengutamakan sarana hukum mediasi sebagai upaya penyelesaian 

sengketa lingkungan yang efektif. 

Hal ini wajar mengingat mediasi merniliki keunggulan-keunggulafi 

!:c:npar.atif apabila dibaiidingkan dengar: penyelsaian sengketa secara 

arbitrasi dan litigasi. Apakah di Indonesia medias: akan meriadi wahana 

penyelesaian sengketa l i l lgku~gan )zing efektif dan eiisien dibandingka~ 

dengan arbitrasi maupun litigasi. 

Penyelesiian sengketa Iingkur~gsn hidup di iuar pengadilan 

merupakan pilihan para pihak daii Sersifat sukarela. Para pihak juga bebas 

untuk lnenentukan lembaga penyedia jasa yang ~ne~nbantu penyelesaian 

sengketa lingkungan hidup. Lembaga penyedia jasa menyediakan 

pelayanan jasa penyelesaian sengketa lingkungan hidup dengan 

menggunakan bantuan arbiter atau mediator ata~; pihak ketiga lainnya. 

Apabila para pihak telah ~nelni l ih upaya penyelesaian sengketa 

lingkungan hidup di luar pengadilan. gugatan lnelalui pengadilan lian1.a 



dapat ditempuh apabila upaya tersebut dinyatakan tidak berhasil secara 

tertulis oleh salah satu atau para pihak yang bersengketa atau salah satu 

atau para pihak yang bersengketa menarik diri dari perundingan. 

Berdasarkan Pasal 30 U U  2311997 tentang Pengelolaan 

Lingkungan Hidup, penyelesaian sengketa lingkungan hidup dapat 

ditempuh melalui pengadilan atau di luar pengadilan berdasarkan pilihan 

secara sukarela para pihak yang bersengketa. 

Penyelesaian sengketa di luar pengadilan tidak berlaku terhadap 

tindak pidana lingkungan hidup sebagaimana diatur dalam undang-undang 

ini. Apabila telah dipilih upaya penyelesaian sengketa lingkungan hidup di 

luar pengadilan, gugatan melalui pengadilan hanya dapat ditempuh apabila 

upaja rzrsehut dinyatak~rl tidak bel-hasil oleh salah sa:u atau para plhak 

y a y  bersengketa. 

Penyelesaian sengketa lingkungpn hidup di luar pengadi!an 

diselenggarakan untlik mencapni kesepakatan mengenai 'oeilt~~k dan 

besarnya ganti sugi danlatau mengenai tindakan tertentu guns menjdmin 

tidak akan terjadinya atau terulangn!a dalnpak negatif terhadap 

lingkungan hidup. Penyelesaian sengketa iingkungan hidup di luar 

pengadilan dapat digunakan jasa pihak ketiga, baik yang tidak ~nemiliki 

kewenangan menga~nbil keputi~san lnaupirn yang lnemiliki kewenangan 

me~gambil keputusan. untuk lnernbantu lnenyelesaikan sengketa 

lingkungan hidup. 



t 

c 

1 F. Paradigma Tanggung Jawab dalam Perspektif Budaya Hukurn 
i 

1 Tanggung jawab selalu berhubungan dengan sikap dan komitlnen 
! 
\ 

pribadi manusia. Dalam diri manusialah tansgung jawab berada dan 

1 dipertaruhkan. Eksistensi manusia? Sebuah telna krusial dalaln filsafat. 

Mempertanyaan keberadaan manusia sama halnya dengan mengkaji 

bagaimana manusia hidup dan diakui kehidupannya. Manusia itu rnerupakan 

suatu problem, suatu persoalan bagi dirinya sendiri, atau lebih tepat sebagai 

sebuah rahasia besar dan suci. Rahasia yang menakutkan, tetapi juga rahasia 

yang menarik, rahasia yang mengajak supaya menyelidikinya. Oleh sebab itu 

sejak zaman dahulu manusia sudah menyelidiki dirinya sendiri.I6' 

Menurut Gabriel Marcel lneinang perlu diakui bahwa manusia 

bukanlah suatu problem yang akan habis dipecah!tan, 11;elainkan sebuah 

misteri yang tidak ~nungkin disebutkan sifat dan cirinyasecara tllntas. Oleli 

karena ltli harus dipal;a!ni dan dihayati.I7" Fi lsafat estinsealisliie rnemandang 

mailusia sebagai terbuk. Manlisia ada!ah realitas yang belum selesai. yang 

masih harils dibentuk.I7' Filsafat manusia adalah cabzng dari filsafat yang 

mengupas apa artinya lnenjadi manusia.I7' 

Pada zamali dahulu filsafat adalah soal hidup atau mati. Filsafai 

merupakar! jiwa yang lnencari keselamatan. Persoalan hidup. termasuk 

manusia, lnenjadi perenungan dan perbincangan sehari-hari, sehingga filsafat 

169 Driyarkasa. Filsafat i\lanrisia, Kanisius. Yogyakarla, 1978. (1 ). hlm. 86 
170 Soeryanlo Poespou~asdoyo dan K .  Berlens. Fil.sqfat :\lot7ri.sin. Kanisius. Yc~g! akasta. 

1982. hlm. 23 
171 Harun Hadi\\.iyono. Filsqfi~ .Jli7nrisio. Kanisius. Yog!.akasta. 1980. hlm. 1-49 
1 7 '  Zainal Abidin. Fil.safat ;\!at7ri.r.icl: hleinohui17i A.lni7ri.siu inelalrri Filsqfat. Rosda Kasya. 

Bandung. 2000. hlm. 3 



seperti yang dikatakan Tittus juga berarti sekurnpi~lan sikap dan kepercayaan 

terhadap kehidupan dan alaln yang biasanya diterima secara kritis."' 

Berdasarkan paparan di atas. nyata bahwa keberadaan manusia 

merupakan sunnatullah (natz~ml la~c,). ada dengan dirinya sendiri. la 

diciptakan oleh dzot yang sama sekali berbeda dengan manusia yaitu Tuhan. 

Penciptaan lnanusia bukan hanya diciptakan rnelainkan lnanusia dibekali oleh 

hak-hak alarni yang sejak lahir dibawanya. 

llnplikasi ini menegaskan bahiva ~nanusia keseluruhan lnelniliki hak 

yang salna. Tidak ada lnanusia inferior ataupun superior. selnuanya memiliki 

potensi yang sama untuk berkembang. menguasai hidup dan kehidupan. 

rnenjadi kaya dan pernak-pernik kehidupan lainnya. 

Dari perspektif inilah manusia rnen.iadi sentsal dari dina~liika 

hehldupan. Ulasan-illasan di atas juga heialan dengan teori huhu!n ?rogresif 

!.ans mecyatakan bahwa penegakan ~ L I  k ~ l m  trrgant111:g kepada aparat 

penegakan Iiukuninya. Disinilnh relevansi sntara tangguilg Jawab deligan 

budaya ;iukunr. Tanggung jawab me;epresentasil:an siksp ko1:iitmen ~nanusia 

terhadhp keju.juran dan pengabdian terhadap orang lain. sedangkan substansi 

budaya hukuln adalah lnasyarakat dan !nani~sia yang melniliki kebadaran 

hukirln. 

Apabila penegakan liukirm tidak diikuti ole11 tanggilng jawab aparat 

penegak hukuln sernisal Polisi, Jaksa. Hakirn dan Advokat. Inaka sangat sill it 

sekali akan tercipta budaya huku~ii yang baik. Hal ini tentu saja akan 

173 A.C. Ewing. / 'e~:so(~/n~i -pe~.so~~/n~i  . \ / ~ I ~ L / ~ J , Y ( I I  Fi'/.r(i/fl/. '1'cl:i:lizair r'auzali. ['ustaka 
Pelajar. Yogyakarta? 2003. hlm. 73 



beri~nplikasi kepada sisteln hukum yang berlaku di Indonesia. Jelas apa yang 

telah disampaikan oleh Sat-jipto Rahard-jo bahwa aparat penegak men-jadi 

tonggak dari suprelnasi hukuln. 

Dari ha1 inilah peraturan perundang-undangan yang penulis bahas di 

atas tidak dapat dilaksanakan apabila aparat penegak hukuln tidak 

menjalankannya dengan dedikasi dan kornitmen yang tinggi. Untuk itulah 

sangat relevan pelnbahasan sistem hukum yang diungkap oleh Freidlnan 

bahwa tiga unsur dari sisteln harus saling menguatkan. 

G .  Rangkuman 

Konsep tanggung jawab hukurn dan tanggungjawa sosial sebagailnana 

dikemuk-kal? di atas telali tampak di!erapkan oleh Pernerintch Indonesia dan 

~nenjadi paradigma peraturar. perilndang-undangan terkait de~gali  

perlinduiigan terhadap korban bencana. Meskipun tanggilng jawab sosial dan 

hul<um itu dibebalihzn tanpa adan),a peli1isal:an ar:tara apakah bencaria 

tersebut sebsgai akibat dari kerusakan ala~n atau karena adanya akibat dari 

kelalaian manusia, pe~nerintah dan korporasi tetap dibebankan kewaj iban 

irntuk lnengainbil peran dalaln membantu lneriyelesaikan Iiorban-Lorban 

akibat bencana. 

Adanpa pertanggilngiawaban hukum dan sosial baik bagi pemerintah 

maupun bagi korporasi dapat dibuktikan melalui laiiirnya berbagai peratitran 

yang menjadikan instrumen hukum payirng (an Unibrella Act) yang sangat 

menentukan. Perubalian paradiglnatik pertanggirngjawaban hukurn telah 



tampak jelas ketika peraturan hukuln materiel telah talnpak jelas dibuktikan 

oleh sikap pemerintah un tuk  mengakomodir berbagai konvensi internasional 

terkait dan juga mengakolnodir nilai-nilai lokal ke dalam suatu sistern hukum 

nasional yang lebih terpadu. 

Keernpat peraturan perundang-undangan tersebut juga rnengkaitkan 

antara faktor-faktor penyebab tilnbulnya suatu bencana diatur dalarn berbagai 

peraturan perundangan-undangan. Keberadaan peraturan hukum. baik yang 

lnewujud dalam UU 3212009. UU 0412009, UU 2412007, dan UU Arbitrase 

dan APS sama-sama ~nelnbebankan kewaj i ban kepada pe~nerintahan rnaupun 

korporasi. Karena itu, kerangka teoritik dan juridis sebagaimana telah 

dipaparkan di atas dapat berfungsi u n t u k  lnenganalisis peran Pe~nerintah dan 

PT. LBI terhadap mas!.al-aka: sebagai korban ! ~ l r n p ~ ~ r  parias di Kabup:iten 

Sidoarjo. 



BAB IV 

SEBAB MUSABAB TIMBULNYA BENCANA DAN 

TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAN PT. LAPINDO 

BRANTAS INC. TERHADAP PENYELESAIAN LLTMPUR DI 

SIDOARJO SERTA NGLURUG .MASYARAKAT KORBAN 

SEBAGAI TINDAKAN DALANI MENCARI KEADILAN 

Bab ini ~nengelnukakan bahwa peran pe~nerintah dan korporasi dalarn ha1 

ini PT. Lapindo Brantas Inc. (selanjutnya disingkat PT. LBI) dipandang sangat 

penting. Upaya-upaya yang telah dilakukan sejak peristiwa awal semburan 

iurn?~;r teriadi hingga proses evitkuasi dzn pasca bencana terutama terliadap 

korban-korban telai~ diupa!akari rnelalui her-bagai kebijakan dan aksi hukurn 

l a i cny .  Namun dala~n batas tertenti:. upaya-qays tersebui belu~n dapat 

memuaskan piliak-piliak korban. Oleli sebab itu. untuk memperoleh pelnaha~nan 

kompreliensif tentang per~ariggi~ngia\vaban Femerintaf: dan Pr .  LBI terhadap 

akibat-akit;ctt sosial dan liuku~n mas~.arakar korban. illaka perlu dilakukan analisis 

terhadap bagailnaria prakrik Pemerintah d;ln PT. LBI dalam membantu korban 

bencaria lumpur. Terurariia. dala~n ka i rar~n~a dengall peran mer-eka :erlibat 

langsung dalam ~nelakukan pertolongan e\akuasi rehabilitasi dan juga reintegrasi 

masyarakat. Selain itu. bagai~nana respon Pemerintah dan PT. I,Bi ketika 

lnasyarakat korban melakukan berbagai sksi. bai k dalarn art i hu kum perdata 

lnaupiln dalaln arti Iiukuln pidana. 



Sebagaimana telah digambarkan sebelumnya bahwa suatu 

pertanggungiawaban hukurn dan suatu subyek hukurn tergantung pada dua aspek. 

Aspek pertarna adanya ilnsur kesalahan dari perbustan yang dilakukan sehingga 

menimbulkan akibat hukum bagi pihak lain. Sedangkan aspek kedua yaitu ada 

tidaknya unsur kelalaian atau unsur ketidaksengajaan yang perbuatannya 

rnenilnbulkan akibat-akibat, sehingga pihak ketiga tidak saja lnengalalni kerugian 

tetapi juga perlakuan yang tidak adil. 

Apabila rnengacu kepada dua pandangan ahli tentang sebab-sebab 

tirnbulnya selnburan Lulnpur Lapindo, rnaka tidaklah mudah lnenarik kesirnpulan 

yang pasti pandangan lnana yang lebih relevan. Narnun, UU 322009 dan UU 

412009 dan UU 2412007 serta UU 2011999 dapat dipergunakan sebagai instrumen 

hukum untilk meinbebankan kewajiban dan tanggung jawab. baik kepada 

pernerintah maupun pada korporasi. Karena itu. dalzln kasus Lumpur Lapiiidc. 

pembebznan tanggung jawab hukam dapat dilakukan bersamaan dengan adanya 

sikap clan tanggung jawab sosial. Persoaiannya. spakah sikap perta~iggungjaw~aban 

sosiai atau htiktii11 dari pemerintah atau korporasi harus dilakuitaii sebeli~m ada 

upaya penyelesaisn di dalam atau di luar pengadilan ataukah sudah ada 

penye!esaian dengan pengadilan. Jawaban dari praktik dan pengalaman iumpur 

Lapindo memang dilakukan tidak secara parsial. sehingga antara tanggilng jawab 

sosial dan tanggung jawab hukum talnpaknya saling berkaitan. 



A. Sebab Musabab Semburan Lumpur di Sidoarjo 

Ada beberapa pendapat yang menelusuri tentang faktor penyebab dari 

selnburan Lumpur Lapindo di Sidoarjo. Nami~n Jrang cukup lnenguat dapat 

digolongkan pada tiga pandangan yaitu faktor bencana alatn, faktor 

pengeboran dan faktor yang lnenggabungkan pendapat keduanya. 

1 .  Faktor Bencana Alam 

Pendapat pertalna yang lnenyatakan bahwa semburan lumpur 

tersebut diakibatkan oleh bencana alarn. Kelornpok ini penulis kutip 

pendapat beberapa ahli antara lain sebagai berikut: 

Pertama. Agus Guntoro, ahli Teknik Geologi Universitas Trisaksi, 

peneliti anggota T im lnvestigasi lkstan Ahli  Geologi Indonesia (IAGI), 

Sukelidar Asikin, Guru Besar, alili geologi I~istitut Teknolcgi Bandung 

(ITB). Mochamad Sotian I-ladi, ahli geologi dipcl:erjakan di Badan 

Penanggi~langari Lumpur Sidobt-io (BPI-S). Jail Uody Na\vangsidi, ahli 

Teknik Per~iii~:~,zkall dsri 17'3. Mereka sepaht bahiva semburan Sidoarjo 

discbabkan oleh adanj~a bencana a!am di :'og>akarta. 

Agus Guntoro men.jelaskan ball\\-a ada 4 (empat) liipotesa 

penyebab semburan Lumpur Lapindo. j.aitu : 

1 ) Se~nburan akibat pemboran Sumi~r BJP I .  

2) Selnburan akibat gernpa Jogja (terjadi dua hat-i sebelulii semburan 

Lusi). 



3) Semburan akibat proses aktivitas Gunung Lumpur (mud volcano), dan 

semburan akibat adanya aktivitas panas bumi (geothermal).174 

Selanjutnya Agus Guntoro menyimpulkan bahwa penyebab 

semburan Lurnpur Lapindo, 

"Sangat mungkin semburan Lumpur Lapindo tidak berkaitan 
dengan pemboran tetapi lnerupakan sebuah fenomena ala~n berupa 
mud volcano yang keluar melalui zona patahan yang teraktifasi 
yang dapat disebabkan oleh gempa Jogjakarta yang mendahului 2 
hari sebeluln semburan." 

Senada dengan itu, Sukendar Asikin menjelaskan secara lebih 

umum di  hadapan hakirn PN Jakarta Selatan berkaitan dengan adanya 

korelasi antara semburan Lumpur Lapindo dengan gernpa Jogja. 

Selanjutnya Asikin lnengatakan bahwa yang menyebabkan keluarnya 

lcllnpur di Sidoarjo adalah zda beberapa patahan atau ceku~gan yang diisi 

oleh secliiiien. Sec/iiilei~ ini lunak disebut lempung yang sangat tebal psda 

waktil terjadi gerak iektonik cekungan tadi sudah diiris oleh patahan- 

patzlian. patahan-patahan it:! akan bei-gcrak kernbali pada saai gerak 

tektonik.I7' 

Patahan inilah ~i ie~ist i~ i iu ler lernpilng bergerak ke atas dari 

menyebabkan adanya Lulnpilr Lapindo karena gerakan tektonik it11 terjadi 

1ianj.a beberapa saat setelah tet-jadi gempa. ~ e l a i n  di Sidoarjo, di telnpat 

lain saksi pernah liieiihat gunung lillnpilr ini di Timor, di Irian, di 

Bangkalan dar. di Purwodadi it11 seliiuanya karena gerak kerak b i~ ln i  atau 

171 perdapa1nj.a dalaln Ternu I lrniah S ~ I ~ ~ ~ I I I . C I I I  LI I I I I~I I I .  Pnnn.s Sidoa~:jo, ilnnliscr 
Pelg~ehnh do17 .-llrei~ncrr~f Pet7n,7ggr,langm71ij,n. di .laliarla. 7 Desember 2006 )ang diorganisasi oleh 
Asosiasi Perusahaan Migas Nasional (.4spe1.1iiigas). Dalani acara tersebut Agus Guntoro 



tektonik tadi d i  Titnor tidak ada pemboran. Tapi gunung lu~npur itu 

bersamaan keluarnya dengan o i l  .ship atau rembesan-rernbesan minyak. D i  

situ ada lumpur yang bergerak ke atas tapi juga ada re~nbesan ~ n i n ~ a k . " "  

Selain itu, hlochamad Sofian Hadi telah lnelakukan penelitian 

yang hasilnya lnenyirnpulhan bahwa lump~i r  tersebut sampai keluar karena 

air bersentuhan dengan n1agn7a yang sanggup lnendorong jluida keluar. 

Bahwa yang ~nenyebabkan Lu~npur Lapindo keluar adalah karena 

tektonik. lumpur yang sekarang ini keluar salna dengan d i  Madura. 

Selanjutnya ia juga menerangkan bahwa lu~npur  keluar setelah pemboran 

itu hanya kebetulan. Bahwa semburan lulnpur i tu bisa dihentikan ada dua 

sisi tinjau. kalau sisi tinjau keliling melihat ini  ur7t/er-~q1-orr17tI hlo~c:ol~/ 

.ja\\.abannya bisa dihentikan se~nburan I:~mpur tersebut. Tapi k a l w  in i  sisi 

tinjau ,~ilrd volcu17o dilnana air mendidih karcna dapilr lnaglnd 

men.ia\vabnya tidak bisa dinentikan semburan lumpur tersetut. 

Dengan dzmikian. padangan di  atas melnperlihatkdn adai!).c 

hubu~igan hipotesis antara sein buran lum pur dcngan dsmpak aiam yalig 

diakibatkan oleh peristiwa gelnpa .login !.ang mcluas ke \vilayah Sidoar-jo. 

2. Faktor Kelalaian Pemboran 

Kelolnpok kedua ~nenyimpul kan bahwa se~n buran Sidoarjo 

disebabkan karena kelalaian pe~nboran PT. L B I  yang melebihi batas yang 



diperbolehkan. Para ahli tersebut antara lain Rudi ~ u b i a n d i n i ' ~ ~  dan 

Andang ~ a c h t i a r . ' ~ ~  

Rudi Rubiandini seorang ahli Geologi ITB lnenyatakan bahwa 

selnburan Lumpur Lapindo disilnpulkan bahna keluarnya air panas dan 

asin yang naik ke permukaan menggerus tanah liat kelnudian ineretakkan 

bat~lan di  permukaan di dalaln lubang yang tidak terpasang casing 

kelnudian keluar ke permukaan menjadi semburan gunung lumpur, itu 

fenomena yang terjadi di Sumur BJP 1 ~ e k a r a n g . ' ~ ~  

Dari data-data tersebut secara ringkas penyebab utama semburan 

lulnpur ini ada dua secara teknis. Pertama, terjadinya kick yaiti~ selnburan 

tekanan dari bawah yang tidak terkontrol. Kedua, tidak terpasangnya 

ca.~irig dari kedalaliian 3.580 salnpai 9.200. karena kedua penyebab ini  

terjadilah sebuah keretakar, kemudian terjadi selnburan. Data i n i  

menunj~~kkan ndanya faktor kelalaian PT. LEI y ~ n g  sedang ~nelakukan 

I SC peiigeboran. 

Saal pril- sip kick ioleian Rudi lnenjelaskan dapat dikatakan alnan 

atau tidak aman keadaan di bawali tanah sscara teknis ada beberapa 

metode. Metode pel-tama adalah engirieerir7p yaitu meliliat berapa kick 

toleran. Toleran itu adalah bsrapa sempat sebuah lumpur nanti pada saat 

dibor ketika terjadi kick dia bsrtahan. Menurut hitungan Rudi Sum~lr BJP I 

177 Ahl i  geologi dan pelliboran perminyakan dari 11-B. di~ugaskan pcnicrinri~li selaku 
Kelua Tin1 lnvesligasi Independen Srniburan Lumpur Sidoaljo. Per~ulis bcrkescmpatan langsung 
wawancara dengan R~rdi  Rubiandini. 

Ahl i  geologi dan pembovan pcrminyakan. anggota Tirn Investigasi Independen 
Sernburan Lumpur Sidoario. manlan Kelua Ikatan Ahl i  Geologi I I.AGI). 

170 Rudi Rubiandini. I.la~~~aticat.o. Tang_eal 12 Mei 2003 di I TB  Bandung. 
/bid 



itu sampai kedalaman 9.297 itu hanya lnemiliki 0,5 pond per gallon dan itu 

secara operasional dapat diperbolehkan selalna tidak ada kejadian apapun 

jika ketika membor normal itu aman. Namun ketika terjadi proses tadi 

tekanan kick pasti tidak aman karena tekanan jauh lnelebihi tekanar, 

tersebut.I8' 

Soal kaitan antara casing dengan kejadian kick. Rudi men-jelaskan 

bahwa yang menyebabkan terjadinya kick bukan karena tidak dipasang 

casing. Kick adalah sebuah kecelakaan pemboran yang kita temui. Ada 

loss, ada kick, ada sluck. Tapi ketika ada kick kelnungkinan kita punya 

casing maka akan aman-aman saja. 

Rudi juga menyanggah pandangan bahwa selnburan lulnpur 

sebagsi akibat dari gelnpa di Yogyakarta. Dari hasil analisa bahwa 

pembcran dari semburan, dari tekal~an, tcrmasuk jugs dari hasil e\laluasi 

ahli geofisis tentang geinlja ternyata bahwa hipotesa-hipotesa itu terlalu 

lemah ~ ~ n t u k  lncnystakan b a h ~ ~ a  penyebab se:nbu:a~~ it11 dalah hasil 

metode tersebut. Sedar~gkan data-data otentik yang diperoleh dari hasil 

pe~nboran cukup lnelnperkuat bahwa aliran itu peltalna keluar pada saat 

pelm boran terjad i pada saat kick terjadi. Karena itu. hubungan kejadian 

gelnpa dengan tidak terpasangnya ccising dari analisa ahli geotisis 

~nengatskan it11 terlali~ jauh ~ ~ n t i l k  lnengakibatkan terjadinya se~nburan 

lulnpur dari Jogjakarta dan itu jaraknya kira-kira 300 km, it11 tidak ada 

hubungannya. 

- -  - 

I s '  Rudi Rubiandini. I l in t~n~ icn~a.  /bid 



Senada dengan pandangan diatas. Andang Bachtiar memaparkan 

hasil-hasil ternuan datanya dalam presentasi berjudul: "Banjarpanji, Mud 

Volcano in The Making, Tinjauan Geologi Lunipul- Porong" tanggal 7 

September 2006. Andang memaparkan fakta telnuan semburan, material 

dan data-data yang berkaitan dengan sumber semburan lumpur . 

Andang dalam presentasinya tersebut men.jelaskan bahwa gempa 

Joga kecil kemungkinannya sebagai penyebab semburan Lurnpur 

Lapindo. la ~nenyatakan bahwa penyebab semburan Lumpur Lapindo 

adalah bor PT. LBI rnenernbus lapisan I I I I I ~  diupil-. Andang herkali-kali 

meminta secara terbuka agar ,PT. LB I  membuka data-data yang 

di~embun~ikan.' ' ' 

Andang Balitiar juga meri.jelrskan kepada penyidik Polda .lati111 

bali\\:a terjadiriya semburaii lumptlr panas dan air J.dng ~ i i ~ ~ n c u l  disekitar 

lokasi pemburan sumur Bsn-jar Panj i I tersebut tidak bisa ;;iunc~!I liba-tibn 

ke perniukaan b~ !~ i i i .  dan semburan I~rinpur ptinas clan air tcrebut tetjadi 

karcna adariya kegiaian peniboran SutniIr Bari.iar Pan.ji I yarig dilal;uk~ri 

oleh PT. LBI  

Secara geologis keluarnya setnburan l u ~ i i p ~ ~ r  panas d a ~ i  air yang 

tn~~ncu l  disekitar lokasi pemboran sumur Ban.jar Panji . I  tersebut adalah 

dikarenakari pernasangan casing yang tidak kuat. ~naka pada saat terjadi 

Kick atau pada saat memo~npakan atau ~nelakukan penangallan. 

IS' Andang Bach~iar. Rntqc~rpntlji. .I,fl~cl I 'olcotio iti The .\kiXi,ig. Tinjnllatl Geologi 
LZIIII~III. Pot.01ig. tanggal 7 Seplember 2006. 



Killing Mud formasi dibawah casing shoe pecah. Pecahnya formasi 

tersebut yang membuat jalan bagi gas bertekanan tinggi untuk masuk ke 

lapisan kalibeng yang juga mempunyai tekanan hydr-o.r.[afic yang tinggi. 

Tekanan tinggi yang menghantaln kdibeng lnelnbuat formasi tersebut 

pecah menjadi lumpur. sekaligus didalamnya tidak stabil. Akibat tekanan 

tidak stabil ini mencari jalan ke perlnukaan yang kelnudian dipermukaan 

wujudnya tampak seperti semburan lumpur. Hal ini dapat terjadi karena 

adanya pencabutan pipa pada saat terjadi Lost dan penanganan Kick yang 

salah.Ig3 

Terjadinya se~nburan-semburan lulnpur panas dan air tersebut 

lnuncul karena adan!a ketidakstabilan atau peningkatan tekanan dalam 

fcnnasi, ha1 ini dipel~garuhi dari kegiatan pel9 bc;an di sulnur Banjar Pan; i 

I.Unt/er Groz~nd 3/01t. Out yang terjadi pada pelnboran sulnur Banjar 

Pan-ji I tzrsebut diliarenakan adanya pencabutan pipa pada saa: terjadi Losr 

dan penanganan Kick ! 21ig saiali. 

Bilamana dibandingkan antara kedua pandangan tersebut, tnaka 

pandangan kedua yang menyebutkan bahwa seln buran Sidoarjo timbu l 

karena kelalaian pi liak teknisi yang tidak rnelnasang ccrsing yang cukilp 

kuat. Hal ini teriltama men.jadi sangat relevan apabila. dikaitkan dengan 

peraturan perundang-undangan tentang pengeboran dan 9ertambangan. 

Sehingga dapat dipaha~ni j ika semburan l i~lnpilr tersebut ada kaitannya 

183 Berkas Penyidikan Perk~lra Pidana Polda .latim. 'Tidak dipublikasikan 
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dengan patuh tidaknya korporasi untuk menerapkan prosedur utama dalaln 

melakukan pengeboran untuk kepentingan pertambangap. 

Faktor Kelalaian Pengeboi-an dan Bencana Alam 

Selain kedua pendapat diatas, aaa pendapat Inembenarkan 

keduanya. Artinya bahwa faktor pengeboran menyebabkan semburan 

lumpur yang dipicu oleh gelnpa di Yogyakarta. Pendapat ini disalnpaikan 

Pendapat ah1 i Adi Susilo, ahli geosains Universitas Brawijaya berpendapat 

lnenyemburnya lulnpilr hydrocurbon pada sulnur minyak BJP 1 bukan 

merupakan bzncana alam, tapi merupakan ketidakberuntungan. Diduga, 

saat penggalian di lakukan lubang galiar. beluln sernpat disumbat dengan 

cairan beton sebagai cci.\-ing. 

Lubzng it11 rnenganga karena gempa bumi c!i .!ogja y a y  Setarannya 

dirzsakan salnpai ke Sidotirio. Rekahan tersebut menyebabkan Izmpur 

hj,drocurbor7 yang mer:lpakan bahan baku minyak bumi muncrat karena 

tekanann~a sangat kuat. 

Prosedurnya memang lubang penggalian pada bagian atas langsu~ig 

ditutup beton. Namun pe~?utupan baru bisa dilakukan Jika seluruh 

pekerjaan pelnboran selesai dilakukan dan minyak. mentahnya telah 

ditemuka~i.'" 

Kompas. 8/6/2006 



B. Sikap dan Tindakan PT. Lapindo Brantas dalam Semburan Lumpur 

1. Tindakan PT. Lapindo Brantas dalarn Proses Penanggulangan 

Semburan Lumpur 

Berdasarkan Perpres No~nor 14 Tahun 2007 tanggung janab PT. 

LB I  adalah yang terkait dengan sasaran: 

a) Terkendalinya sembura~i lu~npur dengan metode yang palin, aman, 

layak secara teknis dan finansial. dan 

b) Berkurangnya potensi bahaya dan meluasnya dampak semburan 

lumpur dengan mengalirkan I!~mpur ke Kali Porong secara aman dan 

efektif. 

Pengendalian semburan iumpi~r dengan ~netode paling aman. layak 

seczra t e~n i s  dar! finansial d e n y  mengarahkan pengsliran I~rrnpur ke ayah 

selatan (tepetnya erah barat - selatan) melalui perkuatan dan peninggian 

tanggul cinci~; de~igan elevasi ~niniinum + i 5.00 DPL ternyata sulit dicspai 

aan d ipertailankan a ki bat semakin besarnya niagni;zlrie .FII~>.Y~~~IIC~ aki bat 

deformasi geologi. l i ieskipu~~ berbagai ilpaya L I ~ L L I ~  ~;iempertahankan dan 

meninggikan tanggul cincin sudsh diupayakan cleh PT. LBI. '~' 

Pads tahun 2008 hampir setiap bula~i tet-jadi tanggill jebol baik 

sebagai akibat dari pergeseran tanah (.s~lh.vir/erice) maupun sebagai akibat 

dari luber (overtopping), sehingga aliran lumpur tidak dapat metigarah ke 

selatan, tapi mengarah ke arah lain clan ha1 ini men-jadi sangat 

mernbahaj/akan daerah lain apabila tidak segera diatasi. 



Pada pergeseran tanah (subsidence) di  awal tahun 2008, lokasi 

terendah bergeser dari sebelah barat-selatan (P.35) ke titik P.41 (sebelah 

timur-selatan), sehingga hampir semua pompa-pompa dipindahkan ke titik 

P.41 karena lumpur tidak bisa dialirkan ke titik-titik pompa berada (P.35). 

kernudian dipasang pipa-pipa besi diameter 32 inch ( I  line) dan 20 inch (6 

line) sepanjang * 1000 meter yang ~nemakan waktu serta biaya yang besar. 

terlebih karena seringnya dihentikan oleh warga Desa Besuki yang 

lnenuntut di~nasukkannya desa mereka ke dalam peta area terdampak. 

Karena jarak buang menjadi lebih jauh, maka total kapasitas 

pompa-porn pa jauh menurun, terlebih karena 5 unit pompa Glwnu~os tidak 

bisa dipindah dan hanya difungsikan sebagai pompa drainase air h~rjan. 

sehingga paaa a w l  ?.!xet 2008 di~nobilisasi 2 unit polnpa booster dengan 

kapasitas iotal 0.8 m'idet di titik P.42. Pada akhirnya lnulai terlihat bah\r:a 

rencana peninggian tanygu! cincin menjadi +21.00 In 3PL men.jadi sulit 

~ ~ I W L I J U ~  karena 1nenir;gkatnya 'rwla of .,lthsic/e;7cc'. I ho 

Pada bu Ian .ll.!li 2005. .~l~h.\.ir/e~ic.e meningkat di sekitar selnburan. 

sehingga tanggul cincin lnenilrun dengan cepat. Dengan beberapa kali 

kejadian penurunan tanah di pusat semburan tersebut, disimpulkan bahwa 

tanggul cincin tidak bisa dipertahankan lagi dan Bapel-BPLS harus 

~nelakirkan perkuatan dan ~eninggian tanggul luar, serta pompa-pompa 

yang ada harus dipindahkan ke dekat pirsat semburan (tirik P.43). 



Strategi yang ditempuh untuk mendukung pencapaian sasaran 

"Berkurangnya potensi bahaya dan meluasnya dampak se~nburan lumpur 

dengan wengalirkan lumpur ke Kal i  Porong secara aman dan efekt i f '  

tersebut adalah ~nengendalikan selnburan lulnpur panas dengan 

mengalirkannya ke ;Cali Porong secara aman dan efektif, dengan cara 

membuat: 

1) De~narkasi lurnpur panas pada pusat semburan dan kolam lumpur 

diamankan dengan struktur tanggul yang kokoh dengan elevasi tanggul 

+I 3.50 In DPL; 

2) Siste~n petnbuangan lu~npur menuju Kal i  Porong dengan ujung o i~ t le t  

d i  hi l i r  jelnbatan Kali Porong; 

3) Pengesukan endapan dan pengaliran I L ~ I T I ~ L I ~  ~;-raksima; pada ~ n u s i ~ n  

hujar! dan minimal pada musim kemarau dsn sebagian besar 

ditampi~ng pada kolatn lumpur. 

Kemariipuan pengaliran lumpur panas dan per.geruka11 e~idapan 

lumpur sangat j a ~ ~ h  dari J.ang dinarapkan jehingga tidak tercipta ruang 

i~nt i rk  penalnpilngan lumpur pada musim he~narau dan bahka~? elevasi 

lulnpur bertarii bah tinggi. Tercatat selama dua tahun ke~na~npuan 

pengal iran lumpui  ke Kal i  Porong lianya sebesar 7.782: 1 85 m' (padatan) 

dibandingkan selnburan lu lnpi~r  yang volumenya lnencapai 26.800.000 m3 

(padatan). sedang tanggul cincin mengalami jebol dan overtopping rata- 

rata lebih dari 1 (satu) kali dalam setiap bulan.I8' 



Sudah banyak upaya Jang dilakukan oleh PT. LBI  dalam upaya 

pengaliran lumpur menuju ke Kali Porong, antara lain: 

Untuk mengalirkan lurnpur dari pusat semburan ke arah titik P. 35 

di  lnana terpasang 4 unit polnpa Slur~y (total kapasitas 1 m3/det). PT. LBI  

rnenggunakan 8 unit Excavator Pontoon dan 1 5 unit Excavafor Long Arm 

sebagai pengayuh lu~npur panas. Sedangkan untuk mendukung sistem 

pengaliran semburan lumpur. dioperasikan 4 unit pompa air sebagai 

pengencer dan pendingin pompa lumpur, dengan total kapasitas 1,2 

1n3/dpt, serta 4 unit polnpa drainase. 

Meski pun sis1e17r pengaliran mekanis beroperasi 18 jam sehari. 

namun semburan lumpur masih berkejaran dengan ketinggian tanggul, 

sehingga diperlukan + 500 Lilr~~ip /:.tick kapasitas 20 m3 ber~nilatan tanah. 

dibantu dengan 3 buah cia-er dan 3 buah 11ihro co1:ipuctor untuk 

8i ie:n~erti~ggi dsli inelnpel.kua: tanggirl utama dan :anggul cinciri sa-ja. 

Pa-ken1 bangannya. sernakin banyak pompa-pon~pa yang terpasang, 

serta drd(ita~igka~i 1 unit kapal keruk. 1 unit por?ipa Su171/1tech dan 6 unit 

polnpa J ( I ~ ~ I I . L I K U I I . F I .  de~igan total kapasitas menjadi 8.5 m'/det. Namun 

sisteln pengaliran lumpur niasih tetap seperti sernula, dan kelihatannya 

kemudian terbukti baliwa kapasitas operasional polnpa yang ada jauh di 

bawah volume lumpur yang ke luar dari se~nburan, sehingga tanggul 

kolam utalna terus dinaikkan sampai elevasi +09.50 m DPL. Perlu dicatat 

bahwa pompa-porn pa air GI-lrticifos tidak cocok karena tidak tahan panas 

dan cepat airs terkena gesekan lumpur panas. sehingga tidak dapat 



beroperasi optimal (durasi pendek) dan berumur pendek, sedangkan 

pompa-pompa slurry dengan penggerak motor listrik. juga tidak tahan 

terhadap panas dan beban yang tidak kontinyu. 

Pada saat terjadi aniblesan tanah (.~ubsidence) di awal tahan 2008 

semua pompa-pompa dipindahkan ke titik P.41 karena lumpur tidak b;sa 

dialirkan ke titik-titik polnpa yang berada di P.35. Selanjutnya dipasang 

pipa-pipa besi diameter 32 inch ( I  line) dan 20 inch (6 line) sepan.jang * 
1.000 meter yang melnakan waktu serta biaya yang besar, terlebih karena 

seringnya pelaksanaan pekerjaan dihentikan oleh warga Desa Besuki yang 

lnenuntut dimasukkannya desa rnereka ke dalaln peta area terda~n~ak.'" 

Oleh karena 5 unit polnpa Grun~ifos tidak bisa dipindah dan hanya 

difungsikan sebagai polnpa drainase air huian, Inaka pad? ?.\\a1 Maret 

2008 dimobilisasi 2 unit ponlpa lidosfer dengan kapagitas total 0.8m5/det 

di tit ik P.42. 

PaJa bulan Jarii ZOO8 dibi~at rencaria i~nti lk mendatan~kan 

tambahail 7 i ~ n i l  dredger- yang akan lnengeruk l u~ i i p i~ r  di k ~ l a l l l  utalna 

pada lnusiln hujan dan mengaliskannya ke Kali Posong besar. Karelia 

adanya krisis keuangan global. se,jak bulan September 2008 kondisi 

keuangan PT. LBI atair PT. Minarak Lapindo Jaya melemah. seliingga 

pe~gadaan dredger. men-jadi terti~nda dan berakibat pada n1enusunnya 

kelna~npuan dalaln penanganan se~nburan dan semburan l u ~ n ~ i ~ r . ' ~ "  



Peran PT. Lapindo Brantas Inc. dalam Pemberian Ganti Rugi 

Penanganan ganti rugi dampak sosial bagi warga korban semburan 

lumpur panas di Sidoarjo hingga Selasa Februari 2009, PT. L B I  sudah 

~nengeluarkan dana sebesar 15.322juta dolar AS. 

Ganti rugi tersebut diberikan dalam bentuk paket bantuan sewa 

rumah Rp13.444.963.000, bantuan jaminan hidup, Rp36.372.352.667,- 

serta sewa lahan "pond" (kolam penampilng lumpur) serta holtikultura Rp 

8.875.807.095. Saat ini, PT. LB I  sudah mengeluarkan dana untuk 

penanganan dampak sosial I,umpur Lapindo sebesar 15.32? juta dolar AS. 

Dana sebesar itu. dikeluarkan dalam berbagai bentilk bantuan dan 

kompensasi sosial termasuk paket bantuan sewa rumah. bantuan jaminan 

hidup. sewa lahan pond Jan hortikultilra serta lain sebagc?inJa.'"' 

BantiIan sewa rumah. Yuiiinati Teryanp lnenlelaskan bahwa pakei 

bantuan uang sewc rtimah lahap pertatna sebeluni terjadi ledakcn pipa gas 

mil ik Penalnina di tepi rc! ruas Porang-Gempol sudah direalisasikan 

kepaaa 3.000 KK, terlnasuk bantilan jalninari hidup hingga Ja~luari 2007 

sebesar Rp 36.372.352.667 dan i lnri~k kornpensasi taliap kedua yacig 

diberikan dalaln bentilk paket banti~an ilang sewa rumah liingga 7 Februari 

2007 sebesar Rp 1 3.441.963.009.~" 

Namun, sisa iiarga sebanyak 2.000 KK. yang saat ini masih 

mengungsi. baik di Pasar Baru Porong (PBP) maupun di luar, proses 

Penjelasan Vice President Human Resou1.c~~ and Relations I.apindo. Yuniwati 
Teryana. saat dikonfirniasi. Kompas. Selasa I3 Februari 200'9. 
http://ww~~.menkokesra.go.id/con~ent~\~ie\vi2768/39i 
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kompensasi bantuan sewa rumah lnasih terus berlangsung. la menuturkan, 

pembayaran sewa lahan yang digunakan sebagai kolam penampungan 

lumpur (~ertling pond) dan lahan holtikultura terdampak yang hingga 7 

Pebruari telah terbayar Rp 8.875.807.095. 

Grup Bakrie, perusahaan induk PT. LB1 melnang sudah membayar 

20% ganti rugi setahun lalu. Dana Rp 650 miliar sudah dikeluarkan untuk 

12.061 berkas tanah dan bangunan mil ik Liarga. Narnun, dana ratusan 

miliar itu masih sebagian kecil di antara ganti rugi yang harus dilunasi PT. 

LBI, Bakrie masih punya hutang 80% ganti rugi atau empat kali lipat dari 

daripada dana yang sudah dibayarkan kepada warga. 

Pada bulan Mei tahun 2008, PT. LBI  masitr berkomitmen melunasi 

sisa uta::g terseSut. Gallti rugi 80% sucish dikururkan kepada 5.132 berkas 

dengan nilai Rp 380 ~niliar. .lika lnengacu pada ju~nlah berkas peneri~na 

ber!:as ganti rugi 20%. jurnlah itti sai:gat sedikit. Masih ada 10.097 berkas 

yang menunggu pembalara~l sisa 80% ganti rugi da:i PT. LBI  

Sedangkan laporan terbaru dari PT. L B i  bahwa pihak PT. i B I  

sela~na 3 tahun telah ~nengeluarkan Rp 6.4 trlliun sehingga sela~na 

menangani semburan L u ~ u p i ~ r  Lapindo, bia!a rata-rata yang dikeiuarksn 

Rp 2 tr i l i i~n lebih pertal~un. PT. LBI  juga telah ~nelirnasi 100% 5.1 32 

berkas, srbanyak 12.886 berkas lahan :varga lunas 20%. 191 

Berikut ini adalah ringkasan dari Tindakan PT. LBI  Terkait dengan 

Korban: 

102 Media Center I,usi Suraba!a. /->1io1ire17o / . I I I ~ I ~ ~ I I .  Sic/oo~:jo don O~ipal i  Lapindo. 
Surabaya. 2009. 



Pertama, tnelakukan pelnbayaran jual beli u.y.yef lahan dan 

bangunan warga korban Lumpur Lapindo melalui skema Perpres No. 14 

tahun 2007, yakni lahan sawah dibayar Rp 120 ribulm2, tanah pekarangan 

rumah Rp 1 juta dan bangunan Rp 1.5 juta. Pembayaran dilakukan dengan 

dua tahap, yakni niarga dibayar uang 1nuk2 20%. dan sisanya dilunasi dua 

tahun berikutnya sebesar 80%. Implementasinya, saat dibayar uang muka 

20%, sertifikat tanah dan bangunan warga diambil alih oleh PT. LBI.  

Beberapa kasus. PT. Minarak Lapindo Jaya, selaku juru bayar jual beli 

lahan ini sengaja tidak menghitung teras dan dapur warga dalarn luasan 

jual beli. Kasus ini, ditemukan di Dusun Risen, Desa Glagah Arum, 

Porong. Kini. dalatn kasus pembayaran sisanya 80%, bagi warga Jang 

telah lnenerima 30%. P T. Minarak Lapindo Jaya menawarkan honscy, 

i - e l o k ~ i  perumahan bagi I\ arga. Relokasi ini sebagai kompensasi 

pembayaran 80%. dengan perbandingan nilai assei 80'36 qang bskal 

diteri~na masing rnasing hepala keluarga dengan nilai jual rurnah :.zng 

ditawarkaii oleh PT. Nirwana Villages (Bakrit. G ~ O L I ~ S ) . ' ~ '  

Kedua, bersamaan dengan jual beli lahan ini, I'T. Minarak 

Lapindo juga memberi kan jatah hidup per j iwa sebesai Rp 300.000,-, uang 

pindah rumah per KK Rp 500.000,- dan uang kontrak 2 tahun Rp 5 juta. 

Dalatn implementasinya, ban>ak warga yang uang kontrak Rp 5 juta tidak 

dapat dipergunakan untuk sena rumah di sekitas Porong, karena se~nakin 

mahalnya harga sewa rumah. Sementara pembayaran jatah hidup banyak 
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yang tersendat, sehingga warga harus melakukan protes jalanan untuk 

lnendapatkan jatah hidup Cjadup). 

Ketiga, me~nberikan jatah makan 3 kali sehari kepada 2300 an 

orang yang ada di Pasar Baru Porong hingga kini. Namun makanan yang 

disediakan dibawah asupan gizi yang layak. Karena PT. LB I  mengurus ini 

melalui jasa caleriug yang diorganisir oleh Dinas Sosial Kabupaten 

Sidoar-jo. Pe~nberian makanan juga disalna ratakan. baik kepada bayi 

hingga manusia lansia. Tidak ada pasokan pasokan khusus buat bagi, 

anak-anak, lnaupun lansia. 

C. Peran Pemerintah dalam Kasus Semburan Lumpur 

1.  Pcran Pemerintah dalarv Membuat Kebijakan 

Sebagaimdna herangka teoritis di zitas bahwa pertanggungjawaban. 

baik dibebankan paJa peliierintah i;ial.lpl!n pade korporasi dala:n ha1 in1 

FT. LBI  sangat terganti~ng pada n~rnla-nornia hukurn lang tessedia dala~r! 

ketiga pel-atusan per~~cda~ig-a~ida~iga~l aitu U U Nomor 23 Tahun 1997 

tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup Jang diperbaharui dengan UU No. 

32 Tahun 2009 tentxng Perlindungan dan Pengeiolaan Lingkungan Hidup, 

UU 0412009 dan C U tentang Penanggulangan Bencana Tahun 2007. 

Selain itu, instrumen huku~n yang relevan dlpergi~nakan adalah Pasal 1243 

dan 1365 K U  H P Pcrdata. 

Keterikatan pe~nerintah tersebut. untuk melnbebankan Lewajiban 

kepada pihak ketiga didasarkan pada dasar hukum tentang ganti rugi diatilr 



oleh Pasal 1243 karena adanya perbuatan melawan hukuln yang diatur 

oleh Pasal 1365 KUHP perdata. Kewajiban membayar ganti rugi tersebut 

diperkuat oleh Pasal 34, UU PLH 1997 yang berbu~i! i pencemar atau 

perusak lingkungan wajib melnbayar ganti rugi dan atau melakukan 

tindakan tertentu. 

Sela~na kurun waktu 4 (empat) tahun pemerintah telah 

mengeluarkan beberapa kebijakan yang berhubungan dengan semburan 

lumpur di Sidoarjo. Karena dalam peraturan perundang-undangan tentang 

pengelolaan lingkungan hidup atau undang-undang penanggulangan 

bencana, pelnerintah lnemiliki tanggung jawab yang besar terhadap 

terjadinya kerusakan atau bencana lingkungan. Sehingga dalain ha1 

peristiua se:::buran lumpur pemerintah telah lnengalnbil kebijakan. 

a. Wujud Tanggung Jawab Pemerintah 

Keterlibatan pe~nerintah dala~n ha! pe~i~elesaian Lulnpur 

Lapindo clapat berupa kebijakan-kebijakan yang terdiri deri Ke~utasan 

Presiden (Govertltenl D!.rcreali~n). Kebijakan ini mesupaka11 WLI-)LI~ 

intervensi huku~i i  diluar produk legislatif. Namun. Iial tersebut saligat 

berkaitan de~igan penjabaran lebih lanjur instr~ime~i hukum terkait 

pertambangan, liligkungan hidup dan penanggulangan bencalia alam. 

Untuk penyelesaian kasus lulnpur di Sidoarjo, pe~nerintah 

niengeluarkan Keppres No. 13 Tahun 2006 tentang Tim Nasional 

Penganggulangan Selnburan Lumpur di Sidoarjo. Dalaln diktwn 

kelilna dinyatakan : 



"Dengan terbentuknya T im Nasional dengan tugas 
sebagaimana dimaksud pada Diktum Ketiga tidak mengurangi 
tanggung jawab PT. Lapindo Brantas untuk melakukan 
penanggulangan dan pemulihan kerusakan lingkungan hidup 
dan  nasala ah sosial yang ditimbul kannya." 

Dengan kata lain, pemerintah telah turut terlibat dalaln 

rne11garnb;l sebagian tanggung jawab hukum, tanpa mengurangi 

tanggung jawab PT. L B I  dala~n ~nelnberikan ganti rugi. 

Kebijakan selan-jutnya pemerintah menetapkan tanggung jawab 

hukurn bagi PT. L B I  terbatas pada peta ivilayah tertentu. Hal in i  

didasarkan pada Keppres No. 13 Tahun 2006 digantikan dengan 

Perpres No. 14 Tahun 2007 yang membatasi tanggung jawab PT. L B  I, 

sebagaimana ditentukan pada Pasal 15 Perpres ituIvJ. Pen>,elesaian 

~rasalah sosialnya pun PT. LB!  diberi!:an tanggung janab terbatas 

lnenurut peta hilayah terdampak tanggal 22 "vlaret 2007. D i  luar it11 

Perpres No. I 4  T s h i ~ ~  2007 ysng ~ncneniuhari cara pelal;sanaan 

ganti rugi kepsda korban dalam peta ter-dampak 22 blare1 20C7 dengan 

"2ual-beli" tanah dan rumah korban. Mu lan~a .  kelompok \i.arga korban 

194 Berikut petikan Pasal I 5  ( I ) D a l m  rangka penanganan masalr~ti social 
kemasyarakatan. terdampak tanggal 72 Maret 2007 deiigaii akta ,iiral-beli bukti kepemilikan tanali 
yang mencantumkan luas tanah dan lokasi yang disahkan oleh Pemerintah. (2 )  Pembayaran 
bertahap yang dimaksud. seperli !ang telah disetu.jui dan dilaksanakan ?ads daerah !ang termasuk 
dalaln peta area terdampak 4 Desembcr 2006. 70% (dua puluh pcrsera~us) diba>.arkan dil?iuka dan 
sisanya dibayarkan paling lambat sebulan sebelum masa kontrak rumah 7 (dua) tahun habis. ( 3 )  
Giaya masalah sosial kenias>.arakatan di luar peta area terdampak tanggal 22 Marer 700;. setelah 
ditandatanganinya Peraturan Presiden ini. dibebankan pada APBN. (4)  Peta area terdampak 
sebagaimana dimaksud pada ayat ( I )  dan aJat (3)  adalah sebagaimana tercantum dalani Lampiran 
Peraturan Presiden ini. ( 5 )  Biaya upaya penanggulangan se~nburan lumpur terlnasuk di dalamnya 
penanganan tanggul utama sampai ke Kal i  Porong dibebankan kepada PT Lapindo Brantas. (6) 
Biaya untuk upaya penanganan masalah int'rastruktur terniasuk inliastruktur untuk penanganan 
seniburan l u n i p ~ r  di  Sidoa~;io. dibebankan kepada APBN dan sumber dana lai~inya.j.ang sah. 



di pengungsian Pasar Porong baru yang tergabung dalam Paguyuban 

Warga Renokenongo Menolak Kontrak (Pagarrekontrak) menolak 

Pasal 15 Perpres tersebut, didampingi Y LBH l mengajukan 

permohonan u-ji meteriil ke Mahkamah Agung (MA). 19' 

Salah satu alasan permohonan uji materiil tersebut adalah : cara 

'ijual-beli" tanah korban Lapindo yang rata-rata berjenis "hak milik" 

bertentangan dengan Pasal 21 U U  No. 5 Tahun 1960 (UUPA). 

Korporasi seperti PT. LBI bukan termasuk subyek huku~n pemilik hak 

milik atas tanah, sehingga 'jual-beli" tanah hak lnilik korban dengan 

PT. LBI akan ~nelanggar UCPA. 

Putusan Mahka~nah Agung No. 24/P/HUM/2007 menoiak 

permohonan ilji inaterii! atas 3erpres No. 14 Tahu!i 2007. MA 

berpendapat bahwa Perpres No. 14 Tahun 2007 adalah kebijakan 

pe~nerinttih ;,ang tidak dapat di:!ji. Salah sat11 pertimbaiigan huku~nnya 

MA juga 11iz-nyatakan bal.~\+a cara pelnbayaran "ganti rugi" kepada 

korban Lumpur iapindo dengan cara "jual-beli" tanah dan ban, ~ilnan 

~nilik korban adalah ha1 yang sifatnya tidak lne~naksa korban. Artinya, 

1 0 5  Banlak pihak !ang tidal; sepe~id.~pat denpan Perprcs 14 terscbut. ~iicnurut I-a.jrul 
pemerintah telah nie~i.iacli ta\\anan korlwr~si.Karerla dengan bcgitu. pcrnc~.i~itali akan 
menggunakan uang yakat  didalam penaggulangan semburari lunipur ia ~ i lenul i  sebagai bcrikut" 
Presiden. kcputusan 4nda ~iierigeluarkan uarig Rp1.025 tri l iun dari kas ncgara membuat Republik 
Indonesia rnen,jadi ta\\anIn korporasi. ta\\;lnJn korporatokrasi tepatnya. Berapa lania lagi 
sernburan lumpur Lapindo. 10 atau 30 tahun') Apakah republik. dan generasi annk saya Malia!rn:l. 
I I .  dan Krishna. 9. liarus nienanggung kesalah~n PT Lapindo Brantas juga? Apa yang membuat 
PT Lapindo Brantas begitu iaime\\.a d i  rnata .Ando. apakah karena pemilikriya? Seharusnla semua 
\tialga negara istinit:\\a karena kita l i idup dalani sebuah republik konstitusional. Tak ada beda~iya. 
Slarnet dari Pandeglang maupun Aburizal Bakrie. pcriiilik I'T I..apindo Brantas. Bila Tuhan 
berkeliendak dan nasibn~a bertukar. m isa ln~a  Slarnet pe~n i l i k  PT Lapindo Brantas dan Aburizal 
Bakrit: atau Arida d a ~ i  istri .-\nda adalah Sla~net !ang ~nalang. sernua hak dan ke\va.jibannya scrupa 
sebagai \\alga negara. Negara mesti men.iarnin hak-hak sipil. politik. ekonorni, sosial. dan budaya 
rnereka selnua. tanpa kecuali. M. Fajroel Rshnian. Fnjroel finlntig 1.11t1ip111. 1,npitido B~z~i~crs. 
Forum Pernbaca Koriipas Sslasa 26 .luli 2008. 



korban boleh saja tidak menjual tanah mereka kepada PT. LBI  Tapi ia 

tetap waj ib membeli j ika korban menjual kepada PT. LBI  

Putusan MA itu memang contra I mensyahkan 

pelanggaran kaidah UUPA. Maka warga korban semburan Lumpur 

Lapindo 100 persen tunduk pada putusan itu. Kalaupurr ada beberapa 

orang korban yang tidak bersedia menjual tanah mereka, maka itu 

sesuai dengan pertimbangan putusan M A  tersebut J-ang menyatakan 

bahwa cara jual beli tanah itu tidak lnelnaksa korban semburan lulnpur. 

b. Pemberian Bantuan Sosial 

Pe~nerintah kembali ~ne~nbuat kebi-jakan ya i t i~  dengan 

menge;uarkan Perpres Nomor 48 Tahun 2908 tertang pemberian 

bcntuan sosial terjada:, korban lu!npur di luar peta terdampak. 

Ba~tuan sosial ycng diamanahkan oleh Perpres tersebut adalah bantuan 

sasial uctuk \\arga di 3 Ces,; yaitu Desa Besuki., Desa 

Kedungcangkring. dan Desa Pe-jai-akan. Bantuan sosial irntuk wargz di 

tiga desa di atas diberikan karena adanya rencana psmerinta!i i~ntuk 

lnemanfaatkan desa tersebut sebagai kolam penalnpung lumpur 

sebelum dialirkan ke sungai Kali Porong. Sesuai dengan jadual wakt i~  

yang ditetapkan. proses pencairan dana bantuan sosial telah dapat 

diselesaikan pada tanggal 28 September 2007 sehingga bantuan sosial 

yang berupa bantiran kontrak rumah dan biaya pindah telah diberikan 

kepada 1.666 Kepala Keluarga di tiga desa yaitu Kedungcangkring 1 5 1 



KK, Besuki 1.066 KK dan Pejarakan 449 K K  dengan dana bantuan 

yang berjumlah Rp 4.998.000.000,-. Sedangkan bantuan sosial yang 

berupa jaminan hidup di beri kan kepada semua warga desa yang 

naman\'a tercantuln dalam Kart11 Keluarga sebanyak 6.094 Jiwa, 

dengan nilai uang sebesar Rp 1.828.200.000,-. 

c. Pemberian Ganti Rugi 

Kebijakan terakhir adalah Perpres Nomor 40 Tahun 2009 

berintikan kejelasan ganti rugi sebagai dampak dari semburan di 

Porong untuk korban di luar peta terdalnpak (Perpres 1412007) 

~nerugikan warga. Dapat dinilai bah~va kebi-jakan tersebut inenindas 

korban yang sudah terai;iaya beberapa tahun lalu. 

Sebagaimana Pasal I Sb ayat 5 disebutkan bahwa penzngaiian 

masalah sosial kemas\.arakatan (juai-bcli taliall) diba>-ar bertahap 

dengan ske~iia 20% (pada tahun anggasan 20a8, dan sebesar 3Cl% pada 

tahun 2009. sisanya disesuaikan dengan tahapan pelunasan yang 

dilakukan oleli PT. LBI (sebagaimana >.alig diniaksud dalam pasal 

sebelumnya)". Tidak ada kejelasan soal 50% (selebihnya) akan dibayar 

kapan? Apa maksud dari pe~nerintali membuat peratura~i yang justru 

men-iadikan su~iiber persoalan jauh dari penyelesaian. D i  sisi lain, pada 

Pasal 15B ayat la  tentang penanganan danipak sosial luberan lumpur 

kurang ~nenyebutkan desalwilayah yang seharusnya juga niendapatkan 

ganti-rugi. seperti Glagaharu~n yang terdiri dari tiga dusun 



(Glagaharum, Kemrisen, dan Kuwaron) tetapi yang dimasukkan hanya 

satu dusun, yakni Kemrisen. Serta di Desa Besuki yang berada 

disebelah tilnur eks jalan tol. Sebenarnya pada wilayah tersebut 

sangatlah layak untuk mendapatkan ganti-rugi. Karena selain wilayah 

tersebut juga terkena dsmpak langsung, sumber air bersih di wilayah 

tersebut sudah tercemar dan sebagainya. 

2. Peran Pernerintah Melalui Bapel BPLS 

Ada 4 (empat) sasaran \.ang terkait dengan bidang sosial yang 

ditetapkan dalaln Renstra BAPEL-BPLS 2007-20 1 1 yang harus dapat 

diwujudkan oleh Deputi Bidang Sosial, yaitu:l"" 

2 )  Berkurangnya dampak sosial yang diala11;i warga dall pengembangan 

peran masyarakat dalam kegistan penanggulangan selnhuran lumpur di 

12 desa. 

G )  Bcrkurangnya daliipak sosial sebagai akibal det'ormasi geologi (bei-upa 

bz~hble. semburan gas/air/lumpur) yang mengancaln keselalnatan 

warga, serta pencemaran air tanah dan irigasi yang mengakibatkan 

turunnya prodilkti fitas di 16 dtsa. 

c) Terlaksana~iya/terpeni~hinya evakuasi dan relokasi warga terdaliipak di 

luar peta area terdalnpak tanggal 22 Maret 2007 ke telnpat yang lebih 

aman. 

I <I(, Bapel BPLS. lder7/(/iknri h'ottdisi i'tiir/rii: H~r.ril /~vali/asi Te/.hudap Peti~-nprrir~n 
Sasar.~ifl Renstra BA PEL-BPLS Tahrlt7 2007-201 I. \v\v\i,, bpls.go.id. 



d) Tersedianya data dan informasi sebagai dasar perulnusan kebijakanl 

program penanganan masalah sosial kemasyarakatan (5 paket). 

Sa~npai dengan al;liir tahun 2009. hasil p~ i i t i ng  pencapaian sasaran 

yang terkait dengan bidang sosial tersebut ada:ah: 

I Indikator Kinerja I Target I Realisasi I O/O I 

14.000 berkas pada 12 desa di wilayah berkas 1 berkas 1 
Peta Area Terdampak 22 Maret 2007. 1 

Terlaksananya proses verifikasi 
terhadap tanah dan bangunan sebanyak 

I 

Meningkatnya pemahatnan masyarakat 
I terhadap tugas dan pertnasalahan Bapel I I Laporan I 1 Laporan / 100 1 

14.000 

I BPLS 

13.800 92 

Tertanganinya warga yang berada di 
luar peta terdampak y ~ n g  kondisi rumali 
dan telnpct tinggalnya melnbcliayakan 
keseiamaian j iwa. 

Melaksanakan jual beii tanah dan 
bangunan di 3 desa: Kedungcangkring. 
Besuki dan Pejarakan, seban1,ak kurang 
lebih 2.000 bidang ( I  12 Ha). 

Meiaksanakan pe~libcrian barituan sosial 

I 
kepada 3.100 K K  / 10.020 jiwa. 

Tersedial;! a dzta monografi dan 
pertnasalahan yang berke~nbang di desa 
terdampak (baik di dalam maupun di 
luar peta area terdampak). 

14 desa 

I 066 K K  1 1 866 K K  I56 I 
6 0 9 q ~ v a  1 6094jiiva 0 0  1 I 

I laporan 

62.7 Ha 

(UM 20%) 

113.715 t i i 2  

12 desa 

I laporan 

I 
75 



Realisasi capaian kinerja pelaksanaan jua l  beli tanah dan bangunan 

yang relat i f  keci l  (jauh d i  bawah 90%) d i  desa Kedungcangkring, Besuki 

dan Pejarakan dapat dijelaskan sebagai berikut:I9' 

a) Guna mendukung pencapaian sasaran tersebut, Bapel-BPLS telah 

melaksanakan beberapa kegiatan yaitu: pelaksanaan sosialisasi dan 

mirs!.a\\larah dalarn rangka penanganan rnasalah sosial kemasyarakatan 

d i  3 desa, pelaksanaan inventarisasi pengukuran tanah dan bangunan, 

pelaksanaan verifikasi berkas permohonan jua l  bel i  tanah, bangunan 

dan hasil pengukuran. serta pernbayaran jua l  beli tanah dan bangunan. 

b) Pelaksanaan inventarisasi pengukuran tanah dan bangunan 
... 

dilakjanakan oleli pihak kedua. yaitu B P N  Kabupaten Sidoarjo untuk 

perigukuran tanah dan Dinas PU Cipta Ka lya  Kabupaten Sidaar:jo 

i;ntuli pengirkuran Lm-tyunar,. Pelaksanaan inventarisasi pe~gukurar .  

tanah dan bangrlnan mencapai 1.7 17 bidang dengan luas 88.40 Ha dari 

target Jang dipei.k ir~kan sebesilr 2.000 bidang d c n g a ~  luas 1 12 ha. 

c) Ditin-iau dari luasan !ang akan dari :elah dibebaskan dapar dijelaskan 

bahna target sebesas 1 12 Ha  dalam Rencana Strategis adalali termasirk 

perkiraan luasan i ~ n t u k  Desa Besuki secara kese!usulian. N a m u ~ i  

setelah ditetapkan bahwa yarig rnasirk dalarn peta area terdampak 

"baru" adalah Desa Besirki wi layah barat, rnaka luas tanah yarig 

men-jadi target ilntuk dilakukan proses j iral beli tanah besubah merijadi 

88.40 ha dengan bangunan sel uas 236.788.33 m'. 



d) Realisasi proses jual beli tanah (sebagai uang lnuka 20%) pada tahun 

2008 mencapai 56,90 ha, dan jual beli bangunan mencapai luas 

1 13.7 1 5.60 m'. Tidak tercapainya target luasan tanah dan bangunan 

tersebut lebih disebabkan oleh karena lnasih adanya 87 berkas yang 

. beluln diajukan oleh warga untuk proses jual beli tanah dan bangunan. 

e) Apabila jumlah berkas yang pada tahun 2008 beluln dapat diselesaikan 

prosesn!,a $elnula julnlahnya 87 berkas. pada tahun 2009 telah 

bertalnbah sebanyak 66 berkas sehingga jumlahnya lnenjadi 153 

berkas. Tambahan 66 berkas tersebut dengan rincian : 

1) 51 berkas merupakan berkas tanah sogol Blok Celnpol yang 

awalnya dibagi lnenjadi 41 berk.as, nalnun setelall ada rernbug desa 

yanz baril. akhisnya dibagi 1nen.jadi 93 herkas. tesn:asuk I berkzs 

yang pclniliknya beluln bersedia lr~encrilna keputusan rembug 

desa. 

2) 6 herkas tanah sawah lnilik \vai-ga Kedungcangkring yang sudah 

terlali.jur dibayarkan irang muka 20% 0 1 t h  PT MLJ, nalntln tern~ata 

letakriya berada di luar Peta Area Tzrdalnpak 22 Maset 2007 

sehingga PT MLJ ~nenyerahkan berkasnya kepada Bapel BPLS 

~lntirk prose penyelesaian selanjutnya . 

3) 7 berkas bangunan lnilik warga yang bangunannya besdisi di atas 

tanah kavling di Desa Pejarakan yang masih ada sengketa. 



4) 2 berkas tanah dan bangunan lnilik warga Desa Kedungcangkring 

yang pada tahun anggaran 2008 belum setnpat diajukan. 

Dari 153 ber!:as tersebut, pada bulan Agilstus 2009 telah dilakukan 

pembayzran uai;g ~nuka 20% terhadap 102 berkas dengali nilai nominal 

Rp. 1.781.829.160.- sehingga total berkas yang telah dibayarkan uang 

~nuka 20% sebanyak 1.732 berkas dengan nilai nominal Rp. 

10 1.982.605.704.-. Kelebihan pe~nbayarari kepada \i.arga sebesar Rp. 

4.120.000,- beluln dapat disetorkan ke Kas Negara karena hingga saat ini 

\\,arga beluln menyetorkannya kepada bendahara Bapel BPLS. I"' 

Masih terdapat 5 1 berkas yang belum dilakukan PI.1 B dengan 

riccian: 

1) 29 berkas tanah kavling di Desa P:-jarakan yang liingga saat ini masili 

ada senzketa dan gugatan dari pe~nilik tanah asal. 

3) 7 berkas tanah n ~ i l i k  warga Desa Besuki yang tidali berszdia dibz~.ar 

dengan 11arga tanah sawah. 

3) I berkas milik warga Pejarakan yang masih keberatan dengan hasil 

ilkur dari Kantor Pe:?anahan Kabupaten Sidoarjo. 

4) 6 berkas tailah sa\\ah lnilik \irarga Kedungcal~gliri~ig yang sudah 

terlaljur diba~.arkan ilang lnilka 20% oleh PI'. M LJ. nanliln ternyata 

letaknya berada di luar Peta Area Terdainpak 22 Maret 2007 sehingga 



PT NlLJ menyerahkan berkasnya kepada Bapel BPLS untuk prose 

penyelesaian selanjutnya . 

5) 8 berkas tanah wakaf yang hingga saat in i  belurn ada ketentuan yang 

dapat di-jadikan pedolnan untuk proses penggantiannya. 

Selai~i yang beluln PIJB, lnasih terdapat 1 berkas tanah sawah ex 

gogol B lok Gelnpol Desa Besuki yang belum mengaj ukan perlnohonan 

jual beli karena beluln setuju dengan keputusan relnbug desa. 

Dengan delnikian total luas lahan yang telah dibayar uang muka 

20% seluas 62,2 Ha atau 70,3% dari luas lahan yang lnenjadi target yaitu 

88.4 Ha. Seda~gkan luas bangunan yang telah dibayar ualig lnuka 20 % 

seluas I 13.7 15-60 m' atau 48,17% dari target seluas 236.780.33 11i'.I~)~ 

D. Penyelesaian Sengketa Lumpur di Sidoarjo Melalui Pengadilan 

1. Proses Hukum Perdata (Gugatan Class Action YLBHI) 

Pada Ueselnber 1036 Tim Ke!nanusian Korban Lumpui Lapindo 

deligan Tin1 YLBHI ~nenggugat beberapa pihak yalig berhubungan dengai~ 

Lumpur Lapindo secara perdata di Pengadilali Jakarta Pusat. Adapun pihak 

>.ang digi~gat antara lain: Negara cq. Pelnerintah R1 cq. Presiden R1 sebagai 

TERGUGAT I,  llegara cq. Pemeriritali RI cq. Presiden RI cq. Meliteri 

Energi Su~nber Daya Mineral RI sebagai TERGUGAT 1 1 .  Negara cq. 

Pelnerintah RI cq Presiden RI cq. Menteri Negara Lingkungan Hidup RI 

sebagai TERGUGAT 1 1 1 :  Negara cq. Pelnerintah RI cq Presiden RI cq. 



Badan Pelaksana Minyak dan Gas sebagai TERGUGAT IV;  Negara cq. 

Pemerintah RI cq. Presiden RI cq. Pemerintah Propinsi Jawa Timur cq. 

Gubernur Jawa Timur sebagai TERGUGAT V: Negara cq. Pemerintah RI 

cq. Presiden R l  cq. Pemerintah Propinsi Jawa Timu:- cq. Pemerintah 

Kabupaten Sidoarjo cq. Bupati Sidoar-jo sebagai TERGUGHT VI; dan PT. 

L B I  sebagai T U  R U T  TERGUGAT. Nalnun pengadila lnulai tingkat pertama 

sampai Kasasi lnenolak gugatan Y LBH l sehingga pihak tergugat tidak 

bersalah secara perdata.''' 

Gugatan tersebut adalah gugatan clcr.~.~ action. Dalam UUPLH, 

pengaturan penyelesaian sengketa lingkungan terdapat pada Pasal 30-39. 

Menurut Pasal 30 ayat ( I  ) ULIPLH : 

"Penyeiesaian sengketa lingkungan hitiup dapat ditempuh lnelalui 

pengadilan aiau di lirar pengadilan Serdasarkan pilihan secara 

sukarela para pihak ! ang bersengketa" 

Fenyeles~ian sengke~a l i n ~ k u t i ~ f i ~ i  lnelaiui sarana hirk~ttn pengadilan 

dilakukan drngan mengajlikan "gu_gatan lingkungan" Serdasarkan ?asal 34 

UUPLH jo. Pasal 1365 B\ \ '  tentang "ganti kerugian akibst perbuatan 

melanggar hukum" ("onrecl~rn~ci!igeclcic~cf~). Atas dasar ketentuan ini, lnasi i~ 

sulit bagi korban untuk brrhasil dalaln sugatan lingkungan, sehingga 

kemungkinan kalah perkara besar sekali. Kzsulitan utama yang dihadapi 

korban pencemaran sebagai penggugat adalah : 

'On T im Adwkas i  Kol-ban Keman~rsiaan I .urn pur Sidoa~:io. (;tlga/o/i I ' ~ I . ~ I I N I N I ~  ~ \ ~ / ~ I N I I ~ C I I I  
Hlrklrtii Kas~rs Lliriiprir Pntias Sidoarjo, Desember. 2006. 



1 )  Membuktikan ~lnsur-unsur >,ang terdapat dalam Pasal 1365 BW, 

terutama unsur kesalahan (".rchttlu'") dan unsur hubungan kausal. Pasal 

1365 B W  mengandung asas tanggunggugat berdasarkan kesalahan 

(".rchuld ~~n.rp:prakeI(jkheid'). yang dapat dipersamakan dengan 

"Liability bayed on faulr" dalaln siste~n hukum Anglo-Amerika. 

Pelnbuktian unsur hubungan kausal antara perbuatan pencemaran 

dengan kerugian penderitaan tidak mudah. Sangat sulit bagi penderita 

untuk menerangkan dan membuktikan pencemaran lingkungan secara 

ilmiah, sehingga tidaklah pada tempatnya. 

2) Masalah beban pembuktian ("be~.~:ij.rlast" atau "burde of'yroof ') yang 

menurut Pasal 1865 BWIPasal 163 HIR Pasal 283 R.Bg. merupakan 

kewajiban penggugat.'O1 Padahal. dalaln kasus pencemaran lingkurlgan. 

korban ?ads uln ulnnya a\+ldnl SOCI hukum dan seringkal i berada pada 

posisi eko~loini leillah, bal-ika~i s~!ddh beracia dala::~ keadaan sekarat 

(seperti dala~:~ "T].ugetii Ajil?:)rnora" d i  Mo-jokerto). 

Melihat ha1 tersebut, gugatan Y L B H I  tei-hadap PT. L B I  ditolak 

pengadilan. klasan yang sangat mendasar bah\va ter-jadinya semburan 

lumpur tersebut belum dapat dibuktikan secara hukum bahwa PT. L E I  yang 

bersalah. S~~ngguh  berat dan terasa tidak adi l meiiaj ibkan penderita yang 

memerlukan ganti kerugian untuk mem'buktikan kebenaran gugatanya. 

Menyadari kelemahan tersebut. H u h u ~ n  Lingkungan Keperdataan 

("privaatrechtelijk niiliuerecht") ~nengenal asas tanggunggugat lnutlak 

"' Pasal 1865 BWIPasal 163 HI12 I-'asaI 283 I2.Bg. 



(".~rrick liability "- "risico aan.~prakel~jkireid') yang dianut pula oleh Pasal 

35 UUPLH. Tanggunggugat mutlak tilnbul seketika pada pada saat 

terjadinya perbuatan; tampa melnpersoalkan kesalahan t e rg~ga t .~ '~  

Apakah asas "strict liability" diterapkan u n t u k  selnua gugatan 

lingkungan? Asas stricr-liability lazimnya hanya hanya diimplementasikan 

pada types of .siluafion tertentu (kasuistik) . termasuk types of situation bagi 

berlakunya strick liability adalah 'testrcr-hcrzar-dou.~ activities yang menurut 

Pasal 35 UUPLH lneliputi sengketa lingkungan akibat kegiatan usaha yang : 

a) Menimbulkan dampak besar dan penting terhadap lingkungan 

b) Menggunakan bahan berbahaya dan besacun (B-3) dan atau, 

c) Menghasi l kan limbah B-3. 

3) Kegiatali ~engelolaan zat dan l;!!!bah radioaktif berdasal-kan Pasal 28 

Undang-undang no~iiar 10 Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran. 

e) Pencernai-an lingkungan laut di Zona Ekonomi Ekllisif Indol?esia sedasar 

Pasal 1 ! Undang-~111dang Nomor 5 .Tahun 1952 teniang Zoria Ekono!iii 

Eklusif Indonesia. 

f) Pencemaran ~iiin!ak di laut (wila!ah) sebagairnana ditentukan dalani 

Keputusan Presiden Nornor 18 Tahun 1978 tentang Fengcsahan 

International Coli\.elition on Civil Liability Oil Pollution Damage - CLC 

(vide penye~iipur~iaanya taliun 1992) SO. Keputusa~i Presiden Nomor 19 

Taliun 1978 tenta~ig Pengesalian Ir~rerncrlional Convention on rhe 

- .  - 
-..- 
-'!- Suka~ida I-lusen. Petiegokoti Hrlkrrt~~ 1.itigkritigon Indotiesio. Jakarta: Sinas 

Gratika.2009. 108 



E.rfabli.rhnienf of an Ir~rernu/ional Fund .for. C'onlpen.ru/ion for. Oil 

Pollulion Damage (F~md Convenfion). 

Ukuran dalnpak besar dan penting tentu sangat saintifik dan 

lnembutuhkan pengaturan hukuin yang cermat delni terjalninnya kepastian 

hukum. Sebelum berlakun>a ULIPLH, asas strick liabilify telah pula 

diterapkan secara selektif oleh Pasal 2 1 U UPLH. 

Tujuan penerapan asas tanggunggugat lnutlak adalah: ~rnfzrk 

niemenuhi rasa keadilcmn: men.rejalankan dengun kon1p1ek.rifa.r 

perkenibungan feknologi. ~rrn~ber. daya ulan~ dun lingktrngar~: .serfs 

n~endorong budan u.suha !.~mng ber.i.riko linggi unfuk n~enginferr~ali.~a.rikun 

biu~?u. .ro.si~~I yang ~ U / I C I /  tr:ribul tlkibtri kegia/annytr. Hukzrni Lir~gkungcln 

Kcperdufot~t~ f itluk sciju ~~;cn,yer~trl .scr~,ykefu lingktrngan trnf urcm !r~t/ivit/~r. 

ferapijuga alas nar?w kelonipok !nac;?~ar.akcr/ clengc111 kel)en/ingtrr~ ytrrlp scrn~tr 

nlelalui "gtlga/trn kel~n~pok" - "c1ci.s.r acfion " - "ucfio po/)zil~rri.v". 

Gugaran Per\c,akilan Kelompok adalali suatu !ata carr penga-jtran 

gugatan, dalaln niana sati, orang atau lebih yang lnecvakili kelompok 

lnengajukan gilgatan unti~k diri atau diri-diri lnereka sendiri dan sekaligus 

lnewakili sekelampok orang yang jum lahnya banyak, yang lnelniliki 

kesalnaan fakta atau dasar hukum anlara wakil kelolnpok dan anggota 

kelolnpok dimaksud.'"' 

203 Dari perspektil se,jarah. konsep gugalan perwakilan kelompok ~ i ias \a raka~  (class 
action) pertama kali dikenal di Inggris \.ang menganul Co~nnio~i L n ~ ~ r  .S~:smrm. Se,jak 
diberlakukannya Sirprenie C ~ I I I V  Jliciic.<rrri/.e .Ic/ pada lahun 1873 di Inggris. gugalan ('1n.s~ .-lcrio~i 
(CA) disidangkan pada Sltp/.eme Colo.r. Naniun. sebelum lahun 1873 gugalan CA hanya dapat 
disidangksn pada Courl of Chanter). Keniudian. gugalari CA diadopsi dan dikembangkan lebih 
lan,jul di Amerika Serikat. Kanada. da~i  .Australia dengan ~iienggunakan konsep dan praktik-praklik 



Mas Ach~nad Santosa mernberikan pengertian c1a.s~ actions (gugatan 

perwakilan) adalah merupakan prosedur beracana dalam perkara perdata 

yang tnemberikan liak prosedural bagi satu atau sejumlah orang Cjutnlah 

yang tidak banyak) bertindak sebagai penggugat untuk lnelnperjuangkan 

kepentingan ratusan, ribuan atau jutaan orang lainnya yang mengalami 

kesatnaan penderitaan atau kerugian. Satu orang atau lebih yang talnpil 

sebagai penggugat d isebut sebagai waki l kelas (repre.senfative cla.r..s), 

sedangkan sejumlah orang banyak yang diwakilinya disebut dengan class 

Awalnya, clms action dikenal hanya dala~n lingkup hukuln 

lingkungan yang diatur dalaln UUPLH. Tapi karena perkembangan model 

guqatan ke lo lnp~k ini bel-ke~~ibavg 11n:uk mnsalah-lxaselali lain yang 

berhubul-tgan dengan kepentinghn banyak orang. Karena i:u Mahkaliiah 

Plahkamah Ag i~ng  RI No. I Tahun 2902 tentang Acara Gugatan ?zr?\-akilan 

Kelompok. 

Hak gugat masyarakat pada sengketa lingkungan diata~ls dalalii Pasal 

37 UUPLH. Pasal ini rnenentukan ~nasyarakat berhak mengajukan girgatan 

perwaki Ian ke pengad ilan danlatau lnelaporkan ke penegak hukum 

mengenai berbagai liiasalah lingkungan hidup yang meri~gikan 

perikeliidupan ~nasyarakat. .lika diketahui bahwa masyarakat liienderita 

karena akibat pencemaran danlatau perusakan lingkungan hidup sedelnikian 

peradilan yang berlangsung di Inggris. I N!oman Nu~:ja!a. G~iga/crti Pet.~~~nkiltrti h'elotl~pok 
\Insyat.akal (Clnss Ac/;o17). ml\\,\\ .mani fes't~~blogspot.com 



rupa, sehingga mempengaruhi perikehidupan pokok masyarakat, maka 

instansi pemerintah yang bertanggung jawab di bidang lingkungan hidup 

dapat bertindak untuk kepentingan masyarakat. 

Melihat ha1 tersebut, sebenarnya secara perdata PT. LBI dapat 

digolongkan sebagai perusahaan sekarat, mengingat tumpukan tanggung 

jawab (liabilities) yang sudah sangat tinggi dan tenti~nya akan bertambah 

banyak lagi seiring dengan derasnya semburan lumpur dan meningkatnya 

jumlah korban, baik korban jiwa maupun korban tnateriil dan itnmateriil 

yang telah dan dapat terjadi lagi. Hal ini telah diakui dan dinyatakan sendiri 

oleh Nirwan Bakrie dalam Majalah Tempo Edisi 27 November 2006.~" 

Seiring dengan itu Hilmi Panigoro pernah menatakan bahwa Medco 

dapat s,?;a 1net;ipailitkan PT. LBI. Per-ranyaannya, bazaimana jika PT. LBI 

paili: baik melalui peniailitan yang di la~ilkzin oleh PT. LBI sendi~ i 

(i.nlzmtary bankruptcy) atau dipailitkan uleh salah sat11 rekanan stau 

kreditur~ya (involuntsry lianbtrptc;~). Tsntu dapat diperkirakm hahwa PT. 

LBI telah tnemiliki c ~ i k ~ ~ p  alasan ilntuk tnemai litkan diri sendiri atau 

dipai l itkan oleh krediturnya, karena sangat tn ungkin bahwa persyaratan 

pemailitan yang diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 37 

Tahun 2004, tentang Kepailitan dan Penundaan Kewaj iban Pem bayaran 

Utang. diperkirakan telah terpenuhi. Sehubungan dengan itu jika PT. LBI 

pailit apakah EMP dapat begitu saja lepas dari tanggung jawab hukum yang 

diakibatkan oleh PT. LBI? 

'"' Tempo Edisi 27 November 2006 



Menurut Fredrik J. Pinakunary untuk menjawab pertanyaan itu, perlu 

dikaji Pasal 3 ayat (1)  Undang-Undang No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan 

Terbatas ("UUPT") yang menyatakan bahwa pemegang saha~n perseroan 

tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama 

perseroan dan tidak bertanggung jawab atas kerugian perseroan melebihi 

saham yang telah diambilnya. Namun demikian, Pasal 3 ayat (2) UUPT 

menyatakan bahwa ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak 

berlaku, antara lain apabila Pemegang Saham yang bersangkutan terlibat 

dala~n perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Perseroan (piercing 

the corporate veil). Dengan demikian tanggung jawab EMP menjadi tidak . 
tak terbatas bilamana EMP terlibst dala~n perbuatan mela\van hukum yang 

dilakukan oleh PT. ~61.'"' 

Perbuatan Melawan Hukum Pasal 1365 Kitab U!:dsng-Undang 

Hukum Perdata ("KUH Perdata") menyatakan bahwa tiap perbaatan 

~nelanggsr hukunl yang melnbawa kerugia~: kepada orang laill. mewajibkan 

orang karena salahnys menel-bitkan kerugian itu, mengganti her~~gian 

tersebur. Jadi, unsur-unsur perbuatan melawan huku~n terdiri dari: 

I) Perbuatan yang t~dak hanya bertentangan dengan undang-undang, tetapi 

juga mencakup perbuatan yang ~nelanggar hak orzng.lain, bertentangan 

dengan kewaj iban hukum pelaku, bertentangan dengan prinsip kehati- 

' 0 5  Fredrik .I. Pinakunar!. .\lengkajr Gzrgatan PhIH dalam Kaslrs Pet.~rsakan Lingkzrngatl 
di Po, ong. Sidoarjo, http:l/huku~nonline.com/detail.asp?id= 1604j&cl=Kolom 



hatian dan bertentangan dengan norma atau kaidah yang berlaku dalam 

masyarakat206; 

2) Perbuatan sebagaimana dimaksud di atas mengandung kesalahan; 

3) Mengakibatkan kerugian; dan 

4) Terdapat hubungan sebab akibat antara kesalahan dengan kerugian. 

Mengingat Indonesia adalah negara hukum, maka satu-satunya pihak 

atau lembaga yang berhak memutuskan atau menyatakan ada atau tidak 

adanya perbuatan melawan hukum adalah pengadilan melalui putusan. 

Berikut adalah analisis singkat mengenai unsur-unsur perbuatan 

melawan hukum bilamana korban menggugat. t 

Pertama, Pelanggaran terhadap Hak Orang lain. Sudah menjadi 

fakta yang tidak terbantahkan (r~otoir feiten) baliwz se!nburan Lumpul- 

akhirnya telali niemakan korban jiwa dan menenggelamkan sekitar 8 desa 

sehingga 794 keluarga atau 2.174 crang telah mengungsi karena kehi langan 

tempat tinggal dan mata pencaharian, belum lag; sektor usaha yang terpaksa 

yulung tiLar dan lahirnya sejl;mlah orang gila jsaltit jiwa) basu di daerah 

tersebut.'" Fakta-fakta tersebut me~nperlihatkan bahwa pengeboran yang 

dilakukan PT. LBi telah merampas hak-hak dasar warga Porong, Sidoarjo 

i~ntuk ~nemperoleh kehidupan secara layak seperti sebelu~n pengeboran 

dilakukan. Tentunya fakta-fakta ini harus dipertimbangkar, oleh pengaciilan 

i~ntuk ~nenentukan ada atau tidak adanya pelanggaran hak orang lain sebagai 

salah satu syarat gugatan perbuatan melawan hukum. 

'OG Lihat: Putusan Lindenbaum-Cohen HR 1919 
'" Lihat: Koran T e m p o  30 November  2006 



Kedua, Kesalahan unsur kedua yang harus dibuktikan dalam 

gugatan perbuatan melawan hukum adalah kesalahan. Oleh karena itu, ada 

atau tidak adanys kesalahan PT. LBI, akan diputus oleh pengadilan dalam 

persidangan. Permasalahaiinya bagaimana sistem pembuktian yang berlaku 

dan siapa yang harus membuktikan unsur kesalahan? Mengenai sistem 

pe~nbuktian dapat dijelaskan sebagai berikut: 

a) Tanggung Jawab Atas Dasar Kesalahan 

KUHPerciata kita menganut sistem tanggung jawab atas dasar 

kesalahan (based on faull liability). Jadi, siapa yang menggugat harus 

membuktikan kesalahan tergugat (Lihat Pasal 1865 KUHPerdata dan 

prinsip aclori inclrn!bilprobalio). Prinsip ini berfungsi untuk mencegah 

gugatan yang tidak berdasar dan bersifat mengada-ada, karenz jika 

pe~nbuktian dibebankan kepada tergugat, ri~aka dapat dipastikan bshwa 

akan lahir banyak cygatan yang tidak berdasar dan ~nengada-ada. Narnull 

delni~ian, menurut kami ada hal-ha1 tertcntu yang dapzt dijadlksn 

pertilnbangan oleh pengadilan untuk tidak menerapkan sistem ini. 

Misalnya jika korban Lurnpur menggugat, suds11 selayaknya bagi 

pengadilan untuk tidak menerapkan sisiem pe~nbuktian tersebut karena 

masyarakat akan sangat kesulitan ~ ~ n t u k  membuktikan kesalahan PT. 

LBI baik dari segi teknik pengeboran, penggunaan alat pengeboran, 

pernasangan selubung (casing) yang tentunya ~nelnerlukan tensga ahli 



dan teknologi canggih yang biayanya sangat mahal dan sulit ditanggung 

oleh k ~ r b a n . ~ ' ~  

b) Tanggung Jawab Tanpa Kesalahan 
d 

Sudah menjadi fakta bahwa struktur sosial dalam masyarakat 

menimbulkan berbagai lapisan masyarakat. Lapisan atas adalah mereka 

yang mempunyai akses ke berbagai kebutuhan ekonomi, sosial dan 

politik, sedangkan lapisan bawah biasanya tidak memiliki kesempatan 

yang dimiliki lapisan atas. Selanjutnya aktifitas di bidang industri yang 

dilakukan oleh dan menguntungan masyarakat di lapisan atas kerap 

membawa dampak negatif dalaln kehidupan masyarakat kecil yang 

se:-ingkali lncnjadi kvrban pelnanfaatan tenaga, Facemaran lingkungan, 

dan penderitaan sosial lainnya. Fakta ini telah lnenjadi dasar dan alasan 

masyarakat lapisan bawah cii Eropa u ~ t u k  menuntut agar llukuin 

n~e!indungi kepentingan lnereka dan sekaligus menjamin liehidupan 

ekonomi, politik maupun sosia! ~nasyarakat kecil. Pade saat itulah lahir 

ajaran hukuln atau doktrin yang lnenuntut tanggung jawab para 

industriawan. Menurut doktrin tersebut, industriawan bertanggung jawab 

terhadap dalnpak negatif yang diakibatkan kegiatan industri tanpa harus 

membuktikan kesalahan industriawan bila kegiatannya lnenimbulkan 

kerugian. Dalaln kasus Rylands vs Fletcher (1968) dikatakan 

".... the doctrine of strict (or absolute) liability has evolved' in 
modern rimes in certnin kinds of sittiation, that is not wrong;ful 



but give rise to liabili? even in the absence of an allegation of 
negligence or fault.. . ." O9 

Selanjutnya tanggung jawab tanpa kesalahan atau tanggung 

jawlab mutlak telah diterspkan dalam Konvensi Paris 1960 tentang Kapal 

Nuklir yang mengatakan: 

"...because of special dangers involved in the activities within 

the scope of the convention and the dficulty of establishing 

negligence in view of the new techniques of atomic energy". 

Selain itu juga diatur dalam Konvensi Roma 1952 tentang 

Tanggung Jawab Terhadap Pihak Ketiga d i  permukaan Bumi, Montreal 

Agreement o f  1966, Protokol Guatemala City 197 I ,  Liability 

Convention o f  1972 tentang 'Tanggung Ja;vab lnternasional Peluncuran 

Benda-benda Angkasa: Pasal 35 UU  2311997 tentang Pengelolaan 

Lingkungan Hidup, UU  Nolnor 1992 Tahun 1992 tentang Pellerbangan. 

Dalzm pasal 44 UU  lVomor 15 Tahun 1992 dikatakan operator 

bertanggung jawab atas kerugian yang diderita pihak ketiga di  

perrnukaan bumi dan tanggung jawab produk pesawat ~ d a r a . ~ "  

Mengenai siapa yang har~rs membuktikan Ilnsur kesalahan dala~n 

permasalahan ini dapat dijelaskan sebagai berikut: 

Bilamana korban ~nenggugat berdasarkan perbuatan melawan 
hukuln yang mengakibatkan kerusakan lingkungan, maka 
seharusnya pengadilan rnenerapkan siste~n pertanggungjawab& 
mutlak atau tanggung jawab tanpa kesalahan berdasarkan Pasal 
35 ayat (1 )  UUPLH dan pen-jelasannya. 

209 lbid 
" O  Lillat: Gpini K. Martono pada Harian Konipas tanggal 9 April 200 1, lbid 



Oleh karena itu pengadilan seharusnya menerapkan sistem beban 

pem buktian terbal i k berdasarkan prinsi p praduga bersalah sebagaimana 

telah diterapkan dalaln Konvensi Warsawa 1929 yang diadopsi 

Indonesia dalam Staatblad 1939- 100 tentang Ordonansi Pengangkutan 

Udara dan Fasal 43 Undang-Undang Nomor 1 5 Tahun 1992 tentang 

Penerbangan dan Pasal 86 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1992 

tentang Pelayaran. Selain Konvensi Warsawa, prinsip praduga bersalah 

(presumption of liability) j uga dapat ditemui dalam Protocol The Hague 

1955 dan Konvensi Guadalajara 196 1 .*I 

Walaupun kesalahan tidak harus dibuktikan oleh korban, namun 

ada sejumlah indikasi bahwa PT. LBI telah ~nelakukan kesalahan. Hal ini 

antara lain dapat dilihat dari adanya permol;man arbitrase yang diajukan 

Medco terhadap PT. LBI yang disebut-sebut telah ~nelakukan gr-o.~s 

negligence karena tidak niemasang szlubung (casing) dan konon. PT 

Medici, kontraktor yailg aitur~.juk PP. LG I unt~~k. melakukan pengcboran 

tidak ~nemiliki seciifikasi kompetenbi. 

Ketiga, Ikrugian dala~n perliiasalahan ini, telah terjadi kerugian 

i~n~nateriil dan materiil. Kerugian imlnateriil lnencakup korban jiwa, depresi 

..> berat dan kegilaan, kehilangan ketentera~nan hidup, lnasa lalu dan lain 

sebagainya yang tentunya tidak dapat dikalkulasi secara matematis. 

Selanjutnya kerugian materiil adalah sebesar US$ 140-1 70 juta plus biaya 

relokasi penduduk sebesar Rp.1-2 trilyun (versi Tim Nasional) atau US$] 80 



juta - Rp.3 milyar (versi Danareksa) ditambah dengan US$ 106 (estimasi 

kerugian oleh Elliot Association Pte. Ltd. hingga akhir 2 0 0 6 ) . ~ ' ~  

Berdasarkan kajian Komnas HAM, terungkap telah terjadi kerusakan 

1 70 hektar sawah, 3.6 1 4 orang dari 20 pabrik kehi langan pekerjaan, 1.532 

keluarga (5.928 j iwa) kehilangan tempat tinggal, berbagai infrastruktur, 

seperti jalan, saluran irigasi, sekolah, kantor, masjid, musholla, dan 

puskesmas, rusak, serta sedikitnya 40 usaha kecil dan menengah tidak dapat 

berproduksi. 

Dengan demikian unsur ketiga dalam perbuatan melawan hukum, 

yaitu kerugian telah jelas-jelas terjadi. 

Keempat, adanya hubungan dengan akibat antar kesalahan dan 

kerugian Unsur kewpat yang harus dipenuhi dalam gugatan pe:-S:~atan 

lnelawan huku~n adalzh adanya hubungan sebab akibat antara kesalahan dan 

kzr~giati. Besdasarlcan Penjelasan Pas21 35 ULIPLH unsur kesalahan tidak 

per111 clibuktikan oleh !<orban untuk menuntui ganti kerugian. Plaliiun 

demikian berdasarkan Pasal 35 ayat (2) UUPLH Penanggimg jawab usstha 

daniatau kegiatzn dapat dibebaskan dari kewajiban lneinbayar ganti rugi 

sebagaimana dimaksud pada ayat ( I )  jika yang bersangkutan dapat 

membuktikan bahwa pencemaran danlatau perilsakan lingkungan hidup 

disebabkan salah satu alasan di bawah ini: 

a. adanya bencana ala~n atau peperangan; 

b. adanya keadaan terpaksa di luar kemampuan manusia; atau 

'I' Lihat Majalah Tempo. Edisi 27 ~ o v i m b e r  2006 



c. adanya tindakan pihak ketiga yang menyebabkan terjadinya pencemaran 

danlatau perusakan lingkungan hidup. 

Oleh karena itu. jika PT. LBI dapat membuktikan hal-ha1 tersebut di 

atas, maka perseroan tersebut dapat dibebaskan dari kewajiban ~nelnbayar 

ganti rugi. Sebaliknya jika PT. LBI tidak dapat membuktikan nal tersebut 

maka jelas terbukti bahwa kerugian yang dialami masyarakat Porong, 

Sidoarjo adalah akibat dari kesalahan PT. LBI  

Demikian analisis mengenai unsur-unsur perbuatan melawan huku~n 

sebagaimana dimaksudkan dala~n Pasal 1365 ~ ~ ~ ~ e r d a t a . " '  

2. Proses Hukum Pidana (SP3 Polda Jatim) -. -  

Tanggung ja\\-ab PT. I ,BI secara pidana seakar! terl-iapus dengan 

keluarnya Surat Penghzntiaii Penyidikan (SP3) dal-i Polda Jatim. Setelah 

melakl-lkan penyidikafi tiga tahun, Polda Jaiva Timur mengeluarkan SP3 

alias penghe~tian penyidikan kasus serr,buran Lumpur Lspindo. Langkah 

hukum ini menjadi pii pahit bagi warga ko~ban. Lolosnya kasus senlbura~~ 

Lumpur Lapindo !ang kesekian se~nakin menegaskan potrct hitam 

penegakan huku~n lingkungan di Indonesia. 

Sebelumnya. gugatan WALHI atas kasus serupa di Pengadilan 

Negeri Jakarta Selaran ditolak hakiln pada 27 Dese~nber 2006. Majelis 

menyatakan se~nburan l u ~ n p ~ ~ r  disebabkan feno~nena alam. Di  tingkat 

banding, lagi-lagi, hakim menyatakan para tergugat itu tak bersalah. 

213 Fredrik J. Pinakunar!. .Mengkaji G~cgatan PMH dalan~ Kaslcs Pet.lcsakan Lingkungan 
di Porong, Sidoarjo, http://hukumonIine.com/detaiI.asp?id=16045&cl=Kolc~n 



Begitu pula halnya dengan gugatan YLBHI di PN Jakarta Pusat 

yang ditolak pada 27 November 2007. PN Jakarta Pusat menyatakan 

Pemerintah dan PT. LBI sudah optimal menangani semburan lumpur. 

Putusan ini kemudian dikuatkan Pengadilan Tinggi Jakarta pada 13 Juni 

2008. 

Tajuk Rencana koran Jawa Pos menyebut SP3 kasus semburan 

l umpur se bagai tam paran !.ang menyakitkan karena kegagalan upaya 

hukum terjadi saat kasus itu masih bergulir di tahap awal, yakni 

penyelidikan. 2 1 1  

Penghentian penyidikan itu sesungguhnya bukan yang pertama. 

Sebelumnya, Polda Jatiln (tahun lalu) pernah lner~ginstruksikan jajarannya 

~intuk mengiientilcan penjelidikan se~nburan lu~rpur  dengan aiasar! tidak 

menernukan bukti kuat. bleski upaya tersebut belum terealisasi - karena 

j a j a r~n  Polri buru-buru meral~t  rencana E I ' ~  Pclds ?a:im - dilihst dari 

alasar. yang dikemukskan, SP3 liaii ini sama persis dzngan sebelumnyz. 

Yakni, ketiadaan bukti kuat. .fbcrl~nl yrovinz. ketidaksarrggi~pan penyidik 

memenuhi petunjuk Jaksa Pequntut Umum (JPU) i~ntuk men!buktikan 

korelasi semburan lumpur dengan kegiatan eksplorasi Sumur Banjarpanji 

I,  serta kekalahan gugatan \\.'ahma Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) 

dan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI). 

Menurut Indah 3wi Qurbani. alasan di atas sejatinya sulit dicerna 

dengan logika hukum. Pertnnici. standar degree of evidence menyebutkan 

214 Tajuk Rencana Jawa Pos, Tanggal 8 Agustus 2009 



minimal dua alat bukti yang sah dan keyakinan hakim sudah dapat 

digunakan sebagai alat bukti (Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum 

Acara Pidana-KUHP). Dalam kasus semburan lumpur, Polda Jatim 

sesungguhnya sudah mengantongi tiga jenis alat bukti fakta Cfacl 

evidence), yaitu: keterangan saksi fakta, surat-surat dokumen, dan 

keterangan ah li. 

Kedua, ketiadaan celah yang menurut Polda Jatim tak bisa 

mengarah pada factual proving (pembuktian fakta) merupakan 

pembohongan publik. Sebab, ada 56 saksi yang diperiksa, termasuk pelaku 

pengeboran. Kepolisian juga telah memintai keterangan 2 1 ahli berbagai 

ilmu, dari geologi, minyak, pengeboran, hingga gempa. 

Kctiga, alasan lain yang digunakan Polda Jati~n untuk 

mengher?tikan penyidikan terkait dengan gagalnq'a gugatan Wa!hi dan 

YLBHI. Terltu alasan ini sulil diterima mengingat Walhi dan YLBHl 

masih melaki!kan proses banding. Apa!agi gugata~l yang di!akukan Walhi 

bersifat perdzta yang dialilr dalam Pasal 38 ayat 1, 2, dan 3 LIUPLFI. 

selnentara penyidikaii Polda Jati~n meri~pakan proses pidana. 

Prinsip pencarian kebenaran dalam perkara pidana sejatinya 

berbeda dengan perdata. Hukum Acara Pidana mencari kebenaran materiil, 

sedangkan Hukum Acara Perdaca mencari kebenaran formil. Dengan 

delnikian, penyidik Kepolisian dalam perkara pidana sehari~snya tidak 

menjadikan alat bukti piltusan pengadilan perdata dalam kasils Lumpur 



Lapindo sebagai alat bukti yang dapat menyilnpulkan kebenaran 

lnateri i Inya. 

Ketentuan hukum pidana dalani tindak pidana lingkungan 

memperhatikan asas subsidiaritas. Hukum pidana didayagunakan apabila 

sanksi hukum bidang lain seperti sanksi administrasi, sanksi perdata, dan 

alternatif penyelesaian sengketa tidak efektif, serta perbuatannya 

lneniln bulkan keresahan di masyarakat. Juga sebagai antisipasi tindak 

pidana korporasi. 

SP3 bahkan paradoks dengan pernyataan juru bicara Polda Jawa 

Tirnur Komisaris Besar Pudji Astuti. Menurutnya, pengelnbalian terakhir 

pada 6 April lalu berbanding terbalik dengan hasil penyidikan yang sudah 

lengkap dan disilnpuikan b:.hwa peristiwa selnbliran lum?ur tersebut 

akibat kesalahan 1nan1.1sia (htrn:an error). 

Apalagi. Polda !awa T'imul- telah ~nene tapka~~  13 ~ersangka. Puuji 

j u p  pernah mengatakan, kzndati penyidilian Poids Jaliln selalc 

dike~nbalikan kejaksaan. polisi tak akan ~nei~ghentikar! penyidikan. 

Namun, alil.1-alih lnenyeriusi ptnyidikan kasus se~nbui-an I i ~ m p ~ ~ r ,  

bolak-balik perkara dasi Kejaltsaan ke Polda Jatiln kerap terjadi. 

Kekalahan gilgatan I 'LBHI dan Walhi yang digunakan sebagai alasan 

lnerupakan bukti ketidakseriusan pelnerintah mempet:juangkan nasib 

warganya. Seharusn!-a aparat penegak hukuln lnenggilnakan pendekatan 

asas persalnaan di niilka hukum (eqlrali~y before the  la^^) terhadap siapa 



pun yang bertanggung jawab. Dan, diperlukan keterlibatan publik melalui 

transparansi gelar perkara kepada publik dalam perkara ini. 

Apalagi, kejahatan semacam se~nburan lumpur sejatinya dapat 

diidentifikasi sejak timbulnya kerugian Farm), yang kelni~dian 

mengakibatkan lahirnya pertanggungjawaban pidana atau criniinal --- 
liabi~ity.~' ' 

A 
14 . . - -. 

Dalaln konteks semburan lumpur, salah satu bukti dapat dibaca 

lnelalui logika alur proyek yang terkait data tentang titik akhir pengeboran 

(drilling). Saat terjadinya blow ozlr lumpur dan uap gas H2S, rencana 

pengeboran (drilling planning) dalam eksplorasi adalah bagian dari 

perencanaan stratcgis pelnegang izin eksplorasi. Berdasar data yang dirilis 

berbasai media, repcana titik akliir pengeboran di Su~nur Balijarpa~i.ii-l 

adalah i0.000 feed. Sementara itu. saai terjadi semburan lulnpur panas. 

titik terdalam yacg dic?.p~i !nasih da!am kisaran 8.000-9.000 feed. 

Padahal Polda Jawa Timur- telsli lnelneriksa 9 tersangka L I ~ ~ L I ~  

kasus L ~ ~ n p u r  Pcnas. Seiair; kaiyawan yang ada di lapangan dan manager 

d?-ilii?~g PT. Medici Citra Nusa, juga turut diperiksa Vice President DSS 

(Drilling Share Service) PT. Energi Mega Persada, perusahaan induk PT. 

LBI dengan dugaan : 

a) Kelalaian yang menimbulkan bahaya ban.jir lu~npur (Pasal 187 dan 188 

K U H P  serta Pasal4 1 dan 42 UUPLH) 

? I 5  Hyrnan Gross. .4 Theoi:, qf Criniinal Jlislice. Oslbrd Universit! Press. Ne\\  York. 
1979. Dikut ip dari lndah Dwi Qurbani. Blztnder SP3 h'osrr.r Lupindo. Jaws Pos I3 August 2009. 



b) Kelalaian, karena seharusnya melnberikan perintah menghentikan 

operasi pengeboran, ternyata masih terus dibiarkan. 

c) Patut mengetahui perbedaan antara kontrak kerja yang diberikan PT. 

LB I  IEMP pada perusahaannya dengan drill i17~~ro~rar17."~ 

Dari ketiga dugaan ini tampak terlihat bahwa sebanyak 9 orang 

akan dijadikan tersangka dalam kasus lu~npur panas ini terutama dari sisi 

hukum pidana yang diterapkan oleh Polda Jawa Timur. Saat ini 3 berkas 

sudah dilimpahkan ke pihak Kejaksaan Tinggi Jawa Tilnur namun kabar 

terakhir pihak Kejaksaan mengembalikan berkas kasus tersebut kepada 

pihak penyidik Polda Jawa Timur. 

Melthat rentetan cerita kasus pidana yang dilakukan dalaln kasus 

i:lmp!!!- panas ini, sebenarnya menunjirkkan bahwa kasi~s selnburan IL~III~LIV 

akan diberlakukan seperti tindakan kejahr~an pads umumn>.a, a~~ta ra  lain 

hanya orang daiam ha1 ini personil yang sda didalaln lingkaran PT. Li31 

dan para kontrakt~rnya. MasIh mer~!juk pada ketentuali pidam cia!aln 

KUHP kita yang tnasih lnenerapkan bahwa "barang sic!pu ,voi7g 

nlelakukun tindakan kejahatan" lnaka pertanggung jawabannya pidananya 

dikenakan lhanya kepada orang sebagai rechr per.son (Pasal 59 KlJHP dan 

Pasal 1 KUHAP) 

Jika dilihat dari logika operasional. bahwa Sumur Banjar Panji-l 

berada di Blok Brantas yang merupakan konsesi lnil ik PT. LBIIEMP atas 

dasar Prodtrction Shari17g Contract (PSC) dengan B P-M igas. Pekerjaan 

"' Berita Acara Perneriksaan Berkas Lapindo Brantas 



Drilling merupakan tanggung jawab departnlent Drilling PT. LBI, namun 

pekerjaan ini di-subkontrakkan kepada pihak lain yaitu PT. Medici Citra 

Nusantara (MCN). Seperti yang juga kita ketahui bahwa pemilik sahatn 

sektar rnigas di Blok Brantas adalah sebanyak 50% dipegang oleh PT. 

EMP dan sisanya terbagi menjadi milik Santos LTD, PT. Medco Energi 

Tbk dan PT. LBIIEMP Inc. Artin>,a terdapat empat pihak yang terkait 

langsung dengan operasi pengeboran pipa diseluruh wilayah Blok Brantas. 

Dimana penanganan lumpur panas ini sudah selayaknya rnenjadi beban 

PT. LBI  dan pemilik saham lainnya yakni PT. Energi Mega Persada Tbk 

PT. Medco Energi Tbk, dan Santos LTD sesuai Pasal 6 ayat 2 poin c U U  

22 tahun 200 1 tentang Minyak dan Gas Burni. 

Namun meliliat begitir besarnq; kel.irgi*ri (sosial. ekonomi dnn 

lingk~lngan) yarrg diderita sebagai akibat kela!aian kebocoran pipa gas dan 

menirrlbul kan lumpur panas ini, tidak pantas rasanya penangalrm Las::s 

tersebut hsnya dibebankan secara h~~kur:i hanya kzpada 9 orang sepel-ti 

tersebut diatas. 

Ada ha1 yang menarii, dari pernberitaan Kompas tanggal 16 

Uovember 2006 mengenai penjualan saham PT. LBI kepada Freehold 

Group. Salah seorang pejabat penghubung PT. Energi Mega Persada. 

perseroan yang rnemiliki Kalila Energi Ltd dan Pan Asia Enterprise Ltd 

sebagai para pernilik seteatus persen sahalii PT. LBI. tiienyatakan bahwa 

setelah penandatanganan perjanjian jual beli tersebut, sernua aset dan 

kenajiban PT. LBI  per 14 Nuvember 2006 inenjadi tnilik Freehold. - 



Permasalahannya. apakah transaksi tersebut dapat mengalihkan 

tanggung jawab pidana yang sangat berpotensi untuk dituntut oleh korban 

Lu~npur Lapindo? 

Sebelurn ~nenguraikan permasalahan itu, perlu disampaikan bahwa 

Wakil Presiden dan Kepala BP Migas telah menyatakan sikap bahwa PT. 

LBI sebagai kontraktor harus bertanggung jawab atas kerusakan 

lingkungan tersebut. Seiring dengan itu, rencana pengalihan saham PT. 

LBI disebutkan oleh Direktur Utama PT. Medco Energi Tbk sebagai 

upaya pelepasan tanggung jawab (Koran Tempo, 8/9/2006) dan oleh 

karena itu perseroan tersebut telah mengajukan permohonan arbitrase 

terhadap PT. LBI yang dianggap telah rnelanggar joint operation 

ngiaeei1ieni tanggal 1 Mei 1992. 

Di sisi lain. Aburizal Bakrie menegaskan bahwa pemindahan 

kepenii~lkan P'T. LBI tidak akan menghilangkan tanggung jawab dali 

pihak petnbeli, dalam ha1 ini Freeho!:l' Group harus metnbiayai 

pel-~nasaldhan PT. LBI Terlepas dari silang pendapat mengenai ha1 

tersebut. berikut adalah ~traian tentang sislem pertanggungjanaban yang 

berkaitan dengan tindak pidana pel-usakan lingkungan. 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan 

Lingkungan Hidup (UU PLH) Pasal41 Ayat ( I )  menyatakan, 

"barangsiapa yang melawan hukum dengan sengaja ~nelakukan 
perbuatan yang mengakibatkan pencemaran danlatau per~~sakan 
lingkungan hidup, diancain dengan pidana penjara paling lama 
sepuluh tahun dan denda paling banyak lima ratus juta rupiah". 

Selanjutnya, Pasal 42 Ayat (1) menyatakan, 



"barangsiapa yang karena kealpaannya melakukan perbuatan yang 
rnengakibatkan pencemaran danlatau perusakan lingkungan hidup, 
diancarn dengan pidana penjara paling lama tiga tahun dan denda 
paling banyak seratus j uta rupiah". 

Dikaitkan dengan masalah ini PT. LBI sebagai penyebab 

meluapnya lumpur yang menenggelamkan sejumlah desa, h s n ~ a  dapat di 

pidana jika dapat dibuktikan bahwa PT. LBI sengaja atau alpa dala~n 

melakukan pengeboran. Artinya, jika perusakan lingkungan yang 

memakan korban telah terjadi, tetapi tidak dapat dibuktikan bahwa PT. 

LBI sengaja atau alpa dala~n melakukan pengeboran, rnaka perseroan 

tersebut tidak dapat dihukum. 

,. 

' 
Jika ha1 ini terjadi, tentunya rasa keadilan masyarakat. khususnya 

korban Lumpur Lapindo, akan se~nakin terko>.ak. Keadaan ini seharusnya 

tidak akan terjadi jika pe~gadllan berseclia menerapkan sistem tanggung 

jawab pidana mutlak. 

Berbeda dengan sistem tanggu~ig jawab pidana iltnuln yang 

me~gharuskan adanya kesengajaar: a:au keaipaan. dalaln sistetn tanggilng 

jawab pidana lnutlak hanya dibutuhkan pengetahuan dan perbuatan dari 

terdakwa. Ar-tinya, dalaln melakukan perbuatan tersebut si terdakwa 

mengetahui atau rnenyaclari ter~tar~g potensi kerugian bagi pihali lain, maka 

keadaan ini cukup untilk tnenuntut pertanggungjawaban pidana 

daripadan!.a. Jadi, tidak diperlukan adanya ilnsur sengaja atau alpa dari 



terdakwa, tetapi semata-mata perbuatan yang telah mengakibatkan 

pencemaran.*'' 

Konkretnya, tidak perlu dibuktikan apakah PT. LBI memiliki unsur 

sengaja atau alpa, tetapi kegiatan pengeboran yang akhirnya menyebabkan 

semburan lumpur yang merusak lingkungan sudah cukup untuk 

melnidanakan perseroan tersebut. Mengingat karakteristiknya tersebut, 

sistem tanggung jawab pidana mutlak hanya tepat untuk diterapkan pada 

kejahatan sosial, seperti pencemaran atau perusakan lingkungan, 

psikotropika, inflasi. korupsi, dan jenis kejahatan lain yang berdampak 

luas kepada masyarakat. 

Penerapan tanggung jawab pidana mutlak dapat dilihat dalam 

kasus Alphzcel Ltd versus Woodward. Peligadilan I~lggiis men! atakan 

terdakwa bersalah karena melangyr Rlvel- PI-evention of' Poll~~tron Acf 

195 1 .  'Terdakwa meliissui<kan tangki ke d a l ~ m  svngai p n g  menyebabkan 

saluran air ke silngai tidak berfi~nzsi karcna tangkr te~sebut ditempatkan 

pads, salulan yans lnengganggil polnps yang bcrf~ngsi 1111t~ik lnericegah 

barijir. Tangki tersebut membuat polnpa tidak berfi~ngsi karena dipenuhi 

turnbuh-tumbuhan dan banjir lnenyebabkan air tercemar. 

Dala~n kasus in i  sebenarn~ a tidak ada bukti yang lneln beratkan 

terdakwa tentang kesengajaan atau kealpaan. tetapi pengaailan ~nembuat 

pertimbangan babwa seandainya setiap perkara pencelllaran harus 

dibuktikan unsur kesengajaan atau kealpaannya, ~naka pihak-pihak yang 

" Frances Russell dan Christine Locke. Et7glish La,,) and Language, Cassed, 1992. 



diduga mencemar kemungkinan akan selalu bebas, walaupun pencemaran 

telah terjadi dan dengan demikian pencemaran akan terus berlanjut 

sehingga sungai-sungai akan semakin tercemar. 

Oleh karena itu, dengan melihat fakta bahwa pencemaran telah 

terjadi dan ada pihak yang terkait erat atau pihak yang diduga keras 

menyebabkan pencemaran tersebut, maka pihak tersebut layak untuk 

dipidana.2'8 

Bilamana laporan korban lumpur PT. LBI diperiksa di pengadilan 

dan pengadilati ~nenerapkan sistem pembuktian menurut U U  PLH yang 

masih mensyaratkan unsur kesengajaan dan kealpaan, PT. LBI ~nemiliki 

peluang untuk 1010s dari ancaman pidana walaupun kerusakan lingkungan 

telah terjadi dan korbati suciah he~jatuhan. lvarnun, jika pengadilan besani 

men~eluzrkan piltilsan yang ~nenjatuhkan hukumsn pidana, dapat 

diprstikan bahwa hakim pzrkara iersebut teiah terjun ke tengah masyarakat 

untuk mengenal, merasakan, dan mampil menyelami perasaari hukilm clan 

rasa keadilan yang hidup dala~n mas~,arakat. 

Artinya, hakim tersebut mampu menjadi living interpretator yans 

dapat lnenangkap selnangat keadilan ~nasyarakat dan tidak terbzlenggu 

oleh kekakuan norlnatif prosedural dalam suatu peraturan perundang- 

undangan karena ~nereka inenyadari bahwa hakim bukan lagi sekadar 

mulut atau col-ong undang-undang (la bozrche de la 10;). 

- 

"' Smith-Brian Hojan. C,.biinal Lalt~, ELAS. Se\.enth Edition, 1992. 



A. Ahsin Thohari dalam artikelnya yang berjudul " L ~ I ~ J  

Enforcementtt ke "Justice ~n forcemen t "~ '~ ,  menguraikan bahwa hakim 

yang akan memutus suatu perkara di pengadilan harus mengkombinasikan 

3 (tiga) ha1 secara sirnultan, yaitu kepastian hukum, kemanfaatan hukum, 

dan keadilan hukum. Sehubungan dengan itu, jilta hakim berani 

mengeluarkan putusan yang menjatuhkan hukuman pidana terhadap PT. 

LB  I, dapat dipastikan putusan itu mengandung kepastian hukum karena 

bisa dipastikan bahwa harus ada pihak yang dipidana karena telah terjadi 

kerusakan lingkungan yang menimbulkan korban. 

Selanjutnya putusan tersebut juga memiliki kernanfaatan hukum 

karena menjadi suatu prcseden yang sangat berguna dals~n penegakan 

huku~n Iingkungan. Ci  ;amping itu. putusan tersebr~t akan ~-l~ernenuhi 

unsur keadi Ian. khususn? a keadilan ~nasyarakat (social jzr.c.rice), karena 

hakim dalam perkara tersebut tidak hsnya me:nperti~-~ibangkan 1a1.1) 

enf~rceniet~!, tetapi juga mempertimbangkan dan menegakkarr jii.rtice 

enforcenlenr. 

Not onlv what i . ~  icn~lfirl bttr whcrr is proper or convetlient, is to be 

considered; bzcattse notllirlg thur is inconvenient is lawfttl. Sesuai dengan 

ungkapan itu, sekiranya hakiln berani i~ntuk tidak menerapkan sistem 

pem buktian sebagaimana diatur dalam UU PLH dan sebaliknya 

menerapkan sistem tanggung jawab pidana mutlak, maka keputusan yang 



dihasilkannya akan menjadi keputusan yang proper atau convenient di 

lnata masyarakat kita yang sangat mendambakan keadilan. 

Jauh sebelum itu, Aeschylus seorang dramatist Yunani yang hidup 

pada abad ke-6 sebelum Masehi, menyatakan bahwa wrong nzust not win 

by technicalities. Jika diaplikasi kan dalam kasus ini, maka PT. LBI yang 

merusak lingkungan Sidoarjo seharusnya tidak dibebaskan karena hal-ha1 

atau kelemahan-kelemahan teknis yang terdapat dalam UU PLH ataupun 

karena adanya transaksi penjualan saham PT. LBI kepada Freehold 

~ r o u ~ . ~ ~ O  

Walaupun penyidik Polda Jatim mengeluarkan SP3 terhadap kasus 

sem buran lurnpur, penulis tetap merasa perlu untuk me~nbahas tindakan 

penyidikan Polda Jatim. Bcrkas pidana kacl~s L U I R P U ~  Lapindo lnasih 

bolak-halik dalam perjalanan di kantor Kepolisian Daerah Jawa l'imur 

(Polda Jatiiil) da~: tc-ejaksasn Tinggi Jawa Timur (Kejsti Jatirn). Kepolisian 

berpcndapa~ jelas. t a h ~ a  se~nbi~ran Lumpur Lapindo disebabkan 

'kelalaian' daiam prases pe~nboran di sulnur Banjar Panji 1 (BJP-I). 

Sedangkan Kejaksaan ragu-ragu, karena pendapat para ahli dc?lam kasus 

tersebut berbeda: ada ahli !.ang mengatakan semburan Lumpur Lapindo 

akibat kesalahan eksplorasi. ada ahli yang mengatakan semburan lu~npur 

itu bencana alam. 

Penyebab se~nburan Lumpur Lapindo lnelnang ~nenjadi polemik. 

J i ka seandainya tidak ada proses ' kecelakaan' saai pe~nboran di sulnur 

"O F~.edi.ik J Pinak~~nary, Lapit~fo datl Pidana \/tr/lak, http://kompas.com~kompas- 
cetaW06 1 1/24/opini:3 1 I7909.htm. 



BJP-I Porong Sidoarjo, mungkin gempa Jogja menjadi satu-satunya 

kambing hitam. Meski jarak semburan (29 Mei 2006) dengan kejadian 

gempa Jogja (27 Mei 2006) selisih dua hari. Meski timbul pertar>.azn: 

mengapa proses liquifikasi (pencairan) bebatuan akibat gempa baru 

muncul dua hari sesudahnya? Mengapa hanya lokasi sekitar sumur BJP- I 

yang mengalami semburan lumpur, sedangkan di sumur-sumur tambang 

migas lainnya yang biasanya merupakan patahan-patahan bumi kok tidak 

mengalami kejadian serupa? 

Tetapi seluruh ahli yang berdebat pasti tak dapat ~nenyangkal 

bahwa dalam proses eksplorasi di sumur BJP-1 telah terjadi 'masalah' 

yaitu patahnya mata bor, pecahnya blow ozrt prevenler (BOP), 

seb~galmana ha1 itu diakui pihak PT. LBI sendiri. Hal i:u juga  enn nu at 

daiam buku audit Badan Pe~neriksa Keurngan (BPK) dala~n ksus 

tersebut. 

Penu!is ticiak akan i!:ut dalzm poleinik para ahli pemtorar, dan 

geclogi yang terkadang sama dengan para ahli huku~n yang suka berdebat, 

yang kadang pendapatnya juga tergantung ' pendapatannya.' Penu l i s  di sini 

bermaksud mengeksaminasi cara berpikir penyidik Polda Jatiin dengan 

penuntut Kejati Jati~n dala~n kasus Lu~npur Lapindo tersebut, dengan 

parameter hltkl~ln acara pidana. 

Berdasarkan pemantauan yang kami lakukan dalam proses 

penyidikan kasus lumpur tersebut, alat bukti yang sudah dikumpulkan oleh 

penyidik Polda Jatim diantaranya adalah: keterangan para saksi (per-8 



Maret 2007 adalah: saksi korban 21 orang, saksi dari Pemkab Sidoarjo 2 

orang, saksi dari BP Migas 6 orang, saksi dari PT. LBI 14 orang, saksi dari 

PT. Medici Citra Nusa 7 orang, saksi dari PT. Tiga Musi~n Mas Jaya 5 

orang, saksi dari PT. Elnusa Drilling Services 4 orang), dokumen- 

ciokclmen yang menerangkan peristiwa pemboran termasuk daily drilling 

report, Real Time Chart, hasil survei seismic, perizinan. dokumen UKL - 

UPL, dokumen Standard Operating Procedure (SOP), dan lain-lain. 

Keterangan para ahli yang telah diperiksa adalah: ahli geologi 5 

orang, ahli perminyakan 2 orang, ahli pemboran sebanyak 1 orang, ahli 

lingkungan 1 orang. ahli pengairan sebanyak 1 orang, ahli Hukum 

Lingkungan 1 orang. ahli bahasa I orang, ahli kerusakan tanah 1 orang. 

ahli gempa (dari Badan Metcreologi dan Geofjsika) 2 orang. Setelah itu. 

alat-alat bukti terszbct terus dikernbangkan berdasarkan pet~lnj~lk (P19) 

penuntut umum Kejati Jatini. 

Bebei-apa wakru ialu, penyidik Folda Jatilr, lnenjelaskan kepada 

Komnas HAM yang sedailg meinantau kasus tersebut di Mapddz Jstiln. 

bahwa petunjuk Penuntut 9mum Kejati Jatiln selalu berkembang. "Lhtr 

kalaz~ petunjukn,va ridak konsisten. tertis Beranak yinak, ya kayan 

selesainya? " Hal ini disampaikan R ~ ~ s l i  Nasution, pimpinan penyidikn~ a 

saat itu bernada kesal. Berdasarkan hasil pemantauan kalni, ternyata 

Penuntut Umum Kejati Jat i~n dala~n kasus Lumpur Lapindo tersebut 

terkesan pasif, tidak mau menggunakan wewenangnya untuk 

melaksanakan pemerihsaan tambahan yang diperlukan. Padahal jaksa 



diberikan wewenang itu menurut Pasal 30 ayat (1) huruf e UU No. 

16/2004 tentang ~e jaksaan .~~ '  

Jlka diukur dari ketercukupan alat bukti menurut buku Hukum 

Acara Pidana (KUHAP. Pasal 184) sebenarnya apa yang diperoleh 

penyidik Polda Jatim tersebut sudah lebih dari cukup untuk membuktikan 

tindak pidana dalam kasus semburan Lulnpur Lapindo. Secara kuantitas 

telah memenuhi, secara kualitas telah mencukupi. Alat bukti keterangan 

para saksi pelaksana pemboran seirama nada dengan alat bukti Real Time 

Chart (grafik yang menunjukkan waktu proses pengeboran yang sedang 

berlangsung) serta daily drilling report (laporan pengeboran harian) yang 

lnembuktikan adanya 'masalah kecelakaan' dalaln pemboran. 

Sedangkall ketesangan ahli dalaln kasu..; tersebut sesungguhnya 

hanya sebagai pelengkap. bukan alat bukti utama, sebab a!at bukti 

Ireterangnn saksi dati alat bukti surat-surat sudah terlalu cukup. Jika ada 

ketermgan ahli yar._e berbeda, dar. tel-nyata bel-beda dengan ternuan f ikta 

berdasarkan alat bukti keteraligan saksi dan surat-surat, maka keterangan 

ahli yang berbeda tersebut bisa diabaikan. Biasanya, keterangan ahli yang 

bersifat meringankan tersangka akan dipakai penasihat hukum sewaktu 

.-dalaln persidangan di pengadilan. Hal it11 juga laziln terjadi dalam kasus- 

kasus kejahatan korupsi dan lain-lainnya. Jadi, perbedaan ketesangan ahli 

dalam hukuln acara pidana selama ini sudah lazim, bukan soal baru. 



Dalam pernikiran hukum yang adil, kepastian hukum merupakan 

hak korban dan tersangka/terdakwa/terpidana. Berlarut-larutnya proses 

pemeriksaan pidana kasus Lumpur Lapindo pasti lnelanggar hak korban 

dan para tersangka. Status para tersa~rgka tetar menjadi tersangka tanpa 

kepastian kapan berakhir. Para korban juga rnenunggu-nunggu keadilan 

hukum pidana yang bertujuan menciptakanpublic order (tertib ~ m u m ) . ~ * ~  

Kasus pidana Lumpur Lapindo itu menjadi terasa istirnewa sebab 

dala~n kasus sebesar itu juga tak ada satupun tersangka yang ditahan. 

Berbeda rnisalnya dengan maling sandal jepit yang langsung akan ditahan, 

padahal kerugian publik yang ditirnbulkan kasus Lumpur Lapindo jauh 

lebih besar. Pengistimewaan ini lnelanggar prinsip persarnaan di hadapzn 

huktim (eqltnlity before  he Icnt ).':' 

Me;nang bahwa kepentitigan penahanan selalu berkaitan dengan 

alasan formal agar ter~angka~~erdakwa tidak melarikari diri, tidak merlisak 

atau menghilanshan haranp Sukti dan tidak mengulangi perbuatannya. 

Tapi para penegak huku~n sela:na ini telah salah sendiri dala~:i prsktiknya, 

menafsir alasan tersebut secara subyektif dan bahkan menjadikan 

wewendng penahanan sebasai alat tawar-nlenawar dalarn perdagangan 

hukum. Penegak hukurn bisa tidak menahan tersangka atau terdakiva j ika 

harganya cocok. dan akan ditahan j ika harganya tidak cocok, apalagi j ika 

salna sekali tak ditawarkan harga. 



Berlikunya kasus pidana Lumpur Lapindo juga dengan 

mengembangkan logika: "Kejadiann!-a berada di dalam bumi, tidak ada 

yang melihat secara langsung." Logika itu tidak tepat dan cenderung sesat 

sebab kegiatan pemboran dilakukan di atas bumi dan bisa dilihat serta 

dirasakan apa yang terjadi, sehingga kesalahan pemboran jelas diketahui 

oleh pelaksanannya dan dicatat dari detik ke detik. Hanya bornya yang 

menembus b ~ m i . ~ ~ ~  

E. Nglurug Masyarakat Korban sebagai Proses Pencarian Keadilan 

1. Pengertian Nglurug 

lstilah nglzrrlcg ~nerupakan bahasa Jawa ilntuk lnenggambarkan 

sebuah tindakaii Jang dilakukan sesxa berkelompok. Secara bahzsa 

ngltrr~rg diartikar; sebagai datang ke telnpat m u ~ u h . ~ ~ '  

Mssyarakat Sidoar-io sepsrti !azilxnya ~xasyarcikat Jawa 

mensrjernal?kan istilah ;~glurzrg sebagai jikap dar~ t inda~an protes terhadap 

kebi-iakan atau kepiltilsan yang dil:eluarkaii oleh sebilah institusi. Han: a 

saja. tindakan nglur~c,o yang dilakukan oleh ~nasyarakat Sidoarjo berbeda 

dengan masyarakat Jawa pada umumn!a. Perbedaan tersebut penulis kaji 

secara ~nendala~n dala~n pembahajan karakteristik dan identifikasi 

ngllrrzrg. 

"4 [bid 

'" Wardoyo, Karr~z~s Leiigkap Ja~va-lndoilesio. Indoi7esia-Jauva. Yogyakarta: Absolut. 
2010. hlm. 181 



2. Karakteristik dan Identifikasi Nglurug 

Sangat sulit un tuk  membuat sebuah karakteristik dan identifikasi 

nglurng ini, mengingat ketersediaan sumber bacaan yang sangat terbatas. 

Penulis mendasarkan dan ~nemetakan karakteristik ini dari hasil 

pengamatan dan wawancara penulis dengan para korban Lumpur Sidoarjo. 

Setidaknya ada beberapa karakteristik dari nglurug masyarakat 

korban lumpur lapindo antara lain sebagai berikut; 

Pertama, nglurug dilakukan secara bersama-sama atau 

bergerorn bol. Prakti k ini lazim terjadi di masyarakat Sidoarjo. Pada sekitar 

1994 dimana rezim Orde Baru masih menguasai terjadi sebuah kasus yang 

~nengakibatkan para buruh nglurug, kasus tersebut adalah kasus Marsinah. 

Nglzrr~~g ini dilakui.:an secara berkelompok msndata~gi tempat-tenpa: 

pemutus keadllan. Hal >.ang salna pula terjadi pada saat peristiwa !uapan 

Lumpur Sidoarjo. 

Kedua, ngl~irzrg tnasyarakat Sidoarjo pada ulnulnnya dilakiikan 

dengan menutup jalan-jalan utalna seningga membuat arus la!u lintas 

lumpuh. Nglurug yang delnikian biasanya dipicu oleh ketidakjelasan 

respon para pemangku kebi-jakan sehingga masyarakat perlu untuh: 

~nelalakukan sebuah tindakan yang dapat lnengingatkan para pejabat dan 

pihak berwenang terhadap hak-hak masyarakat. 

Ketiga, praktik ngltrrug sebagaimana sering terjadi dalam 

masyarakat Sidoarjo, sering melibatkan keseluruhan dari elemen-elemen 



masyarakat. Keterlibatan masyarakat secara r?~u.~.~lf ini diakibatkan oleh 

kesamaan visi dan misi dalam merespon sebuah kebijakan dan keputusan. 

Keempet, yang membedakan praktik ?7glui-ug masyarakat Sidoarjo 

dengan unjuk rasa pada ~~lnu~nnya  adalah terletak pada kerasnya komitlnen 

dan keteguhan hati masyarakat. Bahkan hingga saat ini, ada sebagian dari 

masyarakat korban lumpur yang bertahan dengan mendirikan tenda di 

depan DPRD Sidoarjo. Menurut Imam, para korban lumpur akan terus 

bertahan hingga pihak Bakrie menunaikan jan-ji pernbayarannya."6 

Dari ekplorasi di atas, secara sederhana dirumuskan tentang 

karakteristik dan identifikasi dari nglurtrg yang dilakukan oleh masyarakat 

Sidoarjo. Tentu bahasan ini jauh dari cukup. tetapi penulis sekedar ingin 

rnanberikan gambarar, secara sederhana clari praktik nglt;rtlg ini. 

3. Mediasi Masyarakat Korban dan PT. Lapindo serta Pemerintzh 

Sebagailnana telah dibahas diazas, bahwa prctes yang di!akuka~i 

oleh kor-ban telah lnenghasiikzn sebuah keputusan h~ikum yaitu berupa 

Perpres dan Kepres, maka ada beberapa hasil da:-i negoisasi antara korbari 

dan PT. LBI yang difasilitasi ole11 penicrintali yaitu; Pertama, Mayoritas 
p 

warga menyepakati ske~na pembayaran sebagaimana Perpres No. 14 

Tahun 2007, kini mereka dalam masa penantian dan ketidakjelasan sisa 

pembayaran 80%. Kedua, sebanyak 630 KK dari Desa Renokenongo yang 

bertahan di Pasar Baru Porong meminta perubahan skelna pelnbayaran, 



yakni 50% sebagai uang muka, sisanya 25% dalam satu bulan berikutnya 

dan 25% 2 bulan sejak pembayaran 50% persen dilakukan, plus lahan 30 

ha. 

Ketiga, 58 K K  dari Desa Jatirejo menolak menjual tanah dan 

bangunan, menerima uang kontrak 5 juta untuk dua tahun. Warga 

tnenuntut PT. LBI mengembalikan tanah dan bangunan seperti sedia kala, 

kalau PT. LBI mengajukan jual beli maka harus menggunakan skema 

bisnis bukan Perpres No. 14 Tahun 2007. Keempat, semua desa diluar 

peta bencana. sebagaimana yang tercantum dalam Perpres No. 14 Tahun 

2007 menuntut dimasukkan dalam peta bencana. Na~nun mereka meminta 

skema penyelesaian. 

Sebelumn~a pada ta~geal 2 Mei 2007 Me~tel-i Sosial, Badat! 

Prgembangan Lumpur Lapinao. t3PN RI dengan utusan warga dari 4 

Keiuraban sa!ins Serciialog. Hal tersebut juga disaksikan oleh PT. Minai-ak 

Lapindo Brantas. Kesepakatan tclah disapai dari hargz, lrarga tanah 

disekitar \vilayah bencatia diliasgai Rp 300 ribu sariipai dengan Rp 500 

ribu. Prioritas akan diberikan pada tanah-tanah yang bersertifikat. 

Sedangkan harga bangunan adalali Rp 1 juta per meter. 

Kesepakatan i ~ i i  telali dibuat beraasarkan pada i~nple~nentasi 

hukum tanah menurut Pasal 15 Peraturan Presiden No. 14 Tahun 2007 

tentang Badan Penanggulangan Lu~npi~r Lapindo. Amanah Peraturan 

Preside11 tersebut antara lain rnenyebutkan bahwa penanganan masalah 

sosial keniasyarakatan, akan diselesaikan ~nelalui transaksi jual beli tanah. 



Di satu sisi PT. LBI sebagai pe~nbeli tanah dan bangunan dengan 

masyarakat sebagai korban Lumpur Lapindo sebagai penjual, tidak berada 

dala~n konstitusi hukum yang benar. 

Menurut Jawahir Thontowi, persoalan yang t-imbul dari Peraturan 

Presiden tersebut adalah apakah konstruksi hukuln jual beli tanah dan 

bangunan antara pihak masyarakat dengan PT. LBI bertentangan dengan 

aturan hukum? Dilihat dari segi teknis penyelesaian sengketa, khususnya 

Pasal 15 Peraturan Presiden No. 14 Tahun 2007, ha1 tersebut termasuk 

prinsip-prinsip Win- Win ~o lu t ion .~~ '  

Menurutnya mengherankan, ketika Peraturan Presiden tersebut juga 

telah diperkuat dengan musyawarah untuk mencapai kesepakatan teknis 

tentang harga dan pern1;ayaran. Model ini  berkesesuaian dengan teori yang 

mengatakan Peacc M,i'thour Juslice. Perdalnaian dapat disepakati lneski 

harus mengorbankan keadilan masyarakat. Me~naksa penerapan hukum 

yang adil tzpi mer?ghi!angican harnloni sosia! sepertin~va tidak dapat 

dihindari. Ada Seberaps ha; yang menun.jakan bahwa Peraturan Presiden 

No. I4 Tahun 2007 itu tidak lne~nihak masyarakat korban. 

Pertama, Perati~ran Presiclen tersebut dipandang tidak sah karena 

tidak adanya obyek jual beli yang jelas. Arie Sujanti Hutagalung, Pakar 

Agraria Fakultas Hukum Universitas Indonesia, ~nenyatakan bahwa Pasal 

15 Peraturan Presiden No. 14 Tahun 2007 tersebut bertentangan dengan 

Pasal 26 U U  No. 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok 



agraria. Tanah-tanah musnah akibat faktor memaksa "jorce nzajor" harus 

kembali kepada pemilikan negara. Dengan kata lain, tanah-tanah dan 

gedung-gedung yang tergenang Lumpul- Lapindo menjadi hak lnilik 

negara. Konsep jual beli atas tanah-tanah yang terkena lumpur tidak 

memiliki dasar hukum yang k ~ a t . ~ ~ '  

Kedua, Peraturan Presiden dipandang tidak tepat untuk 

menyelesaikan sengketa hak rnilik antara PT. LBI dengan masyarakat. 

Semburan lurnpur telah menimbulkan kondisi yang tidak normal. Situasi 

abnormal seperti itu hanya mungkin dapat diselesaikan dengan peraturan 

hukum yang abnormal pula. Karena itu. substansi Peraturan Presiden 

~nenjadi kurang tepat karena tidak menggunakan pertirnbangan yuridis atas 

U U  No. 5 Tahun 1963. Kcadaan tidak normal tersebut bahkan terkesar, 

bertentangar~ dengan UU No. 2.4 Tahun 2007 teiltang Penanggi~langan 

Bencana. 

Karenanya. jika dasar pe~lyelesaien sengketa PT. LBI dengan 

masyarahat Sidoaljo menggunakan U U  No. 5 Tzihun 1960 dan U U  No. 21 

Tahun 2007, semestinya PT. LBI berkewajiban memberikan kompensasi. 

Menurut Pasal 5 U U  No. 24 Tahun 2007. ditegaskan bahwa Pemerintah 

dan Pe~nerintah Daerah menjadi penanggilng jawab penyelenggaraan 

penanggulangan bencana. Lebih ~ I ~ L I S U S .  pelnerintah bertanggung jawab 

dala~n penyelenggaraan penangulangan bencana. Pasal 6 ayat (a) 

pengurangan resiko bencana, (b) perlindungan masyarakat dari darnpak 



bencana (c) penjaminan pemenuhan hak masyarakat dan pengungsi yang 

terkena bencana secara adil dan sesuai dengan standar pelayanan 

minimum. 229 

Ketiga, konsep transaksi jual beli tanah dan bangunan yang 

dipergunakan terhadap korban bencana lumpur oleh PT. LBI bukan 

sekedar cacat hukum, tetapi tidak memihak rakyat. Lahan seluruh tanah 

yang tertutup lumpur menjadi milik PT. LB[, meskipiln pembayarannya 

akan dilakukan secara berangsur-angsur. Petugas-petugas yang ditunjuk 

telah meminta masyarakat kosban untuk menyerahkan sertifikat kepada 

PT. LBI Kebijakan kedua, Peraturan Presiden No. 14 Tahun 2007 

dipandang tidak adil memberikan dukungan bagi kepentingan PT. LBI 

Dengsn demikian, pel-tanggungjawaban huku~n P71'. LBI terhadap 

korban-korban bencana tanah lu~npur di Sidoarjo tidak akan pernah 

memberlkan jiimirian yang kuzt dan adil. Me~nang benar bahwa 

pemerintah SBY telah melc!<uk.an intervensi melalui Peraturan Presiden 

No. 14 Tzhun 2007 untuk penyelesaian sengketa tersebut. Namun. karma 

pendekatan kebijakan pemerintah S B Y  tidak mengacu pada UU No. 5 

Tahun 1960 dan U U  No. 24 tahrn 2007, ~naka penyelesaian sengketa yang 
C 

adil tidak dapat dinikmati masyarakat korban.'jO 



4. Gerakan Awal Nglrtrug Masyarakat Korban Lumpu r 

Semburan lumpur panas di Sidoarjo tidak saja memunculkan 

implikasi kerusakan lingkungan tetapi juga kerusakan tatanan sosial 

masyarakat. Struktur masyarakat Sidoarjo yang selalna ini tenang tiba-tiba 

harus bergejolak searah dengan gejolak semburar~ lu;npur. 

Masyarakat korban yang mencapai 12 Desa harus menanggung 

beban akibat se~nburan tersebut. Kasus Lumpur sebenarnya sebuah kasus 

luar biasa karena bukan hanya setelah tiga tahun, semburan lumpur belurn 

ada tanda-tanda akan berhenti. Sampai saat ini, ia sudah menenggelamkan 

lebih 800 hektare lahan subur di 13 desal3 kecamatan dan meluluh- 

lantakkan semua fasilitas kehidupan yang ada di atasnJa sehingga puluhan 

ribu orang warga terusir dari pelnuhiman lvereka. 

Para karban hidup berada dalam ketidakpastian. Sahkan saat pipa 

gas mili!: Pertamina meledak padz 22 Nopember 2006. melnakan korban 

1 2 crang tewa?. Ns:n un  heluarbiasaan kehancuran yang ditim bulkail 

iumpur Lapi~do ternyata disikapi sccara biasa-bias2 sa-ja aleh pihak 

Pemerintah Indonesia dan PT. LBI 

Sikap pelnerintah yang biasa-biasa saja itu terlihat jelas dari, 

pertama, ketidakseri~~san menghentikan se~nburan (pa~Llng kebijakan baru 

turun tiga bulan kemudian dan sarnpai saat ini tidak ada lnobilisasi 

teknologi, expert dan dana yang secara sungguh-sungguh diarahkan untuk 

menghentikan semburan). 



Pemerintah juga terlihat tidak serius menangani dampak (sampai 

saat ini hak-hak korban tidak terlindungi dan tidak dipenuhi), sementara 

proses hukum hanya dilakukan setengah hati (berkas kasus sudah lebih 

dua tahun cuma bolak-balik Polda-Kejati Jatim). Bahkan, meledaknya pipa 

Pertamina yang merenggut 12 nyawa sama sekali tidak diusut. 

Sementara itu. pihak PT. LBI hanya sibuk inembangun citra, 

me~nbangun opini lewat media seolah-olah PT. LBI sudah berbuat 

melampaui kewajibannya. Sebagai contoh, banyak iklan dan pemberitaan 

media yang melnperlihatkan pejabat sedang menyerahkan kunci rumah 

kepada korban. Kesan yang dibangun adalah seolah-olah ribuan korban 

sudah menerilna rumah. Padahal, kenyataannya rumah yang tersedia hanya 

beherapa unit saja, demikian ,jl.lga penibayar~n yang menggunakan skelna 

20 dan 30 salnpai saat ini belu~n juga terselesaikan.'" 

Melihat ha1 tersebvt,  tent^! mzsyhi-akat korban tidak tinggal diam. 

~rnzsyarakht m:lakukrn tindakan-tindakan yang dilpat me~gembalikan hak- 

hak mereka. Tindakan tersebut t;erupa ul?j~lk rasa sebagai ekpresi sikap 

dari mereka. U~ijuli rasa sebagai bentuk protes baik terhadap PT. LBI 

ataupun Pemerintah. Bahkan yang menjadi catatan dalam penelitian ini. 

protes yang lnereka lakukan lnalnpu melnbuahkan- hasil yaitu berupa 

kebijakan-kebijkan pelnerintah dalam bentuk regulasi didala~n 

23' Syafruddin Ngulrna Sirneulue, Mengupn Kornnas HAM lMen1/,7da Kepufusan Kaslrs 
Lzunpw. Lapindo?, Harian Surya Tanggal 28 .lanuari 2009 



menanggulangi semburan lumpur baik akibatnya bagi alam ataupun akibat 

Unjuk rasa atau demo yang dilakukan pertama kali pada tanggal 30 

Juli 2006. Ratusan warga Desa Besuki, Kecamatan Jabon, Sidoarjo, 

melakrlkan unjuk rasa dan menjebol gorong-gorong di sekitar km 39 Tol 

Surabaya-Gempol. Penjebolan dilakukan pada gorong-gorong yang Selasa 

(2517) lalu dibuntu warga empat desa di Kec Jabon, yaitu Desa Permisan, 

Keboguyang, Sentul, dan Plumbon. Berbagai poster ditenteng para 

pengunjuk rasa. Antara lain berisi hujatan terhadap PT. LBI. Mereka juga 

menyandera satu alat berat yang diparkir di dekat jalan tol. Kepala Desa 

Besuki, H. Mas'ud saat mendampingi warganya berunjukrasa mengatakan, 

aksi jebol tanzgi!! dilakukan karena tiga kali melakukan aksi protes tak 

mendapatkan respons. Akhirnya warga menjebol gorong-gorong yang 

inengalir ke Desa Pltimbon. dia mengataksn: 

"Kami terpzkss menjebo! salah satu sarong-zorong agar air lumpur 
tidak semakin deras niengalir ke desa kami. Apalagi setelah 
beberapa hari terakhir kami menilai tidsk ada perubshan yang lebih 
baik meskipun tanggul-tanggul di penamplingan lu~np i~r  
ditinggikan. Ka~ni juga akan mendata seluruh rumah warga yang 
terendam lumpur. Sebab ke~narin malam (Sabtu dini hari, red) 
ketinggian lurnpur di pelnukilnan warga Dusun Besuk sudah 
mencapai lutut. Ka~n i  akan ~nengajukan ganti rugi ke Lapindo 
terkait dengan warga kami yang rumahnya sudah terendam 
lumpur," 

Menilrut Mas'ud, dzngan dibukanya gorong-gorong itu, 

permasalahan yapg akan muncul adalah rnengalirnya lumpur dari gorong- 

3' Walnupun kebijakan pemerintah tidak serta rnenyelesaikan pei.soalan sengketa, tetapi 
paling tidak ada kepastian terhadap korban bagairnana rnasa depan hidup niereka 



gorong mengarah ke lima desa yakni Permisan, Plumbon, Glagaharum, 

Sentul, dan Keboguyang, sehingga dimungkinan lilna warga itu akan 

melakukan aksi protes lagi.233 

5. Bentuk-bentuk Nglrlrug Masyarakat Korban 

a. Nglurug terhadap PT. Lapindo Brantas 

Masyarakat korban semburan lumpur terus melakuka aksi 

baik untuk menyatakan ketidaksetujuannya terhadap kebijakan 

pemerintah atau sebagai upaya preaszlre kepada pihak PT. LBI. 

Berikut ini penulis sajikan demo yang ditujukan kepada PT. LBI 

secara periodik: 

I) Setahur~ tragedi luinpi~r panas diwarnai berbagai aksi. Pada 

'racggal 26 Mei 2007. Sekelompok pemuda t;erdemonstrasi 

dengaii aksi teatrikal di Kantor ?'Y. LBI. Desa Karangbong, 

Kecamatan Gedangan. hleceka lneleinpar !un ip~r  ke kanto: 

perilsahaan pengeboran yang ditirding bertanggung jawab atas 

semburan lu~npur tersebut. Pzsa-ta aksi ~nena~na kan diri 

Solidaritas Kemanusiaan Korban Lumpur Lapindo. Sebagian 

memakai ke~neja rapi dan berdasi. Sebagian lain mengenakai~ 

pakaian badut. Dalaln aksinya, lnereka lnele~nparkan bungkusan 

lurnpur dalam plastik dan bongkahan lutnpur kering ke papan 

nalna kantor PT. LBI Menurut Aryo, koordinator aksi, aksi 

'j3 Rumah Mulai terimbas Lumpur. \\/alga Unjuk Rasa. Me/,~one1vs.C0177. terekam juga 
dalam Media center Sidoarjo. 



teatrikal itu bermaksud sebagai sindiran atas kondisi korban 

lumpur saat ini. Nasib korban belum jelas. Mereka hanya 

dibodohi dengan janji-janji ganti rugi yang tidak kunjung 

terealisasi. Sikap tidak sungguh-sungguh tersebut mirip badut. 

Rakyat hanya diberi lumpur, sedangkan minyaknya diambil 

perusahaan pengeboran. Aksi teatrikal itu, menurut Aryo, akan 

dilanj utkan ke Kantor Polda Jatim dan Kejaltsaan Tinggi Jatim. 

Kedua instansi itu tersebut dianggap tidak bersungguhsungguh 

dalam mengatasi kasus lumpur. Karena itu, kado setahun lumpur 

juga diberikan kepada mereka. Dalam aksi teatrikal tersebut, tidak 

ada kerusakan serius yang dialami PT. LBI. Kecuali teras yang 

basah karma lulnpi;r, papm namz perusahaan yang kotor, clan 

bonqkahan Iirmpur kering ber~erakan.~'" 

Pada hcri j.ang saina yaitu pads tanggal 26 Mei 2007, ribuan 

warga Sldoarjc memenuhi Gedung Olahraga (GOR) Serba Guna 

Sidoarjo. Jltrreka ~nelakukan doa bersama meinperingati setahun 

tragedi lun?pur panas. Doa bersama juga dihadiri oleh ulalna se- 

Kabupaten Sidoarjo. Acara istighotsah terbagi menjadi tiga sesi. 

Sesi pertania adalah zikir bersama yang dipimpin alim ula~na dan 

Kyai sepuh di Sidoarjo. Istighotsah dilanjutkan dengan renungan 

bersama !-ang diisi oleh KH. Mustofa Bisri. Sesi terakhir ialah 

siraman rohani oleh KH. Said Agil Siradj dari Jakarta. Menurut 

234 Korban Lumpur Kcmbali Demo Tuntut Lqjelasan Ganti Rugi. .4tilnt.a Ne~r~s.com 



Mursidi, salah seorang korban lumpur yang hadir, acara itu 

bertujuan mendoakan agar musibah banjir lumpur panas di 

Sidoarjo ini cepat selesai. Begitu pula, dampak sosial lumpur 

segera dituntaskan. "Warga be?-docl agar ganfi rugi canah dun 

rumah mereka segera diberikan Lclpindo sesuai kesepakatan dan 

kepres,yy235 

3) Pada hari Jum'at tanggal 15 Nov 2007 puluhan orang dari 

Gabungan Pengusaha Korban Lumpur Lapindo (GPKLL) 

memblokade jalan masuk tanggul di tiga titik, yakni Ketapang, 

Siring, dan Besuki. Mereka lnenuntut penyelesaian ganti rugi 

pabrik yang tenggelam oleh lumpilr. Akibatnya, truk pengangkut 

material terhalang masuk. Sedikirnya. ada 1 1 jsebelas) per~~sahaan 

yang beluln menerima ganti rugi dari PT. LBI Johni Osaka, wakil 

GPKLL, mei1yatak.n bahwa pengusaha tel-paksa lnelakukan alsi 

tersebut ayar Pelnerintah ~nendzsak PT. LB: untuk membayar 

ganti rugi. Menurut Johni, PT. LBI ~ernali  menawarkan ganti 

rugi tiap meter lahan hanya Rp 300 ribu. Padahal, untuk warga, 

ganti rug; lahan hering Rp I juta per 

4) Tanggal 10 Deselnber 2007 szkirar 50 warga korban Lulnpur 

Lapindo asal Desa Jatirejo Porong Sicioarjo yang hingga kini 

belum lnendapat ganti rugi. Sen in, kem bali "Nglurug " 

(mendatangi ramai-ramai) kantor Minarak Lapindo Jaya di JI. 

235 /bid 
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Sultan Agung, melninta kejelasan kapan asetnya akan dibayar. 

Sebelumnya, Kamis (611 2), ~nereka j uga mendemo Kantor 

Minarak menuntut agar berkas-berkasnya segera dibayar, karena 

berkas mereka telah diserahkan ke tim verifikasi Badan 

Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS) dan telah 1010s proses 

verifikasi. Minarak saat itu berjanji bahwa berkas milik warga 

Jatirejo akan dilakukan pembayaran pada Julnat (7112) dan Senin 

(10112). Khoirul Huda, salah satu perwakilan warga Desa Jatirejo 

mengatakan, kedatangan warga ini untuk meminta kejelasan dari 

pihak Minarak terkait janjinya akan membayar sisa berkas warga 

yang belu~n terbayar dan beredarnya kabar bahwa ada berkas 

warga yarig hi!ang. Sclnentara itu, Direktur Operasional Miiiarak 

Lapindo Jaj a, Bambang Prasetyo W idodo rnenegaskan, tidak ada 

berkas warga yarlg hilang atall iidak jelas 1:eberpdaanny;. Se~nua 

berkas warga yaig teiali masuk tersebut sedan2 diproses dan akan 

dibayar bila prosesn:<a sudah heres."' 

Seba~iqak 20 korban tumpur Lapindo dari Peru~nahan 

Tanggulangin Anggun Sejahtera (Perumtas) ~nenggelar aksi 

mogok makan di halaman kantor BPLS Gayungsari Surabaya 

pada hari Jumat 16 Mei 2008. Sumitro, koordinator aksi, 

mengatakan ~nereka terpaksa menggelar aksi ini untuk lnenuntut 

realisasi pembayaran uang muka ganti rugi 20 persen atas aset 

237 Warga Korban Lumpur Kembali -Nglurug' Minarak, Anfara News. 



mereka yang kini telah tertutup lumpur. Sumitro menduga 

tertundanya pembayaran itu karena 45 keluarga dari Perumtas ini 

tergolong kelompok yang vokal dan selalu menentang kebijakan, 

baik PT. LBI maupun Pemerintah. Aksi mogok makan mereka 

gelar dengan memasang plester hitam di mulut peserta aksi. 

Dengan mendirikan tenda kecil, warga terlihat hanya tidur-tirudan 

di dalam tenda yang mereka dirikan tepat di depan kantor BPLS. 

Warga juga menempeli tenda mereka dengan berbagai poster 

yang berisi tuntutan untuk segera diselesaikannya proses 

pembayaran uang muka ganti rugi 2 0 % . ~ ~ ~  

L. Ng!arug tzrhsdap PT. Lapindo dan Pernerintah di Sekitar 

Pemerintah Daerah Sidoarjo dan DPRD Sidorjo serta DPRD 

Propinsi Java Timor 

Masyarakat kol-ban lumpur terlls menyuarakan hak-hcknya, 

rneskipun berbagai kebijakan telah dia~nb~l  baik oleh pe~nerintah 

ataupun pihak PT. LBI akan tetapi rnasyarakat korban merasa bahwa 

apa yang telah dilakukan oleh pemerintah belum maksimal. Sehingga 

mereka terus melakukan demo yang ditujukan kepada pemeiintah. 

berikut ini, demo-demo korban di sekitar Pemerintah Daerah Sidoarjo 

dan di DPRD baik DPRD Sidoarjo lnaupuri DPRD Propinsi Jawa 

Timur. 

23s Korban Lumpur Lapindo Mogok Makan. \l'11114J.~e177p0 inte/.ak1{fcon7. 



1) Pada tanggal 26 April 2007 ribuan warga korban Lumpur 

Lapindo dasi 4 (empat) Desa yakni Jatirejo, Kedungbendo, Siring, 

dan Renokenongo, Porong, Sidoarjo, pada hari Kamis kembali 

menggelar unjuk rasa menuptut kejelasan pelnbayaran ganti rugi 

yang hingga kini dinilai belu~n tuntas. Mereka berencana 

mendatangi DPRD Sidoarjo, Pendopo Kabupaten Sidoarjo, 

kemudian dilanjutkan ke DPRD Jatim, dan Pemprop Jatim di 

Surabaya. Ribuan warga korban lumpur ini berangkat dari Balai 

Desa Ketapang, kemudian menggunakan kendaraan bermotor dan 

truk berangkat menuju DPRD Sidoarjo. Namun, demo warga ini  
, 

tidak seperti rencana awal, dimana mereka berrnaksud mengeinis 

bareng di bebel-apa instansi dengan berpakaian colrpanp- 

camping. Tetapi. demo menggmakan pakaiar, sehari-hari aengan 

memakai tanda khusus, yakni randa pengenal serilaiam "!D card" 

dikalungka~i di lehernya. Ribuan warga korban lumptir saat ini  

diturunhan. rnasih menuju kantor DPRD ~idoarjc'dikawal oleh 

satu SSK pasukan unit Tangkal serta satu SSK Brimob Polda 

Jatim. Ketidakjelasan dan beluln tuntasnya gziiti rugi empat desa 

dalam lnendapatkan ganti riigi cash and ccir~?) atas sembul-an 

lumpuryang rnengenai rumah dan lahan pekarangan serta 

sawahnya ini, membirat mereka selnakin kehilangan harapan 

untuk hidup. Sai'in, salah satu warga yang ikut aksi mengatakan, 

warga ini ~nelninta kejelasan akan ganti rugi, kliususnya terliadap 



tanah yang hanya ~nemiliki leter C dan Petok D. Dia mengatakan 

"Kanii minta kejelasan Lapindo unttik menuntaskan ganti rugi 

yang selama ini masih belulii jtrgcr ttnitas. Padahal, dulu kita 

dijanjikan akhir Maret sudah dibayar, tapi kenyataannya sampai 

akhir April juga masih satu-dua saja. Padahal desa kami yang 

paling parah dan pertama kali terkena lumpur," . Dalam aksi 

demo ini, juga dilakukan aksi teatrikal yakni puluhan orang yang 

mem bawa keranda n~ayat bertuliskan "Antek-antek Lapindo" 

yang tiba-tiba berhenti di depan Gedung DPRD Sidoarjo. Mereka 

kemudian menggelar semacam prosesi pemberangkatan jenazah 

yang lazim dilakukan masyarakat ~ a w a . " ~  

Pada hari Rabu taqggal 30 Mei 2007 nargs 4 (empat) Desa yang 

dekat d~ngan semburan lumpur panas di Porong. Sidoarjo, 

mengharuskan kepzds penerintah. agar rnerevisi peta area 

trrdarnpak lumpul- yang diteiapkan pada 22 Maret 3007. Karena 

peta itu, tidal: szs~iai dengali kmyataan di lapangan. Ketua 

Gerakan Masyarakat Korban Lumpur (Gempur), Ahmad Zakaria, 

mengatakan, ernpat desa itu melipuci Desa Mindi, Besuki, 

Pejarakan. dan Kedungcangkring. Menurut Zakaria, meskipun 

empat desa itu, tidak terkena dampak langsung dari semburan 

lumpur sebagai~nana desa yang ditetapkan dala~n peta terdampak 

lumpur, namun ke e~npat desa itu, berpotensi kena aliran banjir 

239 Korban Lapindo gelar Unjuk Rasa Terbesar, Teti~po lnteraktif 



lumpur, seperti yang terjadi pada 19 Januari lalu. Selain itu, air 

sumur milik warga sudah tercemar. Tuntutan warga lainnya, 

yakni sebelum BPLS menggantikan Timnas Penanggulangati 

Lumpur Lapindo, pernah berjanji bahkan telah lnembuat 

kesepakatan akan mengganti uang ganti rugi dan ~nengevakuasi 

warga. Tetapi PT. LBI berdalih, bahwa warga tidak akan 

mendapatkan ganti rugi, karena empat desa tersebut tidak ada 

dalam peta ganti rugi berdasarkan Perpres No. 14 Tahun 2007 .~~ '  

Pada hari Selasa tanggal 29 Mei 2007, warga ~nelakukan aksi 

blokade di areal spillway (saluran melimpah). Aksi itu direspon 

Wakil Bupati Syaiful Illah, yang akan memfasilitasi pertemuan 

antar- warga, Pemkab Sidoarjo, BPLS dan PT. LBI "Wc~bzrp 

n~endzrkung zipaya warga agar ~vilayah e:npat desa itzr, mu.s.zrk 

n~enjadi peta wilayah,". Saat ini. pihaknya telah melakukan 

pengu!npulan tande tangan kepada sernua warga di elnpat desa, 

yaitu untuk menolak peta ganti rligi dan rencananya warga aksr! 

mengajukan kepada DPRD Sidoarjo dan Presiden SBY. Apabila, 

tuntutannya tidak direspon, warga akan ~nengancatn memblokade 

pengaliran lu~npur ke arah selatzn atau Kali Porong. Muhtavi 

Subagio, salah seorang pekerja BPLS di areal spilhvay 

mengatakan, saat ini pekerjaan yang dilakukan di areal syi lh~~ay 

yaitu memasang sand bag (karung pasir) i~ntuk penguatan tanggul 

110 Warga Minta Peta Terdampak Lumpur diubah, :\ ledia cetl/el* S idoa~ jo .  



spillway, agar tidak terjadi erosi dan penurunan permukaan 

(subsidence). Dia mengharapkan kepada BPLS, agar segera 

memaksimalkan pompa yang ada guna menyedot lumpur menuju 

ke .spillwa~i untuk dialirkan ke Kali Porong. Apabila tidak segera 

d~perbaiki, dikhawatirkan akan terjadi overflow. Selain itu juga, 

dilakukan pengerukan lumpur di areal spillway, agar tidak terjadi 

sedimentasi, dengan menggunakan satu unit esvakator. Pantauan 

di lapangan saat ini, ada dua unit pompa yang berfungsi dan tiga 

pipa untuk mengalirkan lumpur ke Kali ~ o r o n g . ~ ~ '  

4) Pada hari Rabu, tanggal 30 Mei 2007 warga 4 (empat) Desa di 

luar peta terda~npak kemarin beraksi. Selama ha~npir tiga jam, 

ribilan warga itu memblokade sejlmlah ~ k s e s  dan sarana 

penanganan lumpur. Sekitar pukul 09.00 ratusan warga dari Cesa 

Pejzrakan. Desa Besuki, dnn Desa :<edu~~gcangltrins, Kecamaian 

Jabon. scrta Desa Mindi, Kecamatan POI ong, terszbu: berku;npul 

di iapangal~ Desa Besuki. Warga yang kecewa karerla tak 

dimasuhkan peta terda~npak 22 Maret 2007 itu menggalang tanda 

tangan di atas kain putih. Usai ~nembubuhkan tanda tangan, 

warga dipisah menjadi tiga kelompok. Kelo~npok pe~ta~na  

mengadakan aksi di eks to1 Porong-Gempol Km 41 Desa Besuki. 

Keloinpok kedua mengadakan aksi di spillnay. Keloinpok ketiga 

beraksi di dekat pusat semburan. Ketiga kelompok itu memiliki 

'" Duduki Tanggul dan Spillway. Radar Sidoor:jo, Rabu 30 Mei 2007. 



target yang sama yaitu memblokade upaya penanganan di lokasi 

semburan lumpur. "Sebelzrm tuntutan kami dipenuhi, kami akan 

menghadang seinlla aktivitas penai7ganan lzlnzpur," ini dikatakan 

oleh salah seorang koordinator aksi dari Desa Pejarakan, Sarjono. 

Kelompok di pusat semburan dan eks to1 Porong-Gempol 

menghadang truk sirtu yang akan masuk ke lokasi lumpur. 

Kelompok warga di-spillway memaksa operator pompa untuk 

menghentikan aktivitasnya. Di dua desa tersebut, sebagian besar 

warganya memang sudah memindahkar, barang-barang keluar 

rumah. Sebab, kawasan mereka beberapa kali terendam lumpur. 

5) Warga yang pernah mengontrak di Perumahan Tanggulangin 

Anggun Sejahtera 1, Eidoarjo sebeluln perulnahan it11 terendaln 

Lumpur Lapindo memutuskan menginap di depan gedung DPRD 

Sidoai-jo. Mereka skan tetap bertahan cli sana sa~npai tuntutan 

mereka dikabulkan oleh PT. LBi Setid2!.:nya 70 warga pengontrak 

menginap di depan gedung DPRD Sidoarj~ sejak Rabu tan~gal 26 

September 2007. Mereka menggelar kain terpal di depan pintu 

masuk ke gedung DPRD untuk telnpat istirahat. Sementara di 

pagar pintu masilk ke gedung DPRD ditelnpelkan spanduk dan 

poster yang berisikan tuntutan-tuntutan mereka. .Vcreka sejak 

pacla hari Rabu hingga Jurn'at warga pengontrak berunjuk rasa di 

DPRD Sidoarjo. Sepuluh perwakilan lnereka kelnudian ditemui 

oleh Panitia Khusus Lurnpur Lapindo DPRD Sidoarjo. Namun 



dalam pertemuan itul pansus kembali hanya bisa berjanji 

memperjuangkan tuntutan warga kepada PT. L B I  Salah satu 

perwakilan warga pengontrak, Seger, Kamis (27/9), mengatakan 

warga pengontrak memutuskan menginap dan bertahai~ d i  depan 

gedung DPRD Sidoarjo karena kecewa terhadap hasii pertelnuan 

mereka dengan pansus Rabu lalu. Para warga pengontrak in i  

menuntut agar PT. LBI  memperlakukan mereka sama dengan 

korban Lumpur Lapindo d i  luar pengontrak dengan alasan mereka 

sama-sama menderita karena lumpur. Selama ini warga 

pengontrak tidak pernah mendapat uang jaminan hidup Rp 

300.000 per orang per bulan selalna enam bulan seperti yang 

diberikan kepada korban lumpur d i luar pengontr?.k. Selain itu, 

uang kontrakan yang diterima warga pengontrak dari PT. LBI  

besarannya berbeda-beda tidak seperti warga di luar pengontrak 

yang besaran~ya sama :.aitu Rp 5 j:~ta urrti~k masa kontrakan dua 

tahun. Adapun PT. LB! berdalih warga pengontrak diperlakuka~i 

berbeda karena tnereka b~tkan penduduk asli Peru~ntas I dan iidak 

memiliki KTP Sidoarjo. Selain itu, per!akuan serupa diterapkan 

bagi warga pengontrak di empat desa yang terendatn lumpur yaitu 

Jatirejo, Siring, Renokenongo, dan Kedungbendo. Jika tuntutan 

warga pengontrak Peru~ntas 1 dikabulkan, warga pengontrak d i  

empat desa akan menuntut ha1 yang ~ a r n a . ~ ~ ~  

. - 

'" Warga Pengotrak Menginap di DPRD Sidoarjo. Kon7pas, 29 Septeinbzr 2007. 



6 )  Pada hari Sabtu, 29 Maret 2008 korban semburan lumpur dari 

sembilan desa secara spontan memblokade Jalan Raya Porong 

selama sekitar 15 menit pukul 10.00 (2913). Blokade dilakukan di 

sekitar bek'as Tugu Kuning, Desa Siring. Aksi warga itu terjadi 

setelah beberapa anggota DPR RI yang mengunjungi kawasan 

Lumpur Lapindo tidak menyempatkan diri untuk melihat kondisi 

rumah-rumah warga yang saat ini sudah retak dan banyak 

bermunculan se~n  buran liar. Akibat blokade sesaat itu, kemacetan 

di satu-satunya jalur menuju kawasan timur Jawa Tilnur itu tidak 

bisa di hindari. Beberapa anggota DPR RI, Aryo Wijanarko, 

Muhammad Azwar Anas. Markus Silanu, serta Tosari Wijaya, 

hari ini irlemang berkun-iung ke Porong. Namun, selama di 

Porong ~nereka hapya lneninjau dga lokasi pabrik yang kebetulan 

ke1u;l.r semb~ran liar. Sementa1.a I i!lr,ah-rumah warga salna sekal i 

213 tidak mereka kunjung!. 

7) Psda hari Sabtu, 22 Maret 2008 Warga selr~bilan desa di 

Kecamata~i Porong, Sidoarjo, Jawa Ti~nilr. akan beri~n.ii~k rasa 

dengan memblokir was jalan raya dan jalur alternatif di kawasan 

tersebut pada Senin (2413). hllereka menwntut agar desanya 

dimasukkan pada peta area terdampak semburan lumpur PT. LBI 

Kesembilan desa itu ialah Siring Barat, Jatirejo, Glagah Arum, 

Kali Tengah, Pamotan, Gedang, Gempolsari, Plumbon dan Mindi. 

'43 Diabaikan Anggota DPR, Korban Lapindo Blokade .lalan, Ten!po In/el.ak/$ Sabtu 29 
Maret 2008. 



Wakil Ketua DPRD Sidoarjo, Sukron Jalaluddin Alham 

mengatakan bahwa dirinya telah dihubungi para kepala desa yang 

melaporkan bahwa warganya akan berunjuk rasa. Menurut 

Jalaluddin, warga menuntut agar desa mereka dimasukkan area 

yang mendapat ganti rugi. Seperti tiga desa di Kecamatan Jabon, 

yakni Besuki, Kedungcangkring dan Pejarakan. Ketiga desa 

tersebut awalnya tidak termasuk pada peta area terdampak. 

Namun belakangan pemerintah memasukkan pada wilayah yang 

mendapatkaii ganti rugi. Uang ganti rugi itu ditanggung APBN 

sebesar Rp 1,2 triliun. Secara defacto, menurut Jalaluddin, rumah- 

rulnah warga di desa tersebut sudah tidak layak dihuni karena 

muncul selnburan-se:nb~ll-an gas di pekarangan mauplm di dslam 

rulnah. Dari penelitian Fergaco. beberapa desa memang sudah 

harus dikosongkan karena berbahaya uniuk ditempati baik jangka 

paiijang maupun pendek. Koordinator warga Besuki. Ali Mursyid 

mengatakan. agenda unjuk rasa yang disuarakan iaiah mendesak 

pemerintali agar lnempercepat pembayaran ganti rugi. Ali 

mengeluhkan perlakuan diterima pengungsi warga :iga desa 

tersebut. Menurutnya, selalna ini  warga yang. ~nengungsi di tenda- 

tenda tepi bekas jalan to1 Silrabaya - Gempol hanya mendapatkan 

jatah lnakan selama dua minggu. Padahal, Lata dia, mereka juga 

sama-sama telah kehilangan rumah karena terti~nbun ~ u m ~ u r . * ~ ~  

244 Korban Lapindo akan Kelnbali Be1.1rnjuk Rasa, Tempo Inferakfif. Sabtu 22 Maret 



8) Derno terus berlanjut pada tanggal 04 Juni 2008 Puluhan warga 

buruh tani korban se~nburan Lulnpur Lapindo, Rabu rnelakukan 

aksi unjuk rasa di gedung DPRD Sidoarjo. Sebelum melakukan 

aksi di gedung dewan pi~luhan lnassa rnelakukan "long mnr-ch" 

dari perempatan Jalan K H  Mnkmin Sidoar-jo hingga alun-alun 

Sidoarjo kemudian m e n ~ ~ j u  ke kantor DPRD. Puluhan warga 

menuntut agar lahan mereka dikernbalikan, karena lnereka tidak 

bosan beker-ja. setelah terendarn lumpur. Darnpak sosial yang 

diti~nbulkan sangat rnerugikan rakyat dan hanyak yang 

lnengangyur dan tidak bisa bekerja lagi. 

9) Ribuan warga dari tujuh desa korban Lumpur Lapindo yang 

teryabung daiam Cerakan Pendukung Perpres No 14 Taliiln 20G7 

(Geppres) ~nenutup je~nbatan Porong. Sidoaqo. Jawc Timur. 

Kamis. sebagai i~ngkap protes. Tujuh desa it11 adalal-I Desa Siring, 

Jatirejo. Renokcnongo (Kecamatan Pcrong). Kedung Bendo, 

Ketapang. Kali Tengah (tiecamatan Tanggulangin) dan Kedung 

Cangkring (Kecamatan Jabon). Pe~nerintah si~dah lama 

meniutusknn sisa pe~nbayaran ganri rugi sebesar 80% harus 
..- 

dibayar tunai. Parahnya lagi. lan.iut Hari. proses pencicilan itu 

tidak jelas. ArtinJa. setiap berkas akan dicicil Rp 30 juta per 

bulan sesi~ai jatuh tempo. Warga Sidoarjo bereaksi keras ketika 

muncul pernyataan bahwa per~ak i lan mereka di Jakarta 



menyetujui perlnintan Minarak mencicil pelunasan sisa ganti rugi 

80% tersebut. Hari mengungkapkan, telah terjadi diskriminasi 

kepada warga korban lulnpur di inana mereka yang menyetujui 

relokasi langsung dibayar lunas, selnentara warga yang melninta 

"cash and carry" hingga kini belu~n dibayar sisa 80% ganti rugi 

itu. Sudar~nono salah seorang warga yang turun ke jalan menilai, 

kalau lnelnang pelnerintah lnelnahalni posisi keuangan Grup 

Bakri yang tengah sulit, pemerintah juga seharusnya mengambil 

sikap. Akibat aksi turun ke jalan itu, sejumlah kendaraan dari arah 

Sidoarjo harus berbelok melalui jalur Krian menuju Mojosari, 

sedangkan yang dari arah Malang dan Pasuruan di belokan ke 

arah Japanan tesus Mo.iosasi dan Krial?. 

c. RIgIur~ig Warga Yorban di Istana Piegara 

\h;arga masyaraka: korban selnburan l i~lnpur tidak sekedai- 

melakukar, demo atau iln.jiik iasa di daerch Sidoat-jo inelail~kan juga di 

Jakarta. Berikut ini adalah tahapan-tahapan demo yang dilakukan 

korban lu~npur di Jakarta tepatnya di depan Istana. 

I .  Sikap warga Perumahan Tanggulangin . Anggun Se-jahtera 

(Perumtas) 1, Poroiig, Sidoat-jo, Jawa Timur, yang datang berunjuk 

rasa di Jakarta, terbelah. Perbedaan sikap ini setelah pelnerintah 

lnengeluarkan kepiltusan baru tentang lnekanislnz ganti rugi. 

Sebagian warga tetap lnenuntut pelnbayaran ganti rugi secara tilnai 



100%. Sebagian lagi mengikuti keputusan baru yang muncul 

setelah bertemu Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Demikian 

mengemuka dalam pertemuan para warga korban Lumpur Lapindo 

ini di Tugu Proklamasi, Jakarta Pusat, Rabu tanggal 25 April 2008. 

Direktur Utalna Bank Tabungan Negara (BTN) Kodradi yang 

menelnui warga Perumtas, berupaya ~nen.jelaskan secara detail 

prosedur pembayaran yang akan diterima warga korban lurnpur ini. 

Termasuk diantaranya, kelanjutan cicilan mereka di BTN yang 

tidak perlu dilunasi. Kodradi juga menjamin sertifikat rumah warga 

akan disimpan di BTN dan tidak akan diserahkan ke pihak PT. 

LBI, hingga sisa pembayaran dilunasi. Menanggapi pen-jelasan ini. 

si kap warga Perumtas rerbelsh antara pro dan kontra. Mereka yang 

tidak setuju tetap meminta Pemerintah prig ~nenalangi sisa 80%. 

Dengan begitu. warga tidak perlu dipiisingkan dengan mekanis~ne 

pemhayarzn cicilan. Sedanshan warga yallg seti!.ju menil2i jolilsi 

yany ditawarkan oleh Pemerintah c u k ~ p  meinuaskan. Mereka bisa 

~nenlbeli rumah baru. sementara kredit yang tersisa dihapus. Se-iak 

awal warga Perumtas memiritr ilang ganti rugi dengan cara ca.vh 

and carry dari PT. LBI. Mereka pun lnelakukan berbagai aksi. 

termasuk memblokade Jalan Raya Porong. Aksi in i  ~neni~nbulkan 

kemacetan luar biasa, karena jalan tersebut satu-satunya yang 

tersisa setelah jalan to1 tert~ltilp lumpur. Merasa tuntutan tidak 

digubris, sebagian warga Perumtas datang ke Jakarta. Polisi sempat 



mencoba menahan upaya warga ini,  sehingga ~nereka datang ke 

Jakarta dengan cara sembunyi-sembunyi. Warga menolak skema 

ganti rugi yang ditawarkan PT. LBI yaitu ~ne~nbayar 20% uang 

muka dan 80% sisanya dicicil selama dua tahun. Warga tetap 

rnzminta cara cash and carry. PT. LBI juga meminta sertifikat 

rumah. Dua ha1 ini  tidak mene~nukan titik temu. Di Jakarta, warga 

korban lumpur bertekad mengadukan ha1 tersebut kepada Presiden 

Yudhoyono. Namun, upaya mereka tidak langsung berhasil. 

Hampir sepuluh hari, rnereka terpaksa tidur di sekitar Tugu 

Proklamasi yang menjadi simbol bangsa ini lepas dari pen.jajahan. 

hamun, perjuangan ~nereka akliirnya ~ne~nbuahkan liasil. Pada 

Szlasa, perwakila~i wasga Pervmtas ditesima Presiden Yudhoyono 

di lstana Negarz. Pertemuan ini difasilitasi 012h Guhernur DKI 

Jakarta, Sutiyoso. Dalam pei-temuzn ilu disepakati. pe~rbayaran 

tetap dilakukan dengan cara dicicil. bacg m11ka dibe~ikan 207'0 dan 

SO% sisanya dicicil. namuli dipercepat menjadi satu tahun. Wal-ga 

jugs tidak perlu nienebus sertifikat tanah di bank. Warga juga tidak 

diwajibkan unti:!; ~iiembayar cicila~; sisa kredit, sisa bunga dan 

pembayasan denda kredit pe~nililian rir~nah (KPR). Percepatan 

pe~nbayaran uang ganti rugi dari dua tahun menjadi satu tahun 

tidak menjadi masalah- bagi pemerintah. Sebab, menusut Menteri 



Energi Sumber Daya Mineral Purnomo Yusgiantoro, dana untuk 

membayar warga Perumtas menjadi tanggung jawab PT. LBI.*~' 

2. Pada tanggal 07April 2008 setelah memblokir Gedung DPRD 

Sidoar-jo selama tiga jam, warga korban lumpur dari proyek PT. 

LB I  dari tiga desa akhirnya mengizinkan-anggota dewan mengantor 

dan disepakati perwakilan berangkat ke Jakarta, Senin petang. 

Kesepakatan itu merupakan hasil negosiasi antara Wakil Ketua 

DPRD Sidoarjo Jalaludin Alham, Wakapolres S idoarjo, Kompol 

Albert Sianipar, dan Sekwan Pono Subiantoro. Lima orang 

perwakilan dalah warga Besuki. Pejarakan Kecamatan dan 

Kedungcangkring Kecamatan Porong. Sidoar-jo berangkat ke 

Jakarta. hknurut pervakilan warga. Ali  Mursyid. di .Iakarta lnereka 

akan menemui anggota pacggar I DPR RI, Dirjen Anggai-an 

Depkeu. BPK, dan Menteri Pekeriaan Umliin, Djoko Kir~nanto, 

selaku dewan pengarah RPLS. G'arga akan mpnangih jan-ji 

Presiden Susilo Bsmbang Yudho!ono (SBY), terkait pemberian 

oanti rugi dari alokasi APBU-P. Warga memastikan 
L 

keberangkatannya tidak hanya satu-dua hari, tetapi salnpai 

kepirtusan itu direalisasikan jadnal pencairannya. Jalaluddin 

sendiri siap i~nt i lk  lnembiayai selama perwakilan warga berada di 

Jakarta. 
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3. Massa Korban Lumpur Lapindo melakukan demo di lstana lagi. 

Massa korban Lumpur Lapindo dari Sidoarjo, Jawa Timur, kembali 

menyalnbangi lstana Kepresidenan Jzlar, Medan Merdeka Utara, 

Jakarta Pusat, Kamis, untuk berirn-jukrasa. Menurut inforlnasi dari 

Traffic Management Center (TMC) Polda Metro Jaya di Jakarta, 

Kamis pagi, massa ini tergabung dalaln Gerakan Korban Lumpur 

Lapindo Pendukung Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2007 

(Geppres No 1412007). Geppres akan ditemani perwakilan dari 

Yayasan Le~nbaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) dan lnulai 

berun.jukrasa pukul 1 0.00 W IS. Sebelumnya, sekitar 200 orang 

Geppres meiaksanakan aksi yang salna di depan lstana pada Rabu 

( 1  913) dengan membawa scji1111 la11 spa1:d::k. Dalaln aksi yang 

sebagian ter.diri 3al-i perempi!an i t i t  juga berdoa dan membaca a1,at- 

ayal suci A l  Qur'an. Para penderno sappat tidak Inall 

n?emb::barkan akcinya, tetapi setelah polisi n~elakukst: negosiasi, 

akilirn!,a aksi iti: berakhir sekitar pukui 20.25 WIB. Seiain aksi 

Geppres. TMC menginformasikali pada Kamis (1913) juga ada tiga 

aksi lainnya, yaitu Friends o f  Fal:~n Gong di depan Kedubes RRC, 

Masyarakat Pelnilih Anti Pelnbodohan Politik d i  Bundaran HI  dan 

Mahkamah Agilng dan dari Jaringan Solidaritas Korban Keadilan 

Pelanggaran H A M  di depan ~stana.'~" 
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1. Ratusan korban Lumpur Lapindo kembali berun-juk rasa di depan 

lstana Merdeka di Jalan Medan Merdeka Utara. Jakarta Pusat, 

Rabu, lnendesak agar pihak PT. LBI  me~nbayar ganti rugi sesuai 

dengan Peraturan Presiden No 1412007. Berdasarkan pantauan 

ANTARA News di Jakarta, Rabu, ratusan pengunjuk rasa itu tetap 

bertahan hingga sekitar pukul 13.00 WIB dengan duduk di trotoar 

Jalan Medan Merdeka Utara. Aksi delnonstrasi it11 sendiri dimulai 

sekitar pukul 10.00 WIB. Sejumlah pengun-iuk rasa selnpat 

menduduki sebagian badan jalan tetapi berhasil dihalau aparat 

kepolisian. Barisan petilgas pengendali lnassa juga ta~npak berbaris 

di depan para pendemo. Massa yang tergabung dalaln Gerakan 

Pend:~kung Pprpres 1412007 (Geppres) itu n~slakukan aksinya 

antara lain dengan ~nembaca ayal-ayat siici A l  Qur'an. 

5 .  Pada tal?ggal 1 1  Februari 2003 ribuan korbcn Lumplir Lapindo 

Inenganca~n :nelakukcn aksi den~onstrasi ke :star?a Presiden karena 

PT Minarak Lapilido Jaya (44L.I) selaku junl hayar PT. LBI  

terbukti tidak mampu niengangsur sisa +anti rugi sesuai 

kesepaliatan yang disaksikan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono 

(SBY) pada 3 Desember 2008. Dalam dialog antara perwakilan 

korban lumpur dengan Vice President PT. MLJ. Andi Darussalam. 

terungkap t3ahcva pihaknya tak sanggup lnengangsur pe~nbayaran 

sisa ganti rugi korban lulnpur sesuai kesepakatan 3 Desembel- 2008 

yakni angsuran Rp30 juta per-bulanlorang dan bantuan uang 



kontrak Rp 2,5 juta per-orang. Setidaknya ada tiga permasalahan 

yang ditengarai menjadi pemicu demonstrasi warga korban lumpur 

terutama dari Perumahan Tanggulangin Anggun Sejahtera (Perum 

TAS). Senin (16/4/2007): Perfnrnn, adanya perbedaan penetapan 

model pembayaran ganti rugi antara Keppres Nomor 13 Tahun 

2006 dan Perpres No  1312007. Dalam Keppres Nomor 13 Tahun 

2006 tentang Pembentukan Badan Penanggulangan Lumpur 

Lapindo (BPLS) disebutkan bahwa ganti rugi untuk para korban 

Lumpur Lapindo akan dibayarkan secara cash and carry. Akan 

tetapi dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 14/2007 tentang 

Mekanisme Pembayaran Ganti Rugi Korban Lumpur Lapindo 

diseb~~tkan bahwa piliak PT. 1 RI pada tahap awal akan menbayar 

20%. sedangkan 89% sisanyn akan dibalrarkan selambat-lambatnya 

wtu bulan sebelum niasa kontrak selama dua tahun it11 selesai. 

Adanya "dila" model pembayaran inilah yang akhir~lya ~ne~r l icu 

kontroversi dan :nenj.iilut aksi u~!juk rasa. Kedz~u, sebagian besar 

warga korban lu~npur liierasa bahwa penibayaran ganti rugi secara 

bertahap akan membuat mereka sulit ~ne~nbe l i  atau ~nembangun 

rumah baru dengan segera. padahal rumah mereka yang lama sudah 

tenggela~n dalam lu~npul-. Mereka menginginkan ganti rugi tunai 

100% dibayarkan sekaligirs agar bisa membeli atau membangi~n 

riiinah baru dan keluar dari tempat pengungsian secepatnya. 

Kefign, adanya ke~nacetan komunikasi antara pihak PT. LBI, 



pemerintah daerah, dan para korban lumpur. Akibatnya, 

permasalahan yang selnestinya bisa diselesaikan di sekitar 

semburan lokasi Lumpur Lapindo lnelalui dialog tripartit, oleh para 

korban juscru dicariksn jalan pemecahan ke ~akarta.*~'  

Dari tiga ha! tersebut diatas, ke~nacetan kolnunikasi dengan 

warga korban Lulnpur Lapindo yang perlu mendapatkan perhatian 

utama. Sebab, bisa jadi aksi unjuk rasa dilakukan lantaran beluln 

adanya pemahaman yang sama antara pihak pemerintah, PT. L B I  

dan warga tnengenai proses pemberian ganti rugi dan kebijakan 

yang telah diambil. Penjelasan kepada publik mengenai setiap 

kebijakan dan adanya perbedaan pelnahalnan tentang ganti rugi 

cnsh cr~ici c a u y  yang tercantuln dalaln Keppses No~nor  13 Talilln 

2006 dar~ Perpres No. 1412007 perlu segera disalnpai kan kepada 

mssqarakat khususnya korban LLIITIPU~ Lapindc, girna menghindxi 

adaqe penilaian iliskonsistensi a:as kebijakan pelqcrictah 

mer.ger.ai penanganan sembiirpn Latnpur Lapindo. 

6. Kelornpok-kelompok Masyarakat Korban Fang Melakukan Nglurug 

Masyarakat korban yang melakukan unjuk rasa dilakukan secara 

teroganisir sesuai dengan kepentingan kelolnpok masing-masing. 

Polarisasi pendapat lnasyarakat korban se~nburan lu~npur saat ini terdiri 

dari dua aliran. Alir-an per~crnla, warga yang setuju skelna Peraturan 
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Presiden Nornor 14 Tahun 2007 (Perpres No. 1412007) yaitu jalan 

penyelesaian sosial dengan jual-beli tanah dan rumah warga korban 

dengan pe~nbayaran 20 % di muka dan 80 % sebelu~n rnasa kontrak ru~nah 

korban berakhir (crr.rh & carry / C8C'). Mereka kini  tergabung dalam 

Gabungan Korban Lumpur Lapindo (GKLL) yang ~nerupakan mayoritas 

korban Lulnpi~r Lapindo dalam peta terdampak 22 Maret 2007. 

Aliran kedua. warga yang tidak setuju skema Perpres No. 1412007, 

~nereka ~neminta pembayaran st,-ict cash (tunai langsung). Mereka 

tergabung dala~n Paguyuban Warga Renokenongo Menolak Kontrak 

(Pagarrekontrak). Tapi seiring jalan. Pagarrekontrak yang bertahan di 

pengungsian Pasar Porong Baru Sidoar-jo itu akhirnya setuju dengan ske~na 

Perpres 1Uo. 1412007 setelah ditekan melalui arlcarvan pelnutusan air 

PDAM', listrlk dan penghentian jatah maitanan. Pada akhir April 2008 

kemarin Pcgarekontra k setuj ti denzan skerna pernba~aran jual-beli 20 O/C : 

80 4'0. La pi me~ninta jaminan jika Lernyata PT. hlinarak L,apindo jays 

(MLJ) ingkar jai-ji. \ Z ~ I I L I I I ,  tzrckliir pimpinan ~nereka (Id. Sunar-to) tiba- 

riba mengambil kepu~usan menukik tajam: setuju c.(~.sii & t-e.sc.ul~r~rc.~?~ 

yang ~neni~nbulkan rasan-rasan para pengikutnya yang takut ~nenyatakan 

ket idakseti!iuan mereka. 

Di luar GKLL dan Pagarrekontrak ~nasih ada ribuan korban lain 

yang ber-juang dala~n kelornpok-kelompok kecil dan para individu. Bahkan 

di Pasar Porong Baru penulis menemukan ada beberapa orang korban yang 

~nende k larasi kan tekadnya, "Scir~ipai kianiatpsin sc!\.cl Ink akan menjual 



tanah don r t ~ ~ ~ i a h  says yang telah terendrrni!" Ternyata di luar itu juga 

banyak yang belum mau rnenjual tanah dan rumah mereka yang terkubur 

lumpur. Mereka kelak akan menggugat ganti rugi kepada PT. LBI. 

Ada juga warga yang berkasnya 'diblokir' oknu~n aparat desa 

sebab mereka tidak mau lnenuruti adanya pungutan 25 % sehingga BPLS 

(Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo) tidak berani ~neneruskan 

prosesnya. Ada juga sengketa perbedaan tafsir jenis tanah yang lnenurut 

dokulnennya tanah pekarangan tapi menurut kenyataan separoh rulnah dan 

separoh dibuat tempat rnenamaln kangkung (ditafsir sawah). Ada pula 

warga yang resah sebab ada pengurus desa atail keiurahan atau pengurus 

kelornpok warga yang ~ne~ninta 'uang jasa' 0.5 5%. Ada juga sedikit warga 

yacg  he^-belzn-ja perhiasan dan kendaraan' seteiah ~neinperoleh 

pembayaran irang muka 30 %. Dan lain-laill. kisctlinya tidak sesederhana 

Jang dibei-itakan media, tidpk selnesra apa lang digambarkan ole11 iklen- 

iklan PT. LBI  di media. Selain kelo~npok 3i atas sedikitn~a ada tujuh 

kelolnpok dengan tuntutan yang berbeda. 

I )  Kelo~iipok Choirul Hilda, mengatasnamakan Gabungan Korban 

Lu~npur Lapindo beranggota sekitar 1.500 orang dengan tuntutan ca.~li 

and re.~e~~leriien~. 

2) Kelo~npok Fathurozi atau Ny. Malimudah, inengatasna~nakan Gerakan 

Pendukung Perpres dengan anggota sekitar 1.000 orang dengan 

tuntutan cash arid carr?.. 



3) Kelotnpok Soenarto, mengatasnamakan Paguyuban Warga 

Renokenongo Menolak Kontrak dengan anggota sekitar 1.500 warga 

inenuntut percepatan ganti rugi rnaksimal Desernber 2008. 

4) Kelompok Perumtas pimpinan Imam Agustinus, dengan anggota lebih 

da1.i s:paruh warga perulntas dengan tuntutan resefflen~enf murni. 

5) Kelompok Perumtas pirnpinan Sumitro, dengan anggota kurang dari 

separuh warga perulntas dengan tuntutan co.rl7 cind ccirly. 

6) Kelompok di luar peta darnpak pimpinan Bambang Kuswanto dengan 

anggota warga Siring Barat. Jatirejo Barat, dan Mindi, menuntut ganti 

rugi. 

7) Kelompok Abdurrohim dengan anggota warga Desa Besuki, 
, 

Peiarakan. dan Kedungca112kril1g dengan tuntutan revisi Peraturan 

Presiden Notnor 14 Tah~ln 3007 tentang Peta ~am~a!,.'~" 

F. Rangkurnan 

Setiap rinclakan j.ang dilal;:ikan akan memiliki iniplikssi bail; kecil 

ataupun besnr. Karena pada dasarnya t~lanusia masing-masing memiliki 

tanggung jawab yang bei.beda-beda sesuai dengan tindakan dan kapasitasnya. 

!ial ini juga terjadi pada PT. LBI. ivalaup~rn perusahaan terseb~it din>atakan 

tidak bersalah dari sisi hukum nalnun tanggung jawab sosial terhadap 

masyarakat korban sernburan lumpur harus tetap diembannya. 
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Paling tidak ada tiga pendapat berkaitan dengan sebab lnusabab 

munculnya semburan lumpur di Sidoarjo. Pendapat pertuma, menyatakan 

bahwa se~nburan Lulnpur d i  akibatkan oleh bencana alam. Pendapat kedua, 

menyatakan bahwa semburan lumpur lebih disebabkan kelalaian PT. L B I  yang 

melakukan pengeboran. Adapiln pendapat yang keti<va, adalah pendapat yang 

~nenggabugkan kedunya bahwa bencana alam tnemicu terjadinya semburan 

lumpur pada saat peln boran tersebut. 

Pendapat-pendapat tersebut tentu akan Inelahirkan implikasi yang 

berbeda, akan tetapi terlepas dari ha1 tersebut, seperti yang telah dikemukakan 

diawal bahwa PT. L B I  dan pemerintah sama-sama metnil iki tanggilng jawab 

dalaln ~nelakukan penanggulangan semburan lutnpur ataupun dalnpak sosial 

lainn! a. 

Oleh kcre~ianya. berdasal-kan kebi-jakan yang dialnbil oleh pelnerintah 

~nelalui k~pi l tucan Presiden pihak P I .  LBI  lnemiliki tanggung jawab untuk 

peran~gu langa l~  selnbura~i lulilpur darl p~ille!.i~lt;lh melalui sapel-BPLS 

msla!;ukan pengawrsan sekaligirs rnemba~~tu PT. LRI  dalalii melakukan 

penanggulangan dampah tersebut. Sehinssa dua sinergi antara PT. L B I  dan 

Pemerintali aka11 menghasilka~i sebuali kinerja yang betul-betul dapat 

lneringankan beban maqarakat yang meri.indi korba~i  se~nburaci lumpur. 

Meskipun deliiihian, ternyata apa yang telah dilakukan oleh 

Penierintali dan PT. LB I  tidak sepenuIin!a ~nemba\va hasil yang maksimal. 

Masih banyak hal-ha1 l a n g  belum leralisisasi seperti pe~nbayaran ganti rugi 



dan sebagainya. Sehingga masyarakat melakukan nglzlrtrg sebagai salah satu 

proses untuk mencari keadilan. 



BAB V 

TINJAUAN BUDAYA HUKUM TERHADAP TANGGUNG 

JAWAB PEMERINTAH DAN PT. LBI SERTA TINDAKAN 

NGLURUG MASYARAKAT KORBAN DALAM 

PENYELESAIAN SENGKETA LUMPUR DI SIDOARJO 

Tanggung jawab Pemerintah dan PT. LBI  sebagaimana penulis bahas pada 

bab sebe lulnnya tampak sebagai wujud tanggung jawab hukum dari keduanya. 

Hukum berfungi sebagai kontrol sosial dan kebijakan akan berdaya guna ketika 

didukung oleh komitmeli pribadi rnanusia J-ang lnenjalankan it11 sendiri. Oleh 

karenanya, dalam bab ini dibahas tentang pitndangan budaya hukuln terhadap 

tanggu~ig ja\j.sb Penierilitali dan PT. I,BI terkait dcngan pe~i~.elesaian secgketa 

semburan lulnp~rr di Sidoarja. 

Seiain itu. implementasi kebijakcin Pemeri~tah oleh PT. 1,BI terhadap 

korl?a~i semburan dirasakan tJak sesudi deligan r~ i la i  keadilan dalarn masyarakat. 

Untuh: i t i t  niasJ,arakat nielakukali u~i.iuh: rasa untuk menelitalig Itebi-iakan- 

kebijakan tersebut. Praktik-praktik iln.jilk rasa tersebut berhasil lnerubah kebi.jakan 

Pemerintal?. Pada bab ini penulis mengkaii tentang tin.jauari budaya huk~rm 

terhadap praktik unjuk rasa atau rigll,~rtcg korban semburan lumpur terhadap 

kebi.jakan pemerintali kliirsusri~-a terkair dengall dikeluarkannya Keppres. 

Sebagailnan telah di-jeiaskan diawal bahwa terdapat berbagai bentuk demo 

dan protes dilakukan : ( I )  Protes yang oleh \\arga diti!jukan PT. LBI  ; (2) Protes 



dan demo !-ang ditujukan kepada PT. L B I  dan BPLS di sekitar Propinsi dan 

Kabuparen: ( 3 )  Demo dilakukan masyarakat sebagai korban di lstana Negara. 

Dari sudur budaya hukum demo-demo tersebut telah mendorong lahirnya 

Keppres dan tinibulnya beberapa kali perubahan akan Keppres. Scberapa ja:rl~ 

Keppres tersebut merupakan jalan keluar bagi yang berkeadilan talnpaknya tidak 

~nudah dideteksi. Hanya saja, hubungan antar demo-demo dengan terjadinya 

beberapa kali perubahan Keppres telah meni~njukkan adanya bukti hahwa 

masyarakat korban bencana Lumpur Lapindo sebagian besar telah menerilna 

pernukiman !,ang lebih memuaskan. 

A. Tanggung Jawab Pernerintah dan PT. LBI dalarn Perspektif Budaya 

Huliuill 

Periierintah nlemiliki ranggung jawab peiiuli atas segala ha1 yalig 

berh!~bungan dengan kesehajeteraan rakyatnya bzgitu Juga dengan PT. LBI  

Pada sub juiiul bab ini akan dibahas tentang tanggirng ja\vab pemerintah dan 

P'P. LB I  ddam perspektif budala hukum. 

Buda!a inasyarakat dan budaya bangsa Indonesia pada u ~ ~ a r n n y a  

menempatkan Pelnerintah sebagai plavitlei. dari setiap tindakan 
C---- 

~iias!.arakatn! a. Sehingga prod11 k hukum dari seblr h negara sangat 

berpengaruli kepada budaya hukurn masyarakatliya. Sebaliknya budaya 

hukum jugalali j.ang akan membentuk kesadasaran hukuln lnasyarakat di 

sebuah negara.'"" 
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Negara sebagai penyelenggara kehidupan berbangsa dan bernegara 

memiliki peran yang sangat penting untirk menciptakan kernakmuran bagi 

rak!-atnya. Termasuk didalamnya peran negara sebagai penanggungjawab 

terhadap kerusakan lingkungan dan bencana yang terjadi di sebuah negara. 

Negara sebagai organisasi dari sekumpulan rakyat, yang diperlengkapi 

dengan mekanisrne administrasinya. sebagai organisasi yang rnengelola 

kepentingan ulnurn dari rakyatnya, adalah organ atau pihak yang harus tampil 

mengam bil alih masalah-masalah yang perlu bagi rakyat, bagi wilayah 

Yurisdiksinya (ter-i~orial) atau bagi lingkungan hidupnya. Dihubungkan 

dengan teori kenegaraan dengan meryjuk doktrin Rosseau dalam teori Social 

C'o171racr-nya yang pada dasarnya negara adalah suatu bentuk asosiasi !.ang . * 

melnperiahankan dan melindungi dcngan scluruh kzkiratan umuln. orang dan 

hartc benda. Hal ini merupakan per\\-ujudan dari prinsi? !>ziDlic .~r~*lv'ce. \,ang 

juga telah nren.iadi prinsip Jan acuen doktriner yang bersifa! universd!. diinzna 

negara melindungi sei-ta mengayomi rakyat dan bangsanya ~nelaliii kebi.iakan- 

kebijakan yang bi-rsitit preventif niililpiln represif.'"' 

Demikian pula negara sebagai penguasa atas sernl.ra surnber da~ , a  alarn 

dan lingkungan dapat pula dihubungkan sebagai subyek yang ~nemiliki 
r 

tanggirng jawab secara h u k u ~ i i  densan asas siapa !.ang -n:enguasai. ia 

bertanggung jawab. Jadi sebenal-nya dirnensi huku~n perdata (liahilit)~) tidak 

bisa dilepaskan dari hubungan peristiwa demikian. meskipun tent11 kelak 

berhadapan dengan aspek pengecualian (exen7prinr7 of liahili~y) karena 

"" N.H.T. Siahan. 01,. Cir. hlm. 100 
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keadaan darurat atau bencana yang tidak dapat dieiakkan dari sudut penilaian 

yang obyektif, dan ha1 demikian dapat dikaitkan dengan alasan act of ~od . " '  

Begitu pula dengan tanggung jawab negara dalam mewujudkan 

keadilan bagi rakyatnya. Keadilan identik dengan eksistensi hukum, bahkan 

hukum hadir untuk memberikan keadilan bazi rakyatnya. Hukum untuk 

keadilan dalam berbagai perspektif dipandang sebagai sebuah keniscaayaan. 

Artinya, tiadalah guna hukum apabila mengabaikan k e a d i ~ a n . ~ ~ ~  Sengketa- 

sengketa yang muncul merupakan bentuk dari respon atas ketidakadilan. 

Menuurut Adi Sulistiyono, keberadaan hukum di berbagai bidang 

dalam masyarakat diharapkan untuk mampu menjalankan fungsinya sebagai 

sarana penyelesaian sengketa, sarana kontrol sosial. sarana social engineering. 

sarana emansipasi masyarakat, sarana legitilnasi Jan penzo~!trol terhadap 

perubahaa-perubahan. atau sebagai sarana pendistiibusi keadilan."' 

h4enuru:nya diantaril beberapa fi~ngsi liukum tersebut, fungsi hukum 

sebagai sarat?a penyelesaian sengketa, yaiig dafaln ha1 ini diwzkili pengadi!an, 

1:lenclnpati perrnan penting bagi perbaikan ekonolni Rtau mendukang 

kernakmuran suatu bangsa. Akan tetapi dalam praktik. bekerjanya hukum 

untuk mewujudkan fu~ngsi sebagai sarana unt i~k menyelesaikan sengketa 

.. fl 
tern\.ata tidak sesederhana yang dituliskan. Dari sudut pandang ciitical legal 

stzrclie.~. daia~n menjalankan fungsinya tersebut, huku~n harus ~nenghadapi 

berbagai pengaruh dan tekanan bidang politik. ekonolni atau pengaruh bidang 

'S! lbid 
?<* 

- - -  Sakiipto Rahardjo. I l~nt t  H l ~ k l t ~ i i .  Bandung. Citra Aditya Bakti. Cetakan V, 2000. hlrn. 
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sosial lainnya. Dalam satu s is i  kadang hukum berhasil mereduksi rintangan 

dan mampu menjalankan tugasnya, tapi di s is i  lain kadang-kadang hukum-pun 

dapat mengalami kegagalan untuk ~nendistrib~~sikan keadilan. Hal ini harus 

disadari dari awal, agar harapan dan kepercayaan akan retralitas hukum tidak 

ditempatkan secara-berlebihan. 

Keterbatasan hukurn dalam menjalankan fi~ngsinya dalam ~nasyarakat 

disebabkan kehadiran hukum bukan berwujud sebagai suatu benda mati 

ataupun 'robot komputer' yang diprograrn untuk menetralisir segala rintangan 

yang timbul dan mewujudkan tugasnya. Salah satu re.~sour-ce.~ utama hukum 

untuk ~nenyelesaikan sengketa di tengah ~nasyarakat tercer~nin dalarn wujud 

'hakim'. Dengan kata lain. pihak yang ~newakili dan ~nenjalankan tugas 

menyelesaikaii sengketa atas llama huku~n adalah '17ianusia'. yang notabene 

Sanyak ~nernil iki keterbatasan dalaln melakukan aktititasnya. Sehingga 

keterbatasan huku!n dalam menjalankzin fungsinya i~nt i lk menyelesaikan 

sengketa. mell lui pe~~gadi!an. inilal? Lang membuka ruang bagi pengadilan 

non litigasi untuk ~nenga~nbil peran p i g  dibutut~kan oleh masyasakas dala~n 

berpartisipasi ~ne~nberikan penyelesaian serigketa secara lebih ~nanusiawai, 

amicnble. dan titiak ~nelukai perasaan pihak-pihak yang berperkara.'j4 

Dari apa yang telah diuraikan oleh Adi Sulistiyono. men-jadi jelas 

bahwa budaya hukurn saligat berpengaruh terhadap keberhasilan pernerintah 

dalam Inengemban tanggilng jawab ~nenjaga ketertiban masyarakat. Sehingga 



apabila pengadilan dalam arti norrnatif tidak rnampu menyelesaikan konflik, 

maka ada alternatif dalarn menyelesaikan sengketa yang terjadi di masyarakat. 

Selain faktor budaya hukum, substansi dan struktur hukum berperan 

aktif  dalarn penegakan hukum. Secara kelelnbagaan tanggung jawab Negara 

dalaln peraturan perundangan, baik yang lnenyangkut lingkungan hidup, 

pertambangan lnaupun penanggulangan bencana memiliki tanggung jawab 

yang besar. Bahkan dalaln pengelolaan lingkungan hidup kelernbagaan 

inenlainkan fungsi penting. mengingat kelembagaan menjadi wadah, 

penuntun, dan menyediakan pola bagi proses pengelolaan lingkungan hidup, 

bahkan kelelnbagaan berfungsi mengarahkan orientasi dari kelompok 

tnasyarakat dalam berinteraksi dengan lingkungannya. Dengan demikian, 

dapat dikemukakali bahwa. bagairnana wi!jud pengelolaan lin,gkungan sllatu 

masyarakat drtentukarl ole11 el:sistensi kelcnibagaan yaliz ada dalaln 

- -  
masyaraka: , a n g  bersangkir!an.-" 

B. Prakt ik Nglrrrug da1r.m Ti l~ jauan Buc!aya Hiikum 

1. Status Nglui.~g oleii Korban dalam U U D  1935 

H~ ikum telah ~iiemberikan perlindungan terhadap protrs atau unjuk 

rasa yang dilakukan oleh elellien masyarakat. Indonesia adalah Negara 

hukuln yang melindungi setiap warga Negara dalan~ melakirkan setiap 

bentuk kebebasan berpendapat, menyampaikan gagasan baik secara lisan 

lnaupun tulisan. 

2 5 5  Hamka Naping? Kelenibngnnri Trudi.sio~iul d~li7t?l Pengelolaan L,itgkringan Hidlip. 
http:~ce~~itanl~~opologi.blogspol.com/2009i~1 I Ikelembagaan-tradisional-dalam.html 



Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang selanjutnya disingkat UU D 

1945, merupakan sumber dari sumber hukum yang utama dalam tata 

hukum di ~ndonesia.~~" Sebagai sumber hukum ULlD 1945 ini menjiwai 

setiap undang-undang di bawahnya dan karenanya tidak boleh 

bertentangan dengannya baik dari sisi ~nateri ataupun ~ a i n n ~ a . ~ ~ '  

Materi dari UUD 1945 juga memuat dan mencerminkan nilai-nilai 

dari budaya masyarakat Indonesia. Termasuk di dalamnya adalah 

pengakuan adanya hak-hak asasi manusia pada umumnya dan hak-hak 

dalam kebzbasan berserikat dan berpendapat pada k h u s ~ s n ~ a . ' ~ ~  

Pencerminan ini ada baik sesudah atau sebelum UUD 1945 

diamandemen."" Dengan kata lain, sejak awal kelahiran UUD 1945 

- 
7 .  -'" Siti Soc~iiiati. Pc.~igcl~i/cir l i l / t r  1111X.ri11i l~idolic~sio. Retika. .iakar!s. 2000. hlni. 12 
2 5 7  Sisten; tala hukum Indonesia n~engatur hierarki peraturen peru~idang-unda:is~n yang 

menempatkan !!llD 1945 sebagrri undang-111;Jnn~ tertinggi. !)aiain teori I?uk!~m la!:) hukum JanP 
de~;;iki:ui aJalah :;esuai dc.ng:ln tcori Stulknbau (ba~igu~ian mcnrlrut jen,iarw). Dalani ~eor i  ini  
diten~ukan ,jcn.jans-,icn;i!~ig pcsundang-undangan. l-iliat: I ' i t ik  .l'ri\vulan l 'utik. 1111111 I-III~III~I. 
Prestasi I'ublislier. Sui.aba!a. 2000. Iilm. 36. fvIcngc*riai tcori Stuftnbau lihat: 'l'heo I-luijbcrs. 
F~lsq/cr/ HII~III~I. Kanisius. \'og!akarta. 1995. hlm. 43 

2% Alinea keenipat U U D  1945 bert?unyi : .-kemudian daripada itu ~ ln tuk  rnembentuk suatu 
pernerintah negara Indonesia daii seluruli t i~mpa!i darah Indonesia dan untuk niernajukan 
kesqjahteraan u ~ i i u ~ i i  dan kecesdasan bangsa. dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang 
k rdas~vkan ke~iirrdekaan perdanioian abadi dan keadilan sosial. mnka clisusunlali kc-merdekaan 
bang& Indonesia itu dalam suatu undang-undang.. . 

Zj,] 
I l iakui  bali\\u dalam peri~hahan l l l l D  1045 itu ada beberapa Eemajuan. tesutalna 

dengan d imuatny soal liak usasi ~iianusia. Scbagaimana hakikat dari konstitusionalis~iie yang 
~nengharuskan adan\.a pengakuan dan ,jaminan tcrlladap I - IAM dia~ur  dalaln konslitusi. Selain itu 
dengan adan!a pembalason keivenangan dan niasa j ab~ tan  bagi eksekutif (presiden). telah 
mengurangi dominasi dari penierintalian yang eksekulil' /icni?:. Dan sebagai perimbangannya 
diberikan kewenangan-ke\verlangan kepada D1'11. sebagai upaya untuk ~nemberdayakan legislati1 
terutama dalaln Iungsin~a melakukan kontrol lerhadap eksekutif. I'erubalian ini  berangkat dari 
pengalaman pernerinlalian !.ang teriadi selama ini  dengan sangat kuarn>.a eksekutiS(presiden) dan 
lemahn~a IIPR. sehingra '-tidak ada" kontrol saliia sekali dari DPR terhadap kineria pemerintahan. 
Pengalaman deligan pemesintahan yang didominasi eksekutif dan tiadan\:a kontrol terhadapnya 
telali berlangsung lebih dari 32 tahu~i dan itu menimbulkan akibat-akibat seperti yang dialami saat 
ini. 



hingga proses perubahannya Hak Asasi Manusia merupakan terna prioritas 

yang dibahas dalam ULID 1 945.260 

Prioritas bahasan ini bukan sernata-mata karena isu global melainkan 

karena pengakuan ternadap H A M  tersebut merupakan salah satu prasyarat 

dari negara h ~ k u m . ' ~ '  Apalir.gi pasca amandemen kedua dari UUD 1945 

inemasukkan H A M  dala~n bab tersendiri yakni Bab X A inengenai Hak 

Asasi Manusia dengan 10 pasa1.262 

Pengaturan secara khusus H A M  dalarn UL'D 1945 merupakan 

lompatan besar dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia. Pasal-pasal H A M  

sebagai~nana terdapat dalarn pada UUD 1945 dinilai sangat singkat dan 

Penegssan H.AM dalarn U L I  D 1345 iuga terdapat dalaln pasal-pasal 

berikut ini: Pasal 27 ayat ( I )  UUD 1945 tentang kesarnaan di depsn 

h u k ~ i n ? " ~ ,  Pasai 27 ayat (2. ) IILID I545 tentang ha!< atas peherjaan dan 

( . I .  
b l ~ i d a  El-Mulit+i. Jclk .I.vmi .\!a17r!.sin c/olcl~rr h'olrs~i/r~.si l~lc~o,~e.sia. Ycnca!ia. Sakiirt;~. 

2005. hlrii. 9-1- I I 8  
21, ! Ni'matul Huda. f'olirik h'e/n/rrnego~~c~tl,~ 11itiotle.sir1: h'c!jimi /~,t.hot/r~/) I)i~rctlrri/;c~ 

Pe~.~~hr rhn t~  ( ( '1) l 9 4 j .  1'1 1 1 I 1  1'1.c.s~. Y o g  ukarta. 200 I. li lm. -32 
7 - 
-"- I'asnl 28A. 2813. 2SC. 2811. 28;:. 281:. 2X(;. 281-1. 281. drln 28.1 1.'1.[> 1045. Selain it11 

Keberadaan ('(.'I> 1045 ),anp >rtluriia ilii disakralkan. dnn tidak boleh diirbah kini  telah menpa!anii 
beberapa prtsubahan. Tuntutari prtrubahan terhadap UI.!!? 1945 i tu pada hakekctnya merupakan 
tuntutan bayi adan!a penataan ulang terhadap kehidupan berbangsa dari bernegara. A~:ILI de~ig;~ri 
kara lain sebagai upaja riiemul;l.i 'kontrak sosial' basil antara \varga liegara dengan ricgaKi mcnujir 
apa yang dicita-citakan bersamn yang dituangkan dnlam sebuah peraturun dasar (konstitusi). 
Perubahan konstitusi ini  merisinginkan pula adan!a perubahan sistcm Jan koridisi negara )ang 
otoritarian menuju ke arah s is tm yang demokratis dengan relasi lembaga neyara yang seimbang. 
Dengan denlikian perubahan k~)nsti~itusi men.iadi suatu agenda yang tidak bisa diabaikan. Hal in i  
men,jadi suaru keharusan dan sanyat menentukan bagi ,iulannya dem!~kratisasi suatu bangsa. 

y.: 
- Sat!a Arinanro. ..lso.si .Z/~IIIII.S~~I e/r~/c~l i~ 7i.rin.si.si Poli/ ik t/ i /tlt/o~ie.sirr. ['usat Stirdi 

I-lukum l'ata Negasa Fakultas Hukum Uni\;ersitas Indonesia. .lakarta. 20C!3. him. 20 
264 Pasal 27 ayat ( I )  l l i D  1945 menyatnkan kcsamaan kedudukan ivarga negara di dalani 

hukum dan pemeri~tahan drtngan tidak ada kecualinya. Hal ini menun,iukkan adariya 
keseimbangan antara hak dan ke\va.jiban. dan tidak ada diskriminasi d i  antara ivarga negara? baik 
mengenai h a k n ~ a  tnaupun rnengenai ke\vajibannj,a. Kesamaan kedudukan d i  dalam hukurn dan 
pe;nerintahan Negara Republil, Indonesia menganut asas bah\va setiap \r.arga negara meinpun>.ai 



penghidupan ~ a ~ a k . ~ ~ '  Pasal 28 UUD 1945 tentang kemerdekaan berserikat 

dan b e r k ~ m ~ u l . ~ ~ ~  

Pasal 28 UUD 1945 telah disempurnakan. Pertama, Pasal 28 UUD 

1945 dikukuhkan jika kemerdekaan tersebut menjadi hak pribadi, yaitu: 

hak berserikat, hak berkumpul dan hak mengeluarkan pikiran. Kedua, 

Pasal 28 UUD 1945 pula dikukuhkan jika perlindungan kelnerdekaan 

tersebut diluaskan. Pasal 28 UUD 1945 ~nenyatakan kemerdekaan tersebut 

akan 'ditetapkan dengun undang- undang'. Dengan perkataan lain, 

kemerdekaan tersebut dapat dilindungi atau dilanggar dengan undang- 

undang. Pasal 28 U L D  1945 tidak akan ~nultitafsir j ika dilakukan 

perbai kar, baik dari aspek ~nateri atau bahasa. 

Dahulu, perlindungrn yang lebih luaq diberikan de~igan Konstiti~si 

Republ i h l ndonesia Serikat tdhu11 1949 yang selanji~tnya d~singkat 

Konst i t~~si  RIS 1944. Jan Undanq-undang Dasar Se~nentara I'ahun 1950 

yang selanjutnya disinghal IJUDS i55C. Pssal 19 Konstiti~si RlS 1950 

Juncto Pasal I ?  UUDS 1950 yang hampir sama ~nenyatakan. 'Setiap orang 

berhak atas kebebasan men~punyai dan mengeluarkan pendapat'. 

Selanjutnya. Pasal 20 Konstitusi RIS 1949 serta Pasal 20 UUDS 1950 

kedudukan yang sama d i  hadapan hukum dan pemerintahan. Ini  sebagai konsckuensi prinsip 
kedaulatan rak>.at hang bersilat kerab!atan. 

?oj  Pasal 27 aya1 (2) ULlD 1945 nienplakan baht12 l iap-~iap \\alga negara berhak alas 
pekeriaan dan penghidupan yang ia!.ak. Pasal in i  memancarkan ascis keadilan sosial dan 
kerakyalan. 

266 Pasal 18 UUD 1945 menstapkan hak \val.ga negara dan penduduk untuk berserikat dan 
berkumpul. ~nengeluarkan pikiran dsngan lisan dan tillisan dan sebagainya. !-ang akan dialur 
dengan undang-undang. Pasal ini mence~.minkan bah\\-a negara Indonesia bersi1.a~ demokratis. 



tersebut berbunyi, 'Hak penduduk atas kebebasan berkumpul dan 

berpendapat diakui dan diatur dengan undang-undang'. 

Akhirnya, Pasal 32 Konstitusi RIS 1 949 sebagairnana diubah dengan 

Pasal 33 UUDS 1950 menetapkan, 'melakukan hak-hak dan kebebasan- 

kebebasan yang diterangkan dalam bagian ini hanya dapat dibatasi dengan 

peraturan-peraturan undang-undang selnata-mata untuk men-jamin 

pengakuan dan penghormatan yang tak boleh tiada terhadap hak-hak serta 

kebebasan orang lain dan untuk memenuhi syarat-sj.arat yang adil untuk 

ketenteraman, kesusilaan dan kesejahteraan dalam suatu masyarakat yang 

demokratis'. 

Sedang~an tentang prosedur dan inekanisme menyampaikan 

pr!~dapat ditnirka umum telah diatur dslam UU No. 9 Tahun 1998 tentang 

Kebebasan Menyainpaikan Pendapa! Dimukz. 

Se!ain dija~iiin konstitusi, hak menyatakan pendapa~ ini secara lebih 

teknis juga diatirr dalam UI: 30. 9.'1998 tentang Kebebcsan 

Menya~npai kan Pendapat Dimuka Umum. 

Beberapa atitran yang diatur dalam undang-undang tersebu~ antara 

lain adalah hak dan kewajiban pen deli:^ dalaln Pajal 5 dan Pasal 6. 

Pendemo berhak untuk mengeluarkan pikiran secara bebas dan 

m~mperoleh perlindungan hukum. Sementara kewajiban dan tanggung 

jawab peserta demo adalah menghorinati hak-hak dan kebebasan orang 

lain: menghortnati aturan-aturan moral yang diakui uiiium: menaati hukuin 

dan ketentuan peratilran perundang-undangan yang berlaku; menjaga dan 



menghormati kea~nanan dan ketertiban umum; dan menjaga keutuhan 

persatuan dan kesatuan bangsa. 

Bentuk penyampaian pendapat ditempat umum menurut Pasal 9 

meliputi un-juk rasa atau demonstrasi, pawai, rapat umum dan mimbar 

bebas. Namun tempat ulnuln yang dimaksud tidak termasuk di lingkungan 

istana kepresidenan. tempat ibadah, instalasi militer, ru~nah sakit, 

pelabuhan udara atau laut, stasiun kereta api. terminal angkutan darat, dan 

obyek-obyek vital nasional; serta dilakukan pada hari besar nasional. 

Selain itu, juga dilarang membawa benda-benda yang dapat 

membahayakan keselamatan umum. 

Dalam Pasal 10 diati~r kewajiban teknis yang harus dipenuhi di 

dalam menya1;;paikan pendapat di m!lka umuln adalah ~ P I - I L ~ I I ~ L ~ ,  seriap 

kegiatan tnenynmpaikan penriapat di muka umum whjib diberitahukan 

secara tel-tulis kepada Polri: lie~ltic;. ~en?beritah~rtm harus diteri:na oleii 

Pol;-i setcmpat dalani wakri: selatnbht-la~nbatliya 3 x 24 jam sebelum 

kegiaten dimulai; dan keligo, pe~nbaialan kegiatan tnenyarnpaikan 

pendapat disampaikan secara tel-tulis pula. selambat-lambatnya 24 jam 

sebelum waktu pelaksanaan kepada Polri. Apabi la pelaksanaan kegiatan 

penyampaian pendapat di muka umilm yang tidak me~nenulii ketentuan, 

memperhatikan ha1 yang harus diindahkan dan larangan yang harus 

dihindari di dalaln men!.ampaikan pendapat di muka umum, dapat 

dibubarkan. 



Adapun isi surat pemberitahuan menyampaikan pendapat di muka 

umum sebagaimana disebutkan di atas yang diatur dalam Pasal I I 

meliputi, maksud dan tujuan, tempat, lokasi dan rute, waktu dan lama, 

bentuk. penanggungjawab, nama dan alamat organisasi, helompok atau 

perorangan, alat peraga yang dipergunakan, dan atau jumlah peserta. 

Dalam undang-undang ini juga diatur mengenai sanksi, \-aim 

pelaksanaan penyampaian pendapat di muka umum dapat dibubarkan 

apabila tidak memenuhi ketentuan sebagaimana diinaksud dalam Pasal 6, 

Pasal 9 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 10, dan Pasal 1 I (Pasal 15); Pelaku atau 

peserta pelaksanaan penyampaian pendapat di rnuka umurn \-ang 

melakukan perbuatan melanggar hiiku~n, dapat dikenakan sanksi huku~n 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-111ida11ga11 yang berlaku 

(Pasal 16); Penanggung jawab pelaksanaan penyaliipaian pendapat di  

muka ulnum yang lnelakukan tinciak pidana sebagairvana dirnaksud da!am 

Pasal !6  Undang-uiidang ini dipidalla sesuai dengen ketentuan perattiran 

perundang-undangan pidana yang berlaku ditambah dengan 113 dari 

pidana pokok (Pasal 17). Sementara barang siapa dengan kekerasan atau 

ancarnan kekerasan n~eng!ialang-halangi hak warga negara irntilk 

menyalnpaikan pendapat di muka illnutn yang telah ~iiemenuhi ketenruan 

undang-undang ini dipidana dengan pidana penjara paling lama I (satu) 

tahun. Pengaturan demo ini bukan bentuk pengekarigan kebebasan rctapi 

untuk menjaga proses dernokratisasi. 



2. Nglurug Masyarakat Korban dan Penyelesaian Sengketa Lumpur di 

Sidoarjo sebagai Budaya Hukum 

Melihat penyelesaian sengketa lulnpur di Sidoarjo, maka telah jelas 

bahwa pengadilan tidak bisa serta lnerta ~nenyelesaikan sengketa. Justru 

cara-cara luar pengadilanlah yang efektif dalam proses penyelesaian 

sengketa. Cara d i  luar pengadilan tersebut adalah bagian dari budaya 

hukum yang turnbuh dan berkembang dirnasyarakat. 

Mengapa pengadilan tidak dapat menyelesaikan sengeketa 

sernburan lumpur? Padahal pengadilan adalah benteng yang formal dalam 

~nencari keadilan. Setidaknya ada beberapa argumentasi mengapa 

pengadilan tidak dapat memberikan keadilan sehingga masyarakat korban 

semburan lulnpur mencari keadilan di luar pengadilan. 

Pertalna, Pengaciilan dala~n kasus seliibu~.an lumpur ternyata 

memberi keputusan yang saris sekaii t i d ~ k  memihak rakyat. sebaliknya 

putuszn pe!igadiIm ~nulai tingka: pefiama hingga banding lebih 

menguntungkan pihak PT. LBI (5ebsgairnana telah dibahas pada Bab IV). 

Hal ini diakibatkan pengadilan hanya menerapkan PI-osedur-prosedur 

for~nai dengan meniadakan substansi kebenararr. Cir i  ini merupakan 

karakteristik dari sistem peradilan modern. Penggunaan. sistem peradilan 

modern sebagai sarana pendistribusian keadilari terbukti men.juriipai sangat 

banyak harnbatan. Adapun !.ang menjadi faktor penyebab adalah karena 

peradilan modern sarat dengan beban formalitas. prosedur, birokrasi, serta 

~netodologi yang ketat. Oleh karena itu, keadilan yang didistribusikan 



melalui lembaga peradilan i i k r i k a n  melalui keputusan birokrasi bagi 

kepentingan umum karenanl.2 cenderung berupa keadilan yang rasional. 

Maka tidak heran jika k e a d i h  \.ang diperoleh masyarakat modern tidak 

- - 
lain adalah keadilan birokrati.-' 

Kedua, Penyelesaian serigketa dalam semburan l u m p ~ r  melalui 

pengadilan ternyata memunculkan banyak ketidakpuasan, teriltama 

masyarakat korban. Hal in i  beri~nplikasi kepada image bahwa 

penyelesaian sengketa menggunakan pengadilan telah terbukti banyak 

menimbulkan ketidakpuasan pada pihak-pihak yang bersengketa maupun 

masyarakat luas. Ketidakpuzsan masyarakat dilontarkan dalain bentuk 

pandangan sinis, mencemooh. dan ~nenghujat terhadap kinerja pengadilan 

karena dianggap tidak inemaiiiisiakan pihak-pihak yang bersengketa, 

menjauhkan pihak-pihak bersengketa dari keadilai~. tempat terjadinya 

perdagangan putusan hakim, dan lain-lain hujatan yang ditu.jukan kepada 

lembaga peradiian. Kalangan masyprakat bisnis yang memerlukan 

kepastian hukum set-ta keainanan di dalain investasi nlaupiln aktivitas 

perdagangannya tatkala ter.jadi sengketa menyangkut bisnis mereka, sangat 

kuatir terhadap ko~d i s i  badan peradilan yang dianggap telah carut inarut 

semacaln itu. 

Melihat ha1 tersebut, Sat.jipto Rahardjo berpendapat, untuk 

inenyebarkan pendistribiisi keadilan tidak semestinya terkonsentrasi hanya 

167 I.S. Susanto, Leliibngn Pet.ndilrm ckm Detiiokrnsi: Makalah pada Seminar Nasional 
tentang Pendayagunaan Sosiolngi Hukuni dalam Masa Pembangunan dan Restrukturisasi Global, 
Fakultas Hukum UNDIP. Senlarang. 12-13 Kopember 1996. hlm. 3.Dikutip dari Eman Suparman. 
Persep.ri tentarig Keadilnn dull Bltdoyn H~tkritii ,/ulat~i Penyelesaion Sengke!~. 



pada satu lembaga yang bernama pengadilan. Marc Galanter memberikan 

ta~nsil yang sangat bagus. yaitu hendaknya ada justice in many rooms. 

Gagasan Alternative Di.~pzrre Re.~olt~fion (ADR) sudah tersimpan lama 

sejak gelombang gerakan .-lccess to Justice Movemenf (AJM), terutama 

gelombang ketiga yang menghendaki adanya jalur alternatif d i  luar 

pengadilan negara.268 Masalahnya karena rnasyarakat dapat mengalami 

keadi Ian atau ketidakadilan bukan saja melalui forum-forum yang 

d isponsori oleh negara, akan tetapi dapat juga melalui lokasi-lokasi 

kegiatan primer. Lokasi kegiatan primer tersebut dapat berwujud pranata 

seperti rumah, lingkungan ketetanggaan, tempat bekerja, kesepakatan 

bisnis. dan sebagainya (tertnasuk aneka latar penyelesaian khusus yang 

berakar di lokasi-lokasi terbebut). 

Kondisi tersebut di atas. diakibatkan dari paradigma ballha 

kzberadaan leln basa per adi Ian sebagai salah satit pendistribusi keadilan 

tidak ciapat dile;>askan dari pcnerilnaan dan penggur,aan hukum modern di 

Indonesia. Hukum :nodern d Indonesia diterima aan dijalankan sebagai 

suatu institusi baru yang didatangkan atau dipaksakan (i111po.vetl) dari 

lua,..:"9 Padahal secara ji!iur, dilihat dari optik sosio kultural. hukum 

modern yang kita pakai tetap ~nerupakan selnacam "benda asing dalam 

tubuh kita." Oleh sebab itl;, i tnt i~k menanggulangi kesulitan yang 

dialalnibangsa lndonesia disebabkan menggunakan hukum modern, adalali 

26s Marc Galanter. h'entlil(i17 (ii Bri.brigrii l<linngn17: Let77b(ign Pei.adilnii. Peiia/n(~~i 
A~!ns);ai.akn/ sel./n Ijliklit77 Rak j~a~:  dalanl T.O. Ihronii (ed). .-li71i~opn/ogi l-/likiin7 Sebiinh ... Op. GI., 
hlni. 94- 138. 
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menjadikan hukum modern sebagai kaidah positif menjadi kaidah kultural. 

Persoalannya, karena sisteln hukum modern yang liberal itu tidak 

dirancang untuk memikirkan dan memberikan keadilan yang luas kepada 

masyarakat, melainkan untuk rnelirrdungi kemerdekaan individu. D i  

samping itu juga, akibat siste~n huku~n liberal tidak dirancang untuk 

memberikan keadilan substantif, ~naka seorang dengan kelebihan materiel 

akan mernperoleh "keadilan" yang lebih daripada yang tidak. 

Apabila kita terus menerus berpegang kepada doktrin libera! 

tersebut, maka kita akan tetap berputar-putar dalam pilsaran kesulitan 

untuk mendatangkan atau menciptakan keadilan dalarn masyarakat. Dala~n 

rangka melepaskan diri dari doktrin liberal itulah, maka gagasan orang- 

orang atau pihak-piliak i ~ n t r ~ k  mencari dan menemukan keadilan ~nelalui 

forum al t~rnat i f  di luar le~nbaga pengadilan modern sesungguhnya 

mei-upakan upaya per~olakan terhadap cara Serpikir hukum yang tertutup. 

Hal ita disebabkan para penccri keadilan masili sangat merasakan. betapa 

pan tidak sekuat seperti pada abad ke-sernbilanbelas, fi!safat iibel-al dalam 

hukuln dewasa ini liiasih sangat besar ~iiemberi saliam terhadap kesulitan 

menegskkan keadilan substansial l.rriD.r.funfi~ilju.r.ricc.). Sebagai~mna telali 

diutarakan di mu!<a bahwa huku~n modern di Indonesia diterirna dan 

dijalankan sebagai suatu institusi baru yang didatangkan atau dipaksakan 

lintpo.r.en') dari luar. yakni melalui kebijakan kolonial di Hindia-Belanda. 

Padahal suatu peralihan dari status sebagai bangsa terjajah ~nenjadi bangsa 

~nerdeka sungguh ~nerupakan suatir momentum yang cukup krusial. Dalaln 



kehidupan huku~n  di masa Hindia-Belanda. bangsa lndonesia tidak 

~nengambil  tanggung jawab sepenuhnya dalam lnasalah penegakan, 

pembangunan, dan pemeliharaan hukumnya. melainkan hanya sekadar 

men-jadi penonton dan ob-jek kontrol oleh hukum. Sedangkan sejak hari 

kemerdekaannya, bangsa lndonesia terlibat secara penuh ke dalaln 

sekalian aspek penyelenggaraan hukum, mulai dari pembuatan salnpai 

kepada pelaksanaannya di lapangan. Akibat berlangsungnya transplantasi 

sistem hukum asing (Eropa) ke tengah tata hukum (legul order) 

masyarakat pr ibu~n i  yang otonom tersebut, maka ada konsekuensi yang 

~nest i  dipikul bangsa lndonesia ketika harus terlibat penuh dalam 

penyelenggaraan hukum. Konsekuensi tersebut berupa keniscayaan untuk 

~nembal~gun dan mel~gembal~gkan perl!aku Ihl!kuni 11egcrl beho1. i~~)  bar11 

dan budaya hukuln 11ntlik mendukung perubahan status dari ja-jahan ke 

ke~nerdekean.~~" Da lzln k.aitan itu, Satj ipto Rahardjo menyatakan. tidak 

~nudah untuk mengubah perilaku hukum bailgsa Indcnesia yang pernah 

di.ia.iah iner!iadi bangsa yang merdeka. karena waktu l i ~ n a  pi1 lu h tahun 

belum cukup ilntuk lnelakukan perubahan secara ~ e r n ~ u r ~ ~ a . ' ~ '  

Berdasarkan ha1 tersebut, masyarakat korban lnelakukan cara-cara 

d i  luar pengadilan untuk lnendapatkan keadilan. terlnasuk den, oan cara 

nglt/r.t/g. iI;gllrr.z/g inilah ~nenurut penulis merupakan bagian dari kearifan 

lokal d i  dalaln men-cozrrirc>r. keputusan-keputusan hukuln. Selain itu, 

270 Perilaku h u k i ~ m  (/ego/ hrhn\.ioi.) adalah perilaku \ang dipengnsi~hi oleh atusan. 
keputusan. perintah. atau undang-undang h.ang dikeluarkan oleh psiabat dengan \ile\\.enang hukum. 
Lihat. I,a\ssence M. Fridman. ,411rrt.icn17 l.m~....Op. (';I.. hlm. 280. 

27 1 Sati ipto Rahadio. f'erldn~~r~gr~ixrcln So.riologi H~ik~lli i . .  . OF). ('il. . hl m. 7. 



ngltlrug lnenjadi media dalatn menyarnpaikan pendapat atas keputusan- 

keputusan hukum yang dirasa melukai rasa keadilan tnasyarakat. Tetapi 

bukan berarti hukum tunduk kepada kekuatan melainkan hukuln 

harus memperhati~an fenolnena-fenom;.na sosial d i  luar hukum. praktik- 

praktik itulah yang penulis identifikasi jebdgzi budaya hukum. 

Lebih lanjut, pendekatan terliadap budaya hukuln dengan melihat 

budaya sebagai suatu lapisan ternyata sesuai dengan pendekatan penulis 

yang menggunakan konsep gagasan kembar, kebiasaan hukuln dan 

kesadaran hukum. Budaya eksplisit mengacu pada kebiasaan hukuln 

sedangkan budaya ilnplisit mengacu pada kesadaran hukum. Lebih penting 

lagi, kedua pendekatan tersebut men~atakan bahwa budaya implisit (atau 

kesadaran hukum). ketika diliadapkan dengan isu-isu moral athi1 di lana 

lain yang melibatkan pengaln bilan silatu keputusan, ternyata lnemiliki 

kemampuan untuk ~nzngevaluasi budaJa eksplisit (atau kebiasdan huhum) 

dan psda akllirnya :~-icmbuat suatil perubahan yang pentirg. Szh ingy  

apabila d i h u b ~ ~ ~ l g k a ~ l  dengan ti~idaksn rlgll~r.ug mas)-aral;at korban. maka 

tnasyarakat korban ~nemi l ik i  rasa dan kesadaran bahwa perangkat I i u k u ~ ~ i  

melalui pengadilan tidak serta merra memberikan kepilasaan. Bahkan 

pengadilan telah dianggap melanggar nila-nilai t~ioralitas dengan 

mernenangkan pihak PT. LBI.  

Sikap dan tindakan tnasyarakat korban dengan 17gli1r~g juga sangat 

berhubungan dengan keputusan-keputusan hukum. Hal ini  dapat dianalisis 

"' Menurut penulis. praktik hg11rr1,g dalani rsrminologi parabigma sosial adalah bagian 
yang tidak Lerpisahkan dari kekuatan sosial (cr~pitm! .rocic~l). 



dengan teori Friedman. Friedman dala~n terorinya merumuskan budaya 

huku~n sebagai sikap-sikap dan nilai-nilai yang ada hubungan dengan 

hukum dan sistem hukum, berikut sikap-sikap dan nilai-nilai yang 

~nemberikan pengaruh, baik positif maupun negatif kepada tingkah laku 

yang berkaitan dengan hukurn. Demikian juga kesenangan atau ketidak 

senangan untuk berperkara adalah bagian dari budaya hukum. Oleh karena 

itu, apa yang disebut dengan budaya huku~n itu tidak lain dari keseluruhan 

faktor yang menentukan bagaimana siste~n huku~n ~nemperoleh tempatnya 

yang logis dala~n kerangka budaya milik masyarakat umum. Maka secara 

singkat dapat dikatakan bahwa yang disebut budaya huku~n adalah 

keseluruhan sikap dari \\arga masyarakat dan sistem nilai yang ada dala~n 

lnasyarakat yang akan ~nenenr~karl bagaimana schal-usn\,rl l i ~ ~ k u r n  it ir  

berlaku dala~il lnasyarakat yang bersangkutan. 

Friedman juga ~nerrrbedakan buda~a hukum ~rienjadi ester-nu1 and 

i,:tei~n~rI leg01 cullu~*e. Esrni Warassill P L ; ~  irai1ayi~"' mengela5orasi ha1 ini 

lebih Ian-iat yaitu bahna. budaya huklt~l i  seorang hakim ~rnter-ncri kegul 

clrlrlrl-c.) akan berbeda dengan budaya I iuku~n masyarakat (esler-nu1 legal 

cz~l/u~-e).  Bahkan perbedaan pendidikan, jenis kelamin, suku. kebangsaan, 

pendapatan, dan lain-lain dapat ~nerupakan faktor yang menipengari~hi 

bi~daya hukum seseorang. Budaya hukum rnerupakan kunci i ~ n t i ~ k  

memahami perbedaan-perbedaan yang terdapat d i  dala~n sistem hukum 

yang lain. 

273  I..ihat. Esmi Warassih. '.l't.tiiherdoycrrr,~ .\/rr.s~~crrtrkrr/...Op. Cii., hlm. I I .  dikutip dari 
Benny S Tabalu.jan. 



Anggapan masyarakat korban bahwa pengadilan tidak dapat 

mem beri kan keadi Ian bersesuaian dengan pendapat-pendapat di atas. 

Mengacu pada pendapat tersebut, tidak ada keraguan kalau penggunaan 

lembaga pengad~lan sebagai telnpat ~nenyelesaikan sengketa sesungguhnya 

tidak cocok dengan nilai-nilai yang hidup dan dihayati masyarakat pribumi 

Indonesia. Masalahnya, seperti telah diungkapkan di muka dilihat dari 

optik sosio kultural. hukuin modern yang digunakan dewasa ini ~nerupakan 

hasil transplantasi sistem huku~n asing (Eropa) ke tengah tata huku~n (legal 

orde,;, inasyarakat pribumi Indonesia. sehingga sangat wajar apabila 

lembaga pengadilan yang ~nerupakan bagian sekaligus penyangga dari 

sistem huku~n modern itu meski telah dintroduksikan ke dala~n sistein 

hukum Indonebia sc!ama enam dekade se-jak tahun 1913. nan!an tetap sa.ja 

~nerupakan selnacsln -'bends asing dala~n tubuh kita." Bertolak dari 

serangkaian fakta di muka. tenti] harus diakui sebab bagai~nana pun 

seluru!~ alllr perkeinbangan siste~n hukum di Indonesia telah banyak 

tesbangun dan tersrruktur secara pssti bedasarkan konfigirrssi asas-asas 

yang telah digariskan sejak lama sebelum kekuasaan kolonial tu~iibang. 

Sementara it11 buda>.a hukum para~.lcri.~ yang inendukung beban kewajiban , 

membangun huku~n nasional alnat sulit untuk ~nenernukan pemikiran 

peniikiran yang larcral dan ~nenerobos. 

Untuk inelihat lebih utuh relasi antara nglunig dengan budaya 

huku~n berikut penulis analisis dengan model sistem hi~kuin Friedman. 



Sisteln hukum menurut ~ r i e d r n a n ~ ' ~  dimodifikasi dengan memasukkan 

elemen-elemen kebiasaan hukuln dan kesadaran hukurn. 

Menurut Benny S. Tabal~!jan, ha1 ini akan menciptakan sebuah 

model yang sederhana lnenyangkut budaya huku~n kaitannya dengan 

masyarakat. Sehingga ia membuat elnpat tesis implikasi sebagai berikut: 

llnplikasi pertama adalah bahwa budaya hukum merupakan 

elelnen sentral dari suatu reformasi hukuln yang berhasil. Menurut 

Friedman, ha1 ini benar karena budaya hukum-lah yang melemahkan 

perubahan-perubahan dalam lembaga hukuln dan huku~n yang sebenarnya; 

dengan demikian. buda!a hukuln adalah 'sumber hukum - norma-norma 

yang dimilikinya menciptakan norlna hukum'. bsalia-usaha untuk 

~nengi!bali tingkah laku dengan mengubrh Ie!nbaya hukum atau hukum itu 

sendir i. j ika tidak didukung perubahan dalam t;udaya Iiuku~n hanya akan 

bertahan sebeiitzr dan teritu saia sia-sia. 

l ~ n p l  i kzsi ucdua adalzh bal?wa buda~.a hukan? dapat berubah setiap 

saat sebagai akibat dari selnakin berkem banznja kesadaran hukum. 

Perubahan ini tertariam dalan? kenyataan bahwa nilai-nilai atau sikap 

tertentu terhadap huku~ii menjadi tidak sesuai lagi bagi masyarakat. Hal ini 

terjadi ketika suatu mas~~arakat berke~iibalig kesadarannya berkaitan 

dengan hak indvidu dan demokrasi dan ineninggalkan gagasan lama 

seperti status dan siste~ii /)tr~ritrrlctltrl. Hal ini dipelopori oleh kelas kecil elit 

hukum yang menel-apkan budaya hukuln internal. Sebaliknya, ketika 



budaya huku~n berubah, ~nasyarakat akan lebih terbuka terhadap 

perubahan-perubahan dalam lembaga hukum dan hukum itu sendiri. 

Dalam situasi seperti ini, hukum asing dapat dengan mudah diadaptasi dan 

diilnplementasikan. 

lmplikasi lietiga adalah perubahan-perubahan dalam kesadaran 

huku~n yang dapat dipengarulii oleh faktor-faktor eksternal seperti 

peristiwa-peristi~va ekonomi. politik dan sosial. Friedman mengerti akan 

ha1 ini ketika ia menyatakan bahwa budaya hukum 'adalah suatu variabel 

yang saling terkait. Kekuatan sosial ~nembuat hukum. tetapi mereka tidak 

me~nbuatnya langsung ...' Maka. di satu s is i  kesadaran hukum merubah 

budaya liukum. budaya hukuni merubah sisteln huku~n. dan sistem h i ~ k i i ~ i i  

mempe~?g~rul i i  sistem sosio-ekcnomi dzn poliiik dala~:: cakupan yang 

lebih luas. Dan di s is i  lainnya. tekanan sosio-ekonomi dan politik sangzt 

mempengaruhi kesadaran huku~ii.  

Pandangan ini sesaei de~igan pendckata~i Weberian tcrhadap 

hirkum daii mas~araka: yang ~iiencermati kete~ksitan berbagai Iiubungan 

sosial. Secara ~IILISLIS, dampak rekanan terhadap kesadaran Iiukum dari 

para elit profesional hukum sangatlah penting karena para elit-la11 yang 

biasanya merijadi pemimpin dalam membentuk. budaya 1ii1ki11ii 

niasyarakat. Harus pula dicatat bahwa agenda politik dari ~nereka yang 

memegang kekuasaan - yang ~nungkin tidak sama dengan para elit I iuku~n 

- akan lnenentiikan pengasilh eksternal mana J.ang akan di-jabarkan 

kedalam perabahan-perubahan nyata dalaln kesadaran I i i~kum. 



lmpl ikasi keempat adalah bah\\-a pendekatan Weberian 

menyatakan, selama ini pembangunan eksternal dalam bidang ekonomi, 

politik dan sosial dapat mempengaruhi kesadaran hukuln suatu masyarakat 

terhadap penerimaan yang lebih besar akan sisteln hukuln yang lebih 

rasional. Hal in i  melnberi jalan bagi pandangan Weber atas masyarakat 

yang berpandangan rasional terhadap h u k u n i  yang selama ini didominasi 

oleh birokrasi yang kuat. 

Bagaimana dengan budaya Pancasila dalam lnelihat praktik 

Nglurzrg lnasyarakat koi-ban? Sebagai sumber dari segala sum ber huku~n 

Pancasila ~netniliki segala bentuk hukuln di Indonesia harus diukur 

menurut nilai-nilai yang terkandung dalatn Fancasila, dan didalam aturan 

huku!?i it11 ha!-us tercer~iiin kesadasa~i dan rasa keadilan yang sesuzi dengzn 

kepribadian dan falsafali Iiidup ba!igsa. Hukuln di Indonesia harus 

n?er,jamin dsn ~nenegakkan nilai-nilai yang terkandung dalrln pe~xbukaan 

ClUD 1945 a l l ?  nie;.upakan pelicesniinan Palicasila dan piinsip-pri~lsip 

yang teikand~i~ig dala~ii bata~ig tubuli ClUD 19-15 sel-ta pen.jelssa~i~iya. 

Dengan deniikiali ketiga unsur tessebut merupakan satu kesatuan yang 

tidak dapat dipisahkan dari UUD 1945."' 

Dalalii praktik keliidupan bernegara, berbaligsa dan bennasyarakat. 

secara nie~idasas (groz~nded clognicrfic) dimensi k u l t u s  seyogianya 

~iiendaliului dimensi lainn~a. kasena di dalalii diniensi budaya i tu  

tersiliipan seperangkat ni lai (\'nlz/e .y:lls[enl). Selanj utnya sisteln ni lai ini  

275 Dallii Darmodihal:jo dan Sidhnrta. Pokok-pokok Filsr!fi7/ l f i l k i l ~ n .  Graniedia. Jakarta. 
1995. hl1n.206 



lnenjadi dasar perulnusan kebijakan (policy) dan kemudian disusul dengan 

pen1 buatan hukurn (law making) sebagai ram bu-rambu yuridis dan code of 

condzict dalaln kehidupan masyarakat sehari-hari, yang diharapkan akan 

mencerrninkan nilai-nilai l u h u r  yang dirniliki oleh bangsa yang 

ber~an~kutan."~ 

Hal inilah yang kernudian lnendasari dari praktik Ngllrrug 

masyarakat korban sernburan lulnpur dalaln ~nencari keadilan. Pancasila 

sangat ~nelnberikan ruang gerak yang sangat luas bagi kebebasan hak 

dalarn lnenuntuk keadilan. Huku~n apabila dipandang telah lnencederai 

keadilan masyarakat, rnaka hukurn harus rnelihat kepada asas-asas pokok 

yang tertuang dalaln Pancasila. Nglzrrzrg lnasyarakat korban sebagai 

ekspesi yang tercerrnin dalaln buzlaya Pancasila. 

276 Soll! Lubis. Polirik don Hlikui?~ ~ / i  EIU Rqfbr.tlln.si.Manda~. Maju. Randung. 2000 



BAB VI 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Mengacu kepada rulnusan permasalahan diawal, maka penulis dapat 

~nenyimpulkan penelitian ini menjadi tiga pokok bahasan yaitu; 

I. Bahwa tanggung jawab pelnerintah dan korporasi terkait dengan korban 

bencana yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan mulai UU 

3212009, UU 3012009, U U  2412007 dan U IJ  0412009 masih berparadig~na 

normatif. Tanggung ja\\ab tersebut sebatas termaktub dala~n teks, tetapi 

tidak Inampu diiniplemenrasika~l bahkan ditegakkari. Sehingga dala~n ha1 

i!ii paradigma yang tcrba~ig i~~i  ada lah bah\va tznggung jawab peinerintah 

dan korporasi sebatas pada penemuan dan pembentukan hukum belu~n 

mecyentuh kepada implemeiitasi dari penegakar: hukum. 

2. Secara hukum nienialig telal i  diputuslian bahwa PT.LBI dinyatakan tidak 

bersalah baik secara perdata maupun pidana. Ini merupakan bukti nyata 

bah~\a penegakan liukum lingkungan nieniang sangat leniali. Organisasi- 

organisasi masyasakat !ang t u r ~ ~ t  menggugat PT. LB I  juga tiJak bisa 

niembuktika~i kalai~ piliak PT. Li31 y lng  harus bertanggung jawab. 

Sebagai akibat dari putusan hukum tersebut, Inaka Negaralah yang 

dibebankan memikul tanggung jawab dala~n menanggulangi semburan 

Lumpi~r di Sidoarjo tersebut. Meskipun demikian, melalui kebi-jakan yang 



dia~nbil  pemerintah, PT. LBI dipaksa untuk bertanggung jawab atas 

peristiwa semburan meski pun hingga saat in i  tanggung jawab yang 

dibebankan kepada pihak PT. LBI beluln dilaksanakan seluruhnya. 

Aki batnya ~nas),ara kat melaku kan pra kt i bagai upaya ~nencari 

Hal ini ~nereka lakukan. karena penyelesaiar? sengketa melalui 

pengadilan tidak ~nernihak kepada para korban. begitu juga dengan 

kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan pemerintah tidak bisa serta lnerta 

~nernberikan keadilan kepada para korban. 

3. Budaya huku~n akan ~ n e ~ n b e n t i ~ k  kesadasaran hukurn ~nasyarakat di 

sebuah negara. Negara ~nelalui pemerintah sebagai penyelenggara 

kehidupan berbangsa dan bernegara merniliki perall yang sangat penting 

unti~k meiiciptafta~i kemai;mu!-an bagi rak;,atnya. Termahuk dida!amnya 

peran pemerintah sebagai pena1:ggung jawab terl;adap pe11egaka;i hi~h-~~ri i .  

Budaya I I L I ~ L I I ; ~  ~iieliliat. balina bekzrjanya liul;u!i; noriiiatif yang 

dilaksanakan Negara iidak scrta merta mer:yelesaikan sengketa yang 

tcrjadi di ~nasyarakat. U~ i t i~k  ituiah. ada atternatif pen~ ,e l~sa i an  serigketa 

dengan menda\agunakan budaya > ang tunibuli dan berke~n bang di 

/----\ 
masyarakat. terniasuk didalamn\'a ada!ah pros 

masyarakat korban sembura~i lunipur di 

tersebut ~nasyarakat meminta tanggi~ng jawab pe~iierintali dan PT. LBI 

untuk meniberikan keadilan bagi para korban. 



B. Rekomendasi 

Penyelesaian sengketa Lumpur Lapindo memberikan pelajaran 

berharga bagi bangsa Indonesia. Setidaknya ada beberapa hikmah yang 

penulis jadikan reko~nendasi antara lain : Pertama, diperlukan sebuah regi~iasi 

yang jelas mengatur tentang tanggung jawab pemerintah terhadap bencana 
L A  

yang diakibatkan faktor kelalaian manusia, sehingga dapat diukur batas 

tanggilng jawab lVegara terhadap bencana. Akibatnya kerusakan a l a ~ n  yang 
'- 

diakibatkan human error namun berimplikasi luas terhadap masyarakat dapat - 
dikla i~n  sebagai tanggung jawab negara pula. Sehingga pi  hak korporasi dapat 

Y 

lepas tangan, untuk itu diperlukan sebuah aturan yang jelas yang berhubungan 

dengan tanggi~ng jawab keduanya berkenaan dengan bencana baik yang 

diakibatkan oleh slam atau fzkror kelalaian mcnusia. 
C? 

Kcdua, i ~n tuk  ~nengembal ikan kepercayaan rakyat ;:ang ~nenjadi 

korban kerusakan lingkungan. maka per19 dikonstruksi model .vtib.v~unrive - 
, jii.i.li~.~ dala~i i  sistem peradi Ian pidsna ! ingk~~ngat i  sehingga pcngi~dilan tidc?l: - - 
semata-lnata mengedepankan p~-o.ce~/z~iral jticrlce terutan;a kasus yang 

berhubungan dengan kerusakan - - 
Ketiga, budaya huku~i i  sebagai bagian >.ang titiak terpisahkan dalam 

sistem hukum seyogyanya lebih diniaksi~nalkan imple~nentasinya. terutyna 

\ 
oleh aparat penegak hukum dan pemerintah pada umulnn!-a. Mengingat 'L 

tanpa dibarengi dengan 
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Agraria Lembaran Stgara Republik Indonesia Non~or 104. tn~llbahan 
Lembaran Negara 2CAS Tangal 24 Sepetember 1960. 

LJndang-undang Nomor 1 1 .  T a h ~ n  1997 tentang Ketenagn~~~ilili~.:~~i. I.c~nlla~.an 
Negasa Repitb!ik Indor.=,ia i\;omor 23. Tambahan Lembaran nlcgit1.a Nonlor 
3676. Tanggal ! 0 ~ p f i  i 997. 

Undang-undang Non~or 5 Tihun I983 tentang Zopa Ekonomi Ekli:sif Indo~lesia. 
L ~ ~ n b a r a n  Negara Nc:trnor -1-1. Tan-lbahan Lembaran- Negal-n !?.cl)i~'ll!ik 
Indonesia Nonlor 2071:1. ~ancrcal b.- 18 Cktober 1983. 

U~idang-Undang Nomor 2 -  Tahun 2004 tentang Kepailitan dan I'c~~iil~ilaan 
Kewajibzn Penlbaj arm Utang. Lembaran Negara IXepublili I ~ ~ c l ~ ~ n c s i ~  
Nomor 13 1 .  Tambahan Lembaran Negara Nomor 4443. 'l'u~lgpal 18 
Oktober 2004. 

Undang-Undang Non~or I Talliln 1995 tentang Perseroan Tesb:it:~s. L_e~ltP;~r;tn 
Negara Republil< Inuonesia No!nor 13. Tambahan Lembaran Nega-a 3587, 
Tanggal 7 MARET 1 995. 

Undang-undang No~nor 15 Tahun 1992 tentang Penerbangan. Lembaran Negara 
Republik Indonesia Komor 53. Tambahan Lembaran Negarn ~o l i , o r  798 1 .  
Tanggal 25 Mei 1992 

Undang Nolnor 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran. Lembaran Negara lkp~tblik 
Indonesia Nomor 98: Tambahan Lembaran Negara 3493. Tangpl  17 

1 September 1992 
i 
f 
1 1 



Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kebebasan Menyampailtan 
Pendapat Dilnuka Umum. Lembaran Negara Republik Indonesia Nonior 
1 8 1. Tan~balian Lelnbaran Negara Nomor 3789. Tanggal 26 Oktober 1 998. 

Undang-iindang Noc~oi- 9 Tahun 1999 tentang Lembaga Konsuinen Inclonesia. 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 43. Tanibahan Lenlbaran 
Negara Nonior 3822. Tanggai 20 April 1999. 

Undang-Undang Nolnor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintalian Dacrah. 
Lembaran Negara Republik Indonesia NOIIIOS 125. Tambalian Lernbar-an 
Negara Nonlor 4437. Tanggal 15 Oktober 2004. 

Peraturan Penlerintah Nomor 25 Tallun 2000 tentang Kewenangan Penlerin~ah 
Dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom. Lembaran Negara 
Republik lndonesia Nomor 54. Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952. 
Tanggal 6 Mei 2000. 

Peraturan Pemerintah Non~or 36 Tahun 2006 tentang Pencarian dan Per[olo~lga~~.  
Lenibaran Negara Republik Indonesia Nomor 84. Tambalia~l I..c~l-lbaran 
Negara Nonior 4658. 

7.. Peratlira11 psesiden Pesp!-es Nomor 13 tahun 2006 tenL:uig I I I ~  Nasional 
Pe~ianggulangan Seniburan Lumpur di Sidoarjo, 

Pera.turan Presiden Nornor. 14 tahun 2007 tentang Badan Penanggula~lgan L.u~npur 
Sidoai-jo, 

Peraturan Psesiden Nomor 48 Taliun 2008 Tentang Perubalian Alas I ' C I . ; I I ~ I V ~ I I  
Preside11 Nomor 14 Taliun 2007 Tentang Badan Penanggi~lang;l~l I .iiIIl;3ilr 
Sidoarjo 

Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2009 Tentang Peruliahan Ketic~;~ Atas 
Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2007 Tentang Badan Penanggul;l~igan 
Lumpur Sidoarjo. 

Keputusan Menteri Lingkungan Hidup No. 5 1 Taliun 2004 menctapka~l baku 
mutu PAH 

Peraturan Pemerintal~ Non1or.54 tahun 2000 tentang Lembaga Pen!:ediii .lass 
Pelayanan Penyeiesaian Sengketa Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan 
(LPJP2SLH). 

Keputusan MENLH Nomor 77 Tahun 2003 tentang Pembentukan LPJ P2Sl.I-I. 



Keputusan MENLH Nomor 78 tahun 2003 tentang Tata Cara Pengelolaan 
Permohonan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan 
pada Kementerian Lingkungan Hidup. 

Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1978 tentang Pengesahan International 
Convention on Civil Liability Oil Pollution Damage - CLC (vide 
penyempurnaanya tahun 1992) JO. 

Keputusan Presiden Nomor 19 Tahun 1978 tentang Pengesahan hile~.~zo/ional 
Convention on the Establishment of an Inlernolionul Fund ,for 
Conzpensalion for Oil Pollz~tion Damage (Fund Convenlion). 

Peraturan Mahkamah Agung RI No : 1 tahun 2002 Tentang Acarn Gugatan 
Perwakilan Kelompok. 

Peraturtan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di 
Pengadilan. 



KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 13 TAHUN 2006 

TENTANG 

.TIM NASIONAL PENANGGULANGAN SEMBURAN LUMPUR DI SIDOARJO 

DENGAN RL4HMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, 

Menimbang : a. bahwa dalam rangka penanggulangan semburan lumpur di 

-- sekitar Sumur Banjar Panji-I, Sidoarjo, Jawa Timur, perlu 

dilaksanakan langkah-langkah penyelamatan penduduk di 

sekitar daerah bencana, menjaga infrastruktur dasar, dan 

yenyelesaian mdsalah semburan lumpur dengan 

nlempei l~iturtgkan resiko lir,gkungai~ yang paling kecil; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana ciimaksuci 

da!am huruf a, perlu dibentuk ~ i m  Nasional Penangg~dangan 

Semburan Lumpur di Sidoarjo; 

Mengingat : I. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang nasar Negara Republik 
. . .  

Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan 

Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 

Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4152) sebagaimana telah beruball dengan putusan 

Mahkamah Konstitusi Nomor 002/PUU-I/2003 pada tanggal 

21 Desember 2004 (Berita Negara Republik Indonesia Norr~or 

1 Tahur, 2005); 

3. Peraturan Pemerintsh Nomor 19 Tahun 1973 tentang 

Peneatl- ran dan Pencawasan Keselamatan Keria di Bidam 
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Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

1973 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 3003); 

4. Peraturan ... 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1979 tentang 

Keselamata~~ Kerja pada Pemurnian dan Pengolahan Minyak 

dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

1979 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indo~esia K o m ~ r  3135); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan 

Ssaha Huiu Pulinyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara 

Rep ublik 111dor.esia Tahun 2094 Nori~or 123, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4.235) 

sebagaimana telah Oiubah dengan Peraturan Pemerintah 

Nomor 34 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2005 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia A-omor 4530); 

MEMUTUSKAN : 

1 Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEK TENTANG TIM NASIONAL 
i 
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YERTAMA : Membentuk Tim Nasional Penganggulangan Semburan Lumpur 

di Sidoarjo, yang selanjutnya dalam Keputusan Presiden ini 

disebut Tim Nasional. 

KEDUA : Susunan keanggotaan Tim Nasional adalsh szbagai berikut : 

a. Tim Pengarah : 

1) Ketua / merangka : Menteri Energi dan Sumber Daya 

P Mineral; 

anggota 

2) Anggota : 1. Menteri Pekerjaan Umum; 

2. Menteri Kelautan dan Perikanan; 

3. Menteri Negara Lingkungan 

Hidup; 

4. Gubernur ... 



4. Gubernur Jawa Timur; 

5. Panglima Kodam Brawijaya; 

6. Kepala Kepolisian Daerah Jawa 

Timu r ; 

b. Tim Pelaksana : 

1) Ketua /merangka : Kepala Badan Penelitian dan 

P Pengembangan, Departemen 

anggota Pekerjaan Umum; 

2) Wakil Ketua/ : 1. Direktur Jenderal Minyak dan 

merangkap Gas Bumi, Departemen Energi 

anggota dan Sumber Daya hlineral; 

2. Wakil Kepala Badan Pelaksana 

Minyak dan Gas 6cn-u; 

: 1. Direktur J ~ r ~ d e r a l  Bina Mai-ga, 

Departemen Pekerjaal~ Urnurn; 

2. Deyuti Menteri Negara 

Lingkungan Hidup Bidang 

Peningkatan- Kapasitas 

Pengelolaan Lingkungan Hidup 

Kewila y a han; 

3. Kepala Badan Riset Kelautan dan 

Perikanan, Departemen Kelautan 

dan Perikanan; 
# 

4. Komandan Zeni Kodam 

Brawijaya; 





5. Bupati Sidoarjo; 

6. General Manager PT. Lapindo 

Brantas. 

CETIGA : Tim Nasional mempunyai tugas untuk mengambil langkah- 

langkah operasional secara terpadu dalam rangka 

penanggulangan semburan lumpur di Sidoarjo yang meliputi : 

a. penutupan semburan lumpur; 

b. penanganan luapan lumpur; 

c. penanganan n~asalah sosial. 

KEEMPAT : Dalam melaksanakar. tugas sebagaimana dimaksud dalzm 

Diktum Ketiga, A Tim Nasional dapat mengundang dan ztau 

nleminta p e ~ d z p a t  serta bantuar! tcknis dari jnstansi terkait dan 

masyarakat. 

KELIMA : Dengan terbentuknya Tim hasional dengan tugas sebagaimana 

dimaksud pada Dil<tum Ketiga tidak mengurangi tanggung 

jawab PT. Lapindo Brantas untuk melakukan penanggulangan 

dan pemulihan kerusakan lingkungan hidup dan masalah sosial 

yaizg ditimbulkannya. 

KEENAM : Biayi. yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas Tim Nasional 

dibebankan pada anggaran PT. Lapii-do Brantas. 



ETLTJUH : Masa kerja Tim Nasional terhitung mulai ditetapkannya 

Keputusan Presiden ini berlaku selama 6 (enam) bulan dan dapat 

diperpanjang. 

KEDELAPAN ... 

KEDEL,4PAN : Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 

rtd. 

DR. H. SUSILO BAMBANG 

YUDHOYONO 



PRESIDEN 
REPUBLIK INDONESIA 

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 14 TAHUN 2007 

TENTANG 

SADAN PENANGGULANGAN LUMPUR SIDOARJO 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

PIZESIDEN REPUBLIK INDONESIA, 

lenimbang : a. bahwa darnpak luapan lumpur di Sidoarjo sudah dernikian luas 

. terhadap sendi-sendi kehidupan masyarakat di sekitarnya, perlu 

kebijakan nasional yang lebih kornprehensif; 

b. bahwa daiam rangka mclanjutkan langkah-laiigkah penyelamatan 

yenduduk, penangallan masalah sosial dan infrastruktur di sekitar 

bencana akibat luapan lumpur di Sidoarjo, perlu geningkatag 

penanganan masalah dimaksud, deiigan rnemperhitungkan risiko 

lingkungan yang terkecil; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam 

huruf a clan b, dan sehubungan berakhirnya masa tugas Tim 

Nasional Penanggulangan Semburan Lurnpur di Sidoarjo, maka 

dipandang perlu membentuk Badan Penanggulai~gan Lurnpur 

Sidoarjo; 

dengingat : 1. Pasal 4 ayat ( I )  Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 

Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 115, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 35Q I ) ;  

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan 

Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 



PRESIDEN 
REPUBLIK INDONESIA 

- 2 -  

4. Undang-Undanz Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas 

Bum; (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 

136, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4 152) 

sebagairnana telah berubah dengan putusan Mahkarnah Konstitusi 

Nomor 002/PUU-I/2003 pada tanggal 21  Desember 2004 (Berita 

Negara Republik Indonesia Nornor I Tahun 2005); 

5, Undang-Undang Nornor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 

125, Tambahan Lernbaran Kegara Republik Indonesia Nomor 4437) 

sebagairnana telah diubah dengan Undang-Undang Nornor 8 Tahun 

26.05 tentang Penetapan Peraturan Pernerintah Pengganti Undang- 

LJndang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang- 

Undafig Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pernerintahan Daerah 

meajadi Undang-Urldang (Lerr,barz-n Negara Republik Indonesia 

Tahun 2005 Nornor 108, Tarnbahan Lernbaran Negara Re~ubiik 

Indonesis Nomor 4 54 8); 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN PRESIDEN TEATANG BADAN PENANGGULANGAN 

LUMPUR SIDOARJO. 

Pasal I 

(1) Dengan Peraturan Presiden ini dibentuk Badan Penanggulangan 

Lurnpur Sidoarjo yang sela~jutnya disebut Badan Penanggulangan. 

(2) Badan Penanggulangan bertugas rnenangani upaya 

penanggular~gan semburan lumpur, menangani luapan lumpur, _ ._ 

rnenangani masalah sosial dan infrastruktur alubat luapan lumpur 

di Sidoarjo, dengan mernperhatikan risiko liGkungan yang 

terkecil. 

(3 )  Badan Penanggulangan melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada 
n.-- ..:.I-.- 



Pasal 2 

Badan Penanggulangan terdiri dari: 

I .  Dewan Pengarah; dan 

2. Badan Pelaksana. 

Pasal 3 

(1) Dewan Pengarah bertugas memberikan arahan, pembinaan dan 

pengawasan pelaksanaan atas upaya penanggulangan semburan 

lumpur, penanganan luapzn lumpur, penanganan masalah sosial 

dan infrnstruktur akibat luapan lumpur di Sidoarjo, yang 

dilaksanakan Badan Pelaksana. 

(2) Gewan Pengarah terdiri dari: 

a .  Ketua : Menteri Pekerjaan Urnun;; 

t ne.rangbp mots 
b. W2-kil Ketua : Menteri Sosial: 

me-p Anggota 

c. Anggota : 1. Menteri Keuangan; \ 

2. Menteri Energi dan Sumher Daya Mineral; 

3. Menteri Dalarn Negeri; 

4. Menteri Kelautan dan Perikanan; 

5. Menteri Perhubu~gan; 

6. Menteri Negara Perencanaan Pembangunan 

Nasional/Kepala BAPPENAS; , 

7. Menteri Negara Lingkungan Hidup; J 

8. Kepala Badan Pertanahan Nasional; 

9. Gubernur Provinsi Jawa Timur; J 

10. Panglima Daerah Militer V/Brawijaya; , 

1 1. Kepala Kepolisian Daerah Jawa Timur; dan 

12. Bupati Kabupaten Sidoarjo. v 

Pasal 4 ... 
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Pasal 4 

Dewan Pengarah dapat membentuk Sekretariat yang . bertugas 

memberikan dukungan administrasi kegiatan dewan. 

Pasal 5 

Susunan organisasi Badan Pelaksana, terdiri dari: 

a. Kepala Badan Pelaksana; 

b. Wakil Kepala Badan Pelaksana; 

c. Sekretaris Badan Pelaksana 

d. Deputi Bidang Operasi; 

e. Deputi ~ i d a k ~  Sosial; 

f .  Deputi Bidang Infrastruktur. 

Fasal 6 

Badan Pelaksana bertanggungpwab kepada Deivan Fengarah. 

Pzsal 7 

(1) Kepala Badan Pelaksana mempunyai tugas mernimpin Badan 

Pelaksana dalarn penanganan penanggulangan semburan lumpur, 

luapan lumpur, serta masalah sosial dan infrastruktur akibat 

luapan lumpur di Sidoarjo. 

(2 )  Wakil Kepala Badan Pelaksana mempunyai tugas rnewakili dan 

membantu pelaksanaan tugas Kepala Badzn Pelaksana sehari-hari. 



Pasal 8 

Sekre taris Badan Pelaksana mernpunyai tugas: 

a. menyelenggarakan adrninistrasi urnurn untuk kelancaran 

pelaksanaan tugas Badan Pelaksana; 

b. mengelola pegawai, perencanaan kerja, pendanaan, perlengkapan 

kerja, dokurnentasi, hukurn, hubungan rnasyarakat, dan keamanan 

serta sistern informasi Badan Pelaksana; 

c. rnenyelenggarakan ketatalaksanaan dan hubungan kerja Badan 

Pelaksana di bidang administrasi dengan instansi terkait; 

d. melsksanaksn tugas lain yang diberikan Kepala Badan Pelaksana. 

Pasal 9 

Deputi Bidang Operasi rnernpunyai tugas: 

T.. ~~~enye:enggarakag kocrdinasi oper~s i  upaya penanggulangar? 

sernburan lunzpur dan penanganan luapan lurnpur; 

b. rnenyusun runzusan strategi dan rencana operasi t e h i s  upaya 

penanggulangan sernburan lurnpur dan penanganan luapan 

lumpur; 

c. melakukan pengendalian operasi upaya penanggulangen semburan 

lumpur yang dilaksar,akan oleh FT Lapindo Brantas; 

d. rnelaksanakan penanganan luzpan lurnpur; 

e. mengadakan evaluasi dan pelaporan operasi upaya penanggulangan 

sernburan lumpur dan penanganan luapan lumpur. 

. .. 

Pasal 10 ... 



Deputi Bidang Sosial mempunyai tugas: 

a. n~enyelenggarakan koordinasi penanganan rnasalah sosial 

kemasyaraka tan; 

b. nlenyusun rurnusan strategi dan rencana penanganan masalah sosial 

kemasyaraka tan; 

c. n~elaksanakan bantuan dan perlindungan serta pernulihan sosial 

ken~asyarakatan; 

d. n~elakukan pengawasan penanganan masalah sosial kemasyarakatan 

yang dilaksanakan oleh IT Lapindo Brantas; 

e. mengadhitan evaluasi dan pelagoran penanganan rnasalah sosial 

ken~asyarakatan akibat luapan lumpur. 

Pasal 11 

Deputi Bidang Infrastruktur rnernpunyai tugas: 

a. n~enyelenggara ka n koordinasi penanganan masalah infrastruktur; 

b. nlenyusun rumusan strategi dan rencana penanganan masalah 

infrastruktur; 

d. mela ksanakan pembangunan kons truksi in frastruktur termrzsuk 

infrastruktur untuk penanganan luapan I~tmpur; 

e. mei~~elihara dan mengamankan infrastruktur; 

f. rnengadakan evaluasi dan pelaporan penanganan rnasalah 

infrastruktur akiba t luapar. lurnpur. 

Pasal 12 ... 



Fasal 12 

Di lingkungan Sekretaris Badan Peiaksana dan Deputi Badan Pelaksana, 

dibentuk kelompok kerja yang ditetapkan oleh Kepala Badan Pelaksana. 

Fasal 13 

(1) Tata kerja Badan Penanggulangan diatur lebih lanjut oleh Ketua 

Dewan Pengarah. 

(2) Rincian organisasi dan mekanisn~e pelaksanaan tugas Badan 

Pelaksana diat~ir lebih lanjut oieh Kepala Badan Pelaksana 

(3) Kepala Radan Telaksanz menylrsun laporan pelaksanaan tugasnya 

secara berkala atau sewaktu-waktu kepada Dewan Pengarah. 

Fasal 14 

(1) Biaya adnlinistrasi Fadan Fenanggulangan didanai darl Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) . 

(2) Renlunerasi pegawai Badan Pelaksana ditetapkan oleh Kepala 

Badan Pelaksana setelah n~endapat persetujuan Menteri Keuangan. 

Pasal 15 ... 



Fasal 15 

( I )  Dalam rangka penanganan masalah sosial kemasyarakatan, 

IT Lapindo Brantas rnembeli tanah dan bangunan masyarakat yang 

terkena luapan lurnpur Sidoarjo dengan pembayaran secara 

bertahap, sesuai dengan peta area terdampak tanggal 22 Maret 

2007 dengan akta jual-beli bukti kepemilikan tanah ' yang 

mencantunlkan luas tanah dan lokasi yang disahkan oleh 

Pernerintal~. 

(2) Pembayaran bertahap yang dimaksud, seperti yang telah disetujui 

dan dilaksanakan pada daerah yang termasuk dalarn peta area 

terdaivpak 4 Desen~be~ 2006, 20% (dua puluh perseratus) 

dibaytirkan dimuke dan sisanya dibayzrkan paling lambat sebulan 

szbelurn mzsa kontrak rumah 2 (dt;a) tahun habis. 

(3) Biaya rnasalah sosial kemasyarakatan di luar peta area terdampak 

tanggal 22 Maret 2007, setelah ditandatanganinya Perahu-an 

Presidzn ini, dibebankan pa3a APBN. 

(4) Feta area ierdarnpak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat 

(3 )  adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan 

Fresiden ini. 

(5) Biaya upaya penanggulangan semburan lumpur termasuk di 

dalarnnya penanganan tanggul utama sampai ke Kali Porong 

dibebaukan kepada PT Lapindo Brantas. 

(6 )  Biaya untuk upaya penanganan masalah infrastmktur termasuk 

infrastruktur untuk penanganan luapan lumpur di Sidoarjo, 

dibebankan kepada APBN dan sumber dana lainnya yang sah. 



Pasal 16 

(1) Kepala, Wakil Kepaln, Sekretaris, Deputi dan kelompok kerja di 

lingkungan Badan Pelaksana, dapat berasal dari unsur Pegawai 

Negeri Sipil (PNS), tenaga profesional, dan tenaga ahli. 

( 2 )  PNS yang ditempatkan pada Badan Pelaksana sebagaimana 

dirnaksud pada ayat ( 1 ) berstatus diperbantukan. 

(3) PNS sebagaimana dirnaksud pada ayat (2) diberhentikan dari 

jabatan organik di instansi induknya tanpa kehilangan status 

sebagai PNS. 

(4) Proses kepangkatan FNS sebagaimana dirnaksud pada ayat (2) 

dilak~tkan oleh instansi induk yang bersangituran, sesuai peraturan 

perundang-undangan. 

(5) PKS sebagaimana dirnaksud pada ayat (2)  dinaikkan par.gkatnya 

setiap kali setingkat lebih t i na i  tanpa terikat jenjafig pangkat, 

sesuai pera turan perundang-u~dangan. 

(6) PNS sebagai~nana dimaksud pada ayat (2) yang berhenti atau telah 

bera khir masa ba ktinya, kernbali kepada ins tansi induknya apabila 

belun~ n~encapai batas usia pensiun. 

(7 )  PNS sebagaimana din~aksud pada ayat (2) diberhentikan dengan 

hormat sebagsli FNS apabila telah mencapai batas usia pensiun dan 

diberi hak- hak kepegawaian, sesuai peraturan perundang- 

undangan. 

Pasal 17 

(1) Kepala, Wakil Kepala, Sekretaris, dan Deputi di lingkungan Badan 

Felaksana, diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. 



(2) Kepala dan Wakil Kepala di lingkungan Badan Pelaksana, 

diberhentikan dari jabatannya oleh Presiden, apabila: 

a. berhalangan tetap; 

b. berdasarkan penilaian hnerja tidak rnampu menjalankan tugas 

dengan baik; 

c. terbukti secara hukum melakukan tindak pidana korupsi, kolusi 

dan nepotisme, serta tindak pidana lainnya; atau 

d. rnengundurkan diri. 

Pasal 18 

Pe~yusunan rencana kerja dan anggaran dikclola oieh Kepala Badan 

Pelaksana se!aku Pengguna Xngsaran di lingkungan i3adan PeIzksana 

Pasal 19 

Dengan berlak~inya Peraturan Presiden ini, pelaksanaan tugas Tim 

Nasional Penang~ulangan Semburan Lurnpr  di Sidoarjo yang dibentuk 

dengan Keputusan Presiden Nomor 13 Tahun 2006 dilanjutkan oleh 

Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo yang dibentuk dengan 

Peraturan Presiden ini. 

Fasal 20 

Sebelum organisasi Badan Felaksana sebagaimana dimaksud dalarn 

Pasnl 2 terbentuk, tugas Badan Pelaksana dilakukan oleh personil Tim 

Nasional Fenanggulangan Sen~buran Lumpur di Sidoarjo sebagaimana 

dibentuk dengan Keputusan Presiden r~omor  13 Tahun 2006 

sebagaimana telah diperpanjang dengan Keputusan Presiden Nomor 5 

Tahun 2007. 



Peraturan Presiden ini rnulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 

Ditetapkan di Jakarta 

pada tanggal 8 April 2007 

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, 

ttd. 

DR. H. SUSILO BmBANG YUDHOYCNO 

dinan sesuai dengan aslinya 

V. Nahattands 



PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR : 14 TAHUN 2007 

TANGGAL : 8 Apri 1 2007 

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, 

ttd. 

DR H. SUSIW BAMBANG YUDHOYONO 



FEZIDEN 
REPURLIK ISDONESIA 

PEMTUMN PRESIDES KEPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 48 TAHUN 2008 

TEsr',;LUG 

PERUB-AHAX ATAS 

FEMTUMN PRESIDEN NOAiOR 14 TAIIUN 2007 TENTANG 

BADAN PENANGGUL.ASGAN LUMPUR SIDOARJO 

DENGAN MHMAT THAN YANG MAHA ESA 

PESIDEN EFCBLIK INDONESIA, 

~Venin-(bang : a. bahwa l~tapan l~ tn~p~ t i -  di Sidoayio telah menimbulkan dart~pak sosial 

ke~~~ssyarakatan bzgi n~asyarakat di luar Feta Area Terdampak 

t a n ~ ~ a l  22 Maret 2007 yang berlokasi di Cesa Besuki, Desa 

Fe-iarakan? dan Deba Kecl~~.ngsangkring> Kecan~atan Jabon, 

Kabupaten Sidoarjo; 

b. bahwa untuk me!~gatasi 111asalah 1122pan lulnpur Sidoarjo 

sebagairnana di111aksltd pada l~ttruf a ya9,y n~erupakan bencana, 

Femerintah rnernalldang perlu 111rlakulta n lanykah -1angkah 

penznganarl masalah sosial kelv.asyaralzatan; 

c. bahwa biaya yenanyanan masalah sosial kernasyarakatan luapan 
C 

lun~pur Sidoarjo bayi masyarakat di lual- Feta Area Terdainpak 

tangyal 22 Maret 2007 telah dialokasiltan dsla111 Ansaran 

Fendapatan dan Belanja Negara Fer~tbahan (AFBN- P) Tahun 

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebayairnana din~aksud pada 

huruf a, huruf b, dan huntf c, perlu menetapkan Perat~tran Presiden 

tentang Ferubahan atas Feraturan Fresiden Nomor 14 Tahun 2007 
.... 

tenta.ny Eadan Fenangulaiigan Lumpur Sidoaljo; 

Mengingat ... 
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Mengingat : 1. Pasal 4 ayat 11) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 

Tahun 1945; 

2. Undans-Undang Ncmor l 7  Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 

(Leinbaran Negara Republik Indonesia Taliun 2003 Nolnor 4 7, 

Tambahan Leinbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4285); 

3. Undang-Undang Non~or 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 

Negara (Leimbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 

5, Tambahan Lelnbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

4. LJndang-Undang Nomor 45 Tahun 2007 tentang Anggaran 

Fendapatan dan Eelan.ja Negara Tahun 2005 (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2007 Non~or 133, Tambahan Lenlbaran 

Negara Rep~~blik Indonesia Non~or 4 7 78) sebagaimana tela h diuba h 

densan Lhdrli~g-Uylciang No~nor 15 T~l lun  2008 (Len~barar~ Ne;gara 

Rep~hlik !ndc.r~esia Tah~tn 2008 Non~or GS, Tambahan Len-[baran 

Negara Repdlik Indonesia Noinor 4548); 

5. Feraturan Felnerintah Non~or 6 Tallun 2006 tentang Pengelolaan 

Rarang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara RepuSlik Indonesia 

Tahun 200G Non~or 20, Tanlbahan Lelnbaran Negara Repubiik 

Ind~riesia Nornor 4609) sebagairnanc? telah diuball dengar, 

Fei-aturan Fei-t~erintah Noillor 38 Tahun 2005 (Leinbaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2005 Nonlor 78,  Tamballan Lernbarar. 

Negara Rep~tblik Indonesia Noinor 4855); 

G. Feraturan Fresiden Nonlor 14 Tahun 2007 tentang Badan 

Fenan,y~ulallgan Lurnpur Sidoarjo; 
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Menetapkan : FERATUMN FRESIDEN TENTANG PERUBAHAN ATAS PEMTURAN 

FESIDEN NOMOR 14 TAHUN 2007 TENTANG BADAN 

FENANGGULANGAN LUlMFUR SIDOARJO. 

Fasal I 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Fresiden Nomor 14 Tahun 2007 

tentang Badan Fenanggulanyan Lun~pur Sidoarjo diubah sebagai 

berikut : 

1. Ketentuan Fasal 15 ayat ( 3 )  dihapus dan ayat (4) di~tbah, 

sehingga keselttr~than Fasal 1 T berbunyi sebayai berikut : 

(1) Da la~ t~  ran:;ka yenanganan filasalah sosial kernasyarakatan, 

FT Lapindo Branths i-uei~~beli tanah dan bangman 

masyal-a ka t yang terkena luapan lumpur Sidoarjo dengan 

pen-tbayarall secar? bertahap, sesuai der~gan Feta Area 

Terdal-t-tpak tan'y~al 22 ~Maret 2007 dengan akta jual-beli 

bukti kepemilikan tanah yang ~~-tencantu~~-tkan luas tanah 

dan lokasi )rang disahkall ole11 Fen-terintah. 

(2) Fen-tbayaran secara bei-tahap sebayairnana din~aksuc! pada 

ayat (1). seperti yany telah disetujui dan dilaksanaltan pada 

daerah yang ternlasuk dalam Feta Area Terdampak tansa l  

4 Desernber 2006, 201% (dua puluh per seratus) 

dibayarkan di rnulta dan sisanya dibayarkan paling lan-tbat 

sebulan sebelum mass kontrak rumah 2 (dual tahun habis. 

(3) Dihapus ... 



PRESIDEN 
REPUBLIK INDONESIA 

(3) Dihapus. 

(4) Peta Area Terdarnpak sebagairnana dirnaltsud pada ayat (1) 

adalah sebagaimana tercanturn dalarn Larnpiran Peraturan 

- Fresiden ini. 

(5) Biaya upaya penanggulangan sernburan lumpur, terrnasuk 

di dalarnnya penanganan tanggul utarna sarnpai ke Kali 

Porong, dibebankan kepada PT Lapindo Brantas. 

(6) Biaya upaya penanganan rnasalah infrastruktur, terrnasuk 

infrastruktur nntuk penanganan luapan lun~pur di Sidoarjo, 

dibebankan kepada APBN dan suinber dana lainnya yang 

SL?~I." 

2. Di antara Pasal 15 dan Fasal 16 disisipkan 3 (iiga) pasal, yakni 

Fasa! 15 A. Pasal 15 B, Jan Pasal 15 C yarlg bzrbunyi sebagei 

berik~tt: 

"Paszl 15 A 

Riaya yenanganan n~asalah sosial kernasyarakatan di luar Peta 

Area Terdampak tanygal 22 Maret 200 7 dibebankan pada 

AFBN." 

"Fasal 15 R 

(1) Wilayah penanganan luapan lun~pur di luar Peta Area 

Terdan~pak tan,ygal 2 2 h4aret 2007 sebagaimana dirnaksud 

dalan~ Fasal 15 A adalah di Desa Besulu, Desa Pejarakan, 

dan Desa Kedungcangkring, Kecarnatan Jabon, Kabupaten 

Sidoaqjo, dengan batas-batas sebagai berikut : 

a. sebelah ... 
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a. sebelah utara : tanggul batas Peta Area 

Terdan~pak 

b. sebelah timur : jalan to1 ruas Porong - Gempol 

c. sebelah se!atan : Kali Pororlg 

d. sebelah barat : batas Desa Pejarakan dengan Desa 
I 

Mindi. 

(2) Peta wilayah penanganan luapan l ~ t n ~ p u r  di luar Feta Area 

Terdarnpak tanggal 22 Maret 2007 sebagailnana dimaksud 

pada ayat ( I )  adalah sebagaimana tercantum dalam 

Lampiran A Peratwan Presiden ini. 

(3)  Dalarn rangka pengananan nlasalah sosial ken~asyarakatan 

di \?-ilayah seb3gainlana dinlaks~~d pada ayat ( I ) ,  dilak~tkan 

penlhelian tanah dan bangunan cli wilayah terseb~tt dengan 

alita i ~ ~ a l  beli bukti kepenlili!car, tailah yavly n~encant~~rnkan 

luas tanah dan lokasi yang disahkau oleh Feinerir:tal~. 

(4) J~ ta l  beli sebagail-~ana dimaltsud pada a p t  (3) bersifat 

lt1111s11s sellingga tidak berlak~: ket<t~t~tan dasar perhitungan 

sebsga i~~~ana  diat~tr dalam Ferat~wan Fresiden Nomor 36 

T a h u ~  2005 tentang Pengadaan Tanah bayi Felaksanaan 

Pen-tbanyunan untuli Ikpentingan 'Jmurn sebagain~ana 

telah di~tbah dengan Fera t~~ran  Fresi~len Non~or 65 Tahun 

2006. 

(5) Pembayaran penanyanan masalah sosial lzernasyarakatan di 

wilayah sebagaimana dimaltsud pada ayat ( I )  dilakukan 

secara bertahap dengan skema 20% (dua puluh per seratus) 

pada Tahun Ansa ran  2008 dan sisanya mengik~tti tahapan 

setelah dilakukar~nya pelunasan oleh PT Lapindo Brantas 
.. - 

sebagaimana dimaksud dalaln Fasal 1 5 ayat ,.. (2). 

(6) Dana ... 
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( 6 )  Dana penanganan masalah sosial kemasyarakatan yang 

berupa bantuen sosial dan pembelian tanah dan bangunan 

diterimakan kepada masyarakat di 3 (tiga) desa 

sebagaimana dimaksud pada ayat ( 11, besarannya 

dimusyawarahkan dengan mempertimbangkan rasa 

lzeadilan oleh Badan Pelaksana BPLS dengan mengacu pada 

besaran yany dibayarkan oleh PT Lapindo Brantas 

sebagaimana dimaksud dalam F'asal 15. 

(7) Tata laksana pembayaran penanyanan masalah sosial 

kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan 

ayat (6 )  diatur lebih lanjut oleh Kepala Badan F'elaksana 

BFLS." 

(1) D e r ~ g ~ l ~  dilak~tliannya pel?tbelian tanah dan bangunan di 

~ i l ; l \ ~ a h  sebagaiinai~a dimaltsud dalaln Pnsal 15 R ayat !I), 

tarla11 dan bangunall di wilayah terseb~~t beralih statusnya. 

i~lerliadi Barar~g Milik Negara. 

(2) Terhadap Barang Milik Negara sebagaimana dimaksud 

pada ayat ( I), Merlteri Keuangan sebagai Fengelola Barang 

Milik Negara sedangkan Kepala Badan Felaksana BFLS 

sebayai Fen,y:pna Barany Milik Ne~ara." 

Fasal ... 
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Pasal I1 

Feraturan Presiden ini ntulai bei-laku pada tangya! ditetaplan. 

Ditetapkan di Jakarta 

pada tanggal 1 7 Juli 2008 

PRESIDEN REPUBLII< INDONESIA 

ttd. 

DR. H. SUSILO BAMRANG YUDHOYONO 

Salinan sesuai det~gan aslinya 

Dr. A I .  intan Santoso 
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PERATURAN PRESLDEN REPUBLIK LNDOS ESIA 

N O M O R  4 0  TAHUN 2009 

m A N G  

PERUBAHAN KEDUA ATAS 

PERATURAN PRESIDEN NOMOR 14 TAHUN 2007 TENTANG 

BADAN PEI4 ANGGULANGAN LUMPUR SIDOARJO 

DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA 

PRESLDEN RCPUBUK INDONESIA. 

M e n i n ~ b a n g :  b a h w a  d a l a m  r a n g k a  m e n g e f e k t i r k a n  u p a y a  

p e n a n g g u l a ~ g a n  s c r n b u r a n  1 u m p u ~ -  d a n  p e n a n y a n a n  

1 ~ 1 a p 3 . n  lu rnpur  se r t a  p e n a n g a l l a n  r ~ i i l s d l a h  sosinl  

k e m a s y a r a k a t a n ,  per!u m e n e t a p k a n  Pel-at111-an P r e s i d e n  

t e n t a n g  P e r u b a h a n  K e d u a  a t  ns Peratur:\n P res iden  

Nornor- 1I T a h u n  2007 : e r ? t a n z  B i ~ J n n  P e n a r l g g u l a n y a n  

M e n g i n g a t :  1. Pasa l  4  a y a t  ( 1 )  U n d a n g - U n d a n g  D a s a r  N e g a r a  R e p u b l i k  

I n d o n e s i a  T a h u n  1945; 

2. U n d a n g - U n d a n g  N o m o r  24  T a h u n  2 0 0 7  t e n t a n g  

P e n a n g g u l a n g a n  B e n c a n a  ( L e m b a r a n  N e g a r a  R e p u b l i k  

I n d o n e s i a  T a h u n  2007 N o m o r  66, T a r n b a h a n  L e r n b a r a n  

N e g a r a  R e p u b l i k I n d o n e s i a  N o m o r  4723) ;  
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3. Undang  ... 

3. Undang-Undang  Nomor  26Tahun  2007 t e n t a n g  P e n a t a a n  

Ruang (Lembaran  N e g a r a  Republik Indones ia  Tahun  2007 

Nomor  68. T a m b a h a n  L e m b a r a n  N e g a r a  Republik 

Indonesia  Nomor  4725); 

4 .  U n d a n g - U ~ ~ d a n g  Nomor  41 Tahun  2008 t e n t a n g  A n g g a r a n  

P e n d a p a t a n  d a n  Belanja Negal -a  Tahun  2009 (Lembaran  

N e g a r a  Republik !ndonebia T a h u n  2008 Nomor  171. 

T a m b a h a n  L e m b a r a n  N e g a r a  Repubiik Indones ia  Nomor 

4920) s e b a g a i m a n a  telah d i u b a h  d e n g a n  Undang-  

Undang  S ~ m o r  26 I 'ahun 2009 ( L e m b a r a n  N e g a r a  

Republik !ndonesia Tahun  2009 Nomor  118. T a m b a h a n  

L e ~ x b a r a n  N e g a r a  Republik Indones ia  Nornor 5041); 

5 .  Pera turan  Presiden Nomor  14 Tahuli 2007 t e n t a n g  E a d a n  

P e n a n g g u l a ~ ~ g a n  Lumpur Sidoarjo s e b a g a i m a n a  te lah  

d i u b a h  d e n s a n  Pera turan  Presiden Nomor  4 8 T a h u n  2008: 

Men e  t a  p  k a  n  : PER.4TURAN PRESLDEN E h T A N  G  PERUBAHAN KEDUA ATAS 

PERATLR4N PRESIDEN NOMOR 14 TAHUN 2007 TEmANG 

BADAN PEN.ANGGULANGAN LUMPUR SIDOARJO. 

Pasal ... 
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Pasa l  I 

B e b e r a p a  k e t e n t u a n  d a l a m  P e r a t u r a n  Pres iden  N o r n o r  14 

Tahun 2007 r e n t a n g  B a d a n  P e n a n g g i l l a n g a n  L u m p u r  

Sidnarjo s e b a g a i m a n a  t e l a h  diuba!i  d e n g a n  P e r a t u r a n  

Pres iden N o ~ n o r  48 Tahun 2008 d i u b a h  s e b a g a i  berikut : 

1 .  K e t e n t u a n  Pasa l  9 huruf c d a n  huruf d d i u b a h ,  

s c h i n g g a  kese lu ruhan  P a s a l  9 b e r b u n y i  s e b a g a i  berikut 

"Pas al 9 

D e p u t i  B i d a n g  0pe:as i  m e m p u n y a i  t u g a s  : 

a .  m e n y e l e n g g a r a k a n  koord inas i  o p e r a s i  u p a y a  

p e n a n g g u l a n g a n  s e m b u r a n  l u m p u r  d a n  

p e n a n g a n a n  l u a p a n  lumpur-; -*-.- 

b .  m e n y u s u n  r u m u s a n  s t ra teg i  d a n  r e n c a n a  o p e r a s i  

teknis u p a y a  p e n a n g g g l a n g a n  s e m b u r a n  l u m p u r  

d a n  p e n a n g a n a n  l u a p a n  l u m p u r ;  

c .  m e l a k u k a n  o p e r a s i  u p a y a  p e n a n g g u l a n g a n  

s e m b u r a n  l u m p u r ;  

d .  m e l c k u k a n  p e n a n g a n a n  l u a p a n  l u m p u r  k e  Kali 

P o r o n g ;  

e .  m e n g a d a k a n  e v a l o a s i  d a n  p e l a p o r a n  o p e r a s i  

u p a y a  p e n a n g g u l a n g a n  s e m b u r a n  !umpur  d a n  

p e n a n g a n a n  l u a p a n  l u m p u r . "  
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2. K e t e n t u a n  P a s a l  15  a y a t  (5 )  d i h a p u s ,  a y a t  ( 6 )  d i u b a h ,  

d a n  d i t a m b a h k a n  1  ( s a t u )  a y a t ,  ya i tu  a y a t  (7 ) ,  

s e h i n g g a  k e s e l u r u h a n  P a s a l  1 5  b e r b u n y i  s e b a g a i  

b erikut 

"Pasal  ... 

"Pasal  15 

! )  I r a n g k a  F e r i a l i g a n a q  r n a s a l a h  sosial  

k e n i a s y a r a k a t a n .  VT L a p i n d o  B r a n r a s  m e m h e l i  

t a n a h  d a n  b a n g u n a n  m z s y a l - a k a t  y a n g  t e r k e n a  

l u a p a n  l u m p u r  S i d o a r j o  d e n g a n  p e m b a y a r a r !  

s e c a r a  b e r t a h a p .  s e s u a i  d e n g a n  P e t a  A r e a  

T e r d a m p a k  t a n g g a l  22 M a r e t  2007  

d e n z a n  a k t a  jua l  beli bukti ke'pemilikrtn t a n a h  

y a n g  m e n c a n t u m k a n  l u a s  t a n a h  d a n  lokas i  y a n g  

d i s a h k a n  o l e h  P e m e r i n t a l i .  

(2)  P e m b a y a r a n  s e c a r a  b e r t a h a p  s e b a g a i m a n a  

d i m a k s u d  p a d a  a y a t  ( I ) ,  s e p e r t i  y z n g  t e l a h  

disetujui  d a r :  d i l a k s a n a k a n  p a d a  d a e r a h  y a n g  

t e r m a s u k  d a l a r n  P e t a  A r e a  T e r d a m p a k  t a n g g a l  4 

D e s e m b e r  2306.  20% ( d u a  pu luh  p e r  s e r a t u s )  

d i b a y a r k a n  di muka  d a n  s i s a n y a  d i b a y a r k a n  pa l ing  
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l a m b a t  s e b u l a n  s e b e l u m  m a s a  kon t rak  r u m a h  2 

(c iua)  t a h u n  h a b i s .  

( 3 )  D i h a p u s .  

(4)  P e t a  A r e a  T e r d a m p a k  s e b a g a i m a n a  d i m a k s u d  

p a d a  a y a t  (1 )  a d a l a h  s e b a g a i m a n a  t e r c a n t u m  

d  a l a m  L a m  piran P e r a t u r a n  Pres iden  ini. 

( 5 )  D i h a p u s .  

(6)  Biaya ... 

( 6 )  Biaya u p a y a  p e n a n g g u l a n g a n  s e m b u r a n  l u m p u r ,  

p e n g a l i r a n  l u m p u r  k e  Kali P o r o n g ,  p e n a n g a n a n  

infrastruktur. t e rn lasuk  infrastruktur p e n  a n g a n  a n  

l u a p a n  l u m p u r  di Sidoar jo .  d i b e b a n k a n  k e p a d a  

APBN d a n  s u m b e r . d a n a  l a i n n y a  y a n g  s a h .  

(7)  Biaya t i n d a k a n  mitigasi y a n g  d i l akukan  o leh  B a d a n  

P e l a k s a n a  BPLS un tuk  mel indungi  k e s e l a m a t a n  

m  a s y a r a k a t  d a r ~  infrastruktur d i b e  b a n i i a n  k e p a d  a  

APBN. " 

3. K e t e n t u a n  P a s a l  15 B  z y a t  (5) d i u b a h ,  di a n t a r a  a y a t  

( 1 )  d a n  a y a t  ( 2 )  disisipkan 1  ( s a t u )  a y a  t, y a i t u - a y a t  (1 a), '  

d  a n  d i t a m b a h k a n  2 ( d i l a )  a y a t .  yai tu  a y a t  (8) d a n  a y a t  
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(9 , .  s e h i n g g a  keseluruhan Pasal  15 B berbunyi  s e b a g a i  

b  erikut: 

"Pasal 15 B 

( I )  Wilayah p e n a n g a n a n  l u a p a n  lurnpur  di luar  P e t a  

Area T e r d a m p a k  t a n g g a l  22 Mare t  2007 

s e b a g a i m a n a  dirnaksud d a l a m  Pasa l  15 A  a d a l a h  

di Desa  Besuki, Desa Pe j a r akan ,  d a n  D e s a  

Kedungcangkr ing ,  K e c a r n a t a n  J a b o n ,  K a b u p a t e n  

Sidoarjo, d e n g a n  b a t a s - b a t a s  s e b a g a i  ber ikut :  

a .  s e b e l a h  ... 

a .  s ebe l ah  u ta ra  : t a n g g u l  b a t a s  P e t a  Area 

Terdarnpak;  

b . s e b e l a h t i r n u r  : jalan to1 ruas Porong  - 

G e m p o l :  

c .  s e b e l a h s e l a t a n  : K a l i P o ~ - o n g ;  

d .  s ebe l ah  b a r a t  : b a t a s  Desa  Pe j a r akan  

d e n g a n  Desa Mindi. 

( I a jTe rmasuk  wilayah p e n a n g a n a n  l u a p a n  l umpur  di 

luar Pe t a  A r e a T e r d a r n p a k  s e b a g a i r n a n a  dirnaksud 

p a d a  a y a t  ( I ) .  b e b e r a p a  Rukun T e t a n g g a  (R'l') di 
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D e s a  Siring Bara t .  D e s a  Ja t i r e jo ,  d a n  D e s a  Mindi 

y a n g  terdiri dari  RT 1, RT 2, RT 3, d a n  RT I 2  di 

l ingkup wi layah Rukun W a r g a  (RW) 12 D e s a  Siring 

Bara t ;  RT 1  d a n  RT 2  di l ingkup w i l a y a h  RW 1 D e s a  

Ja t i r e jo ;  RT 10, RT 13, d a n  RT 15 di l ingkup n . i laynh 

RW 2  D e s a  Mindi y a n g  t e r k e n a  d a m p a k  s e m b u r a n  

l u m p u r  b e r u p a  a m b l e s a n  m a u p u n  s e m b u r a n  g a s  

b e r b a h  a y a  s e h i n g g  a  m e n j a d i  t idak  l a y a k  huni.  

( 2 )  P e t a  wi layah  p e n a n g a n a n  l u a p a n  l u m p u r  di lua r  

P e t a  A r e a  T e r d a m p a k  t a n g g a l  2 2  M a r e t  2007 

s e b a g a i m a n a  d i m a k s u d  p a d a  a y a t  ( 1 )  n d a l a h  

s e b a g a i m a n a  t e r c a n t u m  d a l a m  L a m p i r n n  A  

P e r a t u r a n  P r e s i d ~ n  ini. 

(3)  D a l a m  .. 

(3 )  D a l a m  r a n g k d  p e n a n g a n a n  m a s a l a h  rosial 

L e t n a s y a r a k a t a n  di wi layah s e b a g a i m a n a  

d ~ r n a k s u d   pad^ a y a t  ( I ) ,  d ~ l a k u k a n  p e m b e l ~ a n  

t a n a h  d a n  b a n g u n a n  di wi layah  t e r s e b u t  d e r g a n  

a k t a  jual  beli bukti kepemi l ikan  t a n a h  > a n g  
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(6)  D a n a  p e n a n g a n a n  m.as ala h  sosi a1 

ke rnasya raka t an  y a n g  b e r u p a  b a n t u a n  sosial d a n  

pe rnbe l i an  t a n a h  d a n  b a n g u n a n  diterirnakan 

k e p a d a  rnasyarakat  di 3 ( t iga)  d e s a  s e b a g a i r n a n a  

dirnaksud p a d a  a y a t  ( l ) ,  b e s a r a n n y a  

d i rnusyawarahkan  d e n g a n  rnernper t i rnbangkan  

rasa kead i l an  oleh B a d a n  P e l a k s a n a  BPLS d e n g a n  

m e n g a c u  p a d a  b e s a r a n  y a n g  d i b a y a r k a n  oleh PT 

Lapindo Brantas  s e b a g a i r n a n a  dirnaksud da l a rn  

Pasal 15. 

(7)  Tata l aksana  p e m b a y a r a n  p e n a n g a n a n  rnasa lah  

sosial k e m a i y a l - a k a t a n  s e b a g a i m a n a  dirnaksud 

p a d a  a y a r  (5)  d a n  a y a t  ( 6 )  diatur  l eb ih  lanjut oleb 

Kepa l a  B a d a n  Pc i aksana  BPLS. 

(8)  Dalam r a n g k a  p e n a n g a n a n  m a s a l a h  sosial 

k e m a s y a r a k a t a n  di wilayah s e b a g a i r n a n a  

dimaksuci p a d a  a y a t  ( l a ) ,  \vilayah te rsebut  

d ikosongkan  derni ke se l a lna t an  i na sya raka t  untuk 

paling l an l a  2 ( d u a )  t a h u n .  

(9)  Bagi w a r g a  y a n g  t inggal  di wilayah s e b a g a i r n g n a  

dirnaksud p a d a  aya t  (8) p a d a  s a a t  proses  wilabvah 

ter-hebut d ikosongkan .  diberikan b a n t u a n  sosial 

b eru p  a :  

a .  b a n t u a n  kontrak r u ~ n a h  s s l a m a  2 ( d u a )  t a h u n ;  

b .  b a n t u a n  t u n j a n g a n  h idup  se la rna  6 ( e n a r n )  

bu lan ;  

c .  b i aya  evakuas i .  " 

Pasal ... 
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Pasal IT 

Pera turan  Presiden ini rnulai ber laku p a d a  t a n g g a l  

d i t e t a p k a n .  

Di te tapkan  di J a k a r t a  

p z d a  t a n g g a l  23 S e p t e m b e r  2009 

PRESIDEN REPUBLIK IND G NESIA 

ttd. 

DR. H. SUSLO BAABANG YUDHOYCNC) 

Salinan sesua i  d e n g a n  aslinya 

Wakil Sekretaris Ka b ine t  

ttd 

L a m b o c k  V. N a h a t t a n d s  


